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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 207, 2021

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

KEMENPAN-RB. PNS. Sistem Manajemen Kinerja.

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja PNS, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG SISTEM
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah
suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan
Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan
Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan sistem

informasi Kinerja.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS
pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan
SKP dan Perilaku Kerja.

Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan
Kinerja yang dicapai oleh setiap PNS.

Target adalah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaaan rencana Kinerja.

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang
dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas
atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

Pengelola Kinerja adalah pejabat yang melaksanakan
tugas dan fungsi pengelolaan Kinerja PNS.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi
Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi,

pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
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14.

15.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah  pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Sistem Manajemen Kinerja PNS bertujuan untuk:

a.

menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/ unit kerja/
atasan langsung ke dalam SKP;

melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan
Kinerja dan penilaian Kinerja; dan

menentukan tindak lanjut hasil penilaian Kinerja.

Pasal 3

Sistem Manajemen Kinerja PNS dilaksanakan berdasarkan

prinsip:

a. objektif;

b. terukur;

c. akuntabel;

d. partisipatif; dan

transparan.

BAB II
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS

Pasal 4

Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas:

perencanaan Kinerja;

pelaksanaan  Kinerja, pemantauan Kinerja, dan
pembinaan Kinerja;

penilaian Kinerja;

tindak lanjut; dan

sistem informasi Kinerja PNS.
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Bagian Kesatu

Perencanaan Kinerja

Pasal 5
Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:
a. penyusunan rencana SKP; dan

b. penetapan SKP.

Pasal 6
Penyusunan rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dilakukan secara berjenjang dari pejabat
pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke
pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan

memperhatikan tingkatan jabatan pada Instansi Pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyusunan rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan
pimpinan unit kerja mandiri serta pejabat administrasi
dan pejabat fungsional dapat dilakukan dengan 2 model,
yaitu:

a. dasar/inisiasi; atau
b. pengembangan.

(2) Penyusunan rencana SKP dengan model dasar/inisiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
digunakan pada Instansi Pemerintah yang akan
membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS.

(3) Penyusunan rencana SKP dengan model pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
digunakan pada Instansi Pemerintah yang telah
membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS.

(4) Penyusunan rencana SKP dengan model pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan Instansi Pemerintah paling lambat 1

Januari 2023.
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Pasal 8

Rencana SKP yang telah direviu oleh Pengelola Kinerja

ditandatangani PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai

Kinerja.

(1)

(2)

Pasal 9
Perilaku Kerja meliputi aspek:
a. orientasi pelayanan;
b. komitmen;
c. Iinisiatif kerja;
d. kerja sama; dan
e. kepemimpinan.
Standar perilaku kerja pada setiap aspek perilaku kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan level
yang dipersyaratkan sesuai jenis dan/atau jenjang

jabatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan Pembinaan Kinerja

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 10

Pelaksanaan Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, dilaksanakan setelah dilakukan
penetapan SKP.

Terhadap pelaksanaan Kinerja PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan Kinerja
oleh Pejabat Penilai Kinerja untuk mengamati kemajuan
pencapaian target Kinerja yang terdapat dalam SKP.
Pembinaan Kinerja dilakukan melalui bimbingan Kinerja
dan konseling Kinerja untuk menjamin pencapaian target

Kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja

Pasal 11

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menggabungkan nilai
SKP dan nilai Perilaku Kerja.

Nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP
sesuai dengan perencanaan Kinerja yang telah
ditetapkan.

Nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dengan membandingkan standar perilaku kerja

dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut

Pasal 12

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,

terdiri atas:

a.
b.

o

e

(1)

(2)

(3)

pelaporan Kinerja;
pemeringkatan Kinerja;
penghargaan;

sanksi; dan

keberatan.

Pasal 13
Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai
Kinerja kepada tim penilai Kinerja PNS dan PyB.
Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk dokumen penilaian Kinerja.
Dokumen penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. nilai Kinerja PNS;
b. predikat Kinerja PNS;
c. permasalahan Kinerja PNS; dan
d. rekomendasi.

e. dokumen lainnya
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 14
Pemeringkatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b dilakukan dengan membandingkan nilai
Kinerja dan predikat Kinerja pada dokumen penilaian
Kinerja antar PNS setiap tahun.
Pemeringkatan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh PyB pada masing-masing
Instansi Pemerintah.
Penetapan pemeringkatan Kinerja pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
Data hasil pemeringkatan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan oleh Menteri untuk penyusunan
profil Kinerja PNS nasional dan evaluasi kebijakan
terkait:

manajemen Kinerja PNS;

a.
b. pengembangan kompetensi;

o

pengembangan karier; dan/atau

o

manajemen PNS lainnya.

Pasal 15

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ dapat berupa:
a. prioritas untuk diikutsertakan dalam program

kelompok rencana suksesi; dan
b. prioritas untuk pengembangan kompetensi.
Pemberian penghargaan atas hasil penilaian Kinerja
dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja
PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
Dokumen penilaian Kinerja dapat digunakan sebagai
dasar pembayaran tunjangan Kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan
penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 16
Hasil penilaian Kinerja dapat digunakan sebagai dasar
pemberian sanksi bagi PNS.
Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja
PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 17

PNS dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian Kinerja

disertai alasan keberatan kepada atasan dari Pejabat Penilai

Kinerja.
Bagian Kelima
Sistem Informasi Kinerja PNS
Pasal 18
(1) Sistem informasi Kinerja PNS sebagaimana dimaksud

(2)

(3)

(4)

(9)

dalam Pasal 4 huruf e dikelola melalui aplikasi informasi
Kinerja PNS.
Aplikasi informasi Kinerja PNS memuat alur proses dan
format, antara lain:
perencanaan Kinerja;
pelaksanaan, pemantauan Kinerja, dan pembinaan
Kinerja;
c. penilaian Kinerja; dan
d. tindak lanjut.
Badan Kepegawaian Negara menyiapkan aplikasi
informasi Kinerja PNS secara nasional yang dapat
diintegrasikan dengan aplikasi Kinerja PNS di Instansi
Pemerintah.
Aplikasi informasi Kinerja PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat dimanfaatkan oleh Instansi
Pemerintah yang belum mempersiapkan aplikasi
informasi Kinerja PNS.
Hasil pengelolaan aplikasi informasi Kinerja PNS secara

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan
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-10-

kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

(6) Alur proses dan format sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19
Pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal
17, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kecuali Pasal 16.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  SISTEM  MANAJEMEN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB1
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional,
kompeten, dan kompetitif. Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki
kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara juga mengamanatkan agar penilaian kinerja dilakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Peraturan Pemerintah ini mengatur
antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan
penilaian Kinerja pegawai serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian
kinerja pegawai.

Amanat Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, ketentuan teknis tentang Penilaian
Kinerja PNS tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja PNS yang dapat memperjelas
peran, tugas, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi. Dengan begitu penilaian kinerja dapat dilakukan secara
adil dan obyektif sehingga dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik,
meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, membangun kebersamaan
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dan kohesivitas pegawal dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah
dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut penilaian

kinerja yang tepat.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA PEGAWAI

A. PENYUSUNAN RENCANA SKP

1. Penyusunan Rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat
pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat
administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan
jabatan pada Instansi Pemerintah.

2. Penyusunan Rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog
antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola
kinerja/tim pengelola kinerja dan wajib mencerminkan penyelarasan
dan penjabaran sasaran Kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan
atasan langsung.

3. Penyusunan Rencana SKP dimulai pada tahun anggaran sebelumnya
selaras dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Instansi
Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

4. Dalam hal pegawai dan pejabat penilai kinerja sampai dengan minggu
kedua Bulan Januari tidak melakukan proses penyusunan Rencana
SKP, maka pengelola kinerja/ tim pengelola kinerja menyusun
Rencana SKP melalui penyelarasan dan penjabaran strategi untuk
mencapai sasaran Kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan
langsung yang diturunkan ke pegawai.

5. Rencana Kinerja pada SKP dituliskan menggunakan kalimat yang
menggambarkan pencapaian atau hasil, bukan aktivitas atau kategori
pekerjaan.

6. Sebelum melakukan penyusunan Rencana SKP, pegawai harus
memahami perbedaan pencapaian atau hasil, aktivitas, dan kategori
pekerjaan yang digunakan untuk menyatakan rencana Kinerja pada
SKP sebagaimana contoh pada Tabel 1 dan Tabel 2 Anak Lampiran 1.

7. Tahapan penyusunan Rencana SKP dibedakan atas:

a) Tahapan Penyusunan Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan
Pimpinan Unit Kerja Mandiri.

b) Tahapan Penyusunan Rencana SKP Pejabat Administrasi dan
Pejabat Fungsional.
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TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT PIMPINAN

TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Pedoman ini menyediakan 2 (dua) model penyusunan Rencana SKP

pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yaitu model

dasar/inisiasi dan model pengembangan.

1. Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/inisiasi memuat
tahapan wajib atau tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan
Rencana SKP. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi Pemerintah
yang akan/sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS.
Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/inisiasi terdiri atas:
a) melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen

Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja.

b) menyusun Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan
Unit Kerja Mandiri.

c) menyusun Manual Indikator Kinerja untuk Pemantauan dan
Pengukuran Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit
Kerja Mandiri.

2. Tahapan penyusunan Rencana SKP model pengembangan memuat
seluruh tahapan penyusunan Rencana SKP pada model dasar/inisiasi
yang ditambahkan dengan satu tahapan sebagai bentuk
pengembangan terhadap SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan
unit kerja mandiri. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi
Pemerintah yang telah membangun sistem manajemen Kinerja PNS.
Tahapan penyusunan Rencana SKP model pengembangan terdiri atas:
a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen

Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja.

b) Menyusun Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan
Unit Kerja Mandiri.

c) Mengelompokkan Rencana Kinerja Berdasarkan Perspektif
Penerima Layanan, Proses Bisnis, Penguatan Internal, dan
Anggaran. Tahap ini merupakan tahap yang membedakan dengan
model dasar/ inisiasi.

d) Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk Pemantauan dan
Pengukuran Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit
Kerja Mandiri.

Tahapan penyusunan Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan

Pimpinan Unit Kerja Mandiri dengan model dasar/inisiasi adalah sebagai
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berikut:

1.

2.

Tahap Pertama: Melihat gambaran keseluruhan organisasi pada
dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian
Kinerja.

Gambaran keseluruhan organisasi meliputi:

a) sasaran strategis instansi beserta indikator Kinerja dan target

yang tercantum dalam Rencana Strategis;

b) sasaran Kinerja beserta indikator Kinerja dan target pada
Perjanjian Kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis
Instansi/Unit Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Instansi; dan

c) penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya
sebagaimana dapat dilihat pada pohon Kinerja/piramida
Kinerja/matriks penyelarasan sasaran strategis/peta proses
bisnis.

Tahap Kedua: Menyusun Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan

Pimpinan Unit Kerja Mandiri.

a) Terdapat 2 jenis Kinerja dalam SKP yakni Kinerja utama dan
Kinerja tambahan.

b) Kriteria Kinerja Utama
1) Kinerja utama wajib memuat sasaran, indikator dan target

pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan Rencana

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit

kerja, instansi dan unit kerja mandiri (dapat menggunakan

rancangan Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Tahunan apabila belum ditetapkan hingga minggu kedua

Bulan Januari), serta dapat ditambahkan dengan:

a) direktif atau penugasan dari pimpinan instansi atau
pejabat pimpinan tinggi diatasnya. Direktif atau penugasan
disusun beserta indikator Kinerja Individu dan targetnya.

b) inisiatif strategis dan/atau rencana aksi dalam rangka
mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada
angka 1. Inisiatif strategis dan/atau rencana aksi disusun
beserta indikator Kinerja Individu dan targetnya.

2) Kinerja wutama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan
dan direktif wajib mencerminkan kualitas dan tingkat kendali
sebagai berikut:
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a) outcome, yaitu hasil/ manfaat/ dampak yang diharapkan
dalam jangka pendek, menengah atau panjang;

b) output dengan tingkat kendali rendah, yaitu hasil/
keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang
pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain
pemilik rencana Kinerja; dan/atau

c) output dengan tingkat kendali sedang, yaitu hasil/ keluaran
dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya
dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik rencana Kinerja
dan selain pemilik rencana kinerja.

c) Kriteria Kinerja Tambahan
1) Kinerja tambahan merupakan jenis Kinerja yang mendorong
pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran

Kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya

namun masih sesuai dengan kompetensi/ kapasitas pegawai

yang bersangkutan.
2) Kinerja tambahan dapat berupa:

(a) development commitment merupakan komitmen dalam
meningkatkan pengetahuan/ kompetensi/ keterampilan
bagi pegawai yang bersangkutan maupun orang lain.
Contoh: mengikuti seminar, mengajar/ melatih pada
pendidikan dan pelatihan, mengikuti pendidikan dan
pelatihan dll;

(b) community involvement merupakan keikutsertaan dalam
kegiatan sosial baik di lingkungan instansi maupun di luar
lingkungan instansi. Community involvement bertujuan
agar setiap pegawai melibatkan dirinya secara aktif dalam
memberikan dampak positif (value added) terhadap
lingkungannya.

Contoh: keikutsertaan dalam satuan tugas pengendalian
Covid-19 dll.
3) Kinerja  tambahan  dibedakan  berdasarkan  lingkup
penugasannya dan dibuktikan dengan surat keputusan.
4) Lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 3
terdiri atas:

INSTANSI LINGKUP PENUGASAN
Instansi Pusat 1. Dalam satu unit kerja
2. Antar unit kerja dalam satu Instansi
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. Antar Instansi (Pusat-Pusat/Pusat-Dacrah)

Instansi Dacrah

. Dalam satu perangkat dacrah

3

1

2. Antar perangkat dacrah dalam satu dacrah
3. Antar dacrah {Dacrah-Daerah/Dacrah-Pusat)

5) Selain lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada angka
4, PyB dapat menetapkan lingkup penugasan lain untuk
Kinerja tambahan.

6) Kinerja tambahan memiliki indikator Kinerja individu dan

target;

7) Kinerja tambahan dapat dimasukkan ke dalam SKP pada
tahun berjalan sepanjang disepakati dengan atasan langsung

yvang bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola Kinerja/

tim pengelola Kinerja.

d) Format Rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit
kerja mandiri model dasar/ inisiasi adalah sebagai berikut:

FORMATA 1.1
RENCANA SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN:

scichoiad s S JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP (*opsional)

PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN JABATAN

INSTANSI INSTANSI

NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
INDIVIDU

(1) 2] 13) 4

A. KINERJA UTAMA

1 | Rencana Kinerja Utama 1 IKI 1.1 Target 1.1
(dii=i dengan sasaran yaryg IKI 1.2

Target 1.2

[@iLSE e

Iroktifl

Rencana Kinerja Utama 2

(s Gengan renoana axs:

B. KINERJA TAMBAHAN

Target 2.1

@it

Target 2.2

1

Rencanea Kinerja Tambahan 1
(dapat ditambahkan paida

tahurn berialan

IKI 1

www.peraturan.go.id



1o 2021, No. 207

3. Tahap Ketiga: Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk Pemantauan
dan Pengukuran Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit
Kerja Mandiri berupa:

a) Indikator kinerja individu pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan
unit kerja mandiri harus didefinisikan dengan jelas dan dapat
diukur;

b) Deskripsi dan formula untuk mengukur indikator Kinerja individu
pejabat pimpinan tinggi utama dan pimpinan unit kerja mandiri
dituangkan dalam manual indikator Kinerja;

c¢) Manual indikator kinerja disusun untuk setiap indikator Kinerja
individu;

d) Dalam hal indikator kinerja pada rencana strategis dan perjanjian
Kinerja telah disertai dengan manual indikator Kinerja, pejabat
pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri tidak perlu
menyusun manual indikator untuk SKP;

e) Manual indikator kinerja sedikitnya mencantumkan:

1) deskripsi rencana Kinerja;

2) deskripsi indikator Kinerja individu yang meliputi definisi
operasional indikator, formula mengukur, serta tujuan;

3) satuan pengukuran indikator Kinerja individu;

4) kualitas dan tingkat kendali indikator Kinerja individu yang
meliputi:
(a) outcome;
(b) output dengan tingkat kendali rendah; dan /atau
(c) outputdengan tingkat kendali sedang;

5) unit penyedia data untuk pengukuran Kinerja; dan

6) periode yang ditetapkan untuk pendokumentasian Kinerja
berdasarkan jenis indikator Kinerja individu.

f) Manual indikator kinerja dilampirkan pada Rencana SKP untuk
direviu oleh Pengelola Kinerja;

g) Format Manual Indikator Kinerja untuk pejabat pimpinan tinggi
dan pimpinan unit kerja mandiri pada Instansi Pusat adalah
sebagai berikut:
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FORMAT A.3
MANUAL INDIKATOR KINERJA SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA
MANDIRI
PERIODE PENILAIAN:
..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA UNIT KERJA
RENCANA
KINERJA
DESKRIPSI
RENCANA
KINERJA
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DESKRIPSI Definisi

{(NAMA INSTANSI)

Formula

Tujuan

SATUAN
PENGUKURAN
JENIS IKU ( ) Outcome { ) Output kendali rendah ( ) Output kendali sedang

PENANGGUNG
JAWAB IKU
PIHAK PENYEDIA
DATA

SUMBER DATA
PERIODE [ ) Bulanan { ) Triwulanan [ ) Semesteran | ( | Tahunan
PELAPORAN

{tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

(Nama)

(NIP)
Untuk Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja
Mandiri Model Pengembangan, sebelum Tahap Menyusun Manual
Indikator Kinerja ditambahkan 1 (satu) Tahap yaitu Mengelompokkan
Rencana Kinerja berdasarkan Perspektif Penerima Layanan, Proses
Bisnis, Penguatan Internal, dan Anggaran, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Mengelompokkan Rencana Kinerja berdasarkan Perspektif Penerima

Layanan, Proses Bisnis, Penguatan Internal, dan Anggaran

a) Pada tahap ini, rencana Kinerja pada Rencana SKP pejabat
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pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri dikelompokkan

kedalam 4 perspektif, yaitu:

1) Perspektif penerima layanan, yang merefleksikan kemampuan
organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima
layanan/ stakeholder;

2) Perspektif proses bisnis, yang merefleksikan perbaikan proses
untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi
pemangku kepentingan;

3) Perspektif penguatan internal, yang merefleksikan kemampuan
organisasi/ unit kerja untuk mengembangkan sumber daya
yang dimiliki organisasi sebagai pengungkit untuk pencapaian
tujuan organisasi. Perspektif ini penting sebagai bentuk
investasi untuk keberhasilan jangka panjang;

4) Perspektif anggaran, yang merefleksikan Kinerja dalam rangka
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perspektif ini
harus ada dalam setiap rencana SKP pejabat pimpinan tinggi
atau pimpinan unit kerja mandiri.

b) Pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri
memastikan bahwa rencana Kinerja pada Rencana SKP telah
memenuhi seluruh perspektif sebagaimana dimaksud pada huruf
a.

2. Format Rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja
mandiri model pengembangan adalah sebagai berikut:
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FORMAT A.2.1
RENCANA SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN:

pANAIOTANEY JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP ("opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
INSTANSI INSTANSI
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
INDIVIDU
(1) 2) 3) (4) 5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima 1 Rencana Kinerja Utama Target 1.1
Layanan/ 1
Proses Bisnis/ fdiisi dengan sasdran ti i
Penguatan yang terdapat pada PK ridap pada
Internal/ dan dapat dape
Anggaran ditambal Renstr Rer
da J »;t
Penerima 2 | Rencana Kinerja Utama | IKI 2.1 Target 2.1
Layanan/ 2 IKI 2.2 Target 2.2
Proses Bisnis/ {diisi denguan rencana (diisi dengan mmdikator | #d dengan tamet
Pcngua(an aksil usiatif stratew kineria rencana aksl rencanag aks:
Internal/ untuk mencapa nisiatif strateg inigiatif strategi

Anggaran 1Samn p

B. KINERJA TAMBAHAN
1 Rencana Kinerja IKI 1 Target 1
Tambahan 1

3. Pedoman ini menyediakan contoh penyusunan Rencana SKP pejabat
pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri model
pengembangan yang didalamnya juga memuat tahapan penyusunan
Rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja
mandiri model dasar/ inisiasi.

4. Contoh sebagaimana dimaksud tercantum dalam Anak Lampiran 2
huruf A untuk Instansi Pusat dan Anak Lampiran 3 huruf A untuk
Instansi Daerah.
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TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT ADMINISTRASI

DAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pedoman ini menyediakan 2 (dua) model tahapan penyusunan Rencana

SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional yaitu model

dasar/inisiasi dan model pengembangan.

1. Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/inisiasi memuat
tahapan wajib atau tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan
Rencana SKP. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi Pemerintah
yang akan/sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS.
Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/ inisiasi terdiri atas:
a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Perjanjian

Kinerja memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Tahunan unit kerja, dan instansi;

b) Membagi Peran Koordinator/Ketua dan Anggota Tim
Kerja/Kelompok Kerja sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil.

c¢) Menentukan Rencana Kinerja pada Format Rencana SKP;

d) Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu pada
Format Rencana SKP;

e) Menetapkan Target pada Format Rencana SKP; dan

f) Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit untuk
Lampiran SKP Pejabat Fungsional.

2. Tahapan penyusunan Rencana SKP model pengembangan memuat
seluruh tahapan penyusunan Rencana SKP pada model dasar/
inisiasi yang ditambahkan dengan dua tahapan sebagai bentuk
pengembangan terhadap SKP pejabat administrasi dan pejabat
fungsional. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi Pemerintah
yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS. Tahapan
penyusunan Rencana SKP model pengembangan terdiri atas:

a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Perjanjian
Kinerja memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Tahunan unit kerja, dan instansi;

b) Membagi Peran Koordinator/ Ketua dan Anggota Tim Kerja/
Kelompok Kerja sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil;

c) Menentukan Rencana Kinerja pada Format Rencana SKP;

d) Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu pada
Format Rencana SKP;

e) Menetapkan Target pada Format Rencana SKP;
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f) Mengembangkan Kategori Penilaian Kinerja pada Format Rencana
SKP. Tahap ini merupakan tahap yang membedakan dengan
model dasar/ inisiasi;

g) Menentukan Cara Memantau Kinerja pada Format Rencana SKP.
Tahap ini merupakan tahap yang membedakan dengan model
dasar/ inisiasi;

h) Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit untuk
Lampiran SKP Pejabat Fungsional.

Tahapan penyusunan Rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat

fungsional dengan model dasar/ inisiasi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada
Perjanjian Kinerja memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit kerja, dan instansi
Tahap ini mengulang seluruh tahapan penyusunan Rencana SKP
pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri.

2. Tahap Kedua: Membagi Peran Koordinator/ Ketua dan Anggota Tim
Kerja/ Kelompok Kerja sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil
Dalam membagi peran seluruh individu pada tim kerja, karena tidak
semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja

sama, pedoman ini menyediakan dua cara yaitu dengan menggunakan
metode direct cascading atau non-direct cascading.

Instansi menggunakan salah satu metode tersebut untuk membagi
setiap rencana Kinerja atasan langsung dengan mempertimbangkan
jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan yang ada di masing
masing unit kerja. Metode direct cascading atau non direct cascading
ini terlebih dahulu digunakan untuk menentukan peran koordinator/
ketua tim kerja/ kelompok kerja dan kemudian dilanjutkan untuk
menentukan peran seluruh individu dibawah tim kerja dalam
pencapaian rencana Kinerja atasan langsungnya.

a) Metode cascading langsung (direct cascading)

1) Metode direct cascading tepat digunakan untuk Instansi
Pemerintah yang memiliki deskripsi sasaran dan indikator
Kinerja unit kerja yang jelas dan dapat dibagi berdasarkan
aspek, wilayah, dan/atau beban target kuantitatif,
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(a) Pendekatan pembagian aspek

Pendekatan pembagian aspek digunakan jika indikator

Kinerja individu atasan langsung dapat dipecah menjadi

beberapa:

(1) aspek atau sub-aspek:

(2) komponen;

(3) unsur;

(4) kriteria; dan/atau

(3) tahapan kunci dalam menghasilkan produk.

sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan/SOP/panduan lainnya. Dengan demikian,

individu dalam tim kerja akan mengintervensi aspek, sub-
aspek, komponen, unsur, kriteria, dan/atau tahapan kunci
yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Contoh:

(1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
dibagi ke tim kerja berdasarkan 12 aspek indikator
Kinerja pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
195/PMK.05/2018.

(2) Tahapan dalam menghasilkan produk peraturan
perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun terdiri atas perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan. Pejabat pimpinan tinggi pratama
memiliki indikator Kinerja individu “persentase
penyelesaian peraturan dengan target disahkan atau
ditetapkan” sehingpga koordinator/ ketua tim kerja
dibawahnya memiliki peran untuk menyelesaikan
“draft/rancangan peraturan yang siap untuk dilakukan
pembahasan”. Dengan demikian terlihat bahwa pada
setiap tahapan tersebut memiliki output yang saling
terkait sehingga ketika =satu tahapan belum
terselesaikan tidak dapat dilanjutkan untuk tahapan
yvang lain.

www.peraturan.go.id



2021, No. 207

2)

3)

-26-

(b) Pendekatan pembagian wilayah
Pendekatan ini dimaksudkan untuk membagi indikator
Kinerja pada unit kerja kepada seluruh tim kerja
berdasarkan wilayah kerja.
Contoh: Indikator Kinerja unit kerja “Jumlah Instansi
Pemerintah yang menerapkan Sistem Manajemen Kinerja
kategori “Baik” keatas” dibagi kepada seluruh tim kerja di
bawahnya berdasarkan wilayah 1 meliputi Jawa dan
Sumatera wilayah II meliputi Kalimantan, Bali, dan Nusa
Tenggara sedangkan wilayah III meliputi Papua, dan
Maluku sehingga untuk koordinator wilayah I memiliki
indikator Kinerja “Jumlah Instansi Pemerintah yang
menerapkan Sistem Manajemen Kinerja kategori “Baik”
keatas di wilayah 1" dan begitu juga berlaku untuk
koordinator wilayah II dan wilayah IIL

(c) Pendekatan pembagian beban target kuantitatif
Pendekatan ini dimaksudkan untuk membagi beban target
pada indikator Kinerja dan target pada unit kerja kepada
seluruh tim kerja.
Contoh: Indikator Kinerja unit kerja “Jumlah produksi
perikanan budidaya” memiliki target 10 ton. Indikator
Kinerja dan target tersebut kemudian dibagi ke masing
masing tim kerja. Kepala Bidang Budidaya Air Tawar
mendapatkan target 5 ton produksi perikanan dari sektor
air tawar. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Air Payau
mendapatkan target 5 ton produksi perikanan dari sektor
air payau.

Rencana Kinerja tim kerja yang diperoleh dari metode direct

cascading menghasilkan outcome antara.

Rencana Kinerja tim kerja yang diperoleh dari metode direct

cascading  berkontribusi secara  langsung  terhadap

keberhasilan rencana Kinerja atasan langsungnva sehingga

pencapaian rencana Kinerja tim kerja akan merepresentasikan

pencapaian rencana Kinerja atasan langsungnya.
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4) Rencana Kinerja atasan langsung yang dijabarkan kepada tim
kerja dibawahnya menggunakan metode direct cascading, nilai
capalannya tidak ikut diperhitungkan dalam perhitungan
penilaian Kinerja koordinator/ ketua tim kerja/ kelompok kerja
tersebut.

b) Metode cascading tidak langsung (non-direct cascading)

1) Metode non-direct cascading paling tepat digunakan untuk
Instansi Pemerintah yang belum memiliki deskripsi sasaran
dan indikator Kinerja unit kerja yang jelas sehingga
memerlukan strategi-strategi untuk mencapainya dengan
menggunakan pendekatan layanan dan/atau pendekatan
output antara foutput milestone).

(a) Pendekatan Layanan (Fokus pada Penerima Layanan)

(1) Pendekatan layanan umumnya digunakan pada tim
kerja dengan fungsi supporting seperti bagian-bagian
pada lingkup sekretariat seperti unit pengelolaan
sumber daya manusia, unit pemeliharaan fasilitas, dsb.

(2) Pendekatan layanan juga digunakan untuk memotret
Kinerja pegawai yang tidak tercantum dalam dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) karena pemberian layanan
umumnya melekat pada tugas dan fungsi dan tidak
dianggarkan secara khusus.

(3) Langkah langkah untuk menentukan rencana Kinerja
pada tim kerja menggunakan pendekatan layanan
adalah:

a. Mengidentifikasi lavanan dihasilkan tim kerja.

b. Mengidentifikasi target penerima layanan.
Mengidentifikasi permasalahan yang sebelumnya
dihadapi dalam proses pemberian layanan tersebut.

d. Mengidentifikasi ekspektasi penerima layanan
terhadap layanan yang akan dihasilkan.

e. Mengidentifikasi penguatan internal apa yang dapat
dilakukan untuk mendukung pemberian layanan
pada angka 1. Penguatan internal dapat
dimaksudkan sebagai pengembangan kapasitas
pemberi layanan dan dukungan sumber daya dalam
rangka menyelenggarakan layanan.
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f. Mengidentifikasi bentuk  korespondensi dan
advokasi yang perlu dilakukan untuk mendukung
pemberian layanan pada angka 1. Korespondensi
dan advokasi dimaksudkan untuk penyebarluasan
informasi tentang pemberian layanan,
meningkatkan pemahaman penerima layanan dan
mendapat umpan balik atas kepuasan penerima
layanan.

g. Menentukan rencana Kinerja tim kerja berdasarkan
hurufe, d, e, dan f.

(b) Pendekatan Oufput Antara (output milestone)

(1) Output antara adalah output dari rangkaian pekerjaan
(milestone) dalam menghasilkan output utama.

(2) Pendekatan ini tepat digunakan khususnya ketika
tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan/
SOP/panduan lainnya dalam menghasilkan output
utama.

{3) Langkah langkah untuk menentukan rencana Kinerja
pada tim kerja menggunakan pendekatan output
antara adalah:

a. Mengidentifikasi output utama apa yang akan
dihasilkan tim kerja.

b. Mengidentifikasi milestone (rangkaian pekerjaan)
yang perlu dilakukan untuk menghasilkan output
utama dan apa output yang akan dihasilkan dari
milestone (rangkaian pekerjaan) tersebut.

c. Mengidentifikasi ekspektasi dari setiap output
milestone.

Contoh: pejabat pimpinan tinggi memiliki indikator Kinerja

individu “persentase penyelesaian peraturan dengan target

disahkan atau ditetapkan”. Peran koordinator/ ketua tim
kerja di bawahnya adalah menghasilkan rekomendasi
kebijakan dari kegiatan benchmarking ke BUMN dan
perusahaan swasta, serta rekomendasi kebijakan hasil dari
pilot project ke Instansi Pemerintah lainnya. Output ini
dapat mendukung tercapainya indikator rencana Kinerja
pejabat pimpinan tinggi. Namun, dengan terselesaikannya
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rekomendasi  kebijakan = belum = merepresentasikan
tercapainya indikator Kinerja pejabat pimpinan tinggi
diatasnya.

2) Rencana Kinerja tim kerja yang diperoleh dari metode non-
direct cascading belum berkontribusi secara langsung terhadap
keberhasilan rencana Kinerja atasan langsungnva sehingga
pencapaian rencana Kinerja tim kerja belum secara mutlak
merepresentasikan pencapaian rencana Kinerja atasan
langsungnya.

3) Rencana Kinerja atasan langsung yang dijabarkan kepada tim
kerja dibawahnya menggunakan metode direct cascading, nilai
capaiannya ikut diperhitungkan dalam perhitungan penilaian
Kinerja koordinator/ ketua tim kerja/ kelompok kerja tersebut.

Guna memastikan bahwa pembagian peran setiap individu dalam tim

kerja telah selaras dan tidak ada yang tumpang tindih, maka perlu

disusun Matriks Pembagian Peran dan Hasil.

a) Matriks Pembagian Peran dan Hasil adalah sebuah tabel yang
mengidentifikasi peran setiap anggota tim kerja untuk mendukung
pencapaian tim kerja dan harus dinyatakan dalam bahasa
pencapaian (hasil).

b) Matriks Pembagian Peran dan Hasil disusun dengan dialog Kinerja
yvang melibatkan seluruh pegawai di tim kerja untuk menghindari
Kinerja individu yang tidak terkait dengan pencapaian rencana
Kinerja di atasnya.

c) Peran pegawai dalam Matriks Pembagian Peran dan Hasil akan
menjadi Rencana Kinerja pegawai dalam Rencana SKP.

d) Dalam hal tim kerja melibatkan pegawai dari unit kerja lain {unit
pejabat pimpinan tinggi yang berbeda), maka peran dari pegawai
yang berasal dari unit kerja lain tersebut juga harus terekam
dalam matriks pembagian peran dan hasil untuk dimasukkan
dalam Format Rencana SKP.

e) Langkah—untuk membuat matriks pembagian peran dan hasil,
yaitu:

1) Tuliskan peran koordinator/ ketua tim kerja/kelompok kerja
di baris paling atas tabel.

2) Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan posisikan
ke bawah kolom kiri matriks.
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3) Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini: apa yang harus
dihasilkan atau dilakukan oleh angpota tim (misalkan:
menyelesaikan apa untuk mendukung suatu produk atau
layanan).

4) Cantumkan peran pegawai sesuai angka 3 (menggunakan
bahasa pencapaian/hasil bukan aktivitas) pada sel yang tepat.

5) Produk atau layanan yang dihasilkan setiap pegawai adalah
rencana Kinerja yang akan dituliskan dalam Format Rencana

SKP.
FORMAT MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

NAMA DAN OUTCOME ANTARA/PRODUK/LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT
JABATAN KERJA
PEGAWAI
KETUA TIM FERAN HASIL | TIDAK ADA PERAN
KERJA {RENCANA KINERJA)
ANGGOTA TIM TIDAK ADA PERAN HASIL
KERJA {RENCANA KINERJA)

AN HASIL

(RENCANA KINERJA)

3. Tahap Ketiga: Menentukan Rencana Kinerja pada Format Rencana
SKP
Menentukan rencana Kinerja merupakan langkah awal dalam
menyusun Format Rencana SKP. Terdapat 2 (dua) jenis rencana
Kinerja dalam Format SKP yakni Kinerja utama dan Kinerja
tambahan.
a) Kriteria Kinerja utama

1) Kinerja utama terdiri atas:

(a) strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan
langsung sesuai metode direct cascading atau non direct
cascading yang tercantum dalam matriks pembagian peran
dan hasil pada tahap 2 (dua);

(b) direktif dari pimpinan unit kerja untuk mendukung
pencapaian sasaran di tingkat unit kerja dan organisasi
bagi pejabat fungsional.

2) Kinerja utama memiliki kualitas dan tingkat kendali sebagai
berikut:
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(a) outcome antara yaitu hasil/manfaat/dampak yang
diperoleh dari penyelarasan dengan metode direct
cascading,

(b) output dengan tingkat kendali rendah, yaitu hasil/
keluaran dalam bentuk produk atau Ilayanan yang
pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain
pemilik rencana Kinerja;

(c) output dengan tingkat kendali sedang, yaitu hasil/ keluaran
dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya
dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik rencana Kinerja
dan selain pemilik rencana Kinerja;

(d) Output dengan tingkat kendali tinggi, yaitu hasil/ keluaran
dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya
dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana Kinerja.

Kinerja utama wajib ada dalam SKP pejabat administrasi dan

pejabat fungsional.

b) Kriteria Kinerja tambahan, terdiri atas:

1)

2)

Kinerja tambahan adalah jenis Kinerja yang mendorong

pegawal untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran

Kinerja unit kerja/ instansi diluar tugas pokok jabatannya

namun masih sesuai dengan kompetensi/ kapasitas pegawai

yang bersangkutan.

Kinerja tambahan dapat berupa:

(a) development commitment merupakan komitmen dalam
meningkatkan pengetahuan/ kompetensi/ keterampilan
bagi pegawai yang bersangkutan maupun orang lain.
Contoh: mengikuti seminar, mengajar/ melatih pada
pendidikan dan pelatihan, mengikuti pendidikan dan
pelatihan dil.

(b) community involvement merupakan keikutsertaan dalam
kegiatan sosial baik di lingkungan instansi maupun di luar
lingkungan instansi. Community involvement bertujuan
agar setiap pegawai dapat melibatkan dirinya secara aktif
dalam memberikan dampak positif (value added) terhadap
lingkungannya.

Contoh: memberikan edukasi kepada masyarakat yang
minim informasi di daerah 3T.
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3) Kinerja  tambahan  dibedakan  berdasarkan  lingkup
penugasannya dan dibuktikan dengan surat keputusan.
4) Lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 3

terdiri atas:

INSTANSI LINGKUP PENUGASAN
Instansi Pusat Dalam satu unit kerja
Antar unit kerja dalam satu Instansi
Antar Instansi {[Pusat-Pusat/Pusat-Dacrah)
Dalam satu perangkat daerah
Antar perangkat dacrah dalam satu dacrah
Antar daerah (Dacrah-Dacrah/Dacrah-Pusat)

Instansi Dacrah

I B e S B

5) Selain lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada angka
4, PyB dapat menetapkan lingkup penugasan lain untuk
Kinerja tambahan.

6) Kinerja tambahan memiliki indikator Kinerja individu dan
target.

7) Kinerja tambahan tidak wajib ada dalam SKP pejabat
administrasi dan pejabat fungsional. Namun, jika terdapat
kinerja tambahan, akan diperhitungkan dalam penilaian SKP.

8) Kinerja tambahan dapat dimasukkan ke dalam SKP pada
tahun berjalan sepanjang disepakati dengan atasan langsung
yang bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola Kinerja/
tim pengelola Kinerja.

Tahap Keempat: Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja

Individu pada Format Rencana SKP

a) Untuk membangun indikator Kinerja individu (IKI) pada setiap
rencana Kinerja, terlebih dahulu ditentukan aspek indikator yang
tepat untuk mengukur suatu rencana Kinerja.

b) Aspek indikator bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional
meliputi:

1) Kuantitas
Jumlah/ banyaknya keluaran (oufpufj dan/atau manfaat
(outcome) yang harus ada dalam setiap target Kinerja.

2) Kualitas
Mutu keluaran dan/atau mutu manfaat dan tidak selalu harus
ada dalam target Kinerja, disesuaikan jenis dan karakteristik
kegiatan yang dilaksanakan.
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3) Waktu
Standar waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan
dan tidak selalu harus ada dalam target Kinerja, disesuaikan
jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.

4) Biaya
Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan dan
tidak selalu harus ada dalam target Kinerja, disesuaikan jenis
dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.

c) Pejabat penilai Kinerja dan pegawai yang bersangkutan
menetapkan aspek indikator yang paling sesuai dan tepat untuk
mengukur setiap rencana Kinerja;

d) Ketepatan menentukan aspek indikator untuk mengukur setiap
rencana Kinerja menjadi salah satu hal yang direviu oleh pengelola
Kinerja/ tim pengelola Kinerja;

€) Setelah menetapkan aspek indikator yang tepat untuk mengukur
rencana Kinerja, selanjutnya adalah mengembangkan indikator
Kinerja individu (IKI) ;

f) Indikator Kinerja individu (IKI) adalah pernyataan yang digunakan
untuk mengukur seberapa baik suatu rencana Kinerja tergantung
dari aspek indikator kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya
yang digunakan;

g) Indikator Kinerja individu harus disusun dengan memperhatikan
kriteria:

1) spesifik;

2) terukur;

3) realistis;

4) memiliki batas waktu pencapaian; dan

5) menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Piramida indikator Kinerja dibawah ini menunjukkan jenis indikator

yang mencerminkan tingkatan yang berbeda dalam organisasi.
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OUTOOME/
OUTCOME ANTARA/
OUTPUT KENDALI
RENDAH
OUTCOME ANTARA/

OUTPUT KENDALI
SEDANG

oUTPUT
KENDALI TINGGI |

5. Tahap Kelima: Menetapkan Target pada Format Rencana SKP

a) Target Kinerja adalah hasil kerja yang diharapkan akan dicapai
dari setiap pelaksanaaan rencana Kinerja dan disepakati oleh
pejabat penilai Kinerja dan pegawai yang bersangkutan.

b) Penentuan target Kinerja didasarkan:

1) peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku;

2) data terkini/ data baseline/ realisasi terakhir;

3) ekspektasi penerima layanan;

4) rasionalitas dan tingkat challenging (menantang tidaknya
suatu target Kinerja);

5) direktif pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, dan/ atau
atasan langsung; atau

6) potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal
organisasi.

c) Target Kinerja bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional
idealnya tidak dituliskan secara mutlak sehingga memberikan
toleransi batas kesalahan atas Kinerja pegawai, kecuali untuk
Kinerja utama yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran
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keamanan nasional, dan kerugian moneter yang besar. Berikut

adalah contoh target Kinerja yang dituliskan secara mutlak:

1) Pemrosesan klaim selalu tepat waktu, efisien, dan berkualitas.

2) Semua pemrosesan klaim dilakukan dengan waktu cepat.
Kedua kalimat diatas menggambarkan contoh target Kinerja
yang dituliskan secara mutlak. Kata-kata seperti “semua”,
“selalu”, “tidak pemnah”, “setiap” adalah kata-kata yang
mengindikasikan target Kinerja mutlak.

Setelah menentukan target, Format Rencana SKP model

dasar/inisiasi diajukan kepada pengelola Kinerja/ tim pengelola

Kinerja untuk mendapat reviu.

Format Rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional

model dasar/inisiasi adalah sebagai berikut:
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FORMATA.1.2

PEGAWAI YANG DINILAI

RENCANA SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
INDIKATOR
RENCANA KINERJA
NO. ATASAN GSUNG RENCANA KINERJA ASPEK TARGET
(1) (2) (3) (4) {6)
A. KINERJA UTAMA
Rencana Kinerja Utama 1 Kuantitas/
o {diisi dengan rencana kinerial Kualitas/ Target 1.1
l ::ncan?‘:(mcrja : BRI, Waktu
' ST dalam i Kuantitas/
yang diintervensi 7
! {e Kuslitas/ Target 1.2
MK i Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
Rencana Kinerja Tambahan
1 /d fengan
kinerja yan Kuantitas/
&7 - tangki 1t Kualitas / Target 1
n dan ha rk Waktu

Keterangar: Dulam hal Pepbat /
ditulixkan rencana kinerja beserta Indikator Kinerja individu (KD pejubat pimpinan tingge dan pimpinan wnit kena mandin yang duntervens:

Administrusi mengirdenvenst kinern pejabat pimpingn tnggy ciou pémpinan wnid kena mandin meka
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FORMATA.1.3
RENCANA SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN:

2021, No. 207

JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
RENCANA KINERJA
ATASAN INDIKATOR
NO. | LANGSUNG/ UNIT RENCANA KINERJA ASPEK KINERJA TARGET
KERJA/ INDIVIDU
ORGANISASI
(1) 2) 3) 4 (5) (6]
A. KINERJA UTAMA
Rencana Kinerja Utama 1 | Kuantitas/
(ctii=t dengan rencan Kualitas/ IKI 1.1 Target 1.1
ya Waktu
"""" k 1= | Kuantitas/
Rencana Kinerja peran dan hasil serta Kualitas/ A -
At xf citvigain tucas pokek | Wakta IKI 1.2 Target 1.2
1. Langsung/Unit 2
Kerja/ Organisasi | Rencana Kinerja Utama 2 | Kuantitas/
yang diintervensi (dapat ditambahka Kualitas/ IKI 2.1 Target 2.1
i n ! Waktu
i i Kuantitas/
na yar wal dengan | Kualitas/ IKI 2.2 Target 2.2
hs 1 y Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
Rencana Kinerja
Tambahan 1
‘. ot sk i Kuantitas/
1 - RN Kualitas/ IKI 1 Target 1
peran dan iy | Walktu
Keterangar: Dalam hal JF mrr'.glnlrn.t-rm l.;mﬂ)n .ﬂ’Td‘t‘m prmpenin urit kena mandin/ onganisas: moka ditulskan rencana kinerm beserin

IKI JPT dar pimpinar unit keno mandin atou sasaron dan indikator kinena organisasi yeng dinservensi

6. Tahap Keenam: Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka

Kredit untuk Lampiran SKP Pejabat Fungsional

a) Khusus pejabat fungsional, setelah SKP direviu pengelola Kinerja,
langkah selanjutnya adalah menyusun Format Keterkaitan SKP

dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagai lampiran Format

SKP.

b) Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional
kemudian diajukan pejabat fungsional ke Tim Penilai Angka Kredit
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dilampiri Rencana SKP yang telah direviu pengelola Kinerja.

FORMAT A 4.1
KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN:

sk ST JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO. RENCANA BUTIR KEGIATAN YANG OUTPUT ANGKA
KINERJA TERKAIT BUTIR KEGIATAN KREDIT
23] 2) (3} 4) {5)
A. KINERJA UTAMA
L.
2.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

{Nama)
(NIP)

c) Tim penilai angka kredit melakukan verifikasi Format Keterkaitan
SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional.

d) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan
memeriksa keterkaitan substansi (bukan keterkaitan kata atau
kalimat) rencana Kinerja utama dengan tugas pokok jabatan
fungsional yang dijabarkan dalam butir kegiatan.

e) Hasil verifikasi tim penilai angka kredit disampaikan kembali
kepada pegawai.

f) Dalam hal terdapat rencana Kinerja utama yang tidak terkait,
maka pegawai bersama pejabat penilai memperbaiki Rencana SKP
dengan:

1) menambahkan peran pegawai pada rencana Kinerja utama
(sesuai tugas pokok jabatan fungsionalnya yang selaras dengan
Kinerja atasan langsung, tim kerja, unit kerja atau organisasi);
dan/atau

2) memindahkan rencana Kinerja utama yang tidak terkait
dengan tugas pokok jabatan fungsional yang dijabarkan dalam
butir kegiatan ke rencana Kinerja tambahan.

g) Dalam hal pejabat penilai Kinerja dan pengelola Kinerja tidak
dapat melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf f,
maka permasalahan tersebut disampaikan pengelola Kinerja
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kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian
sebagai bahan pembinaan manajemen PNS sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berikut verifikasi tim penilai Kinerja atas
keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional baik

untuk SKP model dasar/ inisiasi maupun model pengembangan:
FORMAT A.4.2

adalah format

2021, No.

207

VERIFIKASI KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:
..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
BUTIR OUTPUT VERIFIKASI
L Wiy KEGIATAN BUTIR Anenm | TIM PENILAI ANGKA
YANG TERKAIT KEGIATAN KREDIT
(1) 2) 3) 4 15 (6)
KINERJA UTAMA
L Terkait/ Tidak Terkait
fcoret salah satu)
Rekomendasi:
2.
Terkoit/) Tidak Terkadt
fcoret snlah satu)
Rekomendasi:

(tempat), {tanggal, bulan, tahun

verifikasi)

Tim Penilai Angka Kredit,

(Nama)

(NIP)

Untuk Rencana SKP pejabat administrasi dan pejapat rungsionar moael

pengembangan, sebelum Tahap Menyusun Format Keterkaitan SKP
dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional ditambahkan 2 (dua) Tahap

yaitu mengembangkan kategori penilaian Kinerja dan menentukan cara

memantau Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Mengembangkan Kategori Penilaian Kinerja pada Format Rencana SKP

a) Setelah menetapkan target Kinerja, atasan langsung, dan pegawai

yang bersangkutan harus menetapkan berapa level penilaian yang
akan digunakan menilai suatu rencana Kinerja di akhir penilaian
Kinerja.
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b) Kategori level penilaian yang digunakan untuk masing masing

rencana Kinerja dimungkinkan berbeda

tergantung pada

karakteristik dan kebutuhan penilaian rencana Kinerja tersebut.
Terdapat 4 (empat) kategori level penilaian, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Dalam hal suatu rencana Kinerja yang hanya perlu dinilai
berdasarkan sukses atau tidaknya capaian Kinerja, maka
digunakan 2 (dua) level penilaian yaitu Baik dan Sangat
Kurang.

Dalam hal suatu rencana Kinerja yang memungkinkan adanya
capaian Kinerja luar biasa diatas target yang diharapkan,
maka digunakan 3 (tiga) level penilaian yaitu Sangat Baik,
Baik, dan Sangat Kurang.

Dalam hal suatu rencana Kinerja memungkinkan adanya
capaian Kinerja luar biasa diatas target yang diharapkan dan
juga memungkinkan capaian Kinerja dibawah
ekspektasi maka digunakan 4 (empat) level penilaian yaitu
Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Sangat Kurang.

Dalam hal suatu rencana Kinerja memungkinkan adanya
capaian Kinerja luar biasa diatas target yang diharapkan dan
juga memungkinkan adanya Kinerja dibawah ekspektasi, maka
digunakan 5 (lima) level penilaian yaitu Sangat Baik, Baik,
Cukup, Kurang dan Sangat Kurang. Kelebihan dari 5 (lima)
level penilaian adalah batas tolerasi kesalahan yang lebih besar
sebelum suatu rencana Kinerja pegawai dinyatakan sangat
kurang (tidak dapat diterima) dibandingkan dengan kategori

adanya

level penilaian lainnya.

Kategori Penilaian/ Standar Kinerza Individu

Kurang
fiauh
dibawah

target]

Cukup
{sedikit
dibawah
target]

12 Jevel
penilaian)

13 level
penilaian|

4 level
penilaian|

(5 level
penilaian|
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gori penilaian/standar Kinerja sangat kurang sampai dengan sangat
baik adalah suatu urutan kategori penilaian/standar Kinerja dalam
menilai capaian Kinerja.

2. Pada kategori penilaian Kinerja pegawai sangat kurang/tidak dapat
diterima tercantum realisasi Kinerja yang tidak dapat diterima dan
merupakan kategori untuk menilai capaian Kinerja.

3. Pada kategori penilaian Kinerja sangat baik/melampaui target
tercantum realisasi Kinerja yang melampaui target dan merupakan
kategori tertinggi untuk meniai capaian Kinerja.

4. Pedoman ini menggunakan kategori penilaian “baik™ sebagai kategori
yang mencantumkan target Kinerja.

d) Dalam hal pejabat penilai kinerja dan pegawai yang bersangkutan
menetapkan kategori level penilaian untuk suatu rencana Kinerja
adalah 3 (tiga) level penilaian, 4 (empat) level penilaian, atau 5
(lima) level penilaian, maka pejabat penilai Kinerja dan pegawai
yang bersangkutan dimungkinkan hanya menyusun target Kinerja
{standar baik/ sesuai target) sementara deskripsi standar Kinerja
untuk level penilaian lainnya ditetapkan oleh pengelola Kinerja/
tim pengelola Kinerja.

2. Menentukan Cara Memantau Kinerja pada Format Rencana SKP

a) Langkah-langkah dalam menentukan cara memantau setiap
rencana Kinerja sebagai berikut:

1) Tentukan data apa yang harus dikumpulkan untuk mengukur
setiap rencana Kinerja.

2) Tentukan sumber data.

3) Tentukan kapan data akan dikumpulkan dan siapa yang
mengumpulkan data.

4) Jika kemudian ditemukan bahwa cara memantau/ mengukur
suatu rencana Kinerja tidak mungkin dilakukan, terlalu mahal,
atau terlalu memakan waktu maka rencana Kinerja tersebut
tidak dapat dimasukkan sebagai rencana Kinerja dalam
Format Rencana SKP.

b) Setelah menentukan sumber data wuntuk pengukuran/
pemantauan, Rencana SKP model pengembangan diajukan kepada
pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja untuk mendapat reviu.

3. Berikut adalah Format Rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat
fungsional model pengembangan:
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[NAMA INSTANSI)

FORMAT A.2.2

RENCANA SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT /GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO. RENCANA KINERJA| RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR TARGET | KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR | SUMBER DATA
ATASAN KINERJA [DIBACA DARI ATAS KEBAWAH) UNTUK
LANGSUNG INDIVIDU KURANG/ JAUH |CUKUP/ SEDIKIT| PEMANTAUAN
DIBAWAH DIBAWAH DAN
TARGET TARGET PENGUKURAN
(1 12} 13) 15] (6] (7 18] {9 |10)
A. KINERJA UTAMA
1, Rencana Kinerja Rencana Kinerja Utama 1 Kuantitas / IKI 1.1 Target 1.1
Atasan Langsung longan renoaric ki Kualitas/
Yang tela) Waktu
Diintervensi ! Kuantitas / IKI 1.2 Target 1.2
y ; h Kualitas/
Waktu
B, KINERJA TAMBAHAN
1 - Rencana Kinerja Tambahan 1 (o Kuantitas / IKI 1 Target 1
lengan rencana kiner ' ! Kualitas/
Waktu

Netororagan, Dofam Pl Fabot Adming sOuss e regAnie roersd Kineoo pujod el pimginon Dnggy ateu pirpsroes wel Koo mondin moin dindiskon renoeng Noejo Bese ris
Nragep dory primgrinors Wil Koo mezrad n yorsg danferve i

ki ate Nineoia diyds .ﬂ)..“ Pl pirrpinn
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FORMAT A.2.3
RENCANA SKP PEJABAT FUNGSIONAL

_43-

[NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO. RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA ASPEK |INDIKATOR | TARGET | KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR [SUMBER DATA|
ATASAN KINERJA [DIBACA DARI ATAS KEBAWAH| UNTUK
LANGSUNG/ UNIT INDIVIDU KURANG/ JAUH |CUKUP/ SEDIKIT|PEMANTAUAN
KERJA/ DIBAWAH DIBAWAH DAN
ORGANISASI TARGET TARGET PENGUKURAN
11 12 3) 151 (6] 17 18] (9] (10]

A. KINERJA UTAMA

: Rencana Kinerja Rencana Kinerja Utama 1 Kuantitas/ | IKI 1,1 Target
Atasan J [engan rencana Kinet ) ¢ dituongkan| Kualitas/ 1.1
Langsung/Unit dalam matriks peran dan he eria s5¢ 1 dengan | Waktu
Kerja/ jas pokok xabatar
Organisasi yang Rencana Kinerja Utama 2 Kuantitas/ | IKI 2.1 Target
diintervensi pat ditambahkan direktf untuk pencopaior Kualitas/ 2.1

t Waktu

B. KINERJA TAMBAHAN

1, - Rencana Kinetja Tambahan 1 Kuantitas/ | IKI 1 Target 1
(diist dengan rencana kinerp yang telah dituangkan| Kualitas/
! Waktu
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4. Pedoman ini menyediakan contoch penyusunan Rencana SKP pejabat
administrasi dan pejabat fungsional model pengembangan yang
didalamnya juga memuat tahapan penyusunan SKP pejabat
administrasi dan pejabat fungsional model dasar/ inisiasi.

5. Contoh sebagaimana dimaksud tercantum pada Anak Lampiran 2
huruf B untuk Instansi Pusat dan Anak Lampiran 3 huruf B untuk
Instansi Daerah.

REVIU RENCANA SKP

1. Rencana SKP yang telah disusun oleh pegawai dengan pejabat penilai
Kinerja kemudian direviu oleh pengelola kinerja.

2. Pengelola Kinerja merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh
Menteri.

3. Sepanjang belum terdapat pengelola Kinerja pada Instansi
Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pengelola
Kinerja untuk melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada angka 1.

4. Tim Pengelola Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling
kurang terdiri atas unsur:

a) unit kerja yang membidangi kepegawaian/ sumber daya manusia;
b) unit kerja yang membidangi perencanaan Kinerja organisasi; dan
c) unit kerja yang membidangi audit Kinerja organisasi.

5. Kedudukan pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja disesuaikan
dengan kebutuhan masing masing Instansi Pemerintah.

6. Dalam melakukan reviu, pengelola kinerja wajib terlebih dahulu
menentukan:

a) jenis kinerja utama (kinerja utama berdasarkan PK dengan
mempertimbangkan Renstra, RKT dan direktif atau kinerja utama
dalam bentuk rencana aksi/ inisiatif strategis) pada setiap rencana
Kinerja utama pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja
mandiri; dan

b) jenis penyelarasan (direct cascading atau non-direct cascading)
yang digunakan pada setiap rencana Kinerja utama.

7. Reviu atas Rencana SKP dilakukan terhadap aspek:

a) Keselarasan Kinerja pegawai dengan Kinerja atasan langsung, tim
kerja, unit kerja, dan organisasi.

b) Kesetaraan kualitas dan tingkat kendali Kinerja pada tingkat
jabatan yang setara.
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c) Ketepatan penentuan aspek indikator dan indikator Kinerja
individu yang digunakan untuk mengukur setiap rencana Kinerja.

Aspek keselarasan kinerja sebagaimana pada angka 7 huruf a dilihat

berdasarkan kriteria berikut:

a) Kinerja utama pejabat pimpinan tinggi utama merupakan sasaran,
indikator dan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja
dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Direktif atau penugasan yang diberikan oleh menteri
yvang mengoordinasikan.

b) Kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan
pimpinan unit kerja mandiri merupakan sasaran, indikator dan
target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Direktif atau penugasan yang diberikan oleh pimpinan instansi.

c) Kinerja utama pejabat administrator dan pejabat fungsional yang
mendapat kewenangan sebagai koordinator/ ketua tim kerja/
kelompok kerja atau sebutan lainnya merupakan strategi untuk
merealisasikan rencana Kinerja pejabat pimpinan tinggi atau
pimpinan unit kerja diatasnya sesuai metode direct cascading atau
non-direct cascading yang tercantum dalam matriks pembagian
peran dan hasil.

d) Kinerja utama pejabat pengawas dan pelaksana di bawah tim
kerja/ kelompok kerja merupakan strategi untuk merealisasikan
rencana Kinerja atasan langsung sesuai metode direct cascading
atau non-direct cascading yang tercantum dalam matriks
pembagian peran dan hasil.

e) Kinerja utama pejabat fungsional di bawah tim kerja/ kelompok
kerja merupakan strategi untuk merealisasikan rencana kinerja
atasan langsung/unit kerja/organisasi sesuai metode direct
cascading atau non direct cascading yang tercantum dalam
matriks pembagian peran dan hasil.

Aspek kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja sebagaimana

dimaksud pada angka 7 huruf b dilihat berdasarkan kriteria berikut:

a) Bagi pejabat pimpinan tinggi utama, kinerja utama berdasarkan
Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis,
Rencana Kerja Tahunan dan Direktif berupa outcome dan dapat
ditambahkan output kendali rendah.
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b) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan pimpinan unit
kerja mandiri, kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja,
dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Direktif berupa outcome; dan dapat ditambahkan
paling kurang output kendali sedang.

c) Bagi pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional yang
mendapat kewenangan sebagai koordinator/ ketua tim kerja/
kelompok kerja atau sebutan lainnya, Kinerja utama berupa
outcome antara dan dapat ditambahkan paling kurang output
kendali sedang serta output lain dengan kendali paling kurang
sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan
Fungsional.

d) Bagi pelaksana, Kinerja utama paling kurang berupa output
kendali tinggi.

e) Bagi pejabat fungsional di bawah tim kerja/ kelompok kerja,
Kinerja utama berupa output dengan kendali paling kurang sesuai
dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan Fungsional.

10. Reviu pengelola Kinerja dilakukan terhadap Rencana SKP baik model
dasar/ inisiasi maupun model pengembangan
11. Dalam melakukan reviu Pengelola kinerja harus:

a) Memberikan paraf persetujuan terhadap setiap IKI rencana kinerja
yang telah memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan
rentang kendali serta menandatangani halaman akhir pada format
reviu rencana SKP; atau

b) Memberikan catatan perbaikan atas rencana kinerja atau IKI yang
belum memenuhui aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan
rentang kendali dan perlu diperbaiki oleh pegawai dan pejabat
penilai kinerja.

12. Berikut adalah Format Reviu Rencana SKP pejabat pimpinan tinggi
dan pimpinan unit kerja mandiri model dasar/inisiasi:

www.peraturan.go.id



2021, No. 207

(NAMA INSTANSI)

-48-

FORMAT A.5.1
REVIU RENCANA SKP
PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN:
..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
RENCANA INDIKATOR KINERJA REVIU PENGELOLA
0.
s KINERJA INDIVIDU HARORY: KINERJA
1) (2) (3) 4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1 R.cnctfna IKI 1.1 Target 1.1 Jenis kinerja abang
Kinerja berdasarkan Perjanjian
Utama 1 Kinerja dengan
memperhatikan  Rencana
Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Direktif atau
Kinerja Utama Rencana
Aksi/ Inisiatif Strategis
(coret salah satu)
Catatan Perbaikan:
IK1 1.2 Target 1.2 L .
Jenis kinerja utama
berdasarkan Perjanjian
Kinerja dengan
memperhatikan  Rencana
Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Dircktif atau
Kinerja Utama Rencana
Aksi/ Inisiatif Strategis
{coret salah satu)
Catatan Perbaikan:
B. KINERJA TAMBAHAN
1 Rencana IKI 1.1 Target 1.1
Kinerja
Tambahan 1
Catatan
Perbaikan:

[tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Pengelola Kinerja,

(Nama)
(NIP)
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13. Berikut adalah Format Reviu Rencana SKP pejabat administrasi model

dasar/inisiasi:

FORMAT A.5.2
REVIU RENCANA SKP PEJAEBAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:

COAMATNERANRN. JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
ﬁ:ggj‘: TR INDIKATOR REVIU OLEH
NO ASPEK KINERJA TARGET PENGELOLA
it | B s INDIVIDU KINERJA
LANGSUNG
(1) (2} (3) (4) (5) (6) (7)
A. KINERJA UTAMA
1 Rencana Rencana Kuantitas/ | IKI 1.1 Target 1.1
g . X . A Jenis Penyelarasan
Kinerja Kinerja kualitas/ Direct Cascading/
Atasan Utama 1 waktu NonDirect
ta Cascading (coret
ngsung saloh aatu)
yang
Diintervensi
Catatan Perbaikan:
Kuantitas/ | IKI 1.2 Target 1.2 | jenis Penyelarasan
kualitas/ Direct Cascading/
cak NanDirect
waktu Cascading fcoret
salah satu)
Catatan Perboagkan:
2 Rencana Rencana Kuantitas/ | IKI 2 Target 2 Sivis Porvwelatannz:
Kinerja Kinerja kualitas/ Direct Cascadimg/
Atasan Utama 2 waktu NonDirect
Cascading fcoret
LB"SSUHS salah satu)
yang
Dilntcryensi Catatan Perbatkan
B. KINERJA TAMBAHAN
Rencana Kuantitas
Kinerja /
ke ) Tambahan Kuaslitas/ IKI 1 Target 1 Catatan Perbatkan:
1 Waktu

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pengelola Kinerja,

(Nama)

(NIP)
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14. Berikut adalah Format Reviu Rencana SKP pejabat fungsional model
dasar/inisiasi:
FORMAT A.5.3
REVIU RENCANA SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN:

(MAMA INSTANSD -....JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
RENCANA
KINERJA ATASAN RENCANA INDIKATOR REVIU OLEH
NO | LANGSUNG/ UNIT KINERJA ASPEK KINERJA | TARGET PENGELOLA
KERJA/ INDIVIDU KINERJA
ORGANISASI
(1) 2) (3) (@) (s) (6) (7)
A. KINERJA UTAMA
1 Rencana Kinerja Rencana Kuantitas/ | IKI 1.1 Target Jenin Penyelarasan:
Atasan Langsung | Kinerja kualitas/ 1.1 e ot
yang Diintervensi | Utama 1 waktu Cascading  (caret
salah satu)

Kuantitas/ | IKI 1.2 Target Jenis Penyelarasan:

kualitas/ 1.2 Direct Cascading/
NanDirect

waktu Cascading  (coret
sulah sara)

Catatan Perbaikan:

2 Sasaran Unit Rencana Kuantitas/ | IKI 2 Target 2 Jenis Penyelarasan
Kerja/ Organisasi | Kinerja kualitas/ E",ff;. Cascading/
Py + O rect
yang Diintervensi Utama 2 waktu Casonding | (Gased
salah satu)

Catatan Perbaikan:

A. KINERJA UTAMA

- Rencana Kuantitas IKI 1 Target 1
Kincrja /
1 Tambahan | Kualitas/ Catatan Perbailan:
: Rz

(tempat], (tanggal, bulan, tahun)
Pengelola Kinerja,

(Nama)

(NIP)
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15. Berikut adalah Format Reviu Rencana SKP pejabat pimpinan tinggi
dan pimpinan unit kerja mandiri model pengembangan:

FORMAT A.6.1
RENCANA REVIU RENCANA SKP
PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN:

WAMAINGIANSY @ 000 JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP [*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
INDIKATOR ELO
PERSPEKTIF | NO KINSRJ A KINERJA TARGET SRV O;S‘HE;,E:G A
INDIVIDU

(1) 2) 3) (4 15) (6)
A. KINERJA UTAMA
Penerima 1 Rencana IKI1.1 Target 1.1 . :

% X Jenis kinerja utama
Layanan/ Kinerja berdasarkan Perjanjian
Proses Utama 1 Kinerja dengan
Bisnis/ memperhatikan Rencana

Strategis, Rencana Kerja
Penguatan Tahunan dan Direktif atau
Internal/ Kinerja Utama Rencana Aksi/
Anggaran Inisiatif Strategis
alah satu)
Catatan Perbaikan:
IKI1.2 Target 1.2 | Jenis Skisia Spasss |
berdasarkan Perjanjian
Kinerja dengan
memperhatikan Rencana
Strategis, Rencana Kena
Tahunan dan Direktif atau
Kinerja Utama Rencana Aksi/
Inisiatif Strategis
lah sata)
Catatan Perbaikan:
A. KINERJA TAMBAHAN
- 1 Rencana IKI 1 Target 1
Kinerja
Tambahan 1
Catatan Perbaikan:

(tempat}, (tanggal, bulan, tahunj
Pengelola Kinerja,

|Nama)

(NIP)
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16. Berikut adalah Format Reviu Rencana SKP pejabat administrasi model pengembangan:

INAMA INSTANSI)

FORMAT A.6.2
REVIU RENCANA SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:

s JANUARL SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAIYANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT /GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
RENCANA RENCANA INDIKATOR KATEGORI PENILAIAN SUMBER REVIU OLEH
NO | KINERJA ATASAN KINERJA ASPEK KINERJA TARGET KURANG CUKUP DATA UNTUK PENGELOLA
LANGSUNG INDIVIDU PENGUKURAN KINERJA
(1] 12) 13 14) (5] (6] 7 (8 9 (10)
A. KINERJA UTAMA
1 Rencana Kinerja Rencana Kuantitas/ | [KI 1.1 Target 1.1 Siolte e e askr
Atasan Langsung Kinerja kualitas / Direct Cascading /
yang Diintervensi | Utama 1 | waktu wnﬂm_m_ﬂw (st
salah satu)
E..: Perbaikan
B. KINERJA TAMBAHAN
L - Rencana Kuantitas/ |IKI1 Target 1
Kinerja Kualitas/ D
Tambahan | Waktu Catatan Perbafkan
1

[tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Pengelola Kinerja,

[Nama|
INIP)
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17. Berikut adalah Format Reviu Rencana SKP pejabat fungsional model pengembangan:

FORMAT A.6.3
REVIU RENCANA SKP PEJABAT FUNGSIONAL

INAMA INSTANSI)

PEGAWAIYANG DINILAI

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEJABAT PENILAI KINERJA

(tempat|, (tanggal, bulan, tahun)

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT /GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
g?ﬂ”ﬂ”wﬂﬂawxc> RENCANA INDIKATOR RATESICHSS S RaMuA T SUMBER REVIU OLEH
YOl Lanosune/ un | kiNersa | ASPEK | KRERIS | OTARGET | gupana | cukue | A B | PN
KERJA/ ORGANISASI
(1) 2) 3) 4) (5) (6) 1) 8) (9) (10)
A. KINERJA UTAMA
1 Rencana Kinerja Atasan | Rencana Kuantitas/ | IKI 1.1 Target 1.1 Jenis Penyelamsan
Langsung/ Unit Kerja/ Kinerja kualitas/ Direct Cascadirg/
Organisasi yang Utama 1 walktu MA..HM_H”L it
Diintervens| salah satu)
En: Perbaikan
B, KINERJA TAMBAHAN
15 Rencana Kuantitas / IKI 1 Target 1
Kinerja Kualitas/ D
Tambahan Waktu Catatan Perbaikan:
N e A A A A [ [

Pengelola Kinerja,

[Nama)
[NIP)
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E. PENETAPAN SKP

1. Rencana SKP baik pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja
mandiri maupun pejabat administrasi serta pejabat fungsional yang
telah direviu oleh pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja kemudian
ditandatangani pegawal yang bersangkutan serta ditetapkan oleh
pejabat penilai Kinerja.

2. SKP bagi:

a) pejabat pimpinan tinggi utama disetujui dan ditetapkan oleh
menteri yang mengoordinasikan.

b) pejabat pimpinan tinggi madya disetujui dan ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pemerintah.

c) pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui dan ditetapkan oleh
pejabat pimpinan tinggi madya.

d) pimpinan Unit Kerja Mandiri disetujui dan ditetapkan oleh menteri
atau pejabat pimpinan tinggi yang mengoordinasikan.

3. Penetapan SKP setiap tahun paling lambat dilakukan pada akhir
Bulan Januari tahun anggaran.

4. Rencana SKP yang disusun oleh pengelola Kinerja/ tim pengelola
Kinerja dalam hal pegawai dan pejabat penilai Kinerja tidak
melakukan penyusunan Rencana SKP hingga minggu kedua Bulan
Januari ditetapkan oleh pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja dan
disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan, pejabat penilai
Kinerja dan pimpinan unit kerja.

5. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP ditetapkan oleh
pejabat penilai Kinerja maka pegawai melakukan penyusunan dan
penetapan SKP pada jabatan baru.

6. Ketentuan perencanaan Kinerja tidak berlaku bagi pegawai yang:

a) diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/ anggota lembaga
nonstruktural;

b) diberhentikan sementara;

c) menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d) mengambil masa persiapan pensiun; dan/atau

e) melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri.

7. Perencanaan Kinerja pegawai yang diperbantukan/ dipekerjakan pada
negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan
badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah baik di dalam
maupun di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada
tempat dimana yang bersangkutan bekerja.
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8. Format Penetapan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Model Dasar/ Inisiasi
adalah sebagai berikut:

FORMAT A.7.1

SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

(NAMA INSTANS])

PERIODE PENILAIAN:
..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP ["opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
INSTANSI INSTANSI
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) 2) 3 4

A. KINERJA UTAMA

[ [
B. KINERJA TAMBAHAN

[

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)

(NIP)

9. Format Penetapan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Model Pengembangan

adalah sebagai berikut:

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)

(NTP)

FORMAT A 8.1
SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional}
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
INSTANSI INSTANSI
PERSPEKTIF NO RENCANA INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA INDIVIDU
(n (2) (3) 4 {5)

A. KINERJA UTAMA

| I

|

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

(tempat, tanggal bulan tahun|
Pejabat Penilai Kinerja,

(Namas)
[NIP)
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10. Format Penetapan SKP Pejabat Administrasi Model Dasar/ Inisiasi
adalah sebagai berikut:

FORMAT A.7.2
SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:

PIAMAIRETANSE JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
RENCANA KINERJA RYNRATOR
NO. ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK KINERJA TARGET
INDIVIDU
(1 (2) 3) (4) (5) {6)

A KINERJA UTAMA

| l | |
B, KINERJA TAMBAHAN

I I I Uompat anzgal bulao ‘ahn*]

Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) (Nama)
(NIP) (NIP)

11. Format Penetapan SKP Pejabat Fungsional Model Dasar/ Inisiasi
adalah sebagai berikut:

FORMAT A.7.3
SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN:

VAN
Moy 7 JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA UNIT KERJA

RENCANA KINERJA INDIKATOR
NO. ATASAN LANGSUNG/ UNIT| RENCANA KINERJA ASPEK KINERJA TARGET
KERJA/ ORGANISASI INDIVIDU

(1) (2) {3) (4) (5) {6)
A. KINERJA UTAMA

. KINERJA TAMBAHAN l l l I

[ I | _stempat. hogeal bulan tanod)
Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) [Nama)
(NIP) (NIP)
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12. Format Penetapan SKP Pejabat Administrasi Model Pengembangan adalah sebagai berikut:

[NAMA INSTANSI)

NAMA

PEGAWAI YANG DINILAIT

FORMAT A.8.2
SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,

NAMA

PEJABAT PENILAI KINERJA

NIP

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

JABATAN

A, KINERJA UTAMA

_ _

5. KINERJA TAMBAHAN

UNIT KERJA UNIT KERJA
NO. RENCANA RENCANA ASPEK INDIKATOR TARGET _ KATEGORI PENILAIAN / STANDAR SUMBER DATA UNTUK
KINERJA KINERJA KINERJA INDIVIDU |DIBACA DARI ATAS KEBAWAH) PEMANTAUAN DAN
ATASAN _ KURANG/ JAUH CUKUP/ SEDIKIT PENGUKURAN
LANGSUNG DIBAWAH TARGET DIBAWAH TARGET
(1 | (2) | (3) It (6) [ (7) [ 8) (9} [ (10)

Pegawai yang Dinilai,

|Nama)
INIF)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Pejabat Penilai Kinerja,

[Nama|
INIF)
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13. Format Penetapan SKP Pejabat Fungsional Model Pengembangan adalah sebagai berikut:

[NAMA INSTANSI)

FORMAT A8.3
SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAL PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO. RENCANA RENCANA ASPEK |INDIKATORKINERJA| TARGET KATEGORI PENILAIAN / STANDAR SUMBER DATA UNTUK
KINERJA ATASAN KINERJA INDIVIDU _ |DIBACA DARI ATAS KEBAWAH| PEMANTAUAN DAN
LANGSUNG/ UNIT| KURANG/ JAUH | CUKUP/ SEDIKIT PENGUKURAN
KERJA/ DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET
ORGANISASI
| 2) _ 3] | (s (6) m | (8) . ) (10)

A. KINERJA UTAMA

_ _

_ _ |

3. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang Dinilai,

|Nama)
[NIP)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
[NIF)
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STANDAR PERILAKU KERJA DALAM JABATAN

STANDAR PERILAKU KERJA DALAM JABATAN
Perilaku kerja merujuk pada setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan
yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang

seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Perilaku Kerja meliputi 5 (lima) aspek yaitu

ook R e

Orientasi Pelayanan
Komitmen

Inisiatif Kerja

Kerja sama

Kepemimpinan

Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya
diberlakukan bagi pegawai yang menduduki:
1. Jabatan Pimpinan Tinggi

2. Jabatan Administrator

3. Jabatan Pengawas
4. Jabatan Fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan

aspek kepemimpinan
Kelima aspek perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku
kerja dalam jabatan dan dijabarkan kedalam 7 level perilaku kerja
sebagai berikut:

STANDAR PERILAKU KERJA

ORIENTASI PELAYANAN

ASPEK PERILAKU KERJA ORIENTASI PELAYANAN

DEFINISI | Sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik
kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja,
unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.

LEVEL INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI

PERILAKU

KERJA
1 Memahami dan memberikan pelayanan yang | a. Ketika memberikan
baik sesuai standar. pelayanan kepada pihak-
2 Memberikan pelavanan scsuai standar dan pihak vang dilayani.
menunjukkan komitmen dalam pelayanan. . Ketika membangun

Memberikan pelayanan diatas standar untuk
memastikan  keputusan  pihak-pihak yang
dilayani sesuai arahan atasan.

Memberikan pelayanan diatas standar dan
membangun nilai tambah dalam pelayanan.

Bcrusah; memenuhi kebutuhan mendasar

hubungan dengan pihak-
pihak yang dilayani.

. Ketika diharapkan
memberikan nilai-nilai
tumbuh atas layanan

vang diberikan kepada
pihak-pihak yang
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dilayani.

-60-
dalam pelayanan dan percepatan dilayani.
penanganan masalah, . Ketika beradaptasi
6 Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan dengan menggunakan
pihak-pihak yang dilayani. teknologi digital.
7 Mengembangkan sistem  pelayanan  baru | €. Ketika diharapkan
bersifat jangka panjang untuk memastikan dengan benturan
kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang kepentingan.

2. KOMITMEN

ASPEK PERILAKU KERJA KOMITMEN

membutuhkan  pengorbanan  yvang  besar
(menjadi model  perilaku positif  yang
terintegrasi)

DEFINISI | Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan
pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan
kepentingan dinas daripada kepentingan din sendiri, sescorang, dan/atau
golongan.

LEVEL INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI

PERILAKU

KERJA

1 Memahami dan mengetahui perilaku dasar Ketika menjalankan
menyangkut komitmen organisasi. tugas serta kewajibannya
2 Mcuunjt-lkkan perilaku atau tindakan sesuai scbhagai anggota
dengan aturan atau nilai-nilai organisasi organisasi.
scbatas mengikuti arahan atasan. Ketika harus menjaga
3 Menunjukkan tindakan dan perilaku yang citra organisasi.
konsisten serta meneladani  perilaku Ketika menghadapi
komitmen terhadap organisasi, keadaan dilematis,
4 Mendukung  tujuan  serta menjaga  citra Ketika diharapkan
organisasi sccara konsisten. memupuk jiwa
5 Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi nasionalisme.
secara konsisten. Ketika dihadapkan
6 Menunjukkan komitmen atas kepentingan dengan masalah korupsi/
yang lebih besar daripada kepentingan kolusi/ nepotisme [KKN).
pribadi.
7 Mengambil keputusan atau tindakan yang

3. INISIATIF KERJA

ASPEK PERILAKU INISIATIF KERJA

DEFINISI

LEVEL
PERILAKU
KERJA

Kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru
untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang
membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman,

kemauan untuk bekerja menjadi

lebih baik sctinp hari, serta penuh

semangat dan antusiasme, aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang

dilakukan olch pegawai.
INDIKATOR PERILAKU KERJA

SITUASI

Memahami apa yang harus dilakukan dalam
merespon  tugas atau  pekerjaan, belum
menunjukkan perilaku dasar yang
diharapkan oleh organisasi.

Cepat tanggap ketika menerima tugas atau
peckerjaan dengan menyusun target, mencari
ide baru ataupun menunjukkan keinginan

a. Ketika menjalankan tugas

yang terkait
pckerjaannya.
b. Ketika kondisi/ situasi

penyelesaian.

c. Ketika menjadi  bagian

anggota tim/ kelompok
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untuk berkontribusi dalam tugas, dan
menghadapi permasalahan dengan
menghubungi pihak berwenang/atasan,

Dapat bekerja secara mandiri, kemauan
untuk mencoba hal baru dan membangun
jejaring. Mampu bertindak sccara mandiri
sesuai  kewenangan dalam  menangani
permasalahan rutin.

Bertindak proaktif pada situasi kritis,
terbuka terhadap pendekatan baru, dan
sccara sukarela mengembangkan
kemampuan orang lain.

Menyusun rencana, tindakan taktis maupun
langkah antisipasi terhadap permasalahan
rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan,
dan menghargai orang lain.

Merancang rencana jangka pendek, adaptasi
ide wuntuk meningkatkan Kinerja, dan
memberikan dukungan terhadap orang lain.

Merancang rencana yang komprehensif,
berorientasi jangka panjang,
mempertimbangkan  kesuksesan  anggota
organisasi, serta membuat terobosan baru.

c. Ketika dituntut

kerja.

d. Ketika menghadapi masa-

masa sulit.
bekerja
lebih baik.

4. KERJASAMA

ASPEK PERILAKU KERJASAMA
DEFINISI | Kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan rekan
kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam
menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, schingga
mencapai daya guna dan hasil guna yvang scbesar-besarnya.
LEVEL INDIKATOR PERILAKU KERJA SITUASI
PERILAKU
KERJA

1 Memahami peran dalam tim dan | a. Ketika menghadapi
menunjukkan sikap positif dalam hubungan masalah dengan
kerjasama. pegawai  lain/ orang

2 Berusaha menunjukkan perilaku kooperatif vang tidak  disukai
dan sikap profesional sesuai standar ditempat kerja.
prosedur. . Ketika mendapatkan

3 Menunjukkan komitmen atas profesionalitas pembagian tugas yang
dan harapan positif terhadap tim/kelompok tidak menyenangkan
kecil. Ketika menghadapi

B Bersikap transparan dan terbuka serta pimpinan yang tidak
menghargai anggota kelompoknya. memperdulikan

5 Berkomitmen terhadap penyelesaian  tugas kontribusi anggota tim.
dan memberikan dukungan secara aktif | d. Ketika bekerja di dalam
terhadap anggota tim yang lebih besar dan kelompok/ tim.
beragam. k. Ketika dituntut untuk

6 Membangun semangat kelompok besar dan mengembangkan
nilai tambah dalam pelaksanaan tugas. jaringan Kerjasama.

7 Sccara aktif menjaga motivasi dan l-'lubungan

yang positif dalam organisasi.
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5. KEPEMIMPINAN

ASPEK PERILAKU KEPEMIMPINAN

DEFINISI

Kemampuan dan kemauan pegawal untuk memotivasi dan mempengaruhi
bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi

tercapainya tujuan organisasi.

INDIKATOR PERILAKU KERJA

SITUASI

Memahami dan  menunjukkan
kepedulian, memberikan arahan
serta pertimbangan atas risiko.

sikap
tugas,

|

Menunjukkan perilaku positif, memberikan
bimbingan dan motivasi, serta keberanian
mengambil risiko personal.

. Ketika

. Ketika

Bersedia untuk memberikan pengarahan,
memotivasi, dan menunjukkan komitmen
atas perilaku positif dan keberanian dalam
mengambil risiko.

. Ketika

Memberikan dukungan terhadap orang lain
serta menunjukkan tekad untuk mengambil
risiko.

. Ketika

Menunjukkan kepercayaan diri serta sikap
vang adil dan profesional dalam scgala
situasi, secrta bersedia untuk mengambil
resiko.

Menunjukkan kemandirian dan
kemampuan menjadi katalisator

Menjadi  teladan dalam kepemimpinan
organisasi

. Ketika menjadi pemimpin

informal dalam unit
kerja/ organisasi.
diharapkan
menjadi penyemangat
rckan kerja/ bawahan.
terjadi
dalam
kerja/

perselisihan
kelompok/ umnit
organisasi.
mengatur
pelaksanaan tugas/
pekerjaan bawahan.
mempengaruhi
orang lain untuk
mencapai tujuan.

Ketika dihadapkan
dengan situasi yang tidak
pasti (terdapat
kemungkinan
mendatangkan hasil yang
negatif).

. Ketika terjadi perubahan-

perubahan yang spesifik
dalam organisasi.

B. LEVEL PERILAKU KERJA YANG DIPERSYARATKAN
Standar perilaku untuk masing masing jabatan ditetapkan sesuai level

yvang dipersyaratkan berdasarkan jenis dan jenjang jabatan sebagai

berikut:
LEVEL PERILAKU KERJA YANG DIPERSYARATKAN
JABATAN JENJANG JABATAN LEVEL YANG DIPERSYARATKAN

Jabatan Pimpinan Tinggi | Utama 7
Madya 6-7
Pratama 5-6
Jabatan Administrasi Administrator 4-5
Pengawas 3-4
Pelaksana 1-2
Jabatan Fungsional Utama 5-6
Keahlian Madya 4-5
Muda 3-4
Pertama 2-3
Jabatan Fungsional Penyelia 3-4
Keterampilan Mahir 2-3
Terampil 1-2
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JABATAN JENJANG JABATAN | LEVEL YANG DIPERSYARATKAN
Pemula 1-2
BAB IV

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN PEMBINAAN KINERJA

A. PELAKSANAAN KINERJA

1. Pegawai melaksanakan rencana Kinerja setelah SKP ditetapkan.

2. Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, dalam
hal kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Direktif tidak dapat diukur sesuai periode pengukuran yang
ditetapkan instansi dan tidak terdapat kinerja utama dalam bentuk
rencana aksi/ inisiatif strategis, maka pelaksanaan kinerja didahului
dengan penyusunan rencana aksi/ inisiatif strategis dalam rangka
pencapaian kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Direktif.

3. Bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional, dalam hal Kinerja
utama tidak dapat diukur sesuai periode pengukuran yang ditetapkan
Instansi, maka pelaksanaan Kinerja didahului dengan penyusunan
rencana aksi/ inisiatif strategis dalam rangka pencapaian Kinerja
utama pada SKP pegawai yang bersangkutan.

4. Rencana aksi/ inisiatif strategis sebagaimana dimaksud pada angka 2
dan 3 dapat disusun berdasarkan aspek kuantitas/ kualitas/ waktu/
biaya.

5. Rencana aksi/ inisiatif strategis sebagaimana dimaksud pada angka 2
dan 3 dapat memuat rencana Kinerja pegawai di bawahnya sepanjang
yang bersangkutan turut bertanggung jawab terhadap realisasi
rencana Kinerja bawahannya.

6. Penyusunan rencana aksi/ inisiatif strategis dapat dilakukan melalui
pembahasan dengan seluruh pegawai yang berada di unit/ tim
kerjanya dan dilaporkan kepada pejabat penilai Kinerja.

7. Rencana aksi/ inisiatif strategis dituangkan dalam format berikut:
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FORMATB.1
RENCANA AKSI/ INISIATIF STRATEGIS

PERIODE PENILAIAN:

AMATNOTYSYS i JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
RENCANA KINERJA RENCANA INDIKATOR TARGET
PADA SKP AKSI/INISIATIF RENCANA AKSI/
STRATEGIS INISIATIF
STRATEGIS
Rencana Kinerja 1 Rencana Aksi 1.1 Indikator Rencana ?nrg:l Rencana
Aksi 1.1 Aksi 1.1
Rencana Aksi 1.2 Indikator Rencana Target Rencana
Aksi 1.2 Aksi 12

(tempat], (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

[Nama)
(NIP)

8. Pelaksanaan rencana Kinerja didokumentasikan secara periodik.
Pendokumentasian Kinerja dapat dilakukan secara harian, mingguan,
bulanan, triwulanan, dan/atau semesteran.

10. Instansi pemerintah menetapkan periode pendokumentasian Kinerja
yang berlaku di lingkungan instansinya disesuaikan dengan
karakteristik Kinerja pegawai.

11.Dalam hal Kinerja utama pada SKP dapat diukur sesuai periode
pengukuran Kinerja yang ditetapkan Instansi Pemerintah, maka
pendokumentasian Kinerja dilakukan terhadap capaian Kinerja
berupa produk atau output dari Kinerja utama pada SKP serta dapat
berupa data dukung lain yang menggambarkan capaian Kinerja.

12. Dalam hal rencana Kinerja pada SKP tidak dapat diukur sesuai
periode pengukuran Kinerja yang ditetapkan Instansi Pemerintah,
maka pendokumentasian dilakukan terhadap output rencana
aksi/inisiatif strategis.

13. Pendokumentasian Kinerja dituangkan dalam format berikut:
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FORMATB.2
PENDOKUMENTASIAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:

2021, No. 207

o A - JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...
PEGAWAI YANG DINILALI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
TARGET KINERJA RENCANA KINERJA/ TARGET OUTPUT/ BUKTI
ATASAN LANGUNG/ RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA
UNIT KERJA/
ORGANISASI YANG
DIINTERVENSI
Target Kinerja
Direktif atau penugasan
pimpinan
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) (Nama)
(NIP) [NIP)

B. PEMANTAUAN KINERJA

1.

Pemantauan kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh
pejabat penilai kinerja untuk mengamati pencapaian target kinerja
yang terdapat dalam SKP,

Pejabat penilai kinerja diharuskan untuk memberikan pemantauan
secara berkelanjutan, yang meliputi satu atau lebih reviu kemajuan
paling kurang satu kali dalam setiap semester pada tahun berjalan.
Periode pemantauan kinerja tidak ditetapkan secara khusus dan
diharapkan untuk dilakukan secara insidentil oleh pejabat penilai
kinerja untuk menghindari bias dalam pemantauan Kinerja pegawai.
Pemantauan kinerja dilakukan dengan mengamati capaian Kinerja
melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi
non-elektronik dan/atau sistem informasi berbasis elektronik dan
dapat juga dilakukan dengan dialog kinerja.

Apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan, pegawai
bersama dengan pejabat penilai Kinerja harus segera mencari
penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta dilakukan
percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan

sebagaimana direncanakan semula.
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6. Dalam melakukan pemantauan kinerja, pejabat penilai Kinerja dapat
dibantu oleh pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja.

7. Hasil pemantauan kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti
bukti objektif dapat memuat rekomendasi perubahan SKP.

8. Sebelum menghasilkan rekomendasi perubahan SKP, hasil
pemantauan Kinerja terlebih dahulu ditindaklanjuti melalui
bimbingan Kinerja dan/ atau konseling Kinerja.

C. PENGUKURAN KINERJA

1. Pegawai wajib melakukan pengukuran Kinerjanya melalui sistem
pengukuran Kinerja yang berlaku pada masing-masing Instansi.

2. Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan data dukung mengenai
kemajuan Kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran
Kinerja.

3. Pengukuran kinerja pegawai dapat dilakukan secara periodik setiap
bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.

4. Instansi pemerintah menetapkan periode pengukuran kinerja yang
berlaku di lingkungan instansinya.

5. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap:

a) SKP dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP
sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
b) Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja.

6. Tata cara pengukuran SKP:

a) Pengukuran SKP periodik bagi pejabat pimpinan tinggi dan
pimpinan unit kerja mandiri:

1) Pengukuran SKP periodik dilakukan terhadap jenis Kinerja
utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan
Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Direktif
sepanjang Kinerja utama tersebut dapat diukur sesuai periode
pengukuran yang ditetapkan Instansi.

2) Pengukuran SKP periodik sebagaimana dimaksud angka 1
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk penilaian SKP
(Bab VI: Penilaian Kinerja: Penilaian SKP) tanpa disertai
perhitungan bobot dan penentuan predikat penilaian Kinerja.

3) Dalam hal kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja
dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Direktif pada SKP pejabat pimpinan tinggi dan
pimpinan unit kerja mandiri tidak dapat diukur sesuai periode
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pengukuran yang ditetapkan Instansi, maka pengukuran SKP
periodiknya dilakukan terhadap capaian rencana aksi/inisiatif
strategis pejabat yang bersangkutan.

b) Pengukuran SKP bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional:

<)

d)

1)

2)

3)

Pengukuran SKP periodik bagi pejabat administrasi dan
pejabat fungsional dilakukan terhadap jenis kinerja utama
sepanjang Kinerja utama tersebut dapat diukur sesuai periode
pengukuran yang ditetapkan Instansi.

Pengukuran SKP periodik sebagaimana dimaksud pada angka
1 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk penilaian
SKP (Bab VI: Penilaian Kinerja: Penilaian SKP) tanpa disertai
perhitungan bobot dan penentuan predikat penilaian Kinerja.
Dalam hal Kinerja utama pada SKP pejabat administrasi dan
pejabat fungsional tidak dapat diukur sesuai periode
pengukuran yang ditetapkan Instansi, maka pengukuran SKP
periodiknya dilakukan terhadap capaian rencana aksi/inisiatif
strategis yang telah disusun untuk mencapai kinerja utama
pada SKP.

Perhitungan capaian rencana aksi/ inisiatif strategis sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 dilakukan
dengan formula sebagai berikut:

Capaian rencana aksi/ inisiatif strategis = = x 100%]

Realisasi

Target

Dalam hal terdapat kondisi khusus dimana realisasi yang
nominal/angkanya lebih kecil dari target merupakan capaian
melampaui target dan realisasi yang nominal/angkanya lebih
besar dari target merupakan capaian dibawah target maka
digunakan formula sebagai berikut:

ICapaian rencana aksi/ inisiatif strategis = [l+ ( 1-

Realisasi
_)] x 100%
Target

Capaian rencana aksi/inisiatif strategis sebagaimana dimaksud
pada huruf c dikonversi menjadi nilai rencana aksi/ inisiatif
strategis dengan ketentuan sebagai berikut:
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RENCANA AKSI/ INISIATIF STRATEGIS
RENTANG NILAI

CAFAIAN bty MINIMAL MAKSIMAL
(1) 2) 13) 4)
101% - 110% Sangat Baik 110 120

100% Baik 109

80% - 99% Cukup 70 89
60 - 79% Kurang 50 69
0 - 59% Sangat Kurang (1] 49

e) Nilai rencana aksi/ inisiatif strategis, diperoleh dengan formula
sebagai berikut:
1) Apabila capaian rencana aksi/ inisiatif strategis berada pada
kategori Sangat Baik, maka nilai rencana aksi/ inisiatif
strategis adalah:

(120 - 110)

INilai rencana aksi/ inisiatif strategis = 110 + Il]O“n_-IOI"ﬁ]

* (Capaian - 101%)

2) Apabila capaian rencana aksi/ inisiatif strategis berada pada
kategori Baik, maka nilai rencana aksi/ inisiatif strategis
adalah 109

3) Apabila capaian rencana aksi/ inisiatif strategis berada pada
kategori Cukup, maka nilai rencana aksi/ inisiatif strategis

adalah:
INilai ksi/ inisiatif strategi 70 (B C. i 85%
tif - b e— - Y
ilai rencana aksi/ inisiatif strategis = 7 199% - 80%) (Capaian a)

4) Apabila capaian rencana aksi/ inisiatif strategis berada pada
kategori Kurang, maka nilai rencana aksi/ inisiatif strategis
adalah:

160 - 50)
(79% - 60%)

5) Apabila capaian rencana aksi/ inisiatif strategis berada pada
Sangat Kurang, maka nilai rencana aksi/ inisiatif strategis

INilai rencana aksi/ inisiatif strategis = 50 + *(Capaian - 70%

adalah:
o oot : Capaian
Nilai rencana aksi/ inisiatif strategis = o 49

6) Apabila capaian rencana aksi/inisiatif strategis lebih besar dari
110%, maka nilai rencana aksi/inisiatif strategis dikonversi
menjadi 120.

7) Dengan mengecualikan ketentuan pada angka 2), dalam hal
capaian rencana aksi/ inisiatif strategis adalah 100% dan
target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat
dicapai untuk rencana aksi/ inisiatif strategis tersebut, maka
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nilai rencana aksi/
menjadi 120.
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inisiatif strategis tersebut dikonversi

FORMAT B.3.1
PENGUKURAN TERHADAP RENCANA AKSI/ INISIATIF STRATEGIS

[NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
PERIODE
PENGUKURAN
RENCANA RENCANA INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN NILAI
KINERJA AKSIl/ KEBERHASILAN RENCANA
PADA SKP INISIATIF RENCANA AKSI/ AKSI/
STRATEGIS INISIATIF INISIATIF
STRATEGIS STRATEGIS
Rencana Rencana Indikator Rencana Target
Kinerja 1 Aksi 1 Aksi 1.1 Rencana
Aksi 1.1
Rencana Indikator Rencana Target
Aksi 2 Aksi 1.2 Rencana
Aksi 1.2

f) Nilai Akhir Periodik SKP diperoleh berdasarkan penjumlahan Nilai
Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dan Nilai Kinerja Utama (apabila

terdapat Kinerja utama yang bisa diukur

sesuai periode

pengukuran yang ditetapkan Instansi) menggunakan formula

sebagai berikut:

Nilai Periodik SKP =

Nilai 1+Nilai J

2

dimana:

1) Nilai 1 adalah rata-rata nilai rencana aksi/ inisiatif strategis.
2) Nilai 2 adalah rata-rata nilai Kinerja utama yang dapat diukur
sesuai periode pengukuran yang ditetapkan instansi.
7. Tata cara pengukuran perilaku kerja:

a) Pengukuran perilaku kerja periodik terdiri atas:

1) penilaian perilaku kerja melalui survey secara tertutup bagi
Instansi Pemerintah telah menerapkan penilaian perilaku kerja

berdasarkan penilaian

bawahan langsung

rekan kerja

setingkat dan/atau

2) penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja bagi

Instansi Pemerintah belum menerapkan penilaian perilaku
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kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau
bawahan langsung.

b) Pengukuran perilaku kerja dilakukan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk penilaian perilaku kerja (Bab VI: Penilaian Kinerja:
Penilaian Perilaku Kerja)

8. Hasil pengukuran SKP dan perilaku kerja diintegrasikan dan
ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dalam format berikut:

FORMAT B.3.2
HASIL PENGUKURAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:

A I, o @8 JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP {*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
PERIODE
PENGUKURAN
NILAI PERIODIK
SKP
NILAI PERIODIK
PERILAKU KERJA
NILAI KINERJA | 8) 70% Nilai SKP periodik + 30% Nilai Penilaku Kerja periodik (bagi
PERIODIK Instansi Pemerintah yang belum mencrapkan penilaian Perilaku
PEGAWAI Kerja 36079)

b) 60% Nilai SKP periodik + 40% Nilai Perilaku Kerja periodik (bagi

Instansi Pemerintah telah mencrapkan penilaian Perilaku Kerja
3609
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Mengetahui,
Pegawai yang Dinilai Pejabat Penilai Kinerja
(Nama) [Nama)
{NIP} (NIP)

D. PEMBINAAN KINERJA

1. Pembinaan Kinerja bertujuan untuk menjamin pencapaian target
Kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP.

2. Pembinaan Kinerja merupakan tindak lanjut dari kegiatan
pemantauan Kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap
pegawai dibawahnya sebagai upaya preventif untuk menghindari
kegagalan atau penyimpangan pencapaian sasaran kinerja yang telah
ditetapkan.
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3. Waktu pelaksanaan pembinaan kinerja disesuaikan dengan
pelaksanaan pemantauan kinerja.

4. Pembinaan Kinerja dilakukan melalui bimbingan kinerja yang dapat
dilakukan secara individual maupun kelompok dan konseling kinerja
yang dilaksanakan secara individual.

5. Bimbingan Kinerja
a) Bimbingan Kinerja merupakan suatu proses terus-menerus dan

sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu
PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan
mencegah terjadinya kegagalan kinerja.

b) Bimbingan Kinerja diberikan oleh pejabat penilai Kinerja {atasan
langsung) atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus oleh
unit kerja kepada pegawai yang dinilai (bawahan).

c) Bimbingan Kinerja paling kurang dilakukan satu kali dalam setiap
semester pada tahun berjalan.

d) Setiap pejabat penilai kinerja atau pihak lain yang diberikan
penugasan khusus wajib membuat rekaman informasi mengenai
proses bimbingan Kinerja dan penilaian atas kompetensi pegawai.

e) Rekaman informasi tersebut dilaporkan kepada atasan dari
pejabat penilai Kinerja.

f) Atasan dari pejabat penilai kinerja dapat melakukan tindak lanjut
yang dibutuhkan sesuai rekaman informasi hasil bimbingan
Kinerja.

g) Bimbingan Kinerja merupakan proses interaksi antara pejabat
penilai kinerja (atasan langsung) atau pihak lain yang diberikan
penugasan khusus dengan pegawai yang dinilai (bawahan) atau
antara koordinator/ ketua tim kerja dengan anggota tim kerjanya
dalam bentuk dialog Kinerja.

h) Dialog Kinerja pada bimbingan Kinerja bertujuan untuk
membangun komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga
dapat diketahui kesulitan yang dialami bawahan dalam mencapai
rencana Kinerja yang telah ditetapkan sekaligus alternatif solusi
konstruktif yang dapat diambil ke depan serta sebagai suatu
apresiasi kepada pegawai yang Kinerjanya telah memenubhi target.

i) Tahapan dalam melakukan bimbingan Kinerja adalah sebagai
berikut:

1) Pra Bimbingan Kinerja
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(a) Sebelum bimbingan kinerja dilaksanakan, pegawai yang
dinilai (bawahan) mengisi Format Persiapan Bimbingan
Kinerja.

(b) Format  Persiapan  Bimbingan Kinerja  kemudian
disampaikan kepada pejabat penilai kinerja (atasan
langsung) atau pihak lain yang diberikan penugasan
khusus.

(c) Tanggal dan tempat bimbingan kinerja disepakati
kemudian oleh pejabat penilai kinerja (atasan langsung)
atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus dengan
pegawai yang dinilai (bawahan).

(d) Persiapan bimbingan kinerja dituangkan dalam format

berikut:

FORMAT B.4.1
PERSIAPAN BIMBINGAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:

PAMATIEANED, JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEJABAT PENILAI KINERJA/ PIHAK LAIN
et YANG DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
TUJUAN: APA YANG INGIN SAYA CAPAI?
INDIKATOR KINERJA | BASELINE TARGET TARGET SKP STRATEGI
INDIVIDU DAN {(JIKA ADA) PENCAPAIAN
UKURAN SPESIFIK TARGET

FAKTA: DIMANA SAYA SEKARANG?

TARGET SKP PROGRESS MASALAH / PENYEBAB
PENCAPAIAN HAMBATAN
TARGET

(tempat), {tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

{Nama)
NIP)

2) Pelaksanaan Bimbingan Kinerje
(a) Dalam pelaksanaan bimbingan kinerja, pejabat penilai
Kinerja (atasan langsung) atau pihak lain yang diberikan

penugasan khusus sedapat mungkin:

www.peraturan.go.id



73 2021, No. 207

(1) menggali permasalahan dan hambatan yang dihadapi
pegawai yang dinilai (bawahan) berkaitan dengan
metode kerja, proses kerja, dan kualitas kerja.

(2) berempati dengan permasalahan yang mungkin
dihadapi pegawai yang dinilai (bawahan).

(3) mendiskusikan alternatif solusi atas permasalahan
yang dihadapi pegawai yang dinilai (bawahan).

(4) menyampaikan apresiasi atas progress Kinerja yang
telah dicapai oleh pegawai yang dinilai (bawahan).

(b) Pelaksanaan bimbingan kinerja membutuhkan
keterbukaan pegawai yang dinilai (bawahan) atas
permasalahan atau kendala yang dihadapi maupun progess
kinerja yang telah dicapainya.

(c) Setelah bimbingan Kinerja selesai dilaksanakan, pejabat
penilai Kinerja (atasan langsung) atau pihak lain yang
diberikan penugasan khusus beserta pegawai yang dinilai
(bawahan) mengisi dan menandatangani Format

Pelaksanaan Bimbingan Kinerja sebagai berikut:

FORMAT B.4.2
PELAKSANAAN BIMBINGAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:

(RAMAINOTANSY JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEJABAT PENILAI KINERJA/ PIHAK LAIN
FECAWALVANC. HOHIAL YANG DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
TUJUAN. APA YANG INGIN SAYA CAPAL?
TNDIKATOR KINERJA] _ BASELINE TARGET TARGET SKP STRATEGI
INDIVIDU (JIKA ADA) PENCAPAIAN TARGET

FAKTA: DIMANA SAYA SEKARANG?

TARGET SKP PROGRESS PENCAPAIAN | MASALAH / PENYEBAB
TARGET HAMBATAN

PELUANG: APA YANG DAPAT SAYA LAKUKAN?
{(REKOMENDASI PEJABAT PENILAI KINERJA (ATASAN LANGSUNG) ATAU PIHAK LAIN
YANG DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS YANG DISEPAKATI DENGAN PEGAWAI YANG

DINILAI (BAWAHAN]?
LANGKAH KEDEPAN: APA YANG AKAN SAYA LAKUKAN KE DEPAN?
INDIKATOR STRATEGI UNTUK PENYESUAIAN INDIKATOR/ TARGET
KINERJA INDIVIDU MENGATASI KINERJA
MASALAH/HAMBATAN (YA/ TIDAK)*
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“Jika diperiukan penyesuaian indikator/ target Kinerja maka dilakukan perubahan SKP

[tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penua: Kinerja/ Pihak Lamn

Pegawai yang Dinilai, yang Diberikan Penugasan Khusus,
{Nama) {Nama)
(NIP) (NIP)

3) Pasca Bimbingan Kinerja

(a)

(b)

(c)

Setelah pelaksanaan bimbingan kinerja, pegawai yang

dinilai (bawahan) mengisi dan menandatangani Format

Umpan Balik Pelaksanaan Bimbingan Kinerja yang

kemudian diserahkan kepada unit yang menangani

manajemen kinerja pegawai di masing masing Instansi

Pemerintah.

Cara pengisian Format Umpan Balik yaitu:

(1) Formulir diisi
dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja/Mentor

(2) Untuk setiap kotak agar saudara memberikan nilai
dengan skala 1 - 3 (dimana: 1 = Tidak setuju; 2 =
Netral; 3 = Setuju)

{3) Tuliskan Nilai Skala yang dipilih di dalam kotak yang
disediakan

Umpan balik pelaksanaan bimbingan Kinerja diisi pada

format berikut:

segera setelah bimbingan selesai

FORMATB.4.3
UMPAN BALIK PELAKSANAAN BIMBINGAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:

WAMADGIMN®G @ JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...
PEJABAT PENILAI KINERJA/ PIHAK LAIN YANG

PECAWAL VANG DINGLAY DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS

NAMA NAMA

NIP NIP (*opsional)

PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

TENTANG PEGAWAI YANG 1.

DINILAI (BAWAHAN)

Saya merasa diperhatikan dan dipahami
olch atasan saya

Saya merasa tindakan/Langkah yang
telah saya lakukan dihargai olch atasan
saya

Saya merasa dapat dengan bebas
mengemukakan pendapat/ pemikiran
saya kepada atasan saya

ipig
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TENTANG PEJABAT
PENILAI KINERJA [ATASAN
LANGSUNG)/ PIHAK LAIN
YANG DIBERIKAN
PENUGASAN KHUSUS

Saya merasa bahwa atasan saya
memberikan  pandangan  berdasarkan
data/fakta yang akurat

Saya merasa bahwa atasan saya
memberikan pandangan/pendapat positif
kepada sayva

Saya merasa atasan saya lebih banyak
menggunakan metode bertanya
dibandingkan menggurui

TENTANG PEGAWAI YANG
DINILAI (BAWAHAN) DAN
PEJABAT PENILAI
KINERJA (ATASAN
LANGSUNG)/ PIHAK LAIN
YANG DIBERIKAN
PENUGASAN KHUSUS

Saya merasa atasan saya membantu saya

dalam mencari solusi dan aksi tindak

lanjut

Saya tahu apa yang harus saya lakukan
sctelah mengikuti kegiatan bimbingan
Kinerja ini

Saya memahami maksud dan tujuan
kegiatan bimbingan Kinerja ini

J0goon

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

(Nama)

4) Tindak Lanjut Hasil Bimbingan Kinerja

(a) Selain kewajiban untuk membuat rekaman informasi

mengenai proses Bimbingan Kinerja, pejabat penilai Kinerja
langsung) atau pihak lain yang diberikan
penugasan khusus juga diwajibkan untuk melakukan
penilaian atas kompetensi pegawai.
(b) Pejabat penilai Kinerja (atasan langsung) atau pihak lain

(atasan

yang diberikan penugasan khusus harus mengetahui

terlebih dahulu kompetensi yang dipersyaratkan untuk

masing masing pegawai yang dibimbing Kinerjanya.
(c) Penilaian kompetensi dilakukan pada format berikut:

FORMATB.4.4

PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI SEBAGAI TINDAK LANJUT BIMBINGAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:

PAMAINOTADYS 0 T JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEG PEJABAT PENILAI KINERJA/ PIHAK LAIN
AWALYANC DINNAL YANG DIBERIKAN PENUGASAN KHUSUS
NAMA NAMA
NIP NIP {*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
3 NILAI ALASAN TERHADAP PENILAIAN
NO KOMPETENSI PEGAWAL (SKALA 1-5) KOMPETENSI*
1 |Manajerial 3 |
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1. Integritas 3
2. Kerjasama 3
3. Komunikasi 3
4. Orientasi pada 3
5. Hasil
6. Pelayanan Publik 3
7. Pengembangan Diri dan Orang Lain| 3
8. Mengelola Perubahan 3
9. Pengambilan Keputusan
Sosio Kultural
1. Perckat dan Pemersatu Bangsa 3
Teknis
e 3

*penilaian dibandingkan dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ] pegawai yang dinilai

DESKRIPSI SKALA PENILAIAN

Sangat Kurang

Diberikan apabila pegawai yang dinilai kompetensinya jauh dibawah
standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai
bersangkutan (Tidak ada Indikator Kompetensi yang dipenuhi)

%]

Kurang memadai

|Diberikan apabila pegawai yang dinilai kompetensinya dibawah
standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai yang
bersangkutan (1-2 Indikator Kompetensi yang dipenuhi)

Memadai

Diberikan apabila pegawai yang dinilai kompetensinya sesuai
standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai yang
bersangkutan (3 Indikator Kompetensi vang dipenuhi)

Diatas Memadai

Diberikan apabila pegawai yvang dinilai kompetensinya diatas
standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai yang
bersangkutan (3 Indikator Kompetensi dipenuhi dan menunjukkan
perilaku di atas level kompetensinya)

Istimewa

Diberikan apabila pegawai yang dinilai kompetensinya jauh diatas
standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pegawai yang
bersangkutan (3 Indikator Perilaku dipenuhi dan menunjukkan
perilaku jauh di atas level kompetensinya)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pejabat Penilai Kinerja/ Pihak Lain
yang Diberikan Penugasan Khusus,

(Nama)

(NIP)

6. Konseling Kinerja

a) Konseling Kinerja merupakan proses identifikasi dan penyelesaian

masalah

perilaku kerja yang dihadapi pegawai dalam mencapai

target Kinerja.

b) Layanan konseling Kinerja dilaksanakan secara individual dengan

memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab.

www.peraturan.go.id




7 2021, No. 207

c) Tahapan konseling Kinerja adalah sebagai berikut:
1) Identifikasi Pegawai yang Memiliki Permasalahan Perilaku

(a) Identifikasi pegawai yang memiliki permasalahan perilaku
dilakukan oleh pejabat penilai Kinerja bersamaan dengan
pemantauan Kinerja atau didasarkan pada hasil
pengukuran perilaku kerja dengan menggunakan metode
penilaian perilaku 360° maupun metode pengawasan
melekat dari atasan langsung dan/atau metode lainnya
yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah.

(b) Hasil pemantauan maupun pengukuran perilaku kerja
pegawai sebagaimana angka 1 dibandingkan dengan
progress pencapaian Kinerja terkini yang bersangkutan
dan/atau Kinerja tim kerjanya.

(c) Apabila perilaku kerja telah dinilai atau berpotensi
menghambat pencapaian Kinerja individu dan/atau tim
kerjanya, maka  pejabat penilai Kinerja  wajib
mengkomunikasikannya kepada pegawai pada kesempatan
bimbingan Kinerja pegawai.

Apabila tidak ada perubahan perilaku dari bawahan, maka
pejabat penilai Kinerja wajib melaporkan permasalahan

(d

—

perilaku kerja pegawai tersebut kepada pimpinan unit kerja
yvang membidangi pengelolaan kepegawaian, dengan
melampirkan bukti hasil bimbingan Kinerja dan laporan
permasalahan perilaku kerja pegawai.

(e) Pejabat yang Berwenang atau pimpinan unit kerja yang
membidangi pengelolaan kepegawaian membuat daftar
pegawai yang mempunyai permasalahan perilaku kerja.

(f) Laporan permasalahan perilaku kerja pegawai dituangkan
dalam format berikut:
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FORMAT B.5
LAPORAN PERMASALAHAN PERILAKU KERJA

PERIODE PENILAIAN:

PAMAMEIANTY o . — 0 JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

FAKTA: DIMANA ANDA SEKARANG?
DIISI OLEH PEJABAT PENILAI KINERJA/ KONSELO
TARGET SKP PEGAWAI | PROGRESS PENCAPAIAN | TARGET TIM PROGRESS PENCAPAIAN
YANG DINILAI TARGET PEGAWAI YANG KERJA TARGET TIM KERJA
DINILAI

MASALAH: APA PERMASALAHAN PERILAKU KERJA PEGAWAI YANG DINILAI?
PERILAKU KERJA MELIPUTIL: ORIENTASI PELAYANAN, KOMITMEN, INISIATIF KERJA,
KERJASAMA, KEPEMIMPINAN
(DIISI OLEH PEJABAT PENILAI KINERJA/ KONSELOR)

JELASKAN SECARA DETIL PERMASALAHAN TERKAIT PERILAKU KERJA PEGAWAI YANG
DINILAI YANG DIANGGAP MENGHAMBAT KINERJA INDIVIDU ATAU TIM KERJA!

APAKAH PERMASALAHAN PERILAKU KERJA SERUPA JUGA TERJADI PADA ANGGOTA TIM
KERJA LAINNYA?
YA / TIDAK

RETROSPEKTIF: APA YANG SUDAH ANDA LAKUKAN UNTUK PERBAIKAN PERILAKU KERJA
PEGAWAI YANG DINILAI
DIISI OLEH PEJABAT PENILAI KINERJA/ KONSELOR
YANG SUDAH SAYA LAKUKAN UNTUK MEMPERBAIKI PERILAKU KERJA PEGAWAI YANG DINILAI
ADALAH:

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pecjabat Penilai Kinerja,

(Nama)
[NIP}

2) Pelaksanaan Konseling Perilaku Kerja
(a) Berdasarkan laporan permasalahan perilaku yang dibuat

oleh pejabat penilai Kinerja, Pejabat yang Berwenang atau

pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan

kepegawaian kemudian melakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

(1) membuat daftar  pegawai  yang mempunyai
permasalahan perilaku kerja;

(2) menetapkan pegawai yang mempunyai permasalahan
perilaku kerja untuk dilakukan konseling Kinerja;
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(3) menetapkan konselor independen yang ditunjuk
Instansi Pemerintah untuk melakukan konseling
Kinerja; dan

(4) menetapkan jadwal dan tempat konseling Kinerja
secara individual dengan memperhatikan prinsip
kerahasiaan dan tanggungjawab.

(b) Konseling Kinerja selain dilakukan oleh konselor
independen, juga dapat dilakukan oleh:

(1) pejabat penilai Kinerja yang telah memperoleh pelatihan
konseling; dan

(2) pejabat yang memiliki fungsi memberikan konseling.

(c) Setelah konseling Kinerja selesai dilaksanakan, Konselor
atau pihak yang memberikan konseling Kinerja harus
mengisi dan menandatangani Format Pelaksanaan
Konseling Kinerja yang memuat rekaman informasi hasil
konseling.

3) Tindak Lanjut Hasil Konseling Kinerja

(a) Hasil konseling Kinerja dilaporkan oleh:

(1) pejabat penilai Kinerja kepada atasan dari pejabat
penilai Kinerja;

(2) pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling
kepada atasan langsung; atau

(3) konselor independen kepada Pejabat yang Berwenang
atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan
kepegawaian.

(b) Berdasarkan hasil konseling Kinerja, atasan dari pejabat
penilai Kinerja, Pejabat yang Berwenang dan/atau
pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan
kepegawaian dapat menentukan tindak lanjut yang
dibutuhkan berupa bimbingan, pelatihan, penugasan
khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan
untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin.

E. PERUBAHAN SKP
1. Perubahan SKP dapat dilakukan apabila dalam tahun berjalan
terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan Kinerja
memerlukan penyesuaian. Kondisi tertentu dimaksud dapat berupa:
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a) perubahan pemangku jabatan,

b) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan
dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi
anggaran),

c) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,

d) perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1
(satu) bulan,

e) perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan
unit kerja yang menyebabkan pegawai tidak dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu bulan)
meliputi:

1) pengembangan kompetensi dan/atau
2) penugasan untuk mewakili institusi dan/atau negara

f) kondisi tertentu lainnya dengan persetujuan  Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Mekanisme perubahan SKP:

a) Pegawai mengajukan rancangan perubahan SKP kepada pejabat
penilai Kinerja.

b) Perubahan SKP juga dapat dilakukan dengan inisiatif dari pejabat
penilai Kinerja berdasarkan hasil pemantauan Kinerja dan
pembinaan Kinerja.

c) Pegawai dan pejabat penilai Kinerja melakukan dialog Kinerja
untuk membahas rancangan perubahan SKP.

d) Perubahan SKP meliputi:

1) pengurangan/ penambahan rencana Kinerja;
2) penyesuaian indikator Kinerja individu; dan/atau
3) penyesuaian target

e) Setelah disepakati dengan pejabat penilai Kinerja, rancangan
perubahan SKP disampaikan kepada pengelola Kinerja/ tim
pengelola Kinerja untuk direviu.

f) Pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja melakukan reviu
sebagaimana yang dilakukan untuk penetapan SKP.

g) Hasil reviu disampaikan kepada pegawai dan pejabat penilai
Kinerja dalam waktu tidak lebih dari 7 hari kerja.

h) Dalam hal tidak terdapat catatan perbaikan dari pengelola
Kinerja/ tim pengelola Kinerja, Rancangan Perubahan SKP
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penilai

i) Rancangan Perubahan SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan

unit kerja mandiri model dasar/ inisiasi dituangkan dalam format

berikut:

FORMAT B.6.1
PERUBAHAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Perubahan SKP diajukan dalam hal periu dilakukannya:

Pengurangan/ Penambahan Rencana Kinerja
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu

Penyesuaian Target

[NAMA INSTANSI)

PEGAWAI YANG DINILAI

PERIODE PENILAIAN:

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
SEMULA:
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
1 Rencana Kinerja 1 IKI 1.1 Target 1.1
IKI 1.2 Target 1.2
2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2
MENJADL
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET REVIU OLEH
INDIVIDU PENGELOLA
KINERJA
1 Rencana Kinerja 1 IKI 1 Target 1 Jenis Kinerja Ubss
Catatan Perbatican:
2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2 Jeni Kinerja Utama
Catatan Perbmlcan

Alasan perubahan:

Pegawai yang Dinilai,

{Nama)

INIP)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)

(NIF)
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j) Rancangan Perubahan SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan
unit kerja mandiri model pengembangan dituangkan dalam format
berikut:

FORMAT B.7.1
PERUBAHAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Perubahan SKP diajukan dalam hal periu dilakukannya:

Pengurangan/ Penambahan Rencana Kinerja
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu
Penyesuaian Target

PERIODE PENILAIAN:

PAMAINSIA): JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

SEMULA:

NO | PERSPEKTIF RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

INDIVIDU
1 Rencana Kinerja 1 IKI 1.1 Target 1.1
IKI 1.2 Target 1.2

2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2

MENJADL

NO | PERSPEKTIF RENCANA KINERJA INDIKATOR TARGET REVIU OLEH
KINERJA PENGELOLA
INDIVIDU KINERJA

1 Rencana Kinerja 1 IKI 1 Target 1 Jenis Kinerja Utama

Catatan Perbailcan

w

Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2 Jenis Kinerjn Utama:

Catatan Perbailkan

Alasan perubahan:

(tempat, tanggal bulan tahun)

Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) (Nama)
{NIP) (NIP)
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k) Rancangan Perubahan SKP pejabat administrasi model dasar/

inisiasi dituangkan dalam format berikut:

FORMAT B.6.2
PERUBAHAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI

Perubahan SKP diajukan dalam hal periu dilakukannya:

Pengurangan/ Penambahan Rencana Kinerja
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu
Penyesuaian Target

PERIODE PENILAIAN:

ey JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
SEMULA:
NO RENCANA RENCANA KINERJA | ASPEK INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA INDIVIDU
ATASAN
LANGSUNG
1 Rencana Kinerja 1 IKI 1.1 Target 1.1
IKI 1.2 Target 1.2
2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2
MENJADI:
NO RENCANA RENCANA KINERJA | ASPEK | INDIKATOR TARGET REVIU OLEH
KINERJA KINERJA PENGELOLA
ATASAN INDIVIDU KINERJA
LANGSUNG
1 Rencana Kinerja 1 IKI 1 Target 1 Jenim Penyelarasar:
Catatan Perbaikan:
2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2 Jenis Penyelarasan
Catatan Perbaikan
1L

Alasan perubahan:

Pegawai yang Dinilai,

[(Nama)

(NIP)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)

(NIF)
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SKP pejabat administrasi model

pengembangan dituangkan dalam format berikut:

FORMAT B.7.2

PERUBAHAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI

Perubahan SKP diajukan dalam hal periu dilakukannya:

Pengurangan/ Penambahan Rencana Kinerja
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu
Penyesuaian Target

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:
JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

SEMULA:

NO RENCANA RENCANA | ASPEK | INDIKATOR | TARGET KATEGORI SUMBER DATA
KINERJA KINERJA KINERJA PENILAIAN UNTUK

ATASAN INDIVIDU KURANG | CUKUP PENGUKURAN
LANGSUNG
1 Rencana IKI 1.1 Target 1.1
Kinerja 1 IKI 1.2 Target 1.2
2 Rencana IKI2 Target 2
Kinerja 2

MENJADI:

NO | RENCANA | RENCANA | ASPEK | INDIKATOR | TARGET KATEGORI SUMBE REVIU
KINERJA KINERJA KINERJA PENILAIAN R DATA OLEH
ATASAN INDIVIDU KURANG | CUKUP | UNTUK PENGE

LANGSUNG PENGU LOLA
KURAN | KINERJA
1 Rencana IKI 1 Target |
Kinerja 1 P IO
2 Rencana IKI 2 Target 2 Jents
Kinerja 2 o
Pretmitns

Alasan perubahan:

Pegawai yang Dinilai,

|Nama)
[NIP)

{tempat, tanggal bulan tahun)
Pecjabat Penilai Kinerja,

{Nama)
(NIP)
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m) Rancangan Perubahan SKP pejabat fungsional model dasar/

inisiasi dituangkan dalam format berikut:

FORMAT B.6.3
PERUBAHAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

Perubahan SKP diajukan dalam hal periu dilakukannya:

Pengurangan/ Penambahan Rencana Kinerja

Penyesuaian Indikator Kinerja Individu

Penyesuaian Target

[(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
SEMULA:
NO RENCANA RENCANA KINERJA | ASPEK INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA INDIVIDU
ATASAN
LANGSUNG/
UNIT KERJA/
ORGANISASI _
1 Rencana Kinerja 1 IKI 1.1 Target 1.1
IKI 1.2 Target 1.2
2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2
MENJADL
NO RENCANA RENCANA KINERJA | ASPEK | INDIKATOR TARGET REVIU OLEH
KINERJA KINERJA PENGELOLA
ATASAN INDIVIDU KINERJA
LANGSUNG/
UNIT KERJA/
ORGANISASI
1 Rencana Kinerja | IKI1 Target 1 S
Catatms Pertiadiou
2 Rencana Kinerja 2 IKI 2 Target 2 Jnstis Pemyebra s
Catatms Pertiadiou

Alasan perubahan:

Pegawai yang Dinilai,

{Nama)

(NIF)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)
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a) Rancangan Perubahan SKP pejabat fungsional model pengembangan
dituangkan dalam format berikut:

FORMAT B.7.3
PERUBAHAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

Perubahan SKP diajukan dalam hal periu dilakukannya:
Pengurangan/ Penambahan Rencana Kinerja
Penyesuaian Indikator Kinerja Individu

Penyesuaian Target

PERIODE PENILAIAN:

BAMATNOIANSY. JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA INSTANSI

SEMULA:

NO RENCANA RENCANA | ASPEK | INDIKATOR | TARGET KATEGORI SUMBER DATA
KINERJA KINERJA KINERJA PENILAIAN UNTUK

ATASAN INDIVIDU KURANG | CUKUP PENGUKURAN
LANGSUNG/
UNIT
KERJA/
ORGANISAS!
1 Rencana IKI 1.1 Target 1.1
Kinerja 1 IKI 1.2 Target 1.2
2 Rencana IKI 2 Target 2
Kinerja 2

MENJADI:

NO | RENCANA | RENCANA | ASPEK | INDIKATOR | TARGET KATEGORI SUMBER REVIU
KINERJA KINERJA KINERJA PENILAIAN DATA OLEH
ATASAN INDIVIDU KURANG | CUKUP | UNTUK PENGE

LANGSUNG PENGUK LOLA
JUNIT URAN KINERJA
KERJA/
ORGANISA
Si
1 Rencana IKI 1.1 Target st
Kinerja 1 1.1 Fymiviutmens
Catatan
Pvrtaikan
2 Rencana IKI 2 Target 2 Jenits
Kinerja 2 AT
Catutnn
Pertssfsan
|

Alasan perubahan:

{tempat, tanggal bulan tahun)

Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
[Nama) {Nama)
[NIF) (NIP)
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BAB V
IDE BARU

PENGAJUAN IDE BARU

1. Ide baru adalah gagasan kreatif pegawai atau sekelompok pegawai
yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau
perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga
memberikan manfaat atau dampak pada lingkup tim kerja/ unit
kerja/ instansi/daerah/ nasional.

2. Pengajuan ide baru memuat deskripsi dan manfaat ide baru di
lingkup:

a) tim kerja;
b) unit kerja;
c) instansi/ daerah; atau
d) nasional.

3. Pengajuan ide baru dapat dilakukan secara individu maupun
kelompok.

4. Pengajuan ide baru secara kelompok wajib menyertakan nama
masing-masing anggota kelompok beserta peran yang bersangkutan
dalam penciptaan ide baru.

5. Pengajuan ide baru wajib mendapatkan rekomendasi pejabat sesuai
lingkup ide baru:

a) Ide baru lingkup tim kerja dan unit kerja berdasarkan
rekomendasi pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja.

b) Ide baru lingkup Instansi berdasarkan rekomendasi PyB pada
Instansi Pusat.

c) Ide baru lingkup Daerah berdasarkan rekomendasi PyB pada
Instansi Daerah.

d) Ide baru lingkup Nasional berdasarkan rekomendasi Menteri,
pimpinan Lembaga, atau pejabat setingkat.

6. Sebelum memberikan rekomendasi, pejabat sebagaimana dimaksud
pada angka 5 melakukan penilaian atas usulan ide baru.

7. Penilaian atas usulan ide baru dimaksud pada angka 6 dapat dibantu
oleh Tim.

8. Penilaian atas usulan ide baru dilakukan paling kurang terkait aspek
orisinalitas, aspek penggunaan anggaran, dan aspek kemanfaatan,
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9. Aspek orisinalitas sebagaimana dimaksud pada angka 8 dimaksudkan
untuk menguji apakah ide baru pernah diterapkan dan memberikan
kemanfaatan di tim kerja/ unit kerja/ instansi/ nasional

10. Aspek penggunaan anggaran dimaksud pada angka 8 dimaksudkan
untuk menguji apakah ide baru dimungkinkan secara anggaran/

dapat diterapkan tanpa menggunakan anggaran

11. Aspek kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 untuk

menguji apakah ide baru memberikan kemanfaatan dalam hal:

a)

b)

c)

d)

e

©m o=

h)

perbaikan kualitas pemberian layanan atau output/produk yang
dihasilkan;

efisiensi biaya yang dibutuhkan dalam pemberian layanan atau
penyelesaian output/ produk;

perbaikan waktu yang dibutuhkan dalam pemberian layanan atau
penyelesaian output/ produk;

perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja;

perbaikan perilaku kerja pegawai;

peningkatan hasil kerja;

perbaikan kualitas lingkungan kerja;

kemanfaatan lainnya.

12. Pengajuan ide baru dilakukan melalui sistem informasi elektronik
atau sistem informasi non-elektronik dengan format sebagai berikut:

FORMATC.1
PENGAJUAN IDE BARU INDIVIDU

NAMA
NIP
PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN
UNIT KERJA
LINGKUP IDE BARU
DESKRIPSI IDE BARU
(penjelasan)
PENILAIAN MANDIRI
NO PERTANYAAN JAWABAN
1 Apakah ide baru pernah diterapkan dan memberikan
kemanfaatan di tim kerja/ unit kerja/ instansi/ nasional? D |:]
*Sesuai dengan lingkup penerapan ide banu Permah Tidak
*Jika pernah maka tidak dianggap scbhagai ide baru. Jika Permah
belum pernah, lanjut ke pertanyaan 2.
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[ ]

Apaksah ide baru terscbut dimungkinkan secara anggaran/
dapat diterapkan tanpa menggunakan anggaran?

*Jika ide baru terscbut membutuhkan anggaran namun
tidak dimungkinkan sccara ketersediaan anggaran, maka
tidak dianggap secbagai ide baru. Jika ide baru tersebut
dapat diterapkan dengan anggaran yang tersedia/ tanpa
menggunakan anggaran, lanjut ke pertanyaan 3.

= =

3. Apakah ide baru ini membenkan manfaat atau berdampak | Penjelasan dan
pada peningkatan/ aksclerasi Kinerja tim kerja/ unit kerja/ | bukti/evidence:
instansi/ nasional?

*Jika ide baru tidak memberi dampak peningkatan/
aksclerasi Kinerja tim kerja/ unit kerja/ instansi/ nasional,
maka tidak dianggap scbagai ide baru Jika dapat
memberikan manfaat atau meningkatkan Kinerja, maka
dapat diusulkan sebagai ide baru.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Dirckomendasikan olch, Diajukan oleh,
(Nama) {Nama)
[NIP) (NIP)
FORMAT C.2
PENGAJUAN IDE BARU KELOMPOK

NAMA KETUA KELOMPOK

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

ANGGOTA KELOMPOK

1 | NAMA

NIP
UNIT KERJA
PERAN
2 | NAMA
NIP
UNIT KERJA
PERAN
LINGKUP IDE BARU
TANGGAL PENGAJUAN
DESKRIPSI IDE BARU
{penjelasan)
PENILAIAN MANDIRI
N PERTANYAAN JAWABAN
o)

—

Apakah ide baru pernah diterapkan dan memberikan
kemanfaatan di tim kerja/ unit kerja/ instansi/
nasional?

*Sesual dengan lingkup penerapan ide barw.

*Jika pernah maka tidak dianggap scbagai ide baru.
Jika belum pernah, lanjut ke pertanyaan 2,

1 O

Pernah Tedak
Pernah
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Apakah ide barmu terscbut dimungkinkan secara
anggaran/ dapat diterapkan tanpa menggunakan
anggaran?

*Jika ide baru terscbut membutuhkan anggaran namun
tidak dimungkinkan sccara ketersediaan anggaran,
maka tidak dianggap scbagai ide baru. Jika ide baru
tersebut  dapat diterapkan dengan anggaran yang
tersedia/ tanpa menggunakan anggaran, lanjut ke
pertanyaan 3.

Ya

L1 O

Tudak

Apakah ide baru ini memberikan manfaat atau
berdampsak pada peningkatan/ akselerasi Kinerja tim
kerja/ unit kerja/ instansi/ nasional?

*Jika ide baru tidak memberi dampak peningkatan/
akseclerasi Kinerja tim kerja/ unit kerja/ instansi/
nasional, maka tidak dianggap scbagai ide baru. Jika
dapat memberikan manfaat atau meningkatkan Kinerja,
maka dapat diusulkan sebagai ide baru.

Penjelasan

bukti/evidence:

dan

B.

[tempat), (tanggal, bulan, tahun) (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Dirckomendasikan oleh,

(Nama)
(NIF)

PENETAPAN IDE BARU

Diajukan olch
Ketua,

[Nama)
(NIP)

1. Ide baru yang telah mendapatkan rekomendasi diajukan untuk
mendapat penetapan oleh Pejabat sesuai lingkup ide baru sebagai

berikut:

a) Pimpinan unit kerja untuk ide baru lingkup tim kerja dan unit

kerja.

b) Menteri, pimpinan Lembaga, atau pejabat setingkat untuk ide

baru lingkup Instansi Pusat.

c) Kepala Daerah untuk ide baru lingkup Instansi Daerah.
d) Presiden, atau Menteri, pimpinan Lembaga, atau pejabat setingkat

untuk ide baru lingkup Nasional.

Kinerja dan dilakukan pada Bulan November.

. Periode penetapan ide baru adalah satu kali dalam tahun penilaian

. Seluruh ide baru dalam satu tahun penilaian Kinerja ditetapkan melalui

Surat Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan sesuai ketentuan

sebagaimana pada angka 1.

PERHITUNGAN IDE BARU DALAM PENILAIAN KINERJA
1. Ide baru diperhitungkan dalam penilaian Kinerja setelah ide baru
tersebut mendapat penetapan, bukan ketika ide baru diajukan.

Contoh:
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Dewi mengajukan ide baru di lingkup nasional pada Bulan Desember
2022. Dikarenakan telah melewati periode penetapan ide baru, maka
ide baru Dewi baru ditetapkan pada Bulan November Tahun 2023,

Dengan begitu, ide baru Dewi baru dapat diperhitungkan dalam

penilaian Kinerja pada tahun 2023.

. Dalam hal telah dilakukan penetapan ide baru di lingkup tim kerja/

unit kerja/ instansi, maka terhadap ide baru tersebut tetap dapat

diajukan penetapan ide baru untuk lingkup yang lebih luas sepanjang
diajukan pada periode penilaian Kinerja yang berbeda.

Contoh:

Tazkia mengajukan ide baru yang telah diterapkan dan memberikan

manfaat di unit kerja Deputi 1. Ide baru tersebut telah ditetapkan

pada Bulan November Tahun 2021 sebagai ide baru lingkup unit
kerja. Pada Tahun 2023, ide baru tersebut dikembangkan lagi
sehingga lingkup penerapan dan kemanfaatannya menjadi lebih luas
yaitu di tingkat instansi. Terhadap ide baru Tazkia tersebut dapat
diajukan untuk penetapan ide baru lingkup instansi pada Tahun

2023.

. Ide baru yang telah ditetapkan, diberikan nilai/ poin sesuai dengan

lingkup penerapan dan kemanfaatannya, meliputi:

a) Lingkup tim kerja diberikan 2 poin;

b) Lingkup unit kerja diberikan 3 poin;

c) Lingkup instansi diberikan 4 poin; dan

d) Lingkup nasional diberikan 5 poin.

Dalam hal ide baru diajukan secara kelompok, nilai/ poin

sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan kepada masing

masing anggota kelompok secara utuh dan tidak dibagi berdasarkan
jumlah anggota kelompok.

. Nilai/ poin ide baru yang telah ditetapkan kemudian dijumlahkan

dengan hasil integrasi nilai SKP dan nilai perilaku kerja untuk

mendapatkan nilai Kinerja akhir dan predikat penilaian Kinerja.

Contoh:

a) Budiman mengajukan ide baru di lingkup instansi pada Bulan
Agustus Tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh Menteri pada
Bulan November Tahun 2021. Hasil integrasi nilai SKP dan nilai
perilaku kerja Budiman pada Tahun 2021 adalah 106. Dengan
adanya ide baru di lingkup instansi tersebut, Nilai Kinerja
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Budiman menjadi 110 dan mendapat predikat penilaian Kinerja
“Sangat Baik”.

b) Bulan Januari Tahun 2022 Anita mengajukan ide baru di lingkup
unit kerja dan telah ditetapkan oleh pimpinan unit kerjanya pada
Bulan November Tahun 2022. Hasil integrasi nilai SKP dan nilai
perilaku kerja Anita pada Tahun 2022 adalah 102. Dengan adanya
ide baru di lingkup tim kerja tersebut, Nilai Kinerja Anita menjadi
104 dan mendapat predikat penilaian Kinerja “Baik”.

6. Masa berlaku ide baru:
a) Ide baru yang ditetapkan di lingkup tim kerja diakui untuk 1
periode penilaian Kinerja.
b) Ide baru yang ditetapkan di lingkup unit kerja diakui untuk 1
periode penilaian Kinerja.
c) ide baru yang ditetapkan di lingkup instansi diakui untuk 2
periode penilaian Kinerja berturut-turut.
d) ide baru yang ditetapkan di lingkup nasional diakui untuk 2
periode penilaian Kinerja berturut-turut.
Contoh:
Betti mengajukan ide baru di lingkup instansi dan telah ditetapkan
oleh Menteri pada Bulan November Tahun 2022. Maka, ide baru
tersebut dapat diakui untuk penilaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023.
7. Dalam hal pegawai memiliki lebih dari satu ide baru yang telah
ditetapkan pada satu tahun periode penilaian Kinerja, maka hanya
satu ide baru yang dapat diperhitungkan untuk penilaian Kinerja.
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BAB VI
PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN SKP
Tata cara penilaian SKP dibedakan menjadi penilaian SKP pejabat
pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri dan penilaian SKP
pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
1. Penilaian SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja
Mandiri
a) Penilaian SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit
kerja mandiri didasarkan pada hasil pengukuran Kinerja tahunan.
b) Penilaian SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit
kerja mandiri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Menghitung Capaian Indikator Kinerja Individu (Capaian IKI)
(a) Suatu rencana kinerja dapat memiliki satu atau lebih

Indikator Kinerja Individu.

(b) Setiap Indikator Kinerja Individu memiliki capaian yang
disebut dengan Capaian IKI.

(c) Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI
dengan target yang telah ditetapkan pada SKP.

(d) Capaian IKI memiliki 2 (dua) kondisi yaitu:

(1) capaian IKI dengan kondisi normal, dimana realisasi
yang nominal/angkanya lebih besar daripada target
dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target.

(2) capaian IKI dengan kondisi khusus, dimana realisasi
yang nominal/angkanya lebih kecil dari target
dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target.

(e} Formula untuk menghitung capaian IKI dengan kondisi

normal adalah:

Capaian IKI (3) = Realisasi IKI B —
pat Target*

Keterangan:

*Untuk target yang ditetapkan dalam bentuk range, dalam hal:
a. realisasi lebth besar dari target, maka yang digunakan dalam
formula diatas adalah batas atas dari target tersebut.

b. realisasi lebih kecil dari target, maka yang digunakan dalam
formula diatas adalah batas bawah dari target tersebut
Contoh:

Apabila suatu Kinerja utama memiliki indikator “Persentase
IP yang memiliki nilai indeks bangunan gedung baik"
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dengan target 30% dan realisasi adalah 32% maka capaian
Kinerja yang diperoleh adalah:

0,

32%
Capaian IKI (%) = == x 100% = 106,7%

30%
(f) Formula untuk menghitung capaian IKI dengan kondisi
khusus adalah:
Capaian IKI (%) = [l+ (l - w)] * 100%
Target*

Keterangan:

*Untuk target yang ditetapkan dalam bentuk range, dalam hal:

a. realisasi lebth besar dari target, maka yang digunakan dalam
formula diatas adalah batas atas dari target tersebut.

b. realisasi lebih kecil dari target, maka yang digunakan dalam
formula diatas adalah batas bawah dari target tersebut

Contoh:

Apabila suatu Kinerja utama memiliki indikator “Rata-rata
waktu tunggu ibu hamil dilayani pemeriksaan ANC" dengan
target 2 jam dan realisasi adalah 1 jam maka capaian
Kinerja yang diperoleh adalah:

%)] x 100% = 150%

2) Menghitung Nilai Capaian Indikator Kinerja Individu (Nilai
Capaian IKI) berdasarkan Kategori Capaian IKI

(a) Setiap capaian IKI yang diperoleh dari tahap 1

dikelompokkan kedalam 5 kategori capaian IKI yang terdiri

atas Sangat baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat

Capaian IKI (%) = ll+ (1 -

Kurang.

(b) Masing — masing kategori capaian IKI yang diperoleh,
dikonversi menjadi suatu nilai Capaian 1Kl yang
besarannya ditetapkan dalam tabel berikut:

KATEGORI RENTANG NILAI CAPAIAN IKI

SAEAIAILIS CAPAIAN IKI MINIMAL MAKSIMAL
101% - 110% Sangat Baik 110 120

100% Baik 109
80% - 99% Cukup 70 89
60 - 794% Kurang 50 69
0 -59% Sangat o] 49
Kurang

(c) Apabila capaian IKI berada pada kategori Sangat Baik,
maka nilai Capaian IKI dihitung dengan formula:

> . (120110 :
Nilai Capaian IKI = 110 + =——— (Capaian IKI - 101%)
(110% - 101%)
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(d) Apabila capaian IKI berada pada kategori Baik, maka nilai
Capaian IKI adalah 109

(e) Apabila capaian IKI berada pada kategori Cukup, maka
nilai Capaian IKI dihitung dengan formula:

(89 - 70)
(99% - 80%)
(f) Apabila capaian IKI berada pada kategori Kurang, maka

nilai Capaian IKI dihitung dengan formula:

69 - 50)
(79% - 60%)
(2) Apabila capaian IKI berada pada kategori Sangat Kurang,

maka nilai Capaian IKI dihitung dengan formula:

Capaian IKI
[59%)
(h) Apabila capaian IKI lebih besar dari 110%, maka nilai

Capaian IKI dikonversi menjadi 120.

(i) Dengan mengecualikan ketentuan pada huruf (d), dalam
hal capaian IKI adalah 100% dan target yang ditetapkan
merupakan target maksimal yang dapat dicapai untuk IKI
tersebut, maka nilai Capaian IKI untuk indikator Kinerja
individu tersebut dikonversi menjadi 120.

Contoh:

Indikator Kinerja Individu “Persentase Pengelolaan
Keuangan yang Bebas dari Temuan Material” memiliki
target 100%. Jika realisasi Kinerja adalah 100% maka
capaian IKI adalah 100%. Namun, capaian tersebut
merupakan capaian maksimal yang dapat dicapai pada
indikator tersebut. Sehingga, capaian IKI dikategorikan
“Sangat Baik” dan nilai Capaian IKI adalah 120.

3) Menghitung Nilai Tertimbang Capaian IK1
(a) Nilai Tertimbang Capaian IKI pada Rencana Kinerja Utama

x (Capaian IKI- 80%)

Nilai Capaian IKI = 70 +

Nilai Capaian IKI = 50 + x(Capaian IKI- 60%}

Nilai Capaian IKI = x 49

Rencana kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi dan
pimpinan unit kerja mandiri dibedakan menjadi 2 jenis
yaitu Kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Tahunan serta Pelaksanaan Direktif serta Kinerja utama
berupa rencana aksi/ inisiatif strategis. Kedua jenis
rencana kinerja utama ini digunakan untuk menentukan
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nilai tertimbang capaian IKI pada rencana kinerja utama

dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Nilai tertimbang capaian IKI pada rencana Kinerja
utama  berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Tahunan serta Pelaksanaan Direktif memiliki bobot
total minimal 60 poin. Formula untuk menghitung Nilai
tertimbang capaian IKI adalah:

Y Nilai Capaian IKIKU 1  Bobot KU 1
x
Jumlah IKI KU 1 100

Nilai Tertimbang = (

Dimana:

KU 1 = Kinerja Utama berdasarkan Perjanjian Kinerja
dengan memperhatikan Rencana Strategis dan
Pelaksanaan Direktif.

(2

~—

Nilai tertimbang capaian IKI pada rencana Kinerja
utama berupa rencana aksi/ inisiatif strategis memiliki
bobot total maksimal 40 poin. Formula untuk
menghitung Nilai tertimbang capaian 1K1 adalah:

Nilai Capaian IKI KU 2 Bobot KU 2)

Nilai Tertimbang = (2

Jumlah IKI KU 2 i 100
Dimana:
KU 2 = Kinerja Utama berupa Rencana Aksi/ Inisiatif
Strategis

(b) Nilai Tertimbang Capaian IKI pada Rencana Kinerja
Tambahan

(1) Jika terdapat kinerja tambahan, maka diberikan

tambahan bobot diluar kinerja wutama dengan

ketentuan:

INSTANSI LINGKUP PENUGASAN BOBOT
Instansi 1. Dalam satu unit kerja 1
Pusat 2. Antar unit kerja dalam satu Instansi 2

3. Antar Instansi 3
(Pusat-Pusat/Pusat-Dacrah)
Instansi 1. Dalam satu perangkat daerah 1
Daerah 2. Antar perangkat dacrah dalam satu 2
daerah
3. Antar daerah 3
[Dacrah-Dacrah/Dacrah-Pusat)

(2) Dalam hal PyB menetapkan lingkup penugasan kinerja
tambahan selain sebagaimana yang dimaksud pada
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angka 1, maka PyB menetapkan bobot kinerja
tambahan dimaksud dengan ketentuan paling banyak 4
poin,

{3) Apabila Capaian IKI pada rencana kinerja tambahan
berada pada kategori “Sangat Baik", maka nilai

tertimbang diperoleh dengan formula:

100 Bobot Lingkup Penugasan
Nilai Tertimbang = T gk":) =

* Nilai

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan
{4) Apabila Capaian IKI pada rencana kinerja tambahan

berada pada kategori “Baik”, maka nilai tertimbang

diperoleh dengan formula:

5 : 80 Bobot Lingkup Penugasan 5 4
Nilal Tertimbang = e x * Nilai
100 100

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

(5) Apabila Capaian IKI pada rencana kinerja tambahan
berada pada kategori “Cukup”, maka nilai tertimbang
diperoleh dengan formula:

60 Bobot Lingkup Penu an
Nilai Tertimbang = — x 2 m’; e« Nilai

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

(6) Apabila Capaian IKI pada rencana kinerja tambahan
berada pada kategori “Kurang”, maka nilai tertimbang

diperoleh dengan formula:

40 Bobot Lingkup Penugasan
Nilai Tertimbang = — x ”:: =

* Nilai

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

(7) Apabila Capaian IKI pada rencana kinerja tambahan
berada pada kategori “Sangat Kurang”, maka nilai

tertimbang diperoleh dengan formula:

20 Bobot Lingkup Penugasan
Nilai Tertimbang = —= x gkl 0':) e« Nilai

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

{8) Apabila total nilai tertimbang rencana kinerja tambahan
melebihi 10, maka dikonversi menjadi 10.
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4) Menghitung Nilai SKP
(a) Nilai SKP diperoleh dengan formula berikut:

[Nilai SKP = Nilai KU + Nilai KT

dimana:

Nilai KU = Total nilai tertimbang capaian Kinerja Utama

Nilai KT = Total nilai tertimbang capaian Kinerja Tambahan

(jika ada)
(b) Apabila perolehan nilai SKP melebihi 120, maka nilai SKP

dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan.

c) Penilaian SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja
mandiri dituangkan kedalam format sebagai berikut:
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[NAMA INSTANSI)

FORMAT D.1.1

PENILAIAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,

B. KINERJA TAMBAHAN

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
KATEGORI NILAL
: INDIKATOR KINERJA . NILAI
NO RENCANA KINERJA o TARGET REALISAS! | CAPAIAN IKI waSz cAPAIAN 1K1 | TERTIMBANG
(1) (2] (3) 14) 15) 16) (7) (8} 9)
A. KINERJA UTAMA

_

NILAI AKHIR
SKP

TKETERANGAN
PEJABAT
PENILAI
(Opsional)

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

|Nama)
INTPF)
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FORMAT D.2.1

PENILAIAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN:

... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,
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PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA

KATEGORI NILAL NILAL

PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA i i TARGET | REALISASI AR CAPAIAN CAPAIAN TERTIM
INDIVIDU IKI
1K1 K1 BANG
(1) 12) 13) (4] (5] (6) 17) (2] (9] (10)

A, KINERJA UTAMA

| ] _ _ I I | I _

B. KINERJA TAMBAHAN

| | | | | | | _

NILAI __ AKHIR
SKP
TKETERANGAN
PEJABAT
PENILAI
(Opstonal)

[tempat], (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

[Nama)
INIF)
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Contoh Penilaian SKP pejabat pimpinan tinggi terdapat dalam Tabel 1 dan
Tabel 4 Anak Lampiran 4 untuk Instansi Pusat dan Tabel 1 dan Tabel 4
Anak Lampiran 5 untuk Instansi Daerah.
2. Penilaian SKP Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Model
Dasar/Inisiasi
a) Penilaian SKP bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional
didasarkan pada hasil pengukuran Kinerja tahunan.
b) Penilaian SKP bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Menghitung Capaian Indikator Kinerja Individu (Capaian IKI)
dan Kategori Capaian Indikator Kinerja Individu (Kategori

Capaian IKI)

(a) Suatu rencana kinerja dapat memiliki satu atau lebih
aspek Indikator Kinerja Individu yang terdiri atas
kuantitas, kualitas, dan/atau waktu.

(b) Setiap aspek Indikator Kinerja Individu memiliki capaian
yang disebut dengan Capaian IKL

(c) Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi
dengan target yang telah ditetapkan pada SKP.

(d) Capaian IKI memiliki 3 (tiga) kondisi yaitu:

(1) Capaian IKI dimana realisasi berada pada range target
dikategorikan sebagai capaian sesuai target.

(2) Capaian IKI dengan kondisi normal, dimana realisasi
yang nominal/angkanya lebih besar daripada target
dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target.

(3) Capaian IKI dengan kondisi khusus, dimana realisasi
yang nominal/angkanya lebih kecil dari target
dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target.

(e) Capaian IKI dengan kondisi huruf (d) angka (1) adalah

100%
(f) Formula untuk menghitung Capaian IKI dengan kondisi
normal adalah:
Capaian IKI (%) = Realisasi IKI =
Target*
Keterangan:

*Untuk target yang ditetapkan dalam bentuk range, dalam hal:

a. realisasi lebih besar dari target, maka yang digunakan dalam
formula diatas adalah batas atas dari target tersebut

b. realisasi lebih kecil dari target, maka yang digunakan dalam
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formula diatas adalah batas bawah dari target tersebut
Contoh:
a. Apabila suatu Kinerja utama memiliki indikator dari
aspek  kuantitas adalah “Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat atas layanan PBG/IMB dan SLF”
dengan target 80 - 90% dan realisasi adalah 92% maka
capaian Kinerja yang diperoleh adalah:

93%
Capaian IKI (%) =

x 100% = 113%

b. Apabila suatu Kinerja utama memiliki indikator dari
aspek  kuantitas adalah “Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat atas layanan PBG/IMB dan SLF”
dengan target 80 - 90% dan realisasi adalah 70% maka
capaian Kinerja yang diperoleh adalah:

0,

70%
(Capaian IKI (%) = z== x 100% = 87,5%

0%
(g Formula untuk menghitung capaian IKI dengan kondisi
khusus adalah:
Capaian IKI (%) = [1+ (1-M)] x 100%
P Target*

Keterangan:

*Untuk target yang ditetapkan dalam bentuk range, dalam hal:

a. realisasi lebih besar dari target, maka yang digunakan dalam
formula diatas adalah batas atas dari target tersebut

b. realisasi lebih kecil dari target, maka yang digunakan dalam
formula diatas adalah batas bawah dari target tersebut

Contoh:

a. Apabila suatu Kinerja utama memiliki indikator dari
aspek waktu adalah “Ketepatan waktu penyelesaian
aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan” dengan
target 7 — 8 bulan setelah NSPK terbit dan realisasi adalah
6,5 bulan maka capaian Kinerja yang diperoleh adalah:

< 6,5
Capaian IKI (%) = ll+ (l - T)] x 100% = 107%

b. Apabila suatu Kinerja utama memiliki indikator dari
aspek waktu adalah “Ketepatan waktu penyelesaian
aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan” dengan
target 7 — 8 bulan setelah NSPK terbit dan realisasi adalah
9 bulan maka capaian Kinerja yang diperoleh adalah:

Capaian IKI (%) = ll+ (l - %)] x 100% = 87,5%
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(h) Setiap capaian IKI dikelompokkan dalam 5 kategori capaian
IKI yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat
Kurang sesuai ketentuan pada tabel berikut ini:

CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI
=101% Sangat Balk
100% Baik
80% - 99% Cukup
60 - 79% Kurang
0 - 59% Sangak Kurang

(i) Dalam hal capaian IKI adalah 100% dan target yang
ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai
untuk IKI tersebut, maka terhadap capaian IKI tersebut
dikategorikan ‘Sangat Baik'.

2) Menentukan Kategori dan Nilai Capaian Rencana Kinerja

(a) Setelah diperoleh kategori capaian IKI, langkah selanjutnya
adalah menentukan kategori dan nilai capaian rencana
kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

CAPAIAN RENCANA
KETENTUAN KINERJA
KATEGORI | NILAI

Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada

pada kategori “Sangat Baik’, dan/atau tidak ada | SANGAT 120
Capaian IKI yang berada dibawah kategori “Baik”. BAIK
Dua atau Iebih Capaian IKI paling kurang berada
pada kategori "Baik”, dan/atau tidak lebih dari 1
Capaian [KI berada pada kategori "Cukup” serta BAIK 100
tidak ada Capaian [KI berada pada kategon
“Kurang” atau “Sangat Kurang”.

Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada
pada kategori “Cukup”, dan/atau tidak lebih dan
1 Capaian IKI yang berada pada kategori "Kurang” CUKUP 80
serta tidak ada Capaian IKI berada pada kategori
"Sangat Kurang”

Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada
pada kategon “Kurang” dan/atau tidak lebih dari 1 KURANG 60
Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang”
Dua atau lebih Capaian [KI berada pada kategori SANGAT
"Sangat Kurang® KURANG

25

(b) Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu
Indikator Kinerja Individu, maka kategori capaian IKI
merupakan kategori capaian rencana kinerja.
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Contoh Kasus dengan 3 Indikator Kinerja Individu:

Seorang pegawai dengan rencana Kinerja “Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai

NSPK" memiliki 3 indikator Kinerja dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

CAPAIAN RENCANA

CONTOH CAPAIAN KATEGORI
KASUS ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI - CAPKIAN-INI KINERJA
KATEGORI | NILAI
Kualitas | Tingkat kesesuaian proses bisnis aplikasl 80 - 90% 8056 100% Baik
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesaian  dokumen arsitektur 80 - 90%% 85% 100% Baik
[ aplikasi SIMBG sesual NSPK Baik 100
Waltu m.:mx..: ketepatan waktu penyelesaian dokumen | 7 8  bulan | 7,5 bulan 100%% Baik
arsitektur aplikas| untuk diserahkan ke tim IT setelah NSPK
terbit
Kualitas | Tingkat kesesuaian proses bisnis aplikasi 80 - 90% 85% 100% Baik
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesalan  dokumen  arsitektur 80 - 90°%%6 87% 100% Baik
. aplikasi SIMBG sesual NSPK Balk b
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen 7 - 8 bulan 9 bulan 88% Cukup
arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim IT uinﬁ”uﬂmvx
Kualitas | Tingkat kesesualan proses bisnis aplikasi 80 - 90n%6 75% 94% Cukup
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesalan dokumen arsitektur 80 - 90r% 80% 100%% Baik
i aplikasi SIMBG sesuai NSPK Cukup 80
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen 7 - 8 bulan 9 bulan 88% Cukup
arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim [T winnwwvﬂm_ux
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CAPAIAN RENCANA

CONTOH CAPAIAN KATEGORI
ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI KINERJA
KASUS IKI CAPAIAN IKI
KATEGORI | NILAI
Kualitas | Tingkat kesesuaian proses bisnis aplikasi 80 - 90°%% 95% 106% Sangat Baik
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesalan dokumen arsitektur 80 -90%% N6 100% Baik
i aplikasi SIMBG sesuai NSPK o 0
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesalan dokumen 7 - 8 bulan 9 bulan 88% Cukup
arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim [T mq-w"”_qg_uﬂwvx
Kualitas | Tingkat kesesualan proses bisnis aplikasl 80 - 90% 95% 106% Sangat Balk
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesaian dokumen arsitektur 80 - 90°% 9% 100% Baik
v aplikasi SIMBG sesuai NSPK Rk 100
Waktu m..:m_c: ketepatan waktu penyelesaian dokumen 7 - 8 bulan 7,5 bulan 100% Baik
arsitektur aplikas| untuk diserahkan ke tim IT mnpn””__vﬂmvx
Kualitas m:ﬁ_c: kesesuaian  proses  bisnis  aplikasi 80 - 905% 96% 107% Sangat Baik
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesaian dokumen arsitektur 80 - 920n%6 93% 103% Sangat Balk Sangat
v aplikasi SIMBG sesuai NSPK Baik M
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen 7 - 8 bulan 7,5 bulan 1009% Baik
arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim [T an-w”””,.._vﬂmvx
Kuaslitas | Tingkat kesesuaian proses bisnis aplikasi B0 - 90% 75% 94% Cukup
- SIMBG dengan NSPK Cukup 80
Kuantitas | Persentase penyelesaian dokumen  arsitektur 80 - 90% 75% 94% Cukup
aplikasi SIMBG sesuai NSPK
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CAPAIAN RENCANA

CONTOH CAPAIAN KATEGORI
ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI KINERJA
KASUS IKI CAPAIAN IKI
KATEGORI | NILAI
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen 7 - 8 bulan 10 bulan 75% Kurang
arsitektur aplikas| untuk diserahkan ke tim IT min_p””vﬂmm.x
Kuaslitas | Tingkat kesesuaian proses bisnis aplikasi 80 - 905 60% 75% Kurang
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesaian dokumen arsitektur 80 - 907% 75% 94% Cukup
vl aplikasi SIMBG sesuai NSPK Rumng 6o
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesalan dokumen 7 - 8 bulan 10 bulan 75% Kurang
arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim IT wae_h”u”m_ux
Kualitas | Tingkat kesesualan proses blsnis aplikasi 80 - 90% 60% 75% Kurang
SIMBG dengan NSPK
Kuantitas | Persentase penyelesaian dokumen arsitektur 80 - 90% 80% 100%6 Baik
o aplikasi SIMBG sesuai NSPK ST 0
Waktu m.:ﬁ_c: ketepatan waktu penyelesaian dokumen 7 - 8 bulan 9 bulan 88% Cukup
arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim IT mn_n””uﬂmvx
Kualitas .._l.,:m_c: kesesuaion  proses  bisnis  aplikasi 8O - 90% 5066 63% Sangat
SIMBG dengan NSPK Kurang
Kuantitas | Persentase penyelesalan dokumen arsitektur 80 - 90% 80% 1002 Baik
A aplikasi SIMBG sesuai NSPK RUEnE o
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen 7 - 8 bulan 10 bulan 75% Kurang
arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim [T un_«"mwvﬂmrz
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Contoh Kasus dengan 2 Indikator Kinerja Individu:

Seorang JF Bidan dengan rencana Kinerja “Terpenuhinya asistensif/arahan petunjuk kerja untuk pemeriksaan kehamilan dan

persalinan kepada tenaga kesehatan lainnya” memiliki 2 indikator Kinerja dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

CAPAIAN RENCANA
oooal | AsEK |  INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISAS! | cAPAAN | EATESORL KINERJA
KATEGORI NILAI
Kuantitas | Persentase pemenuhan asistensi | 50 - 60% asistensi 70% 117% Sangat Balk
sesunl jadwal yang ditetapkan terlaksana
: Kualitas Tingkat kepuasan tenaga kesehatan | 80 - 90% tenaga 95% 100%% Sangat Balk R Bl e
lain atas bimbingan /asistensi teknis kesehatan puas
Kuantitas | Persentase pemenuhan asistens| | 50 - 60% asistens| 55% 100% Baik
sesuai jadwal yang ditetapkan terlaksana
L Kualitas Tingkat kepuasan tenaga kesehatan | 90 - 95% tenaga 82% 100% Balk ik 0
lain atas bimbingan fasistensi teknis kesehatan puas
Kuantitas | Persentase pemenuhan asistens| | 50 - 60% asistens| 40% 10046 Cukup
sesual jadwal yang ditetapkan terlnksana
= Kualitas | Tingkat kepuasan tenaga kesehatan | 90 - 95% tenaga B5% 100% Baik Cutlep 0
lain atas bimbingan /asistensi teknis kesehatan puas
Kuantitas | Persentase pemenuhan asistensi | 50 - 60% asistensi 65% 100% Sangat Baik
sesunl jadwal yang ditetapkan terlaksana
v Kualitas Tingkat kepuasan tenaga kesehatan | 90 - 95% tenaga 8026 100% Cukup Baik 100
lain atas bimbingan fasistensi teknis kesehatan puas
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CAPAIAN RENCANA

(8) TEGO!
Dx>_M_.%mI ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN O-M»v AIAN ”n__ KINERJA
KATEGORI NILAI
Kuantitas | Persentase pemenuban  asistensi | 50 - 60°% asistensi 50% 10056 Baik
sesuai jadwal yang ditetapkan terlaksana
v Kualitas Tingkat kepuasan tenaga kesehatan | 90 - 95% tenaga 70% 78% Kurang Chiup a
lain atas bimbingan /asistensi teknis keschatan puas
Kuantitas | Persentase pemenuban  asistensi | 50 - 60% asistensi 70% 117% Sangat Balk
sesuai jadwal yang ditetapkan terlaksana
v Kualitas Tingkat Kepuasan tennga Kesehatan | 90 - 95% tenaga 70% 78% Kurang Sl o
lain atas bimbingan fasistensi teknis keschatan puas
Kuantitas | Persentase pemenuban  asistensi | 50 - 60% asistensi 3056 605 Sangat Kurang
sesuai jadwal yang ditetapkan terlaksana
VI Sangat 25
Kualitas Tingkat kepuasan tenaga keschatan | 90 - 95% tenaga 70% 78% Kurang Kurang
lain atas bimbingan /asistensi teknis kesehatan puas
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3) Menghitung Nilai Tertimbang Capaian Rencana Kinerja
(a) Nilai Tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama

2021, No. 207

Untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi

atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung,

maka rencana kinerja pegawal disusun dengan
menggunakan 2 metode penyelarasan yaitu Cascading

Langsung (Direct Cascading) atau Cascading Tidak

Langsung (Non-Direct Cascading). Kedua metode ini

digunakan untuk menentukan nilai tertimbang capaian

rencana kinerja utama dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Nilai tertimbang capaian rencana Kinerja utama yang
diperoleh melalui metode cascading langsung (direct
cascading) merupakan nilai capaian rencana kinerja
sebagaimana yang telah diperoleh dari tahap 2.

(2) Nilai tertimbang capaian rencana Kinerja utama yang
diperoleh melalui metode cascading tidak langsung
(non-direct cascading) memiliki ketentuan pembobotan
nilai yaitu:

a. Bobot untuk nilai capaian rencana Kinerja utama
adalah 80 poin

b. Bobot untuk nilai capaian rencana Kinerja
atasan/organisasi/unit kerja yang diintervensi
adalah maksimal 20 poin dengan rincian sebagai

berikut:
KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA*/ BOBOT
ORGANISASI* YANG DIINTERVENSI
Sangat baik 20
Baik 20
Cukup 10
Kurang 5
Sangat Kurang 1
Keterangan:

*Rencana Kinerja Unit Kerja atau Organisasi hanya berlaku bagi
Penilaian SKP Pejabat Fungsional.
Formula untuk menghitung nilai tertimbang capaian
rencana kinerja utama yang diperoleh dari metode

cascading tidak langsung/ nondirect cascading adalah:

Bobot 1
Nilai Tertimbang = %. Nilai 1 +

BOb‘:;Q * Nilai 2}

Dimana:
Bobot 1 = Bobot Nilai Capaian Rencana Kinerja Utama
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Nilai 1 = Nilai Capaian Rencana Kinerja Utama

Bobot 2 = Bobot Nilai Capaian Rencana Kinerja Atasan Langsung/
Unit Kerja/ Organisasi yang diintervensi/ Bobot rata-rata capaian
IKI rencana kinerja utama pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan
unit kerja yang diintervensi

Nilai 2 = Nilai Capaian Rencana Kinerja Atasan Langsung/ Unit
Kerja/ Organisasi yang diintervensi/ Rata-rata nilai capaian IK1
rencana kinerja utama pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit
kerja yang diintervensi

(b) Nilai Tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambahan
(1) Jika terdapat kinerja tambahan, maka diberikan
tambahan bobot diluar kinerja wutama dengan

ketentuan:

INSTANSI LINGKUP PENUGASAN BOBOT
Instansi 1. Dalam satu unit kerja 1
Pusat 2. Antar unit kerja dalam satu Instansi 2

3. Antar Instansi 3
(Pusat-Pusat /Pusat-Dacrah)
Instansi 1. Dalam satu perangkat dacrah 1
Dacrah 2. Antar perangkat dacrah dalam satu 2
dacrah
3. Antar dacrah 3
|Daecrah-Daerah/ Dacrah-Pusat|)

(2) Dalam hal PyB menetapkan lingkup penugasan kinerja
tambahan selain sebagaimana yang dimaksud pada
angka 1, maka PyB menetapkan bobot kinerja
tambahan dimaksud dengan ketentuan paling banyak 4
poin.

(3) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada
kategori “Sangat Baik”, maka nilai tertimbang diperoleh
dengan formula:
Nilai Tertimbang = % x Sobot ngkluo;()) Bmissen * Nilai
Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

{4) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada

kategori “Baik”, maka nilai tertimbang diperoleh dengan

formula:

20 Bobot Lingkup Penugasan

x x ilai
100 100 Seitud

Nilai Tertimbang =

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

{5) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada
kategori “Cukup”, maka nilai tertimbang diperoleh

dengan formula:
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60 Bobot Lingkup Penugasan o
100 100 ok oo

Nilai Tertimbang =

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

(6) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada
kategori “Kurang”, maka nilai tertimbang diperoleh

dengan formula:

40 Bobot Lingkup Pen san

Nilai Tertimbang = e x =T = * Nilai
100 100

Dimana:

Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan
(7) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada
kategori “Sangat Kurang”, maka nilai tertimbang

diperoleh dengan formula:

20 Bobot Lingkup Penugasan
Nilal Tertimbang = e x s
100 100

* Nilai

Dimana:

Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

(8

—

Apabila total nilai tertimbang capaian rencana kinerja
tambahan melebihi 10, maka dikonversi menjadi 10.
Ilustrasi pembobotan pada penilaian Kinerja berdasarkan metode
penyelarasan direct cascading atau non-direct cascading terdapat
pada Anak Lampiran 6.
4) Menghitung Nilai SKP
(a) Nilai SKP diperoleh dengan formula berikut:
|_Nilai SKP = Ratn Rata Nilai Tertimbang CRKU + Total Nilai Tertimbang CRKT]

Dimana:
. Total Nilay Tertimbang Efff |
A -
l Rats Rats Milal Tertimbang CRIA) Jumlah Rencana Kinerja Utama
Keterangan:

CRKU = Capaian Rencana Kinerja Utama
CRKT = Capaian Rencana Kinerja Tambahan

(b) Apabila perolehan nilai SKP melebihi 120, maka nilai SKP
dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan
nilai.
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INAMA INSTANSI)

FORMAT D.1.2
PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:

o JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAL PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT /GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
”m”.mpz.“’ RENCANA RIDEATOR CAPAIAN Sax o5 CAPAIAR RERCANA Ezm”wn»_
e ATASAN KINERJA ASRER __uw_wﬂv AAROET: | REAUDa0T K1 n>__gm__>7 KATEGORT | nmar | TERTIM
LANGSUNG BANG
1) 12) 13} 14) 15) 16} | 18) 19 110} (11) (12)
A. KINERJA UTAMA
_ _ _ _ | I I | | _
B. KINERJA TAMBAHAN
_ _ _ _ | | | | | _
NILAI AKHIR
SKP
KETERANGAN
PEJABAT
PENILAI
(Opsional)
(tempat], (tanggal, bulan, tahun)

Pejabat Penilai Kinerija,

|Namal)
INIP)
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FORMAT D.1.3
PENILAIAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

[NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARISD ... DESEMBER TAHUN ....
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGEKAT/GOL

PANGKAT/GOL RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA

RENCANA CAPAIAN RENCANA KINERJA

KINERJA

INDIKATOR KATEGORI

ATASAN RENCANA CAPAIAN NILAI
G LANGSUNG/ UNIT KINERJA e _ﬂﬁ—wﬂmo L i L K1 Q—H_s & KATEGORI NILAI TERTIM

KERJA/ BANG

ORGANISASI
11 12) 13} 14 15l 16) 7 18] 19 110] (11) 112)
A, KINERJA UTAMA
_ _ _ | I I I I I _
B. KINERJA TAMBAHAN
_ _ _ _ 1 | | | 1 _
NILAI AKHIR
SKP
KETERANGAN
PEJABAT
PENILAI
(Opsional)
(tempat], (tanggal, bulan, tahun)

Pejabat Penilai Kinerja,

|Namal)
INIP)
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Contoh penilaian SKP pejabat administrasi dan fungsional model dasar
terdapat dalam Tabel 7 dan Tabel 11 Anak Lampiran 4 untuk Instansi
Pusat dan Tabel 7 Anak Lampiran 5 untuk Instansi Daerah.
3. Penilaian SKP Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Model
Pengembangan
a) Penilaian SKP bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional
didasarkan pada hasil pengukuran Kinerja tahunan.
b) Penilaian SKP bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Menentukan Kategori Capaian Indikator Kinerja Individu

(Capaian IKI)

(a) Suatu rencana kinerja dapat memiliki satu atau lebih
aspek Indikator Kinerja Individu yang terdiri atas
kuantitas, kualitas, dan/atau waktu.

(b) Setiap aspek Indikator Kinerja Individu memiliki capaian
yang disebut dengan Capaian IKI.

(c) Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi
dengan target dan kategori penilaian/standar Kinerja yang
telah ditetapkan pada SKP. Terdapat 4 jenis kategori
penilaian yang dapat digunakan yakni 2 level penilaian, 3
level penilaian, 4 level penilaian, dan 5 level penilaian
dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA INDIVIDU
SANGAT
KURANG CUKUP
RENCANA KURANG JAUH {SEDIKIT BAIK SANGAT BAIK
KINERJA [TIDAK DIBAWAH DIBAWAH [SESUAL {(MELAMPAUI
DAPAT TARG TARG TARGET) TARGET)
DITERIMA] ER &
A
{2 level X X
penilaian)
B
3 .lﬂ?d X X X
penilaian)
c
{4 level X X X X
penilaian)
D
{5 level X X X X X
penilaian)
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ori penilaian/standar Kinerja sangat kurang sampai dengan sangat baik adalah
suatu urutan kategon penilaian/standar Kinerja dalam menilai capaian Kinerja.

2. Pada kategori penilaian Kinerja pegawai sangat kurang/tidak dapat diterima

tercantum realisasi Kinerja yang tidak dapat diterima dan merupakan kategori
untuk menilai capaian Kinerja

. Pada kategorn penilaian Kinerja sangat baik/melampaui target tercantum realisasi
Kinerja yang melampaui target dan merupakan kategori tertinggi untuk menilai
capaian Kinerja.

. Pedoman ini menggunakan kategori penilaian “baik” sebagai kategori yang
mencantumkan target Kinerja.

(d) Kategori Capaian IKI ditetapkan sesuai dengan realisasi
berada pada kategori penilaian Sangat Baik, Baik, Cukup,
Kurang, atau Sangat Kurang.

2) Menentukan Kategori dan Nilai Capaian Rencana Kinerja

(a) Setelah diperoleh kategori capaian IKI, langkah selanjutnya
adalah menentukan kategori dan nilai capaian rencana
kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

CAPAIAN RENCANA

KETENTUAN KINERJA
KATEGORI NILAI

Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada
pada kategori “Sangat Baik”, dan/atau tidak ada SANGAT
Capaian IKI yang berada dibawah kategori BAIK
“Baik”.

Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada
pada kategori "Baik”, dan/atau tidak lebih dari 1
Capaian IKI berada pada kategori "Cukup” serta BAIK 100
tidak ada Capaian IKI berada pada kategori
“Kurang” atau “Sangat Kurang™.

Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada
pada kategori “Cukup”, dan/atau tidak lebih dari
1 Capsaian IKl yang berada pada kategori CUKUP 80
"Kurang® serta tidak ada Capaian [KI berada
pada kategori "Sangat Kurang”

Dua atau Icbih Capaian IK] paling kurang berada
pada kategori “Kurang” dan/atau tidak lebih dari

120

1 Capaian IKI berada pada kategori "Sangat PPN e
Kurang”

Dua atau lebih Capaian IKI berada pada kategori SANGAT 25
"Sangat Kurang® KURANG

(b) Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu
Indikator Kinerja Individu, maka kategori capaian IKI
merupakan kategori capaian rencana kinerja.
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Contoh Kasus dengan 3 Indikator Kinerja Individu:
Seorang pegawai dengan rencana Kinerja “Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai
NSPK" memiliki 5 kategori penilaian (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang).

KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
[DIBACA DARI ATAS KEBAWAH)

CAPAIAN RENCANA

diserahkan ke tim IT

SANGAT [KURANG/| CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
nuﬂﬂz ﬂ-.-u“mﬂ..z“ ASPEK —zU__n?_Wuu___»u___._‘mE> TARGET KURANG/ | JAUH | SEDIKIT BATK/ REALISASI | CAPAIAN
TIDAK | DIBAWAH [DIBAWAH | MELAMPAUT IK1
DAPAT TARGET | TARGET TARGET KATEGORI! | NILAI
DITERIMA
| Proses blsnis Kualitas Tingkat kesesualan | 80 - 9% < 5% 50 - own | 70 - T9% > 95% Sangat Balk
aplikasi SIMBG proses  Dbisnis  aplikasi | sesuai
dalam bentuk SIMBG dengen NSPK
arsitektur
aplikasi yang Kuantitas | Persentase penyelkesalan | 8O - 907%, <50 50 - 69% | 70 - 79% >90%: 90% Baik
lengkap dan dokumen arsitektur | selesal
seaual NSPK aplikasi SIMHG  sesual Baik 100
NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu | 7 - 8 bulan >11 10-11 9-10 «7 7,5 bulan Baik
penyelesaian  dokumen | setelah NSPK
arsitektur aplikas! untuk | terbit
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KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
IDIBACA DARI ATAS KEBAWAH)

CAPAIAN RENCANA

3 N . SANGAT _ﬁ:_~>m0\ CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
PM“.”WI ﬂ_””mn“”‘“ ASPEK _ZG.FWZN_“J_MQ WA TARGET KURANG/ JAUH SEDIKIT BATK/ REALISASI | CAPAIAN
TIDAK | DIBAWAH JDIBAWAH | MELAMPA UL K1
DAPAT TARGET | TARGET TARGET KATEGORI | NILAI
DITERIMA
i Proses bisnis Kualitas Tingkat kesesiiaian | 8O - 905 < 5% 50 - 69% | 70 - 79% >90 95% Sangat Baik
aplikasi SIMBG proses  bisnis  aplikasi | sesuai
dalam bentuk SIMBG dengan NSPK
arsitektur
aplikasi yang Kuantitas | Persentase penyelesaian | 80 - 907, <50 50 - 69% | 70 - 7% >90% 78% Cukup
kengkap dan dolaumen arsitektur | selesai
scsual NSPK aplikasi SIMBG sesual Cukup
NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu | 7 - 8 bulan >11 10-11 9-10 <7 10 bulan Cukup
penyelesaian  dolumen | setelah NSPK
arsitektur aplikas| untuk | terbit
diserahkan ke tim [T
I Proses bisnis Kualitas Tingkat kesesuaian | BO - 909, < 5% 5 - 69% | 70 - 7% >90% a5 Sangat Baik
aplikasi SIMBG proses blanis aplikasi | sesual
dalam bentuk SIMBG dengan NSPK
arsitektur
aplikasi yang Kuantitas | Persentase penyelksaian | 80 - 907, <50% 50 - 69% | 7O - 79 >90% 92% Sangat Baik
lenglap dan dokumen arsiteltur | selesai
sesuni NSPK aplikasi SIMBG  sesuai Sangnt Balk
NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu | 7 - 8 bulan *11 10-11 9-10 «7 8 bulan Balk

penyelesalan  dokumen
arsitektur aplikasi untuk
diserahkan ke tim IT

setelah NSPK
terbit
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KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
IDIBACA DARI ATAS KEBAWAH)

CAPAIAN RENCANA

< N . SANGAT |KURANG/| CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
n\“““.”vwz ”ﬂ”ﬂgﬂﬂ“ ASPEK _ZU_FWZ%_“J_M..—_‘ WA TARGET KURANG/ JAUH SEDIKIT BATK/ REALISASI | CAPAIAN
TIDAK | DIBAWAH JDIBAWAH | MELAMPA UL K1
DAPAT TARGET | TARGET TARGET KATEGORI | NILAI
DITERIMA
v Proses bisnis Kualitas Tingkat kesesiiaian | 8O - 905 < 5% 50 - 69% | 70 - TN >90 BEY Baik
aplikasi SIMBG proses  bisnis  aplikasi | sesuai
dalam bentuk SIMBG dengan NSPK
arsitektur
aplikasi yang Kuantitas | Persentase penyelesaian | 80 - 907, <50 50 - 69% | 70 - 7% >90% 92% Baik
kengkap dan dolaumen arsitektur | selesai
scsual NSPK aplikasi SIMBG sesual Baik 100
NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu | 7 - 8 bulan >11 10-11 9-10 <7 9 bulan Cukup
penyelesaian  dolkumen | setelah NSPK
arsitektur aplikas| untuk | terbit
diserahkan ke tim [T
v Proses bisnis Kualitas Tingkat kesesuaian | BO - 90%, < 5% 5) - 69% | 70 - T79% >90% 75% Cukup
aplikasi SIMBG proses blanis aplikasi | sesual
dalam bentuk SIMBG dengan NSPK
arsitektur
aplikasi yang Kuantitas | Persentase penyelksaian | 80 - 907, <50% 50 - 69% | 7O - 79 >90% 68% Kurang
lenglap dan dokumen arsiteltur | selesai
sesuni NSPK aplikasi SIMBG  sesuai Cukup 80
NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu | 7 - 8 bulan *11 10-11 9-10 «7 9 bulan Cukup

penyelesalan  dokumen
arsitektur aplikasi untuk
diserahkan ke tim IT

sctelah NSPK
terbit
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KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
IDIBACA DARI ATAS KEBAWAH)

CAPAIAN RENCANA

< N . SANGAT _ﬁ:_~>m0\ CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
0““.”“: ”_””mn“”‘“ ASPEK _ZG.F"’Z%_“J—MQ WA TARGET KURANG/ JAUH SEDIKIT BATK/ REALISASI | CAPAIAN
TIDAK | DIBAWAH JDIBAWAH | MELAMPA UL K1
DAPAT TARGET | TARGET TARGET KATEGORI | NILAI
DITERIMA
Vi Proses bisnis Kualitas Tingkat kesesiiaian | 8O - 905 < 5% 50 - 69% | 70 - 79% >90h 5% Baik
aplikasi SIMBG proses  bisnis  aplikasi | sesuai
dalam bentuk SIMBG dengan NSPK
arsitektur
aplikasi yang Kuantitas | Persentase penyelesaian | 80 - 907, <50 50 - 69% | 70 - 7% >90% 75% Cukup
kengkap dan dolaumen arsitektur | selesai
scsual NSPK aplikasi SIMBG sesual Cukup 80
NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu | 7 - 8 bulan >11 10-11 9-10 <7 11 bulan Kurang
penyelesaian  dolumen | setelah NSPK
arsitektur aplikas| untuk | terbit
diserahkan ke tim [T
v Proses bisnis Kualitas Tingkat kesesuaian | BO - 90%, < 5% 5) - 69% | 70 - T79% >90% 7% Cukup
aplikasi SIMBG proses blanis aplikasi | sesual
dalam bentuk SIMBG dengan NSPK
arsitektur
aplikasi yang Kuantitas | Persentase penyelksaian | 80 - 907, <50% 50 - 69% | 7O - 79 >90% 75% Cukup
lenglap dan dokumen arsiteltur | selesai
sesuni NSPK aplikasi SIMBG  sesuai Kurang o0
NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu | 7 - 8 bulan *11 10-11 9-10 «7 12 bulan Sangat
penyelesaian  dokumen | setelah NSPK Kurang

arsitektur aplikasi untuk
diserahkan ke tim IT

terbit
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Contoh Kasus dengan 2 Indikator Kinerja Individu:
Seorang JF Bidan dengan rencana Kinerja “Terpenuhinya asistensi/arahan petunjuk kerja untuk pemeriksaan kehamilan dan
persalinan kepada tenaga kesehatan lainnya” memiliki 5 kategori penilaian sebagaimana tabel berikut:

KATEGOR! PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
[DIBACA DARI ATAS KEBAWAH)

CAPAIAN RENCANA

S = SANCAT |KURANG/| CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
ox.w_wﬂw: M_._“umnw__‘h ASPEK _zc_zwzﬁw__wﬁm2> TARGET | kuranc) | saun | sepikir | Bamy | REALISASI| capAlan
TIDAK | DIBAWAH [ DI BAWAH | MELAMPAUT 1K1 KATEGOR! | NILAL
DAPAT TARGET | TARGET TARGET
DITERIMA

l Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 6004 <30% 30 - 39% | 40 - 49% »60% 55% Baik
asistens|/arah asistens) sesual  jachwal | asistens|
an petunjuk yang ditetapkan terlaksans
kerja untuk
pemerilcsaan Kualitas Tingkat kepuasan tenaga | 90 - 95% <70% 70 - 79% | 80 - 89% >95% a9 Balk
kehamilan dan keschatan  lain  atas | peserta puas Baik 100
persalinan bimbingan /asistensi
kepada tenaga teknis
kesehatan
lninnya

| Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 6050 <30% 30 - 39% |40 - 49% >60% 7% Sangat Baik
asistensi/ arah adistens] sesual jadwal | anistens|
an petunjuk vang ditetapkan terlaksana
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkat kepuasan tenaga | 90 - 954 <T0% 70 - 79% | BO - 89% »95% 9% Baik
lehamilan dan keschatan  laln  atay | peserta puas Balk 100
persalinan bimbingan /asistensi
kepads tenags teknis
kesehatan
lainnya
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KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
IDIBACA DARI ATAS KEBAWAH) CAPAIAN RENCANA
< N . SANGAT |KURANG/| CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
n\“““_“vwz ”ﬂ”ﬂgﬂﬂ“ ASPEK _ZU_FWZ%_“J_M..—_‘ WA TARGET KURANG/ JAUH SEDIKIT BATK/ REALISASI | CAPAIAN
TIDAK | DIBAWAH JDIBAWAH | MELAMPA UL 1K1 KATEGORI | NILAI
DAPAT TARGET | TARGET TARGET
DITERI MA
1 Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 605 <3 30 = 39% |40 - 49% >60% 55% Baik
asistensi/ arah adistens] sesual jadwal | anistens|
an petunjuk yvang ditetapkan terlaksans
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkat kepuasan tenagn | 90 - 95% <7% 70 - 79% | 80 - 89% >95% 85% Cukup
kehamilan dan keschatan  lain  atas | peserta puas Culkup 50
persalinan bimbingan /asistensi
kepads tenags teknis
kesehatan
lninnys
v Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 607% <30% H - 3% |40 - 49% >60% 65% Sangal Baik

asistensi/ arah asistensi sesual jadwal | anistensi
an petunjuk yang ditetapkan terlaksana
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkatl kepussan tenaga | 90 - 95% <70 70 - T9% | BO - BU% *>95% B5% Cukup
kehamilan dan kesehatan lain atay | peserts puass Baik 100
persalinan bimbingan /asistensi
kepada tenaga teknis
keschatan
s Innya
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KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
IDIBACA DARI ATAS KEBAWAH) CAPAIAN RENCANA
3 N . SANGAT |KURANG/| CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
n\”““_..”vwz ”ﬂ”ﬂgﬂﬂ“ ASPEK _ZU_F“Z%_“J_M..—_‘ WA TARGET KURANG/ JAUH SEDIKIT BATK/ REALISASI | CAPAIAN
TIDAK DIBAWAH |DIBAWAH | MELAMPA UL 1K1 KATEGORI | NILAI
DAPAT TARGET | TARGET TARGET
DITERI MA
v Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 605 <3 30 = 39% |40 - 49% >60% 7% Sangat Baik
asistensi/ arah adistens] sesual jadwal | anistens|
an petunjuk yvang ditetapkan terlaksans
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkat kepuasan tenagn | 90 - 95% <70 70 - 79% | 80 - 89% >95% 75% Kurang
kehamilan dan keschatan  lain  atas | peserta puas Culkup 50
persalinan bimbingan /asistensi
kepads tenags teknis
kesehatan
lninnys
Vi Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 607% <30% H - 3% |40 - 49% >60% 55% Baik

asistensi/ arah asistensi sesual jadwal | anistensi
an petunjuk yang ditetapkan terlaksana
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkat kepussan tenags | 90 -95% <7 70 - 7T9% | BO - B9% >95% 6nh Sangat
kehamilan dan kesehatan lain atay | peserts puass Kurang Kurang &0
persalinan bimbingan /asistensi
kepada tenaga teknis
keschatan
s Innya
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KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
IDIBACA DARI ATAS KEBAWAH) CAPAIAN RENCANA
3 N, . SANGAT _ﬁ:_~>m0\ CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
PM“.—“MI ”_””mn“_“” ASPEK _ZEFM’ZAWV__“J_MP__‘ WA TARGET KURANG/ JAUH SEDIKIT BATK/ CAPAIAN
TIDAK DIBAWAH |DIBAWAH | MELAMPA UL 1K1 KATEGORI | NILAI
DAPAT TARGET | TARGET TARGET
DITERI MA
vi Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 605 <3 30 = 39% |40 - 49% >60% Kurang
asistensi/ arah adistens] sesual jadwal | anistens|
an petunjuk yvang ditetapkan terlaksans
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkat kepuasan tenagn | 90 - 95% <70% 70 - T9% | 8O - B9% >95% Cukup
kehamilan dan kesehatan lain atas | peserta puas Culkup
persalinan bimbingan /asistensi
kepads tenags teknis
kesehatan
lninnys
Vi Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 60% <30% H - 3% |40 - 49% >60% Sangat
asistensi/ arah asistensi sesual jadwal | anistensi Kurang
an petunjuk yang ditetapkan terlaksana
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkat kepussan tenags | 90 -95% <7 70 - 7T9% | BO - B9% >95% Sangat
3 Sangat
kehamilan dan kesehatan lain atay | peserts puass Kurang i rarg
persalinan bimbingan /asistensi =
kepada tenaga teknis
keschatan
s Innya
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KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA
IDIBACA DARI ATAS KEBAWAH)

CAPAIAN RENCANA

< N, . SANGAT _ﬁc_~>m0\ CUKUP/ SANGAT KATEGORI KINERJA
o_m,ﬂﬂ%w: ﬂﬂmﬁzw ASPEK _zc.xwza%ﬂ_w_hrw; TARGET KURANG/ | JAUH | SEDIKIT BATK/ REALISASI | CAPAIAN
TIDAK | DIBAWAH JDIBAWAH | MELAMPA UL 1K1 KATEGORI | NILAI
DAPAT TARGET | TARGET TARGET
DITERI MA
IX Terpenuhinya Kuantitas | Persentase pemenuhan | 50 - 60°%0 <30 30 = 39% |40 - 49% >60% 2T Sangat
asistensi/ arah asistens]l sesual jadwal | avistens| Kurang
an petunjuk yvang ditetapkan terlaksans
kerja untuk
pemeriksaan Kualitas Tingkat kepuasan tenagn | 90 - 95% <70% 70 - T9% | 8O - B9% >95% 8004 Cukup
kehamilan dan kesehatan lain atay | peserta puns Kurang &0
persalinan bimbingan /asistensi
kepads tenags teknis
kesehatan
lninnys
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3) Menghitung Nilai Tertimbang Capaian Rencana Kinerja
(a) Nilai Tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama

2021, No. 207

Untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi
atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung,
maka rencana kinerja pegawai disusun dengan
menggunakan 2 metode penyelarasan yaitu Cascading

Langsung (Direct Cascading) atau Cascading Tidak

Langsung (Non-Direct Cascading). Kedua metode ini

digunakan untuk menentukan nilai tertimbang capaian

rencana kinerja utama dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Nilai tertimbang capaian rencana Kinerja utama yang
diperoleh melalui metode cascading langsung (direct
cascading) merupakan nilai capaian rencana kinerja
sebagaimana yang telah diperoleh dari tahap 2.

(2) Nilai tertimbang capaian rencana Kinerja utama yang
diperoleh melalui metode cascading tidak langsung
(non-direct cascading) memiliki ketentuan pembobotan
nilai yaitu:

a. Bobot untuk nilai capaian rencana Kinerja utama
adalah 80 poin

b. Bobot untuk nilai capaian rencana Kinerja
atasan/organisasi/unit kerja yang diintervensi
adalah maksimal 20 poin dengan rincian sebagai

berikut:
KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA"/ BOBOT
ORGANISASI* YANG DIINTERVENSI
Sangat baik 20
Baik 20
Cukup 10
Kurang S
Sangat Kurang 1
Keterangarn: -

*Rencana Kinerja Unit Kerja atau Organisasi hanya berlaku bagi
Penilaian SKP Pejabat Fungsional.

Formula untuk menghitung nilai tertimbang capaian
rencana kinerja utama yang diperoleh dari metode

cascading tidak langsung/ nondirect cascading adalah:

Bobot 1 % Nilai 1 Bobot
100 et D

2
Nilai Tertimbang = * Nilai 2§

Dimana:
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Bobot 1 = Bobot Nilai Capaian Rencana Kinerja Utama

Nilai 1 = Nilai Capaian Rencana Kinerja Utama

Bobot 2 = Bobot Nilai Capaian Rencana Kinerja Atasan Langsung/
Unit Kerja/ Organisasi yang diintervensi/ Bobot rata-rata capaian
IKI rencana kinerja utama pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan
unit kerja yang diintervensi

Nilai 2 = Nilai Capaian Rencana Kinerja Atasan Langsung/ Unit
Kerja/ Organisasi yang diintervensi/ Rata-rata nilai capaian IKI
rencana kinerja utama pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit
kerja yang diintervensi

(b) Nilai Tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambahan
(1) Jika terdapat kinerja tambahan, maka diberikan

tambahan bobot diluar kinerja utama dengan

ketentuan:

INSTANSI LINGKUP PENUGASAN BOBOT
Instansi 1. Dalam satu unit kerja 1
Pusat 2. Antar unit kerja dalam satu Instansi 2

3. Antar Instansi 3
(Pusat-Pusat /Pusat-Dacrah)
Instansi 1. Dalam satu perangkat dacrah 1
Daerah 2. Antar perangkat dacrah dalam satu 2
dacrah
3. Antar daerah 3
[Daerah-Daerah/Dacrah-Pusat)

(2) Dalam hal PyB menetapkan lingkup penugasan kinerja

tambahan selain sebagaimana yang dimaksud pada
angka 1, maka PyB menetapkan bobot kinerja
tambahan dimaksud dengan ketentuan paling banyak 4

poin,

(3) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada

kategori “Sangat Baik”, maka nilai tertimbang diperoleh

dengan formula:

100 Bobot Lingkup Penugasan

Nilai Tertimbang = Yoo ™ 100 * Nilai

Dimana:

Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

{4) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada

kategori “Baik”, maka nilai tertimbang diperoleh dengan

formula:

80 Bobot Lingkup Penugasan

Nilai Tertimbang = oo 100 * Nilai

Dimana:

Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

www.peraturan.go.id




197 2021, No. 207

(5) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada
kategori “Cukup”, maka nilai tertimbang diperoleh
dengan formula:

60 Bobot Lingkup Penugasan
Nilai Tertimbang = e x ghup —

100 100 i

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

(6) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada
kategori “Kurang”, maka nilai tertimbang diperoleh

dengan formula:

0 % Bobot Lingkup Penugasan

3
Nilai Tertimbang = — e * Nilai

Dimana:
Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan

(7) Apabila Capaian IKI kinerja tambahan berada pada
kategori “Sangat Kurang”, maka nilai tertimbang

diperoleh dengan formula:
20  Bobot Lingkup Pec

Nilai Tertimbang = e x = it e ¥ Nilai
100 100

Dimana:

Nilai = Nilai Capaian IKI rencana Kinerja Tambahan
{8) Apabila total nilai tertimbang capaian rencana kinerja
tambahan melebihi 10, maka dikonversi menjadi 10.
llustrasi pembobotan pada penilaian Kinerja berdasarkan metode
penyelarasan direct cascading atau non-direct cascading terdapat
pada Anak Lampiran 6.
4) Menghitung Nilai SKP
(a) Nilai SKP diperoleh dengan formula berikut:
[ ilai SKP - Rats Rata Nilsi Tertimbang CRKU - Total Nilai Terfimbang CRKT]

Dimana:

e Total Nilai Tertimbang CRKU |
I Rata Rats Nilai Ter g CRKU Jumlah Rencana Kineria Utama
Keterangan:

CRKU = Capaian Rencana Kinerja Utama
CRKT = Capaian Rencana Kinerja Tambahan

(b) Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP
dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan
nilai.
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[NAMA INSTANSI)

FORMAT D.2.2
PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PERIODE PENILAIAN:

PEGAWAI YANG DINILAI

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL RUANG PANGEKAT /GOL RUANG

JABATAN JABATAN

UNIT KERJA UNIT KERJA

KATEGORI PENILAIAN / STANDAR

ﬂ_wzzMMr”«M RENCANA INDIXATOR TARGET KINERJIA

NO ASPEK KINERJA SANGAT | KURANG | CUKUP SANGAT

TSN | A oviou | BAK | kuranG BAIK

LANGSUNG

| (2) @ | @ | (5) (6] m | ® | @ (10)

A. KINERJA UTAMA

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,
PEJABAT PENILAI KINERJA

CAPAIAN RENCANA
REA KATEGORI KINERJA
LISA n>_~uh>2 CAPAIAN KATE NILAI
Sl IKI GORI NILAI | TERTIM
BANG
an ] o2 | 03 (14 | 03 (16)

B, KINERJA TAMBAHAN

_ |

_ _

[ 1 | _ | _

NILAI AKHIR
SKP

KETERANGAN
PEJABAT
PENILAI
(Opsional)

(tempat], (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

INama)
INIP)
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[NAMA INSTANSI)

FORMAT D.2.3
PENILAIAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT /GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
RENCANA KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR CAPAIAN RENCANA
KINERJA KINERJA KINERJA
ATASAN INDIKATOR SANGAT | KURANG | CUKUP | SANGAT | REA KATEGORI
NO | LANGSUNG/ _MZZMMLZ %o ASPEK KINERJA ._.\>—~mn>u_m_. KURANG BAIK LISA O>ﬂ.ﬁ i CAPAIAN KATE NILAI
UNIT INDIVIDU Sl K1 OOWM NILAI | TERTIM
KERJA/ BANG
ORGANISASI
11 12} 14 15) 6] 7 18) < (10) (11] 112) 113) (14) (15) (16)

A, KINERJA UTAMA

_ |

B. KINERJA TAMBAHAN

NILAI AKHIR
SKP

KETERANGAN
PEJABAT
PENILAI
(Opsional)

(tempat], (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

|INama)
INIP)
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Contoh Penilaian SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional model
pengembangan terdapat dalam Tabel 8 dan Tabel 12 Anak Lampiran 4
untuk Instansi Pusat dan Tabel 8 Anak Lampiran 5 untuk Instansi
Daerah.

B. PENILAIAN PERILAKU KERJA
1. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan
standar/level setiap aspek perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam
jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.
2. Penilaian perilaku kerja dibedakan menjadi:

a) penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja tanpa
mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung;
atau

b) penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja dengan
mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

3. Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja tanpa
mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

a) Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja tanpa
mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung
dilakukan dengan pengamatan.

b) Pejabat penilai Kinerja mengamati kesesuaian tingkah laku, sikap,
atau tindakan pegawai dengan indikator perilaku kerja yang
dipersyaratkan dalam jabatan. Kesesuaian perilaku akan dilihat
untuk setiap situasi pada aspek perilaku kerja yang tercantum
dalam Bab III: Standar Perilaku Kerja.

c) Dalam hal terjadi mutasi, pejabat penilai Kinerja di tempat yang
baru tidak dapat memberikan penilaian perilaku kerja kepada
pegawai yang dimutasi jika masa kerja di tempat yang baru belum
mencapai 1 (satu) bulan.

d) Berdasarkan ketentuan pada huruf c, dalam hal periode
pengukuran Kinerja yang berlaku di Instansi Pemerintah adalah
periode bulanan, maka penilaian perilaku kerja pegawai dilakukan
oleh pejabat penilai Kinerja di tempat yang lama.

e) Apabila hasil penilaian perilaku kerja di seluruh situasi berada
pada level dibawah standar (satu level dibawah level yang
dipersyaratkan), maka pimpinan unit kerja yang membidangi
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kepegawaian wajib meminta klarifikasi kepada pejabat penilai
Kinerja atas penilaian perilaku kerja tersebut.
Langkah - langkah melakukan penilaian perilaku kerja adalah
sebagai berikut:
1) Menentukan level perilaku kerja yang diperoleh berdasarkan

pengamatan.

Hasil pengamatan pejabat penilai Kinerja terhadap aspek

perilaku kerja di setiap situasi merupakan suatu level perilaku

kerja yang diperoleh seorang pegawai dengan kategori:

(a) Sesuai standar, dimana hasil penilaian perilaku kerja
mencerminkan bahwa perilaku kerja pegawai berada pada
standar/level perilaku kerja yang dipersyaratkan.

(b) Di atas standar, dimana hasil penilaian perilaku kerja
mencerminkan bahwa perilaku kerja pegawai berada 1
(satu) level di atas standar/level perilaku kerja yang
dipersyaratkan.

(c) Dibawah standar, dimana hasil penilaian perilaku kerja
mencerminkan bahwa perilaku kerja pegawai berada 1
(satu) level di bawah standar/level perilaku kerja yang
dipersyaratkan.

Contoh kasus:

Seorang pejabat pimpinan tinggi pratama menilai perilaku

kerja bawahan langsungnya yang merupakan seorang pejabat

administrator pada aspek orientasi pelayanan. Standar/Level
perilaku kerja yang dipersyaratkan untuk seorang pejabat
administrator adalah 4 - 5. Maka dalam penilaian perilaku

akan diujikan kesesuaian indikator perilaku kerja dari level 4

sampai dengan 6. Berdasarkan hasil pengamatannya

diperoleh:
ASPEK PERILAKU KERJA : 1. ORIENTASI PELAYANAN
INDIKATOR TERPENUHI | LEVEL YANG
o SITUAN PERILAKU KERJA (m DIPEROLEH
1 Ketika Memberikan
memberikan | pelayanan diatas
pelayanan standar dan v
kepada membangun nilai
pihak-pihak tambah dalam
. ; 5
yvang dilayani | pelayanan.
Berusaha memenuhi
kebutuhan mendasar v
dalam pelayanan dan
percepatan
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ASPEK PERILAKU KERJA : 1. ORIENTASI PELAYANAN

INDIKATOR TERPENUHI | LEVEL YANG
e SETUASL PERILAKU KERJA (5} DIPEROLEH
penanganan
masalah,
Mengevaluasi dan
mengantisipasi m
kebutuhan pihak-
pihak yang dilayani.
2 | Ketika Memberikan
membangun | pelayanan diatas
hubungan standar dan <
dengan membangun nilai
pihak-pihak tambah dalam
vang pelayanan.
dilayani. Berusaha memenuhi
kebutuhan mendasar B
dalam pelayanan dan v D
percepatan
pPeNanganan
masalah,
Mengevaluasi dan
mengantisipasi @z
kebutuhan pihak-
pihak vang dilayani.
3 | Ketika Memberikan
diharapkan pelayanan diatas
memberikan | standar dan v
nilai-nilai membangun nilai
tumbuh atas | tambah dalam
layanan yang | pelayanan.
diberikan Berusaha memenuhi
kepada kebutuhan mendasar 4
pihak-pihak dalam pelayanan dan
Yang percepatan .
dilayani. penanganan
masalah,
Mengevaluasi dan
mengantisipasi Tidak
kebutuhan pihak- diujikan
pihak yang dilayani.
4 | Ketika Memberikan
beradaptasi pelayanan diatas
dengan standar dan
menggunaka | membangun nilai n
n  teknologi | tambah dalam
digital. pelayanan.
Berusaha memenuhi
kebutuhan mendasar
dalam pelayanan dan Tidak 3
percepatan diujikan
penanganan
masalah,
Mengevaluasi dan
mengantisipasi
kebutuhan pihak- d:ﬁ;ﬁn
pithak yang dilayani.
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INDIKATOR TERPENUHI | LEVEL YANG
e SETUASE PERILAKU KERJA (V215 DIPEROLEH
5 | Ketika Memberikan
diharapkan pelayanan diatas
dengan standar dan v
benturan membangun nilai
kepentingan. | tambah dalam
pelayvanan.,
Berusaha memenuhi
kebutuhan mendasar
dalam pelayanan dan @z »
percepatan
penanganan
masalah.
Mengevaluasi dan
mengantisipasi n
kebutuhan pihak-
pihak yang dilayani.

Berdasarkan tabel contoh hasil pengamatan pejabat penilai
Kinerja diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

(@)

(b)

(c)

Pada situasi 1 yakni “ketika memberikan pelayanan kepada
pihak-pihak yang dilayani” perilaku kerja pejabat
administrator memenuhi indikator pada level 4 dan level 5
namun belum memenuhi indikator level 6. Artinya, pada
situasi kerja “ketika memberikan pelayanan kepada pihak-
pihak yang dilayani” pejabat administrator sudah dapat
“berusaha dalam
pelayanan dan percepatan penanganan masalah”.
Sehingga, penilaian perilaku pejabat administrator yang
bersangkutan adalah sesuai standar yang dipersyaratkan
dan merupakan level maksimal yakni 5.

Pada situasi 2 yakni “ketika membangun hubungan dengan
pihak-pihak yang dilayani” perilaku kerja pejabat
administrator memenuhi indikator pada level 4, level 5
bahkan indikator pada level 6. Artinya, pada situasi “ketika
memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani”

memenuhi kebutuhan mendasar

pejabat administrator sudah dapat “mengevaluasi dan
mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani”.
Sehingga, penilaian perilaku pejabat administrator yang
bersangkutan adalah di atas standar yang dipersyaratkan
dan merupakan level 6.

Pada situasi 3 yakni “ketika diharapkan memberikan nilai-
nilai tumbuh atas layanan yang diberikan kepada pihak-
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pihak yang dilayani." perilaku kerja pejabat administrator
memenuhi indikator pada level 4, namun tidak memenuhi
indikator perilaku kerja level 5. Artinya, pada situasi
“ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang
dilayani" pejabat administrator dapat “memberikan
pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelayanan." namun, belum bisa “berusaha
memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan
percepatan penanganan masalah”. Sehingga, kesesuaian
perilaku kerja pada level 6 tidak perlu diujikan dan
penilaian perilaku pejabat administrator  yang
bersangkutan adalah sesuai standar yang dipersyaratkan
dan merupakan level minimal yakni level 4.

(d) Pada situasi 4 yakni “ketika beradaptasi dengan
menggunakan teknologi digital.” perilaku kerja pejabat
administrator belum memenuhi indikator pada level 4.
Artinya, pada situasi “ketika memberikan pelayanan
kepada pihak-pihak yang dilayani” pejabat administrator
belum dapat “memberikan pelayanan diatas standar dan
membangun nilai tambah dalam pelayanan." Sehingga,
kesesuaian perilaku kerja pada level 5 dan 6 tidak perlu
diujikan dan penilaian perilaku pejabat administrator yang
bersangkutan adalah di bawah standar yang
dipersyaratkan dan yakni level 3.

(e) Pada situasi 5 yakni “Ketika diharapkan dengan benturan
kepentingan.” perilaku kerja pejabat administrator
memenuhi indikator pada level 4, level 5 namun belum
memenuhi indikator level 6. Hal ini sama dengan hasil
pengamatan pada situasi 1. Artinya, pada situasi kerja
“Ketika diharapkan dengan benturan kepentingan” pejabat
administrator “berusaha memenuhi kebutuhan mendasar
dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah”.
Sehingga, penilaian perilaku pejabat administrator yang
bersangkutan sudah sesuai standar yang dipersyaratkan
dan merupakan level maksimal yakni 5.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk aspek perilaku orientasi

pelayanan diperoleh level sebagai berikut:
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ASPEK LEVEL
PERILAKU NO SITUASI YANG
KERJA DIPEROLEH
Oricntasi 1 Ketika memberikan pelayanan kepada 5
Pelayanan pihak-pihak yang dilayani
2 Ketika membangun hubungan dengan 6
pihak-pihak yang dilayani
3 Ketika diharapkan memberikan nilai- B

nilai tumbuh atas layanan yang
diberikan kepada pihak-pihak yang

dilayamni.
B Ketika beradaptasi dengan 3
menggunakan teknologi digital.
S | Kctika diharapkan dengan benturan 5
kepentingan.
Total 23
Rata - rata 46
(Total /Jumlah Situasi) X

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengamatan pejabat penilai Kinerja, perilaku
kerja pejabat administrator aspek orientasi pelayanan berada pada level 4,6
{sesuai standar)

2) Mengkonversi level perilaku kerja yang diperoleh menjadi suatu
nilai perilaku.
Setelah didapatkan level perilaku kerja untuk setiap aspek
perilaku kerja pegawai, akan dilakukan konversi level yang
diperoleh menjadi suatu nilai dengan ketentuan sebagai
berikut:
(a) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama (Standar Perilaku
Kerja adalah level 7)
Level perilaku kerja yang diperoleh oleh seorang Pejabat
Pimpinan Tinggi Utama dikonversi menggunakan skala
konversi dibawah ini:

KONVERSI HASIL
ASPEK LEVEL PERILAKU PENILAIAN PERILAKU
JABATAN PERILAKU KERJA YANG LEVEL NILAI

DIPERSYARATKAN YANG PERILAKU
DIPEROLEH KERJA

Ornentasi 7 120

Jabatan P,cln)_'an an

Pimpinan Komitmen .

Tinggi Inisiatif Kerja

Utama Kerjasama 6 90
Kepemimpinan

Keterangan:

6 $ 1 level dibawah standar/level aspek perilaku yang dipersyaratkan

untuk pejabat pimpinan tinggi utama
7 b standar/level suatu aspek perilaku yang dipersyaratkan dalam untuk

pejabat pimpinan tinggi utama

Formula konversi yang digunakan adalah:
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Jika level yang diperoleh dibawah standar perilaku kerja
yvang dipersyaratkan ( 6 < level yang diperoleh < 7), maka:

Nilai Perilaku Kerja =90 + (120 - 90} x (Level yang diperoleh - 6)

(1) Jika nilai perilaku kerja sesuai standar perilaku kerja
yang dipersyaratkan (berada pada level 7), maka:

Nilai Perilaku Kerja = 120

(b) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Standar Perilaku
Kerja adalah level 6 - 7)
Level perilaku kerja yang diperoleh oleh seorang Pejabat
Pimpinan Tinggi Utama dikonversi menggunakan skala

konversi dibawah ini:

KONVERSI HASIL
ASPEK LEVEL PERILAKU PENILAIAN PERILAKU
JABATAN PERILAKU KERJA YANG LEVEL NILAI
DIPERSYARATKAN YANG PERILAKU
DIPEROLEH KERJA
Orientasi 7 120
Jabatan Pcla)-'anan
Pimpinan Komitmen s
Tinggi Inisiatif Kerja 3
Madya Kerjasama 6 %0
Kepemimpinan
Keterangan:

6 : standar/level minimal suatu aspek perilaku yang dipersyaratkan
untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
7 : standar/level maksimal suatu aspek perilaku yang dipersyaratkan
untuk Pecjabat Pimpinan Tinggi Madya

Formula konversi yang digunakan adalah:

(1) Jika level yang diperoleh dibawah standar perilaku
kerja yang dipersyaratkan (5 < level yang diperoleh < 6)
maka:

Nilai Perilaku Kerja = Sociyung dipemieh o o

6

(2) Jika nilai perilaku kerja berada dalam range standar
perilaku kerja yang dipersyaratkan (level 6 — 7), maka:

Nilai Perilaku Kerja =90 + (120 - 90} * (Level yang diperoleh - 6)

(c) Bagi

Administrasi, dan Fungsional

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat

adalah level 3 - 6)

(Standar Perilaku Kerja
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Level perilaku kerja yang diperoleh oleh seorang Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Fungsional
dikonversi menggunakan skala konversi dibawah ini:

KONVERSI HASIL
ASPEK LEVEL PERILAKU PENILAIAN PERILAKU
JABATAN PERILAKU KERJA YANG LEVEL NILAI
DIPERSYARATKAN YANG PERILAKU
DIPEROLEH KERJA
Orientasi b 109
Pelayanan
Jakiatan Komitmen y
Inisiatif Kerja as
Kerjasama & 90
Kepemimpinan
Keterangan:

a : standar/level minimal suatu aspek perilaku yang dipersyaratkan dalam

jabatan

b : standar/level maksimal suatu aspek perilaku vang dipersyaratkan
dalam jabatan

Formula konversi yang digunakan adalah:
(1) Jika level yang diperoleh dibawah standar perilaku

kerja yang dipersyaratkan (level a - 1), maka:

Nilai Perilaku Kerja =

Level yan,
a

roleh

x 90

(2) Jika level yang diperoleh berada dalam range standar
perilaku kerja yang dipersyaratkan, maka:

Nilai Perilaku Kerja =90 + {109 - 90) x (Level yang diperoleh - a)

{3) Jika nilai yang diperoleh diatas standar perilaku kerja
yang dipersyaratkan (level b + 1), maka:

(b~ua)

Nilai Perilaku Kerja = 109 + 2222199 o 4 o vel yang diperoleh - b)

(d) Ketentuan a), b) dan c¢} dikecualikan apabila penilaian
perilaku di seluruh situasi berada pada level dibawah
standar (satu level dibawah level yang dipersyaratkan)
maka nilai perilaku kerja adalah 49.

(e) Bagi Pejabat Administrasi,

Perilaku Kerja adalah level 1 - 2)
Level perilaku kerja yang diperoleh oleh seorang Pejabat

dan Fungsional (Standar

Administrasi dan Fungsional dikonversi menggunakan
skala konversi dibawah ini:

www.peraturan.go.id



2021, No. 207

-138-

KONVERSI HASIL
v | domx | VR PRy | LA PemL
J G
TSN DIPERSYARATKAN LI;EI\P(EE;;LASS PERILAKU
KERJA
Orientasi 2 109
Pelayanan
Komitmen
Jabatan ... — 1-2
Inisiatif Kerja
Kerjasama
Kepemimpinan 1 90
Keterangan:

b

: standar/level minimal suatu aspek perilaku yang dipersyaratkan dalam

jabatan

: standar/level maksimal suatu aspek perilaku yang dipersyaratkan dalam

jabatan

Formula konversi yang digunakan adalah:
(1) Jika level yang diperoleh dibawah standar perilaku
kerja yang dipersyaratkan maka:

Nilai Perilaku Kerja = 0
(2) Jika level yang diperoleh berada dalam range standar
perilaku kerja yang dipersyaratkan, maka:

Nilai Perilaku Kerja =90 + (109 - 90) x (Level yang diperoleh - 1)

(3) Jika nilai yang diperoleh diatas standar perilaku kerja
yang dipersyaratkan (level b + 1), maka:

(120 - 109}
——

Nilai Perilaku Kerja = 109 + =1

x (Level yang diperoleh - 2)

Setelah seluruh aspek perilaku kerja memiliki nilai perilaku
kerja maka nilai akhir perilaku kerja diperoleh dengan

formula:

Nilai Akhir Perilaku Kerja

¥ Nilai Aspek 1 + Nilai Aspek 2 + ... + Nilai Aspek ke i
i

Contoh Kasus
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Berdasarkan contoh kasus sebelumnya nilai akhir perilaku
kerja yang diperoleh seorang pejabat administrator adalah
sebagai berikut sebagai berikut:

ASPEK PERILAKU LEVEL YANG DIPEROLEH NILAI
Orientasi Pelayanan 4.6 101 .4
Komitmen 4.0 90,0
Inisiatif Kerja 5,0 109,0
Kerjasama 4.4 97.6
Kepemimpinan 40 90,0

NILAI AKHIR 97.6

Keterangan

Level = Level yang diperoleh untuk setiap aspek Perilaku
Kerja Pegawai berdasarkan penilaian atasan
langsung

Nilai = Konversi level yang diperoleh dengan formula yang
ada

Nilai Akhir = Rata - rata dari Nilai aspek perilaku

4. Penilaian perilaku kerja oleh pejabat
mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan

penilai Kinerja dengan

langsung

a) Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja dengan
mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan
langsung dilakukan melalui survey secara tertutup.

b) Tata cara survei secara tertutup dalam rangka penilaian perilaku
kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dalam
ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

c) Ketentuan bobot penilaian perilaku kerja bagi Instansi Pemerintah
yang menerapkan penilaian perilaku kerja adalah sebagai berikut:
1) Pejabat penilai Kinerja memberikan penilaian terhadap unsur

perilaku kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

2) Rekan kerja setingkat dan bawahan langsung memberikan
penilaian terhadap Perilaku Kerja dengan bobot 40% (empat
puluh persen).

d) Rekan kerja setingkat merupakan rekan kerja yang memiliki
tingkat jabatan yang sama dalam satu unit kerja.

e) Dalam hal tidak terdapat rekan kerja setingkat pada satu unit
kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pejabat penilai
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Kinerja dapat menyertakan pegawai dengan tingkat jabatan yang
sama sebagai responden sepanjang pegawai yang bersangkutan
pernah bekerja sama dengan pegawai yang dinilai.

f) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan
dengan Surat Keputusan Tim dengan periode bekerja sama paling
kurang selama 1 (satu) bulan.

g) Bawahan langsung merupakan pegawai yang berada dibawah unit
kerja pegawai yang dinilai pada unit yang sama.

h) Dalam hal terjadi mutasi, pejabat penilai Kinerja, rekan kerja
setingkat, dan bawahan langsung di tempat yang baru tidak dapat
memberikan penilaian perilaku kerja kepada pegawai yang
dimutasi jika masa kerja di tempat yang baru belum mencapai 1
(satu) bulan.

i) Berdasarkan ketentuan huruf h, dalam hal periode pengukuran
Kinerja yang berlaku di Instansi Pemerintah adalah periode
bulanan, maka penilaian perilaku kerja pegawai dilakukan oleh
pejabat penilai Kinerja berdasarkan penilaian rekan kerja
setingkat dan/atau bawahan langsung di tempat yang lama.

j) Apabila ditemukan hasil penilaian perilaku kerja responden yang
jauh berbeda dari nilai yang diberikan sebagian besar responden
lain (outlier) maka pimpinan unit kerja yang membidangi
kepegawaian wajib meminta klarifikasi kepada pegawai yang
memberikan penilaian perilaku kerja tersebut.

k) Akses data atau informasi nama dan unit kerja responden yang
memberikan nilai perilaku kerja yang jauh berbeda dari nilai yang
diberikan responden lain (outlierj sebagaimana dimaksud pada
angka 15 hanya dapat dibuka dengan persetujuan PyB.

5. Penilaian perilaku kerja dituangkan kedalam format sebagai berikut:

FORMATD.3
PENILAIAN PERILAKU KERJA

Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP {*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
NO ASPEK PERILAKU NILAT
1 Orientasi Pelayanan
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2 Insitiatif Kerja

3 Komitmen

4 Kerjasama

5 Kepemimpinan
Nilai Akhir

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

Contoh Penilaian Perilaku Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi terdapat dalam
Tabel 2 dan Tabel 5 Anak Lampiran 4 untuk Instansi Pusat dan Tabel 2
dan Tabel 5 Anak Lampiran 5 untuk Instansi Daerah. Sedangkan contoh
Penilaian Perilaku Kerja Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
terdapat dalam Tabel 9 dan Tabel 13 Anak Lampiran 4 untuk Instansi
Pusat dan Tabel 9 Anak Lampiran 5 untuk Instansi Daerah.

PENILAIAN KINERJA
1. Penilaian Kinerja dilakukan dengan menggabungkan hasil penilaian

SKP dan hasil penilaian perilaku kerja. Penilaian Kinerja dilakukan

dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian:

a) 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30% (tiga
puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja bagi Instansi
Pemerintah yang belum menerapkan penilaian Perilaku Kerja
dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan
bawahan langsung;

b) 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP dan 40% (empat
puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja bagi Instansi
Pemerintah yang telah menerapkan penilaian Perilaku Kerja
dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan
bawahan langsung.

2. Penilaian Kinerja dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat
sebagai berikut:

a) Sangat Baik, apabila pegawai memiliki:

1) nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) < x < angka 120
(seratus dua puluh); dan
2) menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan
Kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
b) Baik, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan
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puluh) < x < angka 120 (seratus dua puluh);

c) Cukup, apabila pegawal memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh
puluh) < x < angka 90 (sembilan puluh);

d) Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 50 (lima
puluh) = x < 70 (tujuh puluh); dan

e) Sangat Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka < 50
(lima puluh)

3. Penilaian Kinerja dilakukan setiap akhir Bulan Desember pada tahun
berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4. Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang
indikator Kinerja individu untuk penilaian SKP dinilai oleh Instansi
Pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi Bulan
Januari tahun berikutnya, maka penilaian Kinerja pejabat pimpinan
tinggi dan pimpinan unit kerja dimaksud beserta tindak lanjutnya
menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

5. Penilaian Kinerja dilakukan oleh pejabat penilai Kinerja.

6. Pejabat penilai Kinerja adalah atasan langsung atau pejabat lain yang
diberi pendelegasian kewenangan. Jika atasan langsung berhalangan,
maka penilaian Kinerja dilakukan oleh atasan dari pejabat penilai
Kinerja secara berjenjang.

7. Dalam melakukan penilaian Kinerja, pejabat penilai Kinerja
mempertimbangkan masukan dari koordinator/ ketua tim kerja atau
sebutan lainnya.

8. Dalam hal terdapat pejabat fungsional dalam jenjang yang setara atau
lebih tinggi dengan pejabat fungsional yang mendapat kewenangan
sebagai koordinator/ ketua tim kerja/ kelompok kerja atau sebutan
lainnya, penilaian Kinerja dilakukan oleh atasan dari koordinator tim
kerja dengan mempertimbangkan masukan dari koordinator tim kerja
atau sebutan lainnya.

9. Dalam hal penugasan atau tanggung jawab diberikan oleh pejabat
pimpinan tinggi pada unit kerja lain, pejabat yang memberikan
penugasan dapat memberikan rekomendasi penilaian atas rencana
Kinerja pegawal yang berkaitan dengan penugasan atau tanggung
jawab tersebut kepada pejabat penilai Kinerja.

10. Penilaian Kinerja bagi pegawai yang diperbantukan/ dipekerjakan
pada negara sahabat, Lembaga Internasional, organisasi profesi, dan
badan badan swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam
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maupun di luar negeri dilakukan oleh pimpinan instansi induknya
atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh
dari tempat yang bersangkutan bekerja.

11.Penilaian Kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi, mutasi
dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan
selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode
proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana pegawai
tersebut bekerja pada tahun berjalan.
Contoh: Budiman selama 4 bulan pada tahun 2021 berada di unit
kerja Pengembangan Program dengan nilai Kinerja 110. Bulan Mei,
Budiman mendapatkan penugasan lain pada unit kerja Pelayanan
hingga akhir tahun 2021 dengan nilai Kinerja 97. Penilaian Kinerja
Budiman dilakukan dengan mengintegrasikan kedua hasil penilaian
Kinerja dengan metode proporsional sebagai berikut:

Bulan Januari - April = 110 x (S2== x 100) = 36,6
Bulan Mei - Desember = 97 x (fzb:;::\ x lOO) = 64,6

Total nilai Kinerja yang diperoleh Budiman pada tahun 2021 adalah

36,6 + 64,6 = 101,2
Contoh Hasil Penilaian Kinerja dalam Dokumen Penilaian Kinerja Pejabat
Pimpinan Tinggi terdapat pada Tabel 3 dan Tabel 6 Anak Lampiran 4
untuk Instansi Pusat dan Tabel 3 dan Tabel 6 Anak Lampiran 5 untuk
Instansi Daerah. Sedangkan contoh Hasil Penilaian Kinerja tercantum
dalam Dokumen Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional pada Tabel 10 dan Tabel 14 Anak Lampiran 4 untuk Instansi
Pusat dan Tabel 10 Anak Lampiran 5 untuk Instansi Daerah.

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT

FUNGSIONAL BERDASARKAN CAPAIAN SKP

1. Dalam rangka memastikan ketercapaian target angka kredit yang
dipersyaratkan tiap tahun, pejabat fungsional melakukan konsultasi
dengan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional terkait dengan
progress capaian angka kredit.

2. Hasil Penilaian SKP disampaikan kepada Tim Penilai Angka Kredit
dengan dilampirkan Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit
Jabatan Fungsional untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka
Kredit yang diperoleh selama tahun penilaian Kinerja.
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3. Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional
berdasarkan capaian SKP dilakukan sesuai peraturan perundangan
yang mengatur tentang Jabatan Fungsional dimaksud.

E. PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS

BELAJAR

1. Penilaian Kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar
dilakukan menggunakan dua indikator yaitu nilai Indeks Prestasi dan
ketepatan waktu lulus pegawai.

2. Indikator nilai Indeks Prestasi setiap tahun akademik digunakan
untuk menilai Kinerja PNS selama masa studi.

3. Indikator nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan indikator ketepatan
waktu lulus digunakan pada akhir masa studi.

4. Bagi universitas luar negeri yang tidak mengeluarkan nilai prestasi
akademik berupa Indeks Prestasi, maka penilaian Kinerja pegawai
selama melaksanakan tugas belajar dapat menggunakan Predikat
Akademik atau sebutan lain yang berlaku pada universitas tersebut.

5. Indikator ketepatan waktu kelulusan terbagi dalam 2 (dua) kategori,
yaitu:

a) Pegawai yang lulus tepat waktu atau sesuai jangka waktu tertentu
(batas waktu normatif program studi)

b) Pegawai yang lulus tidak tepat waktu atau adanya perpanjangan
jangka waktu tugas belajar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan

6. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri,
Indeks Prestasi dikonversi menjadi predikat Kinerja dengan
memperhatikan Akreditasi Universitas dan Akreditasi Program Studi

sebagai berikut:
a) Strata 1 (S-1)
AKREDITASI
AKREDITASI SANGAT
PRTEHITRS PRSQIGU%A:M SANGAT BAIK BAIK CUKUP KIRARG
A Minimal C 351 - 4.0 3.01 - 3.50 | 2.76-3.00 <276
B Minimal C 3.61- 4,0 3.10- 23,60 | 2.76- 3,00 <2.76
c Minimal B 3.71-4.0 3.20-3,70 | 2,76- 3,19 <276
b) Profesi, Strata 2 (S-2) / Strata 3 (S-3)
AkREDITASI | AKREDITAS! | gangar e cukup | SANGAT
UNIVERSITAS it BAIK KURANG
A Minimal C 3.51 - 3,00 | 3.20-23.50 | 3.00-3.10 < 3.00
B Minimal C 3.61 -4.00 | 3.25-3.60 | 3,00-3.24 < 3,00
c Minimal B 3.71-4,00 | 3,.30-3,70 | 3,00-3.20 <3.00
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dengan memperhatikan Akreditasi
Universitas dan Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud
pada angka 6 tidak berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas

8. Kriteria universitas luar negeri berlaku ketentuan yang dikeluarkan

oleh Kementerian yang menyelenggaran urusan bidang pendidikan.

Prestasi dikonversi menjadi

sebagai berikut:

a) Strata 1 (S-1)

9. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, Indeks

predikat Kinerja dengan ketentuan

SANGAT BAIK BAIK CUKUP SANGAT KURANG
3,51-4,0 3,01 - 3,50 2,76 - 3,00 <2,106
b) Profesi, Strata 2 (S-2) / Strata 3 (S-3)
SANGAT BAIK BAIK CUKUP SANGAT KURANG
3,51-4,00 3,20-3,50 3,00 - 3,19 < 3,00

10. Pada akhir masa studi, ketentuan konversi Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) dan ketepatan waktu lulus menjadi predikat Kinerja pegawai
dilakukan berdasarkan pembobotan. Bobot IPK adalah 60 dan bobot
ketepatan waktu lulus adalah 40 dari total bobot 100, sebagaimana
tertuang dalam Tabel Nilai Tertimbang Berdasarkan Predikat IPK dan
Waktu Kelulusan serta Tabel Konversi Hasil Pembobotan ke Predikat
Kinerja, sebagai berikut:

NILAI TERTIMBANG
BERDASARKAN PREDIKAT IPK DAN WAKTU KELULUSAN
WAKTU KELULUSAN ADANYA TEPAT LEBIH
PREDIKAT PERPANJANGAN WAKTU CEPAT
BERDASARKAN IPK
SANGAT BAIK 42 4.6 5

BAIK 3,6 - 4.4

CUKUP 3 3.4 3,8

SANGAT KURANG 1.8 2,2 2,6

KONVERSI] HASIL PEMBOBOTAN KE PREDIKAT KINERJA

NILAI TERTIMBANG PREDIKAT KINERJA
3,60 - 5,00 Sangat Baik
4.00-459 Baik
3,60 -3,99 Cukup

< 3,00 Sangat Kurang

11.Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar namun masih

melaksanakan tugas jabatan di unit kerja, maka penilaian Kinerja
pegawai yang bersangkutan tetap berdasarkan penilaian Kinerja
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bukan sebagai pegawai yang melaksanakan tugas belajar.
Contoh Kasus:
Seorang pegawai menjalankan tugas belajar dan memulai pembelajaran
pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 pada program studi
magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, Indeks Prestasi
semester 1 pegawai tersebut adalah 3,32 dan pada semester 2 adalah
3,45. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pegawai pada tahun akademik
2019/2020 adalah 3,39. Maka, predikat Kinerja pegawai pada tahun
tersebut adalah “Baik”.
Selanjutnya pada tahun akademik 2020/2021 pegawai tersebut
mendapatkan Indeks Prestasi semester 3 dan semester 4 masing masing
sebesar 3,60 dan 3,65. IPK pegawai pada tahun akademik tersebut adalah
rata rata dari IPK semester 1-4 yaitu 3,51. Maka, predikat Kinerja pegawai
pada tahun tersebut adalah “Sangat Baik". Jika pada tahun akademik
yang sama pegawai yang bersangkutan lulus dari studinya, maka
ketepatan waktu lulus pegawai akan menjadi pertimbangan dalam
penentuan predikat Kinerja pegawai.
Nilai tertimbang yang diperoleh dari Tabel Nilai Tertimbang Berdasarkan
Predikat IPK dan Waktu Kelulusan adalah 4,6 maka predikat Kinerja pada
akhir masa studi berdasarkan Tabel Konversi Hasil Pembobotan ke
Predikat Kinerja adalah “Sangat Baik"
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BAB VIl
TINDAK LANJUT

A. PELAPORAN KINERJA

1. Setelah dilakukan penilaian Kinerja, dokumen penilaian kinerja
ditandatangani oleh pejabat penilai Kinerja.

2. Dokumen penilaian kinerja paling kurang memuat:

a) nilai Kinerja pegawai;

b) predikat Kinerja pegawai;

c) permasalahan Kinerja pegawai; dan
d) rekomendasi.

3. Hasil Penilaian SKP (sesuai Format D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.2.1, D.2.2,
atau D.2.3 sebagaimana tercantum dalam Bab VI: Penilaian SKP) dan
Penilaian Perilaku Kerja (sesuai Format D.3 sebagaimana tercantum
dalam Bab VI Penilaian Perilaku Kerja) merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Dokumen Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud
pada angka 2.

4. Dokumen penilaian kinerja yang telah ditandatangani disampaikan
secara langsung oleh pejabat penilai Kinerja kepada pegawai yang
dinilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

5. Pegawai yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian kinerja wajib
menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai Kinerja
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya
dokumen penilaian kinerja sesuai dengan format berikut:
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FORMAT E.1.1

LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA

PEGAWAI YANG DINILAI

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA
PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

PENILAIAN KINERJA

NILAI SKP

NILAI PERILAKU KERJA

IDE BARU

NILAI SKP + PERILAKU KERJA

NILAI KINERJA PEGAWAL

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

TOTAL ANGKA KREDIT YANG
DIPEROLEH (BAGI PEJABAT

FUNGSIONAL)
PERMASALAHAN

REKOMENDASI

8. [tempat, tanggal bulan tahun
penandatanganan)
Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
INIP)

7. (tempat, tanggal bulan tahun
penandatanganan)
Pejabat Penilai Kinerja,

{Nama)
[NIP)
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6. Dalam hal PNS yang dinilai dan/atau Pejabat Penilai Kinerja PNS

tidak menandatangani dokumen penilaian kinerja setelah melewati

batas waktu 14 (empat belas) hari, maka dokumen penilaian kinerja

diajukan oleh pengelola kinerja kepada atasan dari pejabat penilai

Kinerja untuk ditetapkan dan ditandatangani oleh atasan dari Pejabat
Penilai Kinerja PNS dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

FORMATE.1.2
LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA

PEGAWAI YANG DINILAI

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA »

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

PENILAIAN KINERJA

NILAI SKP

NILAI PERILAKU KERJA

NILAI SKP + PERILAKU KERJA

IDE BARU

NILAI KINERJA PEGAWAI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

TOTAL ANGKA KREDIT YANG
DIPEROLEH (BAGI PEJABAT

FUNGSIONAL)
PERMASALAHAN

REKOMENDASI

7. [tempat, tanggal bulan tahun
penandatanganan)
Atasan Pejabat Penilai Kinerja,

{(Nama)
[NIP)
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7. Dalam hal pegawai menyatakan keberatan atas hasil penilaian
Kinerja, maka pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan
keberatan disertai alasan-alasannya kepada atasan dari pejabat
penilai Kinerja secara berjenjang paling lama 14 hari kerja sejak
diterimanya dokumen penilaian Kinerja.

8. Atasan dari pejabat penilai Kinerja melakukan pemeriksaan dengan
seksama atas pengajuan keberatan hasil penilaian Kinerja yang
disampaikan kepadanya.

9. Pemeriksaan terhadap hasil penilaian Kinerja dilakukan dengan
meminta penjelasan kepada pejabat penilai Kinerja dan pegawai yang
bersangkutan.

10. Atasan dari pejabat penilai Kinerja dapat menetapkan keputusan atas
pengajuan keberatan yang sifatnyva menguatkan atau mengubah hasil
penilaian Kinerja.

11. Keputusan tersebut harus ditetapkan oleh atasan dari pejabat penilai
Kinerja paling lama 7 hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

12. Dalam hal atasan dari pejabat penilai Kinerja pada keputusannya
mengubah hasil penilaian Kinerja, maka atasan dari pejabat penilai
Kinerja menyusun rekomendasi yang baru dalam dokumen penilaian
Kinerja sesuai format berikut:
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LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA

1 | PEGAWAI YANG DINILAI
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NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

2 | PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA 3
3. | ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

4 | PENILAIAN KINERJA

NILAI SKP

NILAI PERILAKU KERJA

NILAI SKP + PERILAKU KERJA

IDE BARU

NILAI KINERJA PEGAWAI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

TOTAL ANGKA KREDIT YANG
DIPEROLEH (BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL)
5 | PERMASALAHAN

6 | REKOMENDASI

7 | KEBERATAN

8 | PENJELASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

9 | KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA

10. (tempat, tanggal bulan tahun 11, [tempat, tanggal bulan tahun
penandatanganan) penandatanganan)
Pegawai yang Dinilai, Pecjabat Penilai Kinerja,

(Nama) (Nama)
(NIP) 12, (tempat, tanggal bulan tahun [NIP}

penandatanganan)
Atasan Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
[NIP)

13. Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh
pejabat penilai Kinerja kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB paling

lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

14. Laporan dokumen penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada

angka 13 dikelola oleh PyB.
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15, Dokumen penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada anga 13

digunakan sebagai acuan oleh PyB dalam:

a) mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan/
atau pelatihan;

b) mengembangkan kompetensi;

c) mengembangkan karier;

d) pemberian tunjangan;

e) pertimbangan mutasi, dan promosi;

f) memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g) menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian
SKP dan Perilaku Kerja.

B. PENGHARGAAN

1. Penghargaan yang dapat diberikan atas hasil penilaian kinerja adalah
prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana
suksesi serta prioritas untuk pengembangan kompetensi.

2. Selain 2 jenis penghargaan diatas, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat
memberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

3. Pemberian penghargaan atas hasil penilaian kinerja dilakukan
berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja ASN sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

4. Dokumen penilaian Kinerja dapat digunakan sebagai dasar
pembayaran tunjangan Kinerja.

5. Pembayaran tunjangan Kinerja mengikuti ketentuan dalam peraturan
pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas.

C. SANKSI
Pemberian sanksi atas hasil penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan
pertimbangan Tim Penilai Kinerja ASN sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

™\

TJAHJO KUMOLO
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ANAK LAMPIRAN 1 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERBEDAAN KATEGORI, AKTIVITAS, DAN PENCAPAIAN (HASIL)
UNTUK PERNYATAAN RENCANA KINERJA

1. CONTOH 1
Tabel 1
Perbedaan Kategori, Aktivitas, Dan Pencapaian (Hasil)
Untuk Pemyataan Rencana Kinerja
PENCAPAIAN AKTIVITAS KATEGORI
Menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG J
Layanan penerbitan PBG/ IMB dan SLF v
Permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat v
Monitoring dan supervisi B v
Verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu. v
Sosialisasi v
Asistensi/ pendampingan terhadap Pemerintah Daerah terkait penggunaan SIMBG J
Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMBG untuk penerbitan PBG/ IMB dan SLF v
Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang J
Mengembangkan aplikasi SIMBG J
Ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur SIMBG v
Fasilitasi penyelenggaraan |~5:w:: an gedung v
Menyusun Draft Kebijakan terkait Bangunan Gedung v
Respon terhadap permintaan bantuan teknis dilakukan dengan cepat dan memuaskan v
Pengawasan v
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PENCAPAIAN

AKTIVITAS

KATEGORI

Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu

v

Kepuasan instansi pengusul

v

Menjawab panggilan untuk konsultasi dengan pemerintah daerah

Memberikan bimbingan Kinerja kepada pegawai di tim Kerja

2. CONTOH 2

Tabel 2

Perbedaan Kategori, Aktivitas, Dan Pencapaian (Hasil)

Untuk Pemyataan Rencana Kinerja

PENCAPAIAN

AKTIVITAS

KATEGORI

Melatih tenaga kesehatan

v

Layanan Antenatal Care

v

Ibu hamil terlayani sesuai standar

Hubungan masyarakat

Diagnosa yang tepat

Layanan persalinan

Melakukan pendampingan terhadap ibu hamil yang dirujuk

Menulis resep

Ibu hamil mendapat paket nutrisi sesuai kebutuhan

Mengembangkan aplikasi untuk pendaftaran ibu hamil secara online

Ide dan inovasi untuk memberikan layanan jemput bola kepada ibu hamil

Menata dokumen rekam medis ibu hamil

Menulis surat rujukan

Peralatan medis tersedia dan siap digunakan

Pengawasan

Tidak terjadi malpraktek terhadap ibu hamil

Kepuasan ibu hamil

Menjawab panggilan untuk konsultasi

Memberikan bimbingan kepada bidan pemula
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ANAK LAMPIRAN 2 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH PERENCANAAN KINERJA PADA INSTANSI PUSAT

Contoh berikut adalah ilustrasi perencanaan Kinerja pada Instansi Pusat namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Instansi
Pemerintah sepanjang tetap mem perhatikan ketentuan dalam pedoman ini.

Contoh perencanaan Kinerja pada Instansi Pusat menggunakan contoh penyelasaran Kinerja di suatu Instansi Pusat dari Direktur Jenderal Iil ke
Direktur II dan turun ke Kepala Subdirektorat [l selaku koordinator tim kerja serta salah satu Pejabat Fungsional yang berada pada tim Kerja
Subdirektorat II.

Sebelum melakukan perencanaan Kinerja, seluruh pegawai harus memahami apa yang ingin dicapai pada tingkat organisasi, unit kerja, dan tim
kerjanya, Gambaran keseluruhan Kinerja tersebut dapat dilihat pada pohon Kinerja berikut:
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Diagram 1
CONTOH POHON KINERJA INSTANSI PUSAT

MENTER

Presentane peringatan ponyedin soves periumahan dan irdrestrokner
e udaman yang lavak aman chen wrsaugenl

| Persemoase penangkstan pel oyana o frostmetur pem ki man yang layok dan aman melad pendeiadtan amart bving

51

2. Tengeat Pememthan dvestan | Perrdsayann bnfrastro ks Perumahan den Permmikanan
3 Tingget petnenihin ebninduan remah Sayak hund

DIRJEN
+ ® = P $ : s ]
Merungatnys Morin gheatnya Kinena Meti i geatinm N it A Memningatnya Men arggiod s sktas Me rungiat mea kislites
beon et peremihan RUMN/BIMD Soon tribid e e ban Sxitri | pesnen U Kewerpatinn oy deryanram saTaEn e arans
akacs M oo Pereyele syguansn S PAM akers senfa alonis acitand Ferencanaan dan DBangunan gedung dan stratgs
Jaringan prerprigaan Rualtns Kawvman penatann bl nan
Fermucman
Permmivee rumah Persermase Persemase rumah Persemtane numah Persen tase hiasan T et e B (Mo Y g Perse tilise surans
g dengan dkoves DUMN/ UMD angga de g akaes r ] Saw . peromibenman Nl bt Persentase insas JITASATATES STAegiy
52 T by Penye benggara SIAM tntah e stk gk satnnh yang wriocoks yang ritingls kan Froyricwgemo pe o ngan langunan yang A gt kan
DIRERTUR dengen kinens scha e aman di perkotaan ouabiinn you Yagsuo M”nl mimzaml Gedung tsu uatanmya
L
1. Tinghast kesesuasen Sror aplikes) dengan NSPK | Permntaae genselesssmn porgadian masarakat ates  boywnan 1 Persentose hesalahon dokumen POG/IMD dan SUF yang drerbitcan
2. Tenmentase prnwieasian spilanl SIMBG g PG/ IMB dan 5L e dadus ap Mo SIMBO
wiap digunalen 2 Verwnwse pepelesatan  pengpdusn  pengeiola  SINMBG atas 2 Perentas Pemda yunyg mem i pegawad delem jumial yang wieal yuny
3. Kewpatan wokti penjeiesasan apliael sesust operasonalma s aphilasl SIMBG trea o rgope raadkan apbicn i 3 IM G
dengan jacwal yang divtagkan S Rata rata wakt yang dimitublan untuk memproses byanan
53 ) pengachian masranskat
KASUDN'T 4 Rata-rata wakm yang dibutuhkan untok memproses Sogmnen
% pengacduan pengeioks SIMBG
54 1 Dingkat kearanann jrosss o sptias SINMBG 1 Jumbal modal materi peninglatun Kopasis yang

JAFUNG  TEXNES
TATA FANGUNAN
DAN PERUMAHAN
NMUDA

dengan NSPK 1. Tingiat akwesinas peugrune dan pengelols ymnan ap sl SIMBG 2 Towks! ketepatan waldu peoyelsanan semuas modul maten pendnglatan
2 Persentase  pemelessian  dolkumen  armtelaur terhuclap upda ting progmas pengeed san o agiicas 51 MBO Euantan daekaadcn

agiikan SIMBO semia ¥3PK 2, Toghw kelepatan wakiu updating progress (taelak gt pengachian
1 Tingkat betepatan wakiu  penyeiesasan dokumen paaks ap Meas SIMDG

wrw ek hr ag il wituk diserahkan b Sm 1T
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A.  TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI MODEL
PENGEMBANGAN
1. TAHAP PERTAMA: MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSTANSI/UNIT KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Tabel 1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Rencana Strategis Instansi Pusat 2020-2024
yang Terkait dengan Direktorat Jenderal 1M1
SASARAN INDIKATOR TARGET BASELINE METODE PERHITUNGAN SUMBER
STRATEGIS KINERJA (2019} DATA
Meningkatnya Presentase 61,95% 35,91% Indikator Kinerja dihitung dan jumlah bobot kontribusi| Intemal
penyediaan  akses | peningkatan masing-masing indikator:
perumahan dan | penvediaan 1. Persentase peningkatan pelayanan  infrastruktur
infrastruktur akses pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan
permukiman  yang | perumahan dan smart-living (Sasaran Program Ditjen )
layak, aman, dan |infrastruktur 2. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
terjangkau pemukiman (Sasaran Program Ditjen IV)
(Sasaran Strategis | yang layak, 3. Tingkat ketersediaan investasi infrastruktur perumahan
#3) aman dan dan permukiman (Sasaran Program Ditjen VI)
terjangkau Indikator Kinerja SS adalah kontribusi Kinerja indikator 1:
indikator 2: indikator 3 = 40% (DITJEN IMI); 30% (DITJEN
IV): 30% (DITJEN VI)
Meningkatnya Persentase 61.95% Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur | Intemal
pelayanan peningkatan pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan
infrastruktur pelayanan smart living adalah komposit dari 8 indikator:
perumahan dan | infrastruktur 1, Persentase rumah tangga dengan akses air minum
permukiman yang | pemukiman layak
layak dan aman yang layak dan 2. Persentase BUMN/BUMD penyelenggara SPAM dengan
(Sasaran Program |aman  melalui Kinerja sehat
#3) pendekatan 3. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah

smart-living

domestic layak dan aman
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SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

BASELINE
(2019)

METODE PERHITUNGAN

SUMBER
DATA

. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang

terkelola di perkotaan

. Persentase  luasan kawasan permukiman yang

ditingkatkan kualitasnya

. Presentase kab/kota yang Nilai Indeks

Penyelengearaanan Bangunan Gedung minimal Baik

. Persentase inisiasi penerapan bangunan Gedung hijau
. Persentase sarana prasarana strategis yang

ditingkatkan kualitasnya
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Tabel 2

Kerangka Penyelesaian Regulasi
Rencana Strategis Instansi Pusat 2020-2024
yang Terkait dengan Direktorat Jenderal III

TARGET
REGULASI PENANGGUNGJAWAB UNIT KERJA TERKAIT PENYELESAIAN

Revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 | Direktorat Jenderal [l 1. Direktorat II 2020
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Direktorat VII

3. Setditjen
Revisi PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan | Dircktorat Jenderal [l 1. Dircktorat I 2021
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2. Direktorat VII
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Setditjen
RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun | Direktorat Jenderal I 3. Direktorat Il 2020
2017 tentang Arsitek 3. Direktorat VII

3. Setditjen
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Tabel 3

Contoh Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal [11

Tahun 2020

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumshan den| L ... .
permukiman yang layak dan aman
2. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur dasar 61,95%
permukiman yvang layak dan aman melalui pendekatan
smart-living
Program Anggaran
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Tabel 4
Contoh Perjanjian Kinerja Direktorat [l
Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Mendukung Peningkatan Kontribusi Terhadap Pemenuhan 1 B T T T e
Kebutuhan Hunian dan Permukiman Yang Layak
o opaasmemads 0 caspasxenss
- P L L NS i e
4. Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Nilai 30%
Indeks Penyelenggarasan Bangunan Gedung
minimal Baik
.w.lu
6
7
Kegiatan Anggaran
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2. TAHAP KEDUA: MENYUSUN RENCANA SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI DAN TAHAP
KETIGA: MENGELOMPOKKAN RENCANA KINERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENERIMA LAYANAN, PROSES BISNIS,

PENGUATAN INTERNAL, DAN ANGGARAN

Periode Penilaian:

Tabel 5
Format A.2.1

Rencana SKP Direktur Jenderal Il

...dJanuari sd ... Desember

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Direktur Jenderal Il JABATAN Menteri
UNIT KERJA Direktorat Jenderal 1l INSTANSI Instansi Pusat

PERSPEKTIF* NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET

(1) (2} (3 (4 (5)

A. KINERJA UTAMA
Penerima 1 Meningkatnya pelayanan | Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman 61,95%
Layanan/ infrastruktur perumahan dan | yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
Stakeholder permukiman yang layak dan

HIMArn

2 | Meningkatkan kualitas layanan | Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja lingkup | 3,5 dari skala 5

Direktorat Jenderal 111 Direktorat Jenderal [l1
Proses Bisnis 3. | Tersusunnya revisi Undang-| Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik 100°%

Undang Republik Indonesia No. | Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai
28 Tahun 2002 tentang | tahap harmonisasi di Kemenkumham
Bangunan Gedung

4. | Tersusunnya RPP tentang | Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU 1007
Peraturan Pelaksanaan UU No. | No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai tahap harmonisasi di
6 Tahun 2017 tentang Arsitek | Kemenkumham

5. | Terlaksananya rencana | Persentase penyelesaian rencana  aksi/inisiatif strategis yang 80%
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PERSPEKTIF* NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1} 2) (3) (4 (5)
A. KINERJA UTAMA
aksi/inisiatif strategis dalam | berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Perjanjian
rangka pencapaian sasaran dan | Kinerja Direktorat Jenderal [II sesuai target waktu yang
indikator Kinerja utama | ditetapkan
organisasi dalam perjanjian
kerja
6. | Terlaksananya direktif | Persentase penyelesaian penugasan/direktifl pimpinan sesuai 80%
pimpinan sesuai target waktu | target waktu yang ditetapkan
___| vang ditetapkan ~ .
Penguatan 7. | Terwujudnya Direktorat | Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal [l 85
Intemal Jenderal [l yang reform dan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal I11 85
akuntabel _
Anggaran 8. | Pengelolaan anggaran Program | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktomat Jenderal 95
Pembinaan dan Pengembangan | I
Infrastruktur Permukiman yang
optimal
B. KINERJA TAMBAHAN
- 1. | (dapat ditambahkan pada tahun

berjal an)

Keterangan:

Pegawai yang dinilai**,

(Namal)

(NIP)

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)**
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)

(NIPy

* kolom perspekty hanya terdapat pada SKP Pejabat Pirmpinan Tingagl dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri Model Pengembangan
**Format Rencana SKP ditandatangani dan ditetapkan sebagat Sasaran Kinerqa Pegawai (SKP) setelah direviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja
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Periode Penilaian

: ..Januari sd ... Desember

Tabel 6
Format A.2.1
Rencana SKP Direktur I

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Direktur Il JABATAN Direktur Jenderal I11
UNIT KERJA Direktorat Jenderal 11 UNIT KERJA Direktorat Jenderal [l
PERSPEKTIF* NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) 2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima 1. | Meningkatnya kualitas | Persentase Pemda  Kabupaten/Kota vyang Nilai Indeks 30%
Layanan/ bangunan gedung yang | Penyelenggaraaan Bangunan Gedung minimal Baik
Stakeholder menjamin keselamatan,
keschatan, kenyamanan dan
kemudahan bagi penggunanya
2. | Percepatan pembangunan Pos | Jumlah Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana 3 unit
Lintas Batas Negara terpadu | penunjang kawasan perbatasan yang terbangun, laik fungsi, dan
dan sarana prasarana | telah diserahterimakan.
penunjang kawasan | Tingkat kepuasan pengguna dan operator Pos Lintas Batas Negara | 3,5 dari skala
perbatasan. terhadap fasilitas Pos Lintas Batas 5
3. | Meningkatnya kualitas layanan | Indeks kualitas layanan internal Direktorat [I 4
Direktorat Il
Proses Bisnis 4, | Tersusunnya RUU Revisi | Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia 100%
Undang-Undang Republik | No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai dengan
Indonesia No. 28 Tahun 2002 | tahap pembahasan di Panitia Antar Kementerian
tentang Bangunan Gedung
5. Tersusunnva RPP tentang Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU 100%
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berjalan)

PERSPEKTIF* NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1} | _(2) (3) (4] (5)
A. KINERJA UTAMA
Peraturan Pelaksanaan UU No. |No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai dengan tahap
6 Tahun 2017 tentang Arsitek permbahasan di Panitia Antar Kementerian
6. | Terlaksananya rencana | Persentase penyelesaian rencana aksi/ inisiatif strategis yang 80%
aksi/inisiatif strategis dalam | berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Perjanjian
rangka pencapaian sasaran dan | Kinerja Direktorat [I sesuai target waktu yang ditetapkan
indikator Kinerja utama
organisasi dalam perjanjian
Fﬁ:nﬂt
7. | Terlaksananya direktif | Persentase penyelesaian penugasan pimpinan/direktif pimpinan
pimpinan sesuai target waktu | sesuai target waktu yang ditetapkan 80%
yang ditetapkan
Penguatan 8. | Terwujudnya Direktorat Il yang | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dircktorat Il 85
Intemal akuntabel
9. | Meningkatnya kualitas | Tingkat kualitas pengelolaan BMN lingkup Direktorat I 95%
pengelolaan BMN
Anggaran 10. | Pengelolaan anggaran Program | Presentase pengelolaan keuangan (anggaran) yang bebas dari 100%
Pembinaan dan Pengembangan | temuan material
Infrastruktur Permukiman yang
optimal
B. KINERJA TAMBAHAN
. 1. | {dapat ditambahkan pada tahun

Keterangan:

Pegawai yang dinilai**,

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)**
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (Nama}

(NIP)

(NIP}

* kolom perspektif hanya terdapat pada SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri Model Pengembangan
*Format Rencana SKP ditandatangani dan ditetapk an sebagai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setelah direviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja.
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: MENYUSUN MANUAL INDIKATOR KINERJA UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN

TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Periode Penilaian: .

Tabel 7
Format A3
Manual Indikator Kinerja SKP Direktur II

..Januari sd ... Desember

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN Direktur Il JABATAN Direktur Jenderal [1I

UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat Jenderal Il

PERSPEKTIF Penerima Layanan/ Stakcholder

RENCANA Meningkatnya kualitas bangunan Gedung yang menjamin keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi

KINERJA pengeunanya

DESKRIPSI Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa Pemerintah menyelenggarakan

RENCANA pembinaan bangunan Gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan

KINERJA bangunan Gedung. Penyelenggaraan bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Tertib penyelenggaraan
bangunan Gedung dimaksudkan untuk menjamin keandalan teknis bangunan Gedung dar segi keselamatan, Kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan.

INDIKATOR Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Nilai Indeks Penyelenggaraan Bangunan Gedung minimal Baik

KINERJA

UTAMA:

DESKRIPSI: Definisi
Untuk mengetahui sejauh mana Pemernintah Daerah menerapkan pemturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung
beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri), maka diperlukan suatu alat penilai:
Indeks penyelenggaraan Bangunan Gedung mengukur penerapan peraturan perundangan tersebut secara kuantitatif, yang
dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut:
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Variabel Pengungkit:
1. Persetujuan bangunan Gedung, SLF, Sumt Bukti Kepemilikan Gedung diterbitkan melalui SIMBG
2. Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMBG sebagai media pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung
3. Pemerintah Dacrah memiliki data bangunan Gedung yang memiliki persetujuan bangunan Gedung, SLF, dan dokumen
SKBKG yang akurat, terupdate, dan terintegrasi dengan SIMBG
4. Pemerintah Daerah memiliki tim profesi ahli sesuai NSPK
5. Pemerintah Daerah memiliki rencana aksi implementasi NSPK penyelenggaraan bangunan Gedung
ariabel Hasil:
1. Kepuasan masyarakat atas layanan persetujuan bangunan Gedung dan SLF
2. Kesesuaian persetujuan bangunan Gedung dengan Peraturan Daerah RTRW
3. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat atas layanan persetujuan bangunan Gedung dan SLF

Formula

Indeks penyelenggaraan bangunan Gedung = | .... (VP1) + .... (VP2) + .... (VP3} + .... (VP4) + .... (VP5) + ..... (VHI1) + .... (VH2) +
e (VH3)|

Kategori nilai indeks: 1 > 4 = kurang; 4 > 7 = cukup; 7 > 10 = baik

*} Keterangan:

1. .... = bobot dengan total nilai 10

2, VP = variable pengungkit

3. VH = variable hasil

Persentase pemda kabupaten/ kota yang nilai indeks penyelenggaraan bangunan Gedung minimal baik =
Jumlah pemda yang memiliki indeks baik x 100%

Jumlah pemda selurnuhnya

Tujuan

Untuk mengetahui penerapan peratumn tentang bangunan Gedung dalam penyelenggaraan bangunan Gedung oleh
pemerintah daerah kabupaten/ kota

SATUAN
PENGUKURAN
JENIS IKU

Persen

(X ) Outcome |( ) Output kendali rendah [ ) Output kendali sedang
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JAWAB IKU
PIHAK
PENYEDIA
DATA

Direktorat Il c.q Kepala Subdirektorat II

SUMBER DATA
PERIODE
PELAPORAN

Aplikasi SIMBG dan hasil evaluasi penyelenggaraan bangunan Gedung pada Pemda Kabupaten/ Kota

{ ) Bulanan ()} Triwulanan [ ) Semesteran (X ) Tahunan
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[tempat], (tanggal, bulan, tahun)
Pegawal yang Dinila,

[N aurma)
(NIF)
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B.  TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL MODEL PENGEMBANGAN

1. TAHAP PERTAMA: MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSTANSI/UNIT KERJA
DAN PERJANJIAN KINERJA

Diagram 2
Piramida Kinerja Instansi Pusat

—

Kinerja Utama Bersama
bag pejabat pimpinan tingei,

pimpinan unit kerja mandiri,
pejabat  administrasi, dan
pejabat fungsional
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2. TAHAP KEDUA: MEMBAGI PERAN KOORDINATOR/KETUA DAN ANGGOTA TIM KERJA/KELOMPOK KERJA SESUAI MATRIKS PEMBAGIAN

PERAN DAN HASIL

a. Metode Cascading Tidak Langsung (Non-Direct Cascading)

Tabel 8
Contoh Menentukan Rencana Kinerja Koordinator/ Ketua Tim Kerja
dengan Menggunakan Metode Non-Direct Cascading

Sasaran Strategis Direktorat
Jenderal 111 43

Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman,

Sasaran  Kinerja  Tahunan
Direktur 11

yang diturunkan dari Renstra
Direktorat Jenderal Il

Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, keschatan, kenyamanan dan
kemudahan bagi penggunanya.

Beberapa Strategi Direktur II
yang

diintervensi Tim Kerja
(Subdirektorat [f)

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan PBG/IMB dan SLF dengan memastikan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota memanfaatkan aplikasi SIMBG dalam penerbitan PBG/ IMB dan SLF.
Meningkatnya jumlah PBG/ IMB dan SLF yang diterbitkan sesuai NSPK dengan memastikan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota memanfaatkan aplikasi SIMBG dalam penerbitan PBG/ IMB dan SLF,
Meningkatnya jumlah tenaga yang dapat mereviu dokumen PBG/ IMB secara akurat dengan memastikan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki Tim Profesi Ahli sesuai NSPK.

Meningkatnya jumlah Bangunan Gedung yang memiliki PBG/IMB dan SLF dengan mendorong Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota menggunskan aplikasi SIMBG scbagai media pembinaan penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Tersedianya data Bangunan Gedung vang memiliki (PBG/IMB), SLF dan dokumen SBKBG secara akumt,
mutakhir, dan terintegrasi dengan SIMBG dengan memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
melakukan pembaharuan/ updating data Bangunan Gedung melalui SIMBG.

Meningkatnya jumlah Bangunan Gedung Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif
dengan membuka layanan konsultasi NSPK Bangunan Gedung dan SIMBG

www.peraturan.go.id



2021, No. 207

-171-

Sasaran Kinerja
Subdirektorat [1

Kepala

Tersedianya aplikasi SIMBG yang Reliable dan User Friendly

Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF
melalui aplikasi SIMBG

Meningkatnya jumlah pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang dapat memberikan layanan
penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG
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1) Pendekatan Layanan (Fokus pada Penerima Layanan): Opsi 1

Bagan 1
Contoh Menentukan Rencana Kinerja Koordinator/ Ketua Tim Kerja
dengan Menggunakan Pendekatan Layanan (Opsi 1)

MASYARAKAT

f

APLIKASI SIMBG MENJALANKAN BISNIS PROSES DAN
SLA |SERVICE LEVEL AGREEMENT) SESUAI NSPK YANG
RELIABLE DAN USER-FRIENDLY

SUBDIREKTORAT 11
NN GIARAN ADABIIAS PRNGELOLA RESPONS YANG CEPAT DAN AKURAT ATAS
LAYANAN PENERBITAN PBG/IMB DAN SLF PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT
ARLALUL SIMBG LAYANAN PENERBITAN PBG/IMB DAN SLF

MELALUL APLIKASI SIMBG

Zz N

PEGAWAI PADA TIM MASYARAKAT DAN
KERJA DAN PENGELOLA PENGELOLA LAYANAN
LAYANAN SIMBG PADA SIMBG PADA PEMDA

PEMDA KAB/KOTA KAB/KOTA

www.peraturan.go.id



2021, No. 207

-173-

2) Pendekatan Layanan (Fokus pada Penerima Layanan): Opsi 2

Bagan 2

Contoh Menentukan Rencana Kinerja Koordinator/ Ketua Tim Kerja
dengan Menggunakan Pendekatan Layanan (Opsi 2}

Sumt 1
UGOID
v _L_Olnslﬂ_s (umiah han tergantung Pesgitinin
kescpakatan  dengan Surat Jawaban
ko nsumen) melalwl Biro
Jafung THP Koy
Me miber] jawaben Ko gaing Muodo, Pertama Secam
melahui prakiek di aplikasi AJafung infarmal {1 bari)
SIMBG Pengedda Dnta 1
e mberikan -
(Jafung TBP Muda, Pratama & taparan bahwa sudsh ..h.. Pengiriman
Jafurg Pengelala Data) pelayaran sclosi “-Bv-.s atis Surat Jawaban
ke Setditjen
persaala
Pemeriksaan Deah / Membuat kanse p jawa ban (1 B
kasi
permasalaban ap tertulis
vang akan
dikansiahas kan . |Jafung TBP Muda, Pmtama) | Fomeriksaan Kansep Persetujuan
(Jafung THP 14 bari) Jawaban (Direktur)
Kasubedit
Muda) Substansi (dafurg TP {Persetujuan
NSPK / Membuat Kotsse p jawaban Muda) pamf)
tertulis
{1 hari) {1 har)

{Jafung TBP Muda, Pratama )
{4 har)

{1 hari)
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b.  Membagi Peran Individu Dalam Tim Kerja Untuk Mendukung Pencapaian Rencana Kinerja Dan Indikator Kinerja Tim Kerja

Matriks Pembagian Peran dan Hasil dibangun untuk tim kerja Subdirektorat Il yang menghasilkan produk aplikasi SIMBG yang reliabel dan
user friendly, respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat terkait layanan penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui aplikasi
SIMBG serta semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bisa melayani penerbitan PBG/ IMB
dan SLF melalui SIMBG (lihat tahap 2 Tata Cam Penyusunan dan Penetapan SKP bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional).

Tim ini memiliki 4 anggota yaitu JF Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda, Pranata Komputer, Pengelola Data, dan Pengelola Monev
dengan Koordinator Tim Kerja adalah Kepala Subdirektorat Il (Tercapainya rencana Kinerja di tim kerja diharapkan dapat mendukung
Ouwome di tingkat unit kerja yaitu meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan bagi penggunanya). Tim membuat bagan alur kerja yang mengidentifikasi hasil keja pegawai dalam proses pencapaian produk
dan/ atau layanan tim kerja. Tim menggunakan produk/layanan tersebut untuk menyusun matriks dan menggunakannya untuk
menyusun rencana Kinerja,
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Tabel 9

Contoh Matriks Pembagian Peran dan Hasil

Tim Kerja Subdirektorat I

PEGAWAL

INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA

KASUBDIT Il

APLIKASI SIMBG MENJALANKAN
BISNIS PROSES DAN  SLA
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)
SESUAI NSPK YANG RELIABLE
DAN USER-FRIENDLY

RESPONS YANG CEPAT DAN
AKURAT ATAS PENGADUAN
MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN
PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF
MELALUI APLIKASI SIMBG

SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS
PU DAN PTSP PEMDA KAB/KOTA
YANG BISA MELAYANI PENERBITAN
PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG
SECARA CEPAT DAN AKURAT

JF Teknik
Tata
Bangunan
dan
Perumahan
Muda

* Proses bisnis aplikasi SIMBG
dalam bentuk arsitektur
aplikasi yang lengkap dan
sesuai NSPK

* Telaahan terkait dengan
perluasan penggunaan aplikasi
SIMBG untuk layanan
penyelenggaraan bangunan
rumah susun

* Pengpuna dan Pengelola Layanan
SIMBG dapat mengetahui
progress /tindak lanjut
pengaduannya sccara up-to-date
melalui aplikasi SIMBG

» Telaahan jawaban atas
pengaduan masyarakat tersusun
secara cepat  dan akurat
(berdasarkan objek atau jenis
masalah atau berdasarkan
wilayah)

¢ Modul materi peningkatan
kapasitas pengelola layanan
penerbitan PBG/IMB dan SLF
melalui SIMBG tersusun secara
lengkap dan  sesuai  standar
penyusunan modul

* Peserta peningkatan kapasitas
memahami dan dapat
mempraktekan materi yvang
disampaikan

* Pelatih /Narasumber peningkatan
kapasitas  layanan  penerbitan
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG
kompeten dan tercukupi sesuai
kebutuhan

* Peserta mendapatkan pelayanan
vang memadai selama proses
pelaksanaan peningkatan
kapasitas
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PEGAWAI

INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA

KASUBDIT 11

APLIKASI SIMBG MENJALANKAN
BISNIS PROSES DAN SLA
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)
SESUAI NSPK YANG RELIABLE
DAN USER-FRIENDLY

RESPONS YANG CEPAT DAN
AKURAT ATAS PENGADUAN
MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN
PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF
MELALUI APLIKASI SIMBG

SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS
PU DAN PTSP PEMDA KAB/KOTA
YANG BISA MELAYANI PENERBITAN
PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG
SECARA CEPAT DAN AKURAT

Pranata
Komputer

* Aplikasi SIMBG dapat
dioperasikan pada saat soft
launching  aplikasi SIMBG
kepada  pemenntah  daerah
terpilih

* Manual book dan simulasi
penggunaan aplikasi SIMBG
memuat informasi yang jelas,
lengkap, mutakhir dan mudah
dipahami

* Telaahan berdasarkan hasil
simulasi  fitur-fitur  aplikasi
SIMBG agar dapat dioperasikan
pada saat soft launching

* Pengguna mendapatkan akses
username dan password sesuai
prosedur, mudah, dan cepat

* Perbaikan aplikasi berdasarkan
hasil swwvey, masukan, dan
saran pengguna aplikasi serta
berdasarkan data permasalahan
teknis aplikasi.

* Jawaban atas pertanyaan terkait
teknis aplikasi dari pengelola
aplikasi di daecrah disampaikan
dengan respon cepat dan akurat

Pengelola
Data

* Data pengguna aplikasi SIMBG
terdokumentasi secara akurat,
reliable, dan dimutakhirkan
secara berkala

* Data menitoring penggunaan

* Data pengaduan masyarakat
terdokumentasi secara akurat,
mutakhir, dan dilaporkan dengan
cepat,

* Data peserta, narasumber,

notulensi, dokumentasi, dan
pertanggungjawaban administrasi
peningkatan kapasitas
terdokumentasi secara lengkap,
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PEGAWAI

INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA

KASUBDIT 11

APLIKASI SIMBG MENJALANKAN
BISNIS PROSES DAN SLA
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)
SESUAI NSPK YANG RELIABLE
DAN USER-FRIENDLY

RESPONS YANG CEPAT DAN
AKURAT ATAS PENGADUAN
MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN
PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF
MELALUI APLIKASI SIMBG

SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS
PU DAN PTSP PEMDA KAB/KOTA
YANG BISA MELAYANI PENERBITAN
PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG
SECARA CEPAT DAN AKURAT

aplikasi tersedia secara akurat,
reliable, mutakhir, dan
disafjikan secara informatif

*+ Data permasalahan  teknis
aplikasi tersedia secara akurat,
mutakhir, dan dilaporkan
secara berkala untuk
ditindaklanjuti perbaikannya
oleh tim IT.

* Data masukan, saran, dan
keluhan dari pengguna aplikasi
terdokumentasi secara akurat,
reliable, dan mutakhir

akurat, dan dapat
dipertanggungawabkan

* Data pre- dan posttest peserta
peningkatan kapasitas
terdokumentasi secara lengkap

Pengelola
Monev

* Telanhan pengembangan fitur
aplikasi SIMBG agar reliable
dan user-friendly

* Data pengguna aplikasi
dievaluasi dan dilaporkan
secara berkala

* Data penggunaan aplikasi
dievaluasi  dan dilaporkan

* Progress penyelesaian pengaduan
masyarakat dievaluasi dan
dilaporkan secara berkala

* Data hasil pre- dan posttest peserta
peningkatan kapasitas dievaluasi
untuk perbaikan modul maten dan
metode bimbingan teknis.

* Pelaksanaan peningkatan
kapasitas dievaluasi dan
dilaporkan sebagai bahan
peningkatan proses kerja
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INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA

KASUBDIT 11

APLIKASI SIMBG MENJALANKAN
BISNIS PROSES DAN SLA
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)
SESUAI NSPK YANG RELIABLE
DAN USER-FRIENDLY

RESPONS YANG CEPAT DAN
AKURAT ATAS PENGADUAN
MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN
PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF
MELALUI APLIKASI SIMBG

SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS
PU DAN PTSP PEMDA KAB/KOTA
YANG BISA MELAYANI PENERBITAN
PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG
SECARA CEPAT DAN AKURAT

sccara berkala

* Data  permasalahan  teknis
aplikasi dievaluasi dan
dilaporkan secara berkala.

* Data masukan, saran, dan
keluhan dari pengguna aplikasi
dievaluasi dan dilaporkan
sccara berkala

selanjutnya.
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3. STIGA: MENENTUKAN RENCANA KINERJA PADA FORMAT RENCANA SKP
Tabel 10
Contoh Menentukan Rencana Kinerja
Kepala Subdircktorat [l
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN Kepala Subdirektorat II JABATAN Direktur II

UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat II

RENCANA KINERJA
NO. ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA

(1) (2)

(3}

A. KINERJA UTAMA

1 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi
penggunanya.

Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (Service Level
Agreement) sesual NSPK yang reliable dan user-friendly

2 Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin |Respons yang cepat dan akumt atas pengaduan masyarakat terkait
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi |layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi SIMBG
penggunanya.

3 Meningkatnya kualitas bangunan gedung vang menjamin | Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang bisa
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi | melayani penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG
penggunanya.

B. KINERJA TAMBAHAN

'

_R:bai::svn:»n: pada tahun berjalan)
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Tabel 11
Contoh Menentukan Rencana Kinerja
Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

PEGAWAI YANG DINILAI

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan JABATAN Kepala Subdirektorat II
Perumahan Muda
UNIT KERJA Direktorat Il UNIT KERJA Direktorat [1
RENCANA KINERJA CAN
A ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA/ ORGANISASI S aamiabasal
(1 (2} (3)

A. KINERJA UTAMA

1 Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (service
level agreement) sesuai NSPK yvang reliable dan user-friendly

Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk armitektur aplikasi yang
lengkap dan sesuai NSPK

2 Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat
terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi
SIMBG

Pengguna dan pengelola layanan SIMBG dapat mengetahui
progress/tindak lanjut pengaduannya secara wup-to-date melalui
aplikasi SIMBG

3 Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat
terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi
SIMBG

Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat tersusun secara cepat
dan akurat (berdasarkan objek atau jenis masalah atau berdasarkan
wilayah)

4 Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui
SIMBG secara cepat dan akurat

Modul materi peningkatan kapasitas pengelola layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG tersusun secara lengkap, mudah
dipahami, dan dapat diakses dengan mudah
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NO.

RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA/ ORGANISASI

RENCANA KINERJA

(1)

(2)

(3}

A. KINERJA UTAMA

5 Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota | Peserta peningkatan kapasitas memahami dan dapat mempraktekan
yang bisa melayani penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui | materi vang disampaikan
SIMBG secara cepat dan akumat

7 Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota | Peserta mendapatkan pelayanan yang memadai selama proses

yang hisa melayani penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui
SIMBG secara cepat dan akurat

pelaksanaan peningkatan kapasitas

B. KINERJA TAMBAHAN

'

_ (dapat ditambahkan pada tahun berjalan)
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4. : MENENTUKAN ASPEK INDIKATOR DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA FORMAT RENCANA SKP
Tabel 12
Contoh Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu (IKI)
Kepala Subdirektorat [1
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Subdirektorat Il JABATAN Direktur [
UNIT KERJA Dircktorat Il UNIT KERJA Direktorat I
RENCANA KINERJA
NO. ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya kualitas | Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis| Kualitas Tingkat kesesuaian fitur aplikasi dengan NSPK
bangunan gedung yvang | proses dan SLA  (serice Jevel
menjamin keselamatan, | agreement) sesuai NSPK yang reliable | Kuantitas Persentase penyelesaian aplikasi SIMBG yang siap
kesehatan, kenyamanan, dan|dan userfrendly digunakan
kemudahan bagi penggunanya.
Waktu Ketepatan waktu penyelesaian  aplikasi  sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan
2 Meningkatnya kualitas | Respons yang cepat dan akurat atas|Kuantitas Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan
bangunan gedung yang | pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG atas layanan PBG/IMB dan SLF
menjamin keselamatan, | pengelola simbg terkait layanan
kesehatan, kenyamanan, dan|penerbitan PBG/IMB dan SLF
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RENCANA KINERJA

kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan bagi penggunanya.

SLF melalui SIMBG secara cepat dan
akurat

NO. ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(1) (2} (3) 4) (5]
A. KINERJA UTAMA
kemudahan bagi penggunanya. | melalui aplikasi SIMBG Waktu Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses
layanan pengaduan masyarakat dan pengelola
SIMBG
3 Meningkatnya kualitas | Semakin banyak pegawai dinas PU|Kualitas Persentase kesalahan dokumen PBG/IMB dan SLF
bangunan gedung yang | dan PTSP pemda kab/kota yang bisa yang diterbitkan melalui aplikasi SIMBG
menjamin keselamatan, | melayani penerbitan PBG/IMB dan Kuantitas Persentase. Pemerintah. Dacrah Kabupaten/ Kota

yang memiliki pegawai dalam jumlah yang ideal yang
bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG

B. KINERJA TAMBAHAN

1

(dapat ditambahkan pada tahun

berjalan)
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Tabel 13
Contoh Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu (IKI)
Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan JABATAN Kepala Subdirektorat Il
Perumahan Muda
UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat II
NO RENCANA KINERJA ATASAN RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
LANGSUNG/UNIT
KERJA/ORGANISASI
(1) (2) 13) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1 Aplikasi SIMBG menjalankan | Proses bisnis aplikasi SIMBG | Kuantitas |Jumlah model arsitektur aplikasi SIMBG
bisnis proses dan SLA (service | dalam bentuk  arsitektur
level agreemeny) sesuai NSPK | aplikasi yang lengkap dan |Kualitas Tingkat kesesuaian proses bisnis aplikasi SIMBG dengan
yvang reliable dan user-fnendly | sesuai NSPK NSPK
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen arsitektur
aplikasi untuk diserahkan ke tim IT
2 Respons yang cepat dan | Pengguna dan pengelola | Kuantitas |Persentase pengaduan yang progress tindak lanjutnya
akurat atas pengaduan |layanan aplikasi dapat terbaharui di aplikasi SIMBG
masyarakat dan pengelola | mengetahui progress/tindak
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NO RENCANA KINERJA ATASAN RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
LANGSUNG/UNIT
KERJA/ORGANISASI
(1) (2} (3] 4) (5)
A. KINERJA UTAMA
simbg terkait layanan |lanjut pengaduannya secara | Waktu Tingkat Kketepatan waktu wupdating progress/tindak lanjut
penerbitan PBG/IMB dan SLF |up-to-date  melalui  aplikasi pengaduan pada aplikasi SIMBG
melalui aplikasi SIMBG SIMBG
3 Respons yang cepat dan | Telanhan jawaban atas | Kualitas Presentase telanhan yang digunakan untuk menjawab
akurat atas pengaduan |pengaduan pengguna dan pengaduan masyarakat
masyarakat dan pengelola |pengelola  aplikasi  tersusun
simbg terkait layanan |secara cepat dan akurat | Kuantitas |Persentase penyelesaian telaahan jawaban atas pengaduan
penerbitan PBG/IMB dan SLF | (berdasarkan objck atau jenis
melalui aplikasi SIMBG masalah  atau  berdasarkan | wy kg Rata - rata waktu vang dibutuhkan untuk menyelesaikan
wilayah) telanhan jawaban atas pengaduan
4 Semakin banyak pegawai | Modul materi  peningkatan | Kualitas Tingkat akurmsi modul maten peningkatan kapasitas
dinas PU dan PTSP pemda | kapasitas pengelola layanan
kab/kota yang bisa melayani | penerbitan PBG/IMB dan SLF | Kuantitas | Persentase penyelesaian modul materi peningkatan kapasitas
penerbitan PBG/IMB dan SLF | melalut  SIMBG tersusun
melalui SIMBG secara cepat | secara lengkap dan sesuai|wagn Tingkat ketepatan waktu penyelesaian semua modul materi
dan akurat standar penyusunan modul peningkatan kapasitas
5 Semakin  banyak pegawal | Peserta peningkatan | Kuantitas |Persentase peserta  peningkatan kapasitas yang dapat

dinas PU dan PTSP pemda
kab/kota yang bisa melayani
penerbitan PBG/IMB dan SLF
melalui SIMBG secara cepat
dan akurat

kapasitas memahami dan
dapat mempraktekan materi
yang disam paikan

memahami dan mempraktekan materi yang disampaikan
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NO RENCANA KINERJA ATASAN RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
LANGSUNG/UNIT
KERJA/ORGANISASI
(1) (2} (3] (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
6 Semakin banyak pegawai | Peserta peningkatan kapasitas | Kualitas Persentase peserta yang puas atas pelayanan selama proses
dinas PU dan PI'SP pemda | mendapatkan pelayanan yang pelaksanaan peningkatan kapasitas
kab/kota yang bisa melayani | memadai selama proses [Kuantitas Persentase pemenuhan cheklist pelaksanaan peningkatan
penerbitan PBG/IMB dan SLF | pelaksanaan peningkatan kapasitas
melalui SIMBG secara cepat | kapasitas

dan akurat

B. KINERJA TAMBAHAN

1

(dapat  ditambahkan pada
tahun benalan)
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Perlode Penilaian:

... Jamari sd ... Desember

SLIMA: MENETAPKAN TARGET PADA FORMAT RENCANA SKP

Tabel 14

Format A.1.2
Rencana SKP Kepala Subdirektorat 11

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Subdirektorat Il JABATAN Direktur I
UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Dircktorat I1
NO | RENCANA KINERJA ATASAN RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
LANGSUNG
(1) 12) (3] (4] (5) (6]
A, KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya kualitas | Aplikasi SIMBG menjalankan | Kualitas Tingkat kesesunian fitur aplikasi dengan NSPK 80 - 90%
bangunan gedung yang | bisnis proses dan SLA (service
menjamin keselamatan, |level agreement) sesuai NSPK | Kuantitas Persentase penyelesaian aplikasi SIMBG yang siap | 80 - 90% sistem
kesehatan, kenyamanan, dan | yang reliable dan user-friendly digunakan aplikasi siap
kemudahan bagl digunakan
penggunanya. Walktu Ketepatan waktu penyelesainn aplikasi sesuai dengan 7-8 bulan
jadwal vang ditetapkan
2 | Meningkatnya kualitas |Respons yang cepat dan akurat| Kuantitas |Persentase penyelesalan pengaduan masyarakat dan 80 - 90% dari
bangunan gedung yvang |atas pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG atas layanan PBG/IMB dan SLF jumlah
menjamin keselamatan, |pengelola simbg terkait layanan pengaduan yang
kesehatan, kenyamanan, dan |penerbitan PBG/IMB dan SLF diajukan oleh
kemudahan bagl | melalul aplikasi SIMBG masyarakat dan
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|B. KINERJA TAMBAHAN

mengoperasilkan aplikasi SIMBG

NO | RENCANA KINERJA ATASAN RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
LANGSUNG
(1] 2] (3 4] 5] (]
A~ KINERJA UTAMA
penggunanysa. Pemda
Waktu Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses 2-3 hari setelah
layanan pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG | permobonan [
pengaduan
disampaikan
3 | Meningkatnya kualitas | Semakin banyak pegawal dinas| Kualitas Persentase kesalahan dokumen PBG/IMB dan SLF 90 - 95%
bangunan gedung yang | PU dan PTSP pemda kab/kota yang diterbitkan melalui aplikasi SIMBG dokumen
menjamin keselamatan, | yang bisa melayanl penerbitan diproses tanpa
keschatan, kenyamanan, dan | PBG/IMB dan SLF melalui kesalahan
kemudaban bagl | SIMBG secara cepat dan akurat | Kuantitas | Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang| 80-90% Pemda
PENgRUNANYaA, memillki pegawal dalam jumlah yang ldeal yang bisa

1

fdapat  ditambahkan  pada
tahun berjalan)

Keterangan:
*Target yang disajikan dalam contoh ini adalah llustrasi. Untuk target yang rid disesuaikan dengan kondist sebenarnya atau ekspektasi kedepan yang realistis,
**Format Rencana SKP diandatangant dan ditetapkan sebagai Sasaran Kinerja Pegawai (SKF) setelah direviu oleh Pejabat Rengelola Kinerya.

Pegawai yang dinilai**,

(Nama)

(NIP)

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)**
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)
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Periode Penilaian:

... Januari sd ... Desember

Tabel 15
Format A.1.3
Rencana SKP Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN mw”ﬂ.%%ﬂmﬁes_ Wiy o DEgue <Gy Kepala Subdirektarat 11
UNIT KERJA Direktorat [1 UNIT KERJA Direktorat I1
RENCANA KINERJA ATASAN
NO LANGSUNG/ UNIT KERJA/ RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
ORGANISASI
11 12) (3] (5] (6] (7]
A, KINERJA UTAMA
1 Aplikasi  SIMBG menjalankan |Proses bisnis aplikasi SIMBG | Kuantitas Jumlah model arsitektur aplikasi SIMBG 1 model
bisnis proses dan SLA (service |dalam bentuk arsitektur aplikasi
level agreement) sesual NSPK |yang lengkap dan sesuai NSPK | Kualitas Tingkat kesesuainn proses bisnis aplikasi| 80 - 90°% sesuai
yang reliable dan user-friendly SIMBG dengan NSPK
Waltuy Tingkat  ketepatan  waktu  penyelesaian | 4-5 bulan setelah
dokumen arsitektur aplikasi untuk diserahkan NSPK terbit
ke tim IT
2 Respons yang cepat dan akurat | Pengguna dan pengelola | Kuantitas Persentase pengaduan yang progress tindak 90 - 95%
atas pengaduan masyarakat dan | layanan aplikasi dapat lanjutnya terbaharul di aplikasi SIMBG pengaduan yang
pengelola simbg  terkait layanan | mengetahui progress /tind ak diproses
penerbitan PBG/IMB dan  SLF |lanjut pengaduannya secara up-| Waktu Tingkat ketepatan walktu updating| 1 -2 hari setelah
melalul m—v__—Cuw_ SIMBG to-date melalui m_u:—ﬂuwm SIMBG ?EW—.QW&\:S&:_A _=3._:_ «vnzwn.ﬁ__._:: mﬁ:—: T—.:N_‘Qw.m\::ﬂ_b—a
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PU dan PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani penerbitan
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG
secara cepat dan akurat

memahami dan dapat
mempraktekan materd  yang
disampaikan

yang dapat memahami dan mempraktekan
materi yang disampaikan

RENCANA KINERJA ATASAN
NO LANGSUNG/ UNIT KERJA/ RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
ORGANISASI
(1) (2} (3 15) (6] (7]
A, KINERJA UTAMA
aplikasi SIMBG lanjut
dilak sanakan
3 Respons yang cepat dan akurat | Telaahan jawaban atas | Kualitas Presentase telaahan yang digunakan untuk 80 - 90%
atas pengaduan masyarakat dan | pengaduan pengguna dan menjawab pengaduan masyarakat telaahan
pengelola simbg terkait layanan |pengelola  aplikasi  tersusun
penerbitan PBG/IMB dan SLF |secara cepat dan  akurat | Kuantitas Persentase penyelesaian telaahan jawaban | 80 - 90% telaahan
melalui aplikasi SIMBG [berdasarkan objek atau jenis atas pengaduan jawaban selesai
masalah  atau  berdasarkan
wilayah) Waltu Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk 1- 2 minggu
menyelesaikan  telaahan  jawaban  alas setelah
pengaduan pengaduan
masuk
“+ Semakin banyak pegawal dinas | Modul materi  peningkatan | Kualitas Tingkat akurasi modul materi peningkatan | 90-95% isi modul
PU dan PTSP pemda kab/kota | kapasitas pengelola layanan kapasitas disusun sesuai
yang bisa melayani penerbitan | penerbitan PBG/IMB dan SLF dengan standar
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG | melalui SIMBG tersusun dan NSPK
secara cepat dan akurat secarn  lengkap dan  sesuai | Kuantitas Persentase  penyelesaian  modul  materi 3 -4 modul
standar penyusunan modul peningkatan kapasitas selesal
Waktu Tingkat ketepatan waktu penyelesaian semua 1 -2 bulan
modul materi peningkatan kapasitas setelah aplikasi
selesai dibuat
5 Semakin banyak pegawal dinas | Peserta peningkatan kapasitas | Kuantitas Persentase peserta  peningkatan  kapasitas | 70 - 80 peserta

www.peraturan.go.id



2021, No. 207

-191-

3. KINERJA TAMBAHAN

fdapat  ditambahkan  pada
tahun berjalan)

RENCANA KINERJA ATASAN
NO LANGSUNG/ UNIT KERJA/ RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
ORGANISASI
(1) (2] (3] (5) (6) (7]
A, KINERJA UTAMA

6 Semakin banyak pegawal dinas | Peserta peningkatan kapasitas | Kualitas Persentase peserta yang puas atas pelayanan | 70 - 80% peserta
PU dan PTSP pemda kab/kota | mendapatkan pelayanan yang selama proses  pelaksanaan  peningkatan puns
yang bisa melayani penerbitan | memadal selama proses kapasitas
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG | pelaksanaan peningkatan Kuantitas Persentase pemenuhan cheklist pelaksanaan 805 - 90%
secara cepat dan akurat kapasitas peningkatan kapasitas checklist

terpenuhi

Pegawai yang dinilai**,

(Nama)
(NIP)

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)**
Pejabat Penilai Kinerja,

[(Nama}
(NIP)
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6. M: MENGEMBANGKAN KATEGORI PENILAIAN KINERJA PADA FORMAT RENCANA SKP
Tabel 16
Contoh Mengembangkan Kategor Penilajian Kinerja
Kepala Subdirektorat [1
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NP
PANGKAT/GOL PANGRAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Subdirektomt 11 JABATAN Direktur 1l
UNIT KERJA Direktomt 11 UNIT KERJA Direktarat I
KATEGOR! /STANDAR PENILAIAN (DIBACA DAR]
RENCANA KINERJA ATAS KEBAWAH)
NO A RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
ATASAN LANGSUNG KURANG / JAUH CUKUP/SEDIKIT
DIBAWAH TARGET DIBAWAH TARGET
(1) = ) H) |5) (6) {7) |4)
A, KINERJA UTAMA
1 Mentngkatnva  Kualitas | Aplikes | SIMBG | Kuslitos Titgkat kKesesunban fitur  aplikas RO - 90N, GO, TO-T9%,
bangunan gedung vang | menjalankan bisnis proses dengan NSPK
menjamin keselamatan, Jdan SIA  {service el
keschatan, agreemenf)  sesuai NSPK | Kuantitas Persentase penyelsaan  aplikam | 80 - 90% sistem aplikasi | 60694 sistem aplikasi T0-79% sistem aplikasi
kenyamanan, dan |yang ndiolle dan  user SIMBG yang siap digunakan siap digunakan siap digunakan siap digunakan
kemudaban bagi | frendiy
PENEEINANYS Waktu Ketepatan  waktu  penyelesaion 7-8 bulan 11-12 bulan 9-10 bulan
aplikasi sesual dengan jadwal vang
ditetapkan
2 Meningkatnya kualitas Respons yang cepat  dan] Kuantitas Persentase penyelesaan 80 - 9% dari jumiah 60-69% dari jumlah 7079 dar jumlah
bangunan gedung yvang pkurat atas pengaduan pengaduan masyamkat dan pengaduan yang pengaduan yang diajukan | pengaduan yang diajukan
menjamin Keselamatan, pnasvamksl  dan  pengelaols pengekla SIMBG atas layanan dinjukan aleh aleh masyarakat dan aleh mmsvarakat dun
kesehatan, i by terkait layanan PBG/IMEB dan SLIF masyarakat dan Pemda Pemda Pemda
kenyamanan, dan penerbitan PEG/IMB dan SLF
kemudahan bagi melahui aplikasi SIMBG
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KATEGORI /STANDAR PENILAIAN {DIBACA DARI

RENCANA KINERJA " " ATAS KEBAWAH)
NO ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET KURANG ] JAUH CUKUP SEDIKIT
DIBAWAH TARGET DIBAWAH TARGET
i1} 121 3 ) {5 {6) {7) {8)
A, KINERJA UTAMA
Pen gRu A nya Waktu Rata.rata waktu yang dibutuhkan 2.3 hari setelah 6 Thari setelah 4.5 hari setelah
un tuk Mmemproses Jayunan permohonan / pergaduan disampaikan pengaduan dissam paikan
pengaduan masyarakat dan | pengaduan disam palkan
pergelala SIMBG
3 Meningkatnva  kualitas | Semakin  banvak pegawal | Kualitus Persentase  kesalahan  dakumen 90 - 95% dokumen T8-83% dokumen diproses | 84-89% dokumen diproses
bangunan gedung yang | dinas PU dan PTSP penxa PBG/IMB dan SLF yang diterbitkan diproses tanpa tanpa kesalahan tan pa kesalabhan
menjarmuin keselamatan, | kab/kata yang bisa melatul aplikani SIMBG kesalaban
Kesehatan, melayani pe et bitan
kenyamanan, dan | PBG/IMB dan SLF melahd
kemudahan bagi | SIMBG secara cepat dan Kuantitas Persentase  Pemenntah  Daerah RO Pemda 60.69% Pemda TO-T9% Pemxda
perggunanya akurat Kabupaten/ Kota yang memiliki
pegawal dalam jumlah yung (deal
yang bisa mengoperasikan aplikasi
SIMBG
B. KINERJA TAMBAHAN
- fdapat daembahknn poda
tahun begalan/
Keterrngon,

Direktorat I me nggunakan 5 kategort penilaion untuk menlel setiop e ncana Kmera pegaua df wnit kerfanyae. Yaitu “Sangor Kurang, Kurang, Cukup, Bak, dan Songat Baik*

Kinerje Sangat baik' qpabia mefe biki tarnget
Kinega dienggap ‘Songat kurang/ od ak dapat ditenma/gogal ' apabio od ek meme nuly mumal kaegon pemlaan standar Kinena “Kurmng” yang telah disusun
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Tabel 17

Contoh Mengembangkan Kategon Penilaian Kinerja
Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

PHEGAWAL YANG DINILA PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumaban Muda JABATAN Ke pala Subdirekiorat 1
UNIT KERJA Direktarat 11 UNIT KERJA Direktarat 11
KATEGOR] PENIL N/STANDAR {DIBACA DARI
RENCANA KINERJA ATASAN i i )%)—W x\_.. F_”‘.Z.: 5
NO | LANGSUNG/ UNIT KERJA/ RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET _
ORGANISASI KURANG/JAUH CUKUP/SEDIKIT
DIBAWAH TARGET DIBAWAH TARGET
11} 12) ) ) {3 (6) {7) (8)
A KINERJA UTAMA
1 Aplikasi SIMBG | Proses bisnis aplikasi SIMBG Jumlah model arsitektur aphkas | | model

menjalankan bisnis proses
dan SLA (service level
agreattent)  sesusl NSPK
vang eliable dan  user-
friendly

dalam bentuk  arsite ktur
aplikasi vang lngkap dan
sesund NSPK

Respans yang cepatl dan
akurat otas  pergaduan
masyarakat dan pengelala
simbg terkait layanan
penerbitan PBG/IMB  dan
SLF melalul aplikas: SIMBG

P ngg una dan penge kila
layaran aplikasi dapat
mengetahul  progress/ tindak
lanjut pengaduannya secara
up-odate melalul  aplikasi
SIMBG

Kualitas

Wak

Kuantitas

Waktu

SIMBG

Tingkat kesesuman proses bisms
aplikasi SIMBG dengan NSPK

Tingkat ketepatan waktu
penvelesaian doloumen arsitektur
aplikasi untuk disemhkan ke tim
IT

Persentase pengaduan Yang
progress tindak lanjutnya
terbaharu di aplikas SIMBG

Tingkat ketepatan waktu
updafing progress/tndak lanjut
petgadunn pada aplikasi SIMBG

K0 - 90N sesum

4-5 bulan setelah NSPK
terbit

90 - 95% pengadian
vang diproses

| =2 hari setelah
progress/ tindak lanjut
clil sk ran ke

60-69% arsitektur
tersele salkan

8-9 bulan setelah NSPK
terbit

50 —- 79% pengaduan

5 « 6 han setelah
progress ftindak lanju
i la Ksunmkan

TO-T9% arsitektur
terselesaikan

6-7 bulan sotelah NSPK
terbit

75~ 89% pengaduan
yanyg diproses

3 ~ 4 hari setelah
progress/ tindak lanjut
clil ks ran ks
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RENCANA KINERJA ATASAN

KATEGOR] PENILAIAN/STANDAR [DIBACA DAR!

dinas PU dan PISP pemda
kab fkota yvang bisa
melayani penerbitan
PBG/IMB dan SIF melahii
SIMBG  secara ocepal dan
akurat

kapasitas memahbami  dan
dapat mempraktekan materi
yang disam palkan

kapasitas yang dapat memahami
dan mempraktekan materi yang
dis am paikan

NO | LANOGSUNG/ UNIT KERJA/ RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDL TARGET oz,
ORGANISASI KURANG/JAUH CUKUP/SEDIKIT
DIBAWAH TARGET DIBAWAH TARGET
{1) {2) ) 1) k] (6) 0] {8)
A KINERJA UTAMA
3 Respons yang cepat dan | Telanban Jawaban atas | Kualitas Presen tase teluaban yang 80 ~ 90% telaahan 60 - 69% telaaban 70 - 79% telanhan
akurat atas pengaduan | pengaduan  pengguna  dan digunskan untuk  menjawab
masyarakal dan pengelols | pengelols  aplikasi  tersusun pengaduan masyarakal
simbg terkadt layvanan | secara  cepat  dan  akurat
penerbitan  PBG/IMB  dan | (berdasarkan objek atns jenis | Kuantitas Persentase penyelsaan telaahan 40 - 904 telaahan 60 - 6% telaanhan 70 « T9% telamhan
SLF melahy aplikasi SIMBG | masalah  atau  berdasarkan Jawaban atas pengaduan Jawaban selesal Jawaban selesai Jawaban selesal
wilayah)

Waktu Rata -~ mia waktu yang 1+ 2 minggu setelah 5 - 6 minggu setelah 3 - A minggu setelah
dibutuhkan untuk pengaduan masak pengadunn masuk pergacduat manak
menye kesalkan telaahan jJawaban
atas pengaduan

4 Semakin banyak pegawai Modul materi peningkatan | Kualitas Tingkat akumsi modul malen 90.95% isi madul 75.79% isimodul 8089 i modul disusun
dinas PU dan PTSP pemda kapasitas pengells layanan peningkatan kapasitas disusun e s dengan disusun sesuai dengan sesual dengan standar
kab/kota vang bisa penerbitan PBG/IMB  dan standar dan NSPK standar dan NSPK dan NSPK
melayani penerbitan | SLF melalul SIMBG | Kuantitas Persentase penyelesaian modul 3 - 4 modul sele sai | modul selesai 2 modul selesai
PRG/IMB dan SIF melah tersusun  secara  lengkap mater] poningkatan kapasitas
SIMBG secara cepat dan | dan ses uai standar
akurat peryvusunan modul Waktu Tingkat ketepatan waktu I -2 bulan setelah 5 -6 bulan setelah 3 -4 bulan setelah

peny ek saian S modul aplilcas] sedesal ditumt apliknsl s lesai dibuat uplikas] selesal dithant
materi peningkatan Kapasitas

s Semakin  banyvak  pegawai Peserta peningkatan | Kuantitss Persentase peserts  pendngkatan T0 - BOY pesenta O0- 63% prsens O5-09% peserta
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TEGO NILAIAN /STAN I AR
RENCANA KINERJA ATASAN i b “..._\.r\'m .nmgiwpw fraipay
NO | LANOGSUNG/ UNIT KERJA/ RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDL TARGET
ORGANISASI KURANG/JAUH CUKUP/SEDIKIT
DIBAWAH TARGET DIBAWAH TARGET
{1) _ {2) ) 1) ) (0) (1) {8)
A KINERJA UTAMA
o Semakin  banyvak  pegawal | Peserta peningkatan | Kualitas Persentase peserta yang puas | 70 - 80% peserna puas 60- 64% peserta puas 6559 peserta puas
dipas PU dan PTSP pemda | kapasitas merslapatkan atas  pelayanan  selama  proses
kab/kota yvang bisa | pelayanan yarng memadai pelaksanaan peningkatan
me layani penerbitan | selama proses pelaksanaan Ka pasitas
PBG/IMB dan SLF melalul | peningkatan kapasitas
SIMBG  secam  copat dan
akumt
" Kuantitas Persentase pemenuban cheklist 807% « 90N checklist 6069 checklist TO-89% checklist
pelaksanaan penin ghkatan terpenuhi terpe nuhi terpenuhi
kapasitas
B. KINERJA TAMBAHAN
| {dopat  ditambahkan pada
faftun benaian)
Keterangan

Direkwrat Il menggunavan 5 kategori pernfaien wntui meni ol setap rencano Kinera pegawa di wait keganpae. Yairu “Sangat Kurang, Kurang, Cukup, Bak, dan Sengat Saik*

Kinerga ‘Sangat baik' qpabilo mele bihi target

Kinene disnggap Sangat kurang/ td ak depat diten ma/gogal ' apabie od ok memerh mnimal kategon penilman/ standar Kinege “Kurang” yang tefeb o susun
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Periode Penilaian;

: MENENTUKAN CARA MEMANTAU KINERJA PADA FORMAT RENCANA SKP

... Janmuari sd ... Desember

Tabel 18
Format A.2,2
Rencana SKP Kepala Subdirektorat 11

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Subdirektorat 1l JABATAN Direktur Il
UNIT KERJA Direktorat [1 UNIT KERJA Direktorat I
) KATEGORI /STANDAR PENILAIAN [DIBACA SUMBER DATA
o EzMM_zM”wnm an|  RENCANA | o INDIKATOR TARGET DARUATAS KEBAWAH)' UNTUK
LANGSUNG KINERJA KINERJA INDIVIDU KURANG/ JAUH CUKUP/SEDIKIT |PENGUKURAN DAN
DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET PEMANTAUAN*
(1] 12} 13 14) 5] 6] (7) |8) (9]
A. KINERJA UTAMA
1 |Meningkatnya Aplikasi SIMBG | Kualitas | Tingkat  kesesuaian 80 - 90% 60-69% 70-79% Penilaian atasan
kualitas menjalankan fitur aplikasi dengan
bangunan bisnis proses NSPK
gedung yang |dan SLA |service
menjamin fewe!l  agreement) | Kuantitas | Persentase 80 - 90% 60-69% sistem 70-79% sistem Penilaian atasan
keselamatan, sesual NSPK penyelesaian aplikasi sistem aplikasi siap aplikasi siap
kesehatan, yang reliable dan SIMBG yang siap | aplikasi siap digunakan digunakan
kenyamanan, user-friendly digunakan digunakan
dan kemudahan
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KATEGORI /STANDAR PENILAIAN (DIBACA

RENCANA DARI ATAS KEBAWAH)* oot b
NO |KiNERJA ATASAN| RENCANA | \oppy ASERATOS HAwans MRETUN
LANGSUNG KINERJA KINERJA INDIVIDU KURANG/ JAUH CUKUP/SEDIKIT |PENGUKURAN DAN
DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET PEMANTAUAN*
(1) 2] (3] (4] 5] (6] (7 (8] (9
A. KINERJA UTAMA
bagi Waktu Ketepatan waktu] 7-8 bulan 11-12 bulan 9-10 bulan Data launching
penggunanys. penyelesaian aplikasi aplikasi
sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan
2 |Meningkatnya Respons  yang| Kuantitas | Persentase 80 - 90% dari | 60-69% dari jumlah | 70-79% dari jumlah  [Data aktf
kualitas cepat dan akurat penyelesaian jumlah pengaduan yang pengaduan yang pengaduan yang
bangunan atas pengaduan pengaduan pengaduan diajukan oleh diajukan oleh terd okumentasi
gedung yang | masyarakat dan masyarakat dan vang digjukan | masyarakat dan masyarakat dan [dalam aplikasi
menjamin pengelola simbg pengelola SIMBG oleh Pemda Pemda SIMBG
keselamatan, terkait  layanan atas layanan masyarakat
kese hatan, penerbitan PBG/IMB dan SLF dan Pemda
kenyamanan, PBG/IMB  dan
dan kemudaban | SLF melalul | Waktu Rata-rata waktu 2-3 hari 6-7hari setelah 4-5 hari setelah Data aktif
bagi aplikasi SIMBG vang dibutubkan setelah pengaduan pengaduan penyelesaian
penggunanya. untuk memproses permobonan | disampaikan disampaikan pengaduan yang
layanan pengaduan |/ pengaduan terd okumentasl
masyarakat dan disam paikan [dalam aplikasi
pengelola SIMBG SIMBG
3 |Meningkatnya Semakin Kualitas | Persentase 90 - 95% 78-83% dokumen 84-89% dokumen Penilajan atasan atas
kualitas banyak pegawai kesalaban  dokumen | dokumen diproses tanpa diproses tanpa kesalnhan
bangunan dinas PU dan PBG/IMB dan SLF |diproses kesalahan kesalshan pemrosecsan
gedung yang | PTSP pemda yang diterbitkan | tanpa Jdokumen
menjamin kab/kota yang melalui aplikasi | kesalahan
keselamatan, bisa  melayani SIMBG
kesehatan, penerbitan
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KATEGORI /STANDAR PENILAIAN (DIBACA SUMBER DATA
- EzMMzM»whm an]  RENCANA o INDIKATOR TARGET DARFATAS KEBAWAH)" UNTUK
LANGSUNG KINERJA KINERJA INDIVIDU KURANG/ JAUH CUKUP/SEDIKIT |PENGUKURAN DAN
DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET PEMANTAUAN*
(1) 2] (3 (4] (5] (6] (7] (8) (9
A. KINERJA UTAMA
kenyamanan, PBG/IMB  dan | Kuantitas | Persentase 80-90% 60-69% Pemda 70-79% Pemda Data aktif pegawai
dan kemudahan | SLF melalui Pemerintah  Daerah | Pemda Pemda yang
bagi SIMBG secara Kabupaten / Kota mengelola aplikasi
penggunanya, cepat dan yang memiliki SIMBG
akurat pegawal dalam
jumlah yang ideal
yang bisa
mengoperasikan
aplikasi SIMBG
B. KINERJA TAMBAHAN
(dapat
1 ditambahkan
pada tahun
berjalan)
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)**
Pegawai yang dinilai**, Pejabat Penilai Kinerja,
(Narma) (Nama)
(NIP) (NIP)

Keterangan.
* kolom kategori penilaan dan sumber data untuk pemantauan dan pengukumn harya dgunckan untuk SKP pejabat adminstmst dan pejabat fungsiwonal model pengembangan
**Format Rencana SKP ditenda angani dan ditetapkan sebagat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setelah direviu oleh Pengelola Kinerga
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Periode Penilaian:

Rencana SKP Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

... Januari sd .., Desember

Tabel 19

Format

A23

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGEAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan  Fungsional Teknis Tata Bangunan dan JABATAN Kepala Subdirektarat 11
Perumahan Muda
UNIT KERJA Direktorat 1 UNIT KERJA Direktorat Il
RENCANA KATEGORI PENILAIAN /STANDAR SUMBER DATA
KINERJA ATASAN DIBACA DARI ATAS KEBAWAH UNTUK
No |tanGsunG; unir|  RENCANA aspex | NPIKATORKINERIA | 4\ pepy _ _ PENGUKURAN
KERJA/ KINERJA INDIVIDU KURANG /JAUH CUKUP/SEDIKIT DAN
ORGANISASI DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET PEMANTAUAN
(1] (2) (3] (4) (5] (6] (7) (8] 9]
A, KINERJA UTAMA
1 Aplikasi SIMBG | Proses bisnis | Kuantitas | Persentase kesesuaian 80 - 90% 60 - 69% sesuai 70 - 79% sesuai FPenilaian atasan
menjalankan aplikasi  SIMBG mod el arsitektur sesual langsung
bisnis proses |dalam bentuk aplikasi SIMBG vang
dan SLA (service |arsitektur aplikasi lengkap sesuai dengan
level agreement) |yang lengkap dan NSPK
sesuai NSPK | sesuai NSPK
yang reliable dan Waktu Tingkat ketepatan 4-5 bulan 8-9 bulan setelabh | 6-7 bulan setelah | Penilaian atasan
user-friendly waktu  penyelesaian | setelah NSPK NSPK terbit NSPK terbit langsung
dokumen  arsitektur terbit
aplikasi untuk
diserahkan ke tim IT
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RENCANA KATEGORI PENILAIAN /STANDAR SUMBER DATA
KINERJA ATASAN - |DIBACA DARI ATAS KEBAWAH) UNTUK
NO | LANGSUNG / UNIT MM“MM."«M ASPEK g—rb‘.q%_q —Wﬁ«m€> TARGET PENGUKURAN
KERJA/ KURANG /JAUH CUKUP/SEDIKIT DAN
ORGANISASI DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET PEMANTAUAN
(1) 12) 13) (4] (5) 16} (7] 18] 9)
A. KINERJA UTAMA
2 | Respons yang | Pengguna dan | Kuantitas | Persentase pengaduan 90 - 95% 50 - 74% 75 - 89% Data dalam arsip
cepat dan akurat | pengelola layanan yang progress tindak] pengaduan pengaduan yang pengaduan yang aktif di Aplikasi
atas pengaduan | aplikasi dapat lanjutnya  terbaharul| yangdiproses diproses diproses SIMBG
masyarakat dan | mengetahui di aplikasi SIMBG
pengelola simbg | progress/tindak
terkait  layanan | lanjut
penerbitan pengaduannya Waktu Tingkat ketepatan 1 -2 hari 5 -6 harl setelah 3 =4 harl setelah | Data dalam arsip
PBG/IMB  dan [secara wup-to-date waktu updating setelah progress/tindak progress /tindak aktif di Aplikasi
SLF melalui | melalul  aplikasi progress /tindak lanjut | progress/tinda lanjut lanjut SIMBG
aplikasi SIMBG | SIMBG pengaduan pada k lanjut dilaksanakan dilaksanakan
aplikas| SIMBG dilaksanakan
3 | Respons  yang | Telnaban jawaban | Kualitas | Presentase  telaahan 80 - 9086 60 - 69% telanhan | 70 - 79% telanhan | Data dalam arsip
cepat dan akurat |atas pengaduan yang digunakan untuk telaahan aktif di Aplikasi
atas pengaduan | pengguna dan menjawab pengaduan SIMBG
masyarakat dan | pengelola aplikasi masyarakat
pengelola simbg | tersusun  secara
terkait layanan |cepat dan akurat | Kuantitas | Persentase 80 - 9006 60 - 69% telaahan | 70 - 79% telanhan | Data dalam arsip
penerbitan [berdasarkan penyelesaian telaahan telanhan jawaban selesai jawaban selesai aktif di Aplikasi
PBG/IMB  dan |objek atau jenis jawaban atas | jawaban selesal SIMBG
SLF melalui | masalah atau pengaduan
aplikasi SIMBG | berdasarkan
wilayah)

Waktu Rata - rata waktu] 1-2 minggu 5 - 6 minggu 3 - 4 minggu Data dalam arsip
yang dibutuhkan setelah setelah pengaduan | setelah pengaduan | aktif di Aplikasi
untuk menyelesaikan | pengaduan masuk masuk SIMBG
telaghan jawaban atas masuk

www.peraturan.go.id



-202-

2021, No. 207

RENCANA KATEGORI PENILAIAN /STANDAR SUMBER DATA
KINERJA ATASAN v |DIBACA DARI ATAS KEBAWAH) UNTUK
NO | LANGSUNG / UNIT N.MMMM.H& ” ASPEK g-rﬂ“%h—”ﬁ«ma;r TARGET PENGUKURAN
KERJA/ KURANG /JAUH CUKUP/SEDIKIT DAN
ORGANISASI DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET PEMANTAUAN
(1) 12) 13) (4] (5) 16) (7] 19) 9)
A. KINERJA UTAMA
pengaduan
- Semakin banyak | Modul materi | Kualitas | Tingkat akurasi modul 90-95% isi 75-7%% isi modul | B80-B9% isi modul Penilaian atasan
pegawal  dinas | peningkatan materi peningkatan | modul disusun disusun sesual disusun sesuai langsung
PU dan PTSP | kapasitas kapasitas sesuai dengan dengan standar dengan standar
pemda kab/kota | pengelola standar dan dan NSPK dan NSPK
yang bisa | layanan NSPK
melayani penerbitan Kuantitas | Persentase 3 -4 modul 1 modul selesal 2 modul selesai Penilaian atasan
penerbitan PBG/IMB dan penyelesaian maodul selesal langsung
PBG/IMB  dan | SLF melalui materi  peningkatan
SLF melalui | SIMBG tersusun kapasitas
SIMBG  secara | secarn  lengkap | waktu Tingkat ketepatan 1-2bulan | 5-6 bulansetelah | 3 - 4 bulan setelah | Penilaian atasan
cepat dan akurat | dan sesuai waktu  penyelesaian | setelah aplikasi aplikasi selesal aplikasi selesai langsung
standar semua modul materi| selesai dibuat dibuat dibuat
penyusunan peningkatan kapasitas
modul
5 | Semakin banyak | Peserta Kuantitas | Persentase peserta 70 - 80% 60- 64% peserta 65-69% peserta Survey persepsi
pegawal  dinas | peningkatan peningkatan kapasitas peserta peserta
PU dan PTSP | kapasitas yang dapat memahami peningkatan
pemda kab/kota | memahami  dan dan mem praktekan kapagitas
yang bisa | dapat materi yang
melayani mempraktekan disampaikan
penerbitan materi yang
PBG/IMB  dan | disampaikan
SLF melalui

SIMBG secara

cepat dan akurat
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RENCANA KATEGORI PENILAIAN /STANDAR SUMBER DATA
KINERJA ATASAN - |DIBACA DARI ATAS KEBAWAH) UNTUK
NO | LANGSUNG / UNIT M-HMMM.% ” ASPEK ﬁzd_rpq%_q—w—h«me.» TARGET PENGUKURAN
KERJA/ KURANG /JAUH CUKUP/SEDIKIT DAN
ORGANISASI DIBAWAH TARGET | DIBAWAH TARGET PEMANTAUAN
(1] 12) 13) (4] (5) 16} (7] 19) 9)
A. KINERJA UTAMA
6 | Semakin banyak | Peserta Kualitas | Persentase peserta 70 - 80%% 60- 64% peserta 65-69% peserta Survey persepsi
pegawai  dinas | peningkatan yang puas atas| peserta puas puas puas peserta
PU dan PTSP | kapasitas pelayanan selama peningkatan
pemda kab/kota | mendapatkan proses  pelaksanaan kapasitas
yang bisa | pelayanan yang peningkatan kapasitas
melayand memadal selama | Kuantitas | Persentase B80% - 90%% 60-69% checklist 70-89% checklist Penilaian Atasan
penerbitan proses pemenuhan  cheklist checklist terpenuhi terpenuhi Langsung
PBG/IMB  dan | pelaksanaan pelaksanaan terpenuhi
SLF melalui | peningkatan peningkatan kapasitas
SIMBG  secara | kapasitas
cepat dan akurat
B, KINERJA TAMBAHAN
dapat
\ . ditarmbahk an
pada tahun
berjalan)
{tempat), (tanggal, bulan, tahunj**
Pegawai yang dinilai**, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) (Nama)
(NIP) (NIPy
Keterangary

* kolom kategori penilaian dan sumber data untuk pemantavan dan pengukuran hanya digunakan untuk SKP pejabat administrasi dan pexabat fungsional mod el pengembangan

“*Format Rencana SKP dtandatangani dan ditetapkan sebagat Sasaran Kinenja Pegawat (SKP) setelah direvee oleh Ferngelola Kinerpa,

www.peraturan.go.id
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Tabel 20
Format A4

Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

Periode Penllalan: ... Januari sd ... Desember

CDELAPAN: MENYUSUN FORMAT KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT UNTUK LAMPIRAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN %_H”th_%%ﬂoaa feindy Tt Bangunan den [HESESENS Kepala Subdirektarat 11
UNIT KERJA Direktorat [1 UNIT KERJA Direktorat [1
NO, RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN OuUTPUT ANGKA KREDIT
] 2) ©) @ (5]
KINERJA UTAMA
1 Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk | Merumuskan sistem di bidang tata bangunan dan .ﬂ.:._v rumusan 2,5
arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai | perumahan yang mengandung nilai  nilai
NSPK pembabaruan
2 | Pengguna dan pengelola layanan aplikasi | Mopitoring dan Evaluasi Tiap Konsep /Laporan 0,54
dapat mengetahui  progress /tindak lanjut
pengaduannys  secara uptodate melalul | pMelakukan Evaluasi Tiap Laparan 0,22
aplikasi SIMBG
3 Telanhan jawaban atas pengaduan pengguna | Menyusun  konsep  potensi  dan masalah | Laporan 0,72
dan pengelola aplikasi tersusun secara cepat | pemantauan bangunan
dan akurat (berdasarkan objek atau jenis | Melaksanakan advisory pembangunan lingkungan | Laporan 0,54

masalah atau berdasarkan wilayah)

dan kawasan

www.peraturan.go.id
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NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN OUTPUT ANGKA KREDIT
(1) 2] (3] [#] (5]
4 Modul materi peningkatan  kapasitas | Menyusun materi penyuluhan Paket 0,27

pengelola layanan penerbitan PBG/IMB dan
t 362
SLF melalul SIMBG tersusun secara lengkap Menyusun substansi mater| pelatiban Laporan 1,
dan sesuai standar penyusunan modul Menyusun bahan metoda Laporan 0,54
5 | Peserta peningkatan kapasitas memahami | Monitoring dan Evaluasi Tiap Konsep /Lapoaran 0,54
dan dapat mempraktekan materl  yang elnkalan Evalansl ﬂbv Taporan o33
disampaikan g !
6 Peserta peningkatan kapasitas mendapatkan | Monitoring dan Evaluasi Tiap Konsep /Laparan 0,54
pelayanan yang memadal selama proses — o
pelaksanaan peningkatan kapasitas Melakukan Evaluasi Tiap Laporan 22

-205-

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)*
Pegawal yang Dinilal,

[Nama)
[NIP)

Ketemngan:
* Format Keterkaitan SKP dengan Angha Knedt Jabatan Fungsional ditetapkan sebagai Lampiran SKP Pejabat Fungsional setelah mendapatkan reviu oleh Tim Rendai Angka
Kredit

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 3 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH PERENCANAAN KINERJA PADA INSTANSI DAERAH

Contoh berikut adalah adalah ilustrasi perencansan Kinerja pada Instansi Daerah namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi
Instansi Pemerintah sepanjang tetap memperhatikan ketentuan dalam pedoman ini.

Contoh perencanaan Kinerja pada Instansi Dacrah menggunakan contoh penyelasaran Kinerja dari Dinas Kesehatan ke Kepala Puskesmas
dan turun ke Upaya Keschatan Perscorangan Kefarmasian dan Laboratorium selaku koordinator tim kerja serta salah satu Pejabat
Fungsional yang berada pada tim kerja Upaya Keschatan Perscorangan Kefarmasian dan Laboratorium.

Sebelum melakukan perencanaan Kinerja, seluruh pegawai harus memahami apa yang ingin dicapai pada tingkat organisasi, unit kerja, dan
tim kerjanya. Gambaran keseluruhan Kinerja tersebut dapat dilihat pada pohon Kinerja berikut:

www.peraturan.go.id
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Diagram 1
CONTOH POHON KINERJA DINAS KESEHATAN
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A.  TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI

PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI MODEL

PENGEMBANGAN
1. TAHAP PERTAMA: MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSTANSI/UNIT KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Tabel 1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Rencana Strategis Dinas Kesehatan (2016-2021)
SASARAN INDIKATOR | TARGET | BASELINE METODE PERHITUNGAN SUMBER
STRATEGIS SASARAN (2019) DATA
SKPD
Meningkatnya Presentase 18% 17 Keluarga sehat adalah Keluarga yg memenuhi IKS ( indeks keluarga | Laporan KS
pelayanan keluarga sehat Sehat ) 20,800 dari Keluarga yang ada Adapun 12 Indikator keluarga

Kesehatan dan
kemandirian
masyarakat
untuk hidup
sehat

(Sasaran
Strategis #1)

sehat adalah :

Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)
fbu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar
Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap

Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan
Pemantuan pertumbuhan balita

Penderita TB Parnu yang berobat sesuai standar
Penderita hipertensi yang berobat teratur

Penderita gangguan jiwa bemt yang diobati

9. Tdak ada anggota keluarga yang merokok

10. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN

11. Mempunyai sarana air bersih

12. Menggunakan jamban keluarga

e U S

Formulasi: Jumlah Keluarga sehat dibagi jumlah keluarga yang ada

kali 100

www.peraturan.go.id
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SASARAN INDIKATOR | TARGET | BASELINE METODE PERHITUNGAN SUMBER
STRATEGIS SASARAN (2019) DATA
SKPD

Meningkatnya Rata - rmata |80 80 Survey kepuasan masyarakat adalah suatu  survey kepada | Laporan SKM

pelayanan nilai  Survey masyarakat untuk mengetahui tingkat Kkepuasan masyarakat

infrastruktur Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Unsur-unsur

perumahan dan | Masyarat yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

permukiman (SKM) terdiri dari 9 unsur

yvang layak dan | Puskesmas

aman
(Sasaran
Program #3)

Formulasi: SKM merupakan mta - rata hasil penghitungan survey
kepuasan masyarakat di Puskesmas

www.peraturan.go.id
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Tabel 2

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

Tahun 2020

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya pelayanan keschatan dan  kemandirian | Presentase keluarga schat 18%
masyarakat untuk hidup sehat
Program Anggaran

www.peraturan.go.id
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Tabel 3
Perjanjian Kinega Puskesmas
Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya kualitas  pelayanan Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar 100%
puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar 100%
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan keschatan neonatal esensial 100%
sesual standar

Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai 100%
standar

Persentase penduduk umur 15 sd 59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai 100%
standar

Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%
Persentase penderita diabetes mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%
Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 100%
Persentase penduduk umur 60 th keatas mendaptkan skrining kesehatan sesuai 100%
standar

Persentase omng beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 100%

standar
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Terkelolanya operasional rutin UPT Jumlah jenis kegiatan operasional rutin yang dilaksanakan 8 jenis
Puskesmas

Jumlah paket pemeliharaan yvang dilaksanakan (alat, gedung, dan kendaraan) 4 paket
Terpenuhinya jasa pelayanan tenaga Persentase tenaga kesehatan yang terpenuhi jasa pelayanannya 100%
kesehatan

Jumlah tenaga dengan perjanjian kerja yang disediakan 2 orang
Tersedianya obat dan bahan medis habig Persentase penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) 100%
pakai (BMHP)
Terpenuhinya sarana dan prasarans Persentase paket pembangunan yang terlaksana 100%
puskesmas yvang layak fungsi

Persentase alat, gedung, dan kendaraan yang terpelihara 100%
Tersedianya alat Kesehatan yvang layak] Persentase pengadaan alat Kesehatan yang terlaksana 100%
fungsi

Kegiatan Anggaran
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2. TAHAP KEDUA: MENYUSUN RENCANA SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI DAN TAHAP

KETIGA: MENGELOMPOKKAN RENCANA KINERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENERIMA LAYANAN, PROSES BISNIS,
PENGUATAN INTERNAL, DAN ANGGARAN

Periode Penilaian:

Tabel 4
Format A.2.1
Rencana SKP Kepala Dinas Keschatan

...Januari sd ... Desember

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Dinas Kesehatan
JABATAN Bupati/ Kepala Daerah
INSTANSI Dinas Kesehatan
PERSPEKTIF NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) ) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima 1 Meningkatnya pelayanan Kesehatan dan | Presentase keluarga sehat 18%
Layanan/ kemandirian masyarakat untuk hidup schat | Rata - rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80
Stakeholders Puskesmas
Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh Dinas | 3,5 dari skala
Kesehatan 5
Proses Bisnis 2 | Meningkatnya cfektivitas pelaksanaan | Persentase penyelesaian rencana aksi /inisiatif strategis 80%
inisiatif strategis individu dalam rangka | yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian
pencapaian sasaran dan indikator dalam |indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan sesuai
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan target waktu yang ditetapkan
3 | Terlaksananya direktif pimpinan yang | Persentase penyelesaian penugasan /direktil pimpinan 80%

sesuni dengan sasaran Kinerja organisasi,
perjanjian  Kinerja, tugas pokok jabatan

sesuai target waktu yang ditetapkan
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PERSPEKTIF NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) | @ (3) (4] (5)
A. KINERJA UTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
Penguatan Rl Meningkatnya Akuntabilitas Kinega Dinas | Persentase Temuan  hasil  pemeriksaan  yang 100
Intemal Kesehatan ditindaklanjuti
Predikat LAKIP Dinas Keschatan A
Anggaran 5 Pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan yang | Presentase pengelolaan Kkeuangan (anggaran) yang 100%
optimal bebas dari temuan material
Persentase penyerapan anggaran 95%

B. KINERJA TAMBAHAN

| 1

_ (dapat ditambahkan pada tahun berjalan)

Keterangan:

Pegawai yang dinilai**,

(Nama)
(NIP)

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)**
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama})
(NIP)

* kolom perspektif hanya terdapat pada SKP Pejabat Pimpman Tingal dan Pimpinan Unit Kerx Mandiri Mode! Pengembangan
**Format Rencana SKP ditandatangani dan ditetapkan sebagai Sasaran Kineraa Pegawai (SKP) setelah direviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja.
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Tabel 5
Format A.2.1
Rencana SKP Kepala Puskesmas

Periode Penilajan: ... Januari sd ... Desember

PEGAWAI YANG DINILAI

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Puskesmas JABATAN Kepala Dinas Keschatan
UNIT KERJA Puskesmas INSTANSI Dinas Keschatan
PERSPEKTIF NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1} (2] (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima 1 Meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas | Persentase ibu  hamil mendapatkan pelayanan 100%
Layanan/ antenatal sesuai standar
Stakeholders Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan 100%

persalinan sesuai standar

Tingkat kepuasan penerima layanan puskesmas

3,5 dari skala

=

5
Proses Bisnis 2 Terkelola operasional rutin UPT Puskesmas Tingkat kepuasan pegawai atas layanan internal | 3,5 dari skala
Puskesmas 5
3 | Tersedianya obat dan bahan medis habis | Persentase penyediaan obat-obatan dan bahan medis 100%
pakai (BMHP) habis pakai (BMHP)
4 .q.a_‘m&.—n:vﬁ alat Keschatan yang layak fungsi | Persentase pengadaan alat Keschatan yang layak 100%
fungsi
5 Terlaksana rencana aksi/inisiatif strategs | Persentase penyelesaian inisiatif strategis individu yang 80°%

dalam rangka pencapaian target Perjanjian
Kinerja Puskesmas

berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator
Perjanjian Kinerja Puskesmas sesuai target waktu yang
ditetapkan
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PERSPEKTIF NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) | 2 13) (4} 15)
A. KINERJA UTAMA
6 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai | Persentase penyelesaian penugasan /direktifl pimpinan 80%
dengan sasaran Kinerja organisasi, perjanjian | sesuai target waktu yang ditetapkan
Kinerja, tugas pokok jabatan Kepala
Puskesmas
Penguatan 7 | Terpenuhinya  jasa pelayanan tenaga | Persentase tenaga Kkesehatan yang terpenuhi jasa 100%
Intemal keschatan pelayanannya
8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Persentase  temuan hasil  pemeriksaan yang 100%
Puskesmas ditindaklanjuti
Anggaran 9 | Pengelolaan anggaran Puskesmas yang | Persentase penyerapan anggaran 95%
optimal

B. KINERJA TAMBAHAN

| !

_ {dapat ditambahkan pada tahun berjalan)

Ketermangan:

Pegawai yang dinilai**,

(Nama)
(NIP)

(tempat), (tanggal, bulan, tahunj**
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

* kolom perspektif hanya terdapat pada SKP Pejabat Pimpman Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri Model Pengembangan
**Format Rencana SKP ditandatangani dan ditetapkan sebagai Sasaran Kinera Pegawai (SKP) seteloh direviu oleh Pagabat Pengelola Kinena.
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3. TAHAP KEEMPAT: MENYUSUN MANUAL INDIKATOR KINERJA UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN

TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Tabel 6
Format A.3
Manual Indikator Kinerja Kepala Dinas Kesehatan

Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)

PANGKAT/GOL

PANGKAT/GOL RUANG RUANG
JABATAN Kepala Dinas Kesehatan :
UNIT KERJA Dinas Kesehatan SABATAN Bapan
PERSPEKTIF Penerima Layanan/ Stakeholder
RENCANA KINERJA Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

DESKRIPSI RENCANA
KINERJA

IKI
DESKRIPSI

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan memperhatikan Visi - Misi Bupati terpilih
adalah: “Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat” dengan sasaran Meningkatnya pelayanan Kesehatan dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan didukung tatakelola keuangan dan tata kelela Kinerja yang
baik.

Persentase keluarga sehat
Definisi

Pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang
mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan kepada keluarga berdasarkan siklus hidup dari
pelayanan keschatan pada ibu hamil sampai lansia. Pelaksanaan pembangunan kesehatan menuju Indonesia
Sehat melalui pendekatan keluarga melibatkan peran serta jaringan, jejaring Puskesmas dan masyarakat,
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan pertama merupakan kunci dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga.

Keluarga Sehat adalah keluarga yang memenuhi IKS (Indeks Keluarga Sehat) = 0,800 dari jumlah keluarga yang
ada. Indikator keluarga sehat adalah:
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SATUAN PENGUKURAN
JENIS IKU

Keluanga mengikuti program KB (Keluarga Berencana)
Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar
Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap

Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan

Pemantuan pertumbuhan balita

Penderita TB Paru yang berobat sesual standar
Penderita hipertensi yang berobat teratur

Penderita gangguan jiwa berat yang diobati

9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok

10. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN

11. Mempunyai sarana air bersih

12. Menggunakan jamban keluarga

0NN ORI e

Formula

2 keluarga sehat
Total keluarga
Tujuan

Mengetahui jumlah keluarga sehat di wilayah kerja

Persen

( X} Outcome | ( } Output kendali [ ( ) Output kendali sedang
rendah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Dinas Kesehatan c.q Puskesmas

PENYEDIA DATA
SUMBER DATA

PERIODE PELAPORAN

Kementerian Kesehatan melalui aplikasi (keluargasehat. kemenkes.go,id)

Rekapitulasi data Persentase Keluarga sehat di setlap wilayah kerja puskesmas per RT/RW, per desa/kelurahan

dalam suatu kecamatan dari surveyor

( )Bulanan |[( ) Triwulanan [() Semesteran | (X ) Tahunan

(tempat), (tanggal, bulan, ahun)
Pegawai yang Dindlai,

|INama|
INIP)
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B.  TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL MODEL PENGEMBANGAN

1.  TAHAP PERTAMA: MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSTANSI/UNIT KERJA
DAN PERJANJIAN KINERJA
Diagram 2
Contoh Piramida Kinerja Dinas Kesehatan

—_—

Kinerja Utama
Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pimpinan Unit Kerja
Mandiri

Kinerja Utama
Pejabat
Pelaksana dan
Pejabat
Fungsional
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2. TAHAP KEDUA: MEMBAGI PERAN KOORDINATOR/KETUA DAN ANGGOTA TIM KERJA/KELOMPOK KERJA SESUAI MATRIKS PEMBAGIAN
PERAN DAN HASIL
a. Metode Cascading Tidak Langsung (Non-Direct Cascading)

Tabel 7
Contoh Menentukan Rencana Kinerja Koordinator/ Ketua Tim Kerja
dengan Menggunakan Metode Non-Direct Cascading

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan #1 | Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Sasaran Kinerja Tahunan Kepala| Meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas
Puskesmas
yang diturunkan dar Renstra Dinas
Keschatan

Beberapa Strategi Kepala Puskesmas | « Meningkatkan jumlah Ibu hamil yang mendapat layanan ANC secara lengkap minimal 4 kali dengan|

yang pembaharuan/ updating data ibu hamil melalui aplikasi Sicantik.
diintervensi Tim Kerja e Meningkatkan jumlah Ibu hamil yang melahirkan dibantu tenaga kesehatan dengan mengaktifkan|
(UKP Kefarmasian dan Laboratorium) bidan desa/bidan wilayah di polides.
o Meningkatkan jumlah Ibu hamil yang puas atas layanan ANC dengan mengurangi waktu tunggul
layanan ANC

* Meningkatkan jumlah [bu hamil yang puas atas layanan persalinan dengan mengurangi waktu tunggu
layanan persalinan.

*» Meningkatkan efisiensi biaya layanan ANC dan persalinan melalui optimalisasi sarana dan prasaranal
layanan

Sasaran Kinerja Penanggung Jawab | ¢ Layanan ANC dan persalinan dilakukan secara akurat sesuai standar prosedur dan kode etik medis.
UKP Kefarmasian dan Laboratorium | ¢ Waktu tunggu layanan ANC dan persalinan per-ibu hamil berkurang dengan meningkatnya jumlah
tenaga kesehatan yang siap untuk melayani,
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1) Pendekatan Layanan (Fokus pada Penerima Layanan): Opsi 1

Bagan 1
Contoh Menentukan Rencana Kinerja Koordinator/ Ketua Tim Kerja

dengan Menggunakan Pendekatan Layanan (Opsi 1)

IBU HAMIL

ﬁ

LAYANAN ANC DAN PERSALINAN DILAKUKAN
DENGAN RESPON CEPAT DAN AKURAT

UKP KEFARMASIAN
DAN LABORATORIUM

7 %

ASISTENSI/ ARAHAN IBU HAMIL DAN IBU

PETUNJUK KERJA MELAHIRKAN TERDATA SECARA
TENTANG LAYANAN ANC LENGKAP, AKURAT DAN
DAN PERSALINAN TERMUTAKHI RKAN

i N

TENAGA
KESEHATAN

KORESPONDENS|

www.peraturan.go.id



2) Pendekatan Layanan (Fokus pada Penerima Layanan): Opsi 2
Bagan 2
Contoh Menentukan Rencana Kinerja Koordinator/ Ketua Tim Kerja
dengan Menggunakan Pendekatan Layanan (Opsi 2)

a) Layanan Pemeriksaan Kehamilan/ Antenatal Care
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« Evaliasi dan Dokumentasl rekam medis,
Pelaporan ke Kepala register cohot, regster
Persiapan pelayanan Puskesmas . wixi/asuhan gixi
b [Semua Bidan) [Dokier, Bidan, Nutrisionis
[Semua Bidan) sesual form masing-masing)
ﬁ 3
Anamnesa
[Semua Bidan)
Diagnosa Fisiologis Terapi Fisiologis dan
« Kebidunan Terapi sesuai Multivitamin dan/atau
p »| haslidiagnose | konseling gzl
Pemeriksaan Fisik [Semua Bidan)
Ibu Hamil {Semua Bidan) |Semua
(Semua Bidan) dengan Bidan,Nutrisionis |
Kehamilan
« Fislologi
Surat Pengantar \:E fo—— Terapi obat dan/
sl B A dengan s Noatiog st Rujukan ke fasilitas
Laboratorium Terapl sesual lebih
Nt oanoe hasil diagnose [Dokter, Bidan yang lebih tinggl
(Bidan Penyelia) Patologis |  Patologls | I Penyclia, —» | apabila diperhikan
{Dokter) [Dokter] Nutrisianis) (Daktés)
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b) Layanan Persalinan

Pendaftaran
Bayi
{Semua Bidan)
v
Penatalakss nann :
Observasi Bayi Administrasi
diet selama dirawat « persetujuan tindakan
|Semua Bidan) inap Persiapan pelayanan @
« (Nutrisions) kehidanan (Dokter)
{Semun Bidan) Rekomendasi
Administrasi Partus Rumah Sakit yang
KRS [outpatient) |Semua Bidan) h q dirujuk
(Semua Bidan) . Anamnesa kepada [bu |Dokter)
Observas| Hamil/ Keluarga Komu nikasi hasil ﬁ
« {Semua Bidan] ISemua Bidan) ?zn:ﬂ“\n-n“ﬂa
i | kel Tindakan Pra-
UnTen Rujulk dan
Terapl obat dan/atau Pemerilsuan Flsik dan pendamping
konseling keschatan dan EB_..._.I_ i _. mnwl antmwpometri serta (Bokter) Pt
glzl PMBA {Pemberian penentuan status giz ibu {Bidan Penyelia)
Makan Bayi dan Anak {Semun Bidan) hamil
{Semua Bidan, Nutrisionis) q {Semua Bidan, nutrisienis) q l
« 4
Komunikas| hasil Surat Pengantar Konsultaai hasi|
pemeriksaan untuk Pemeriksaan pene
dengan pasien dan/ Penunjang dengan dokter PKM
atau keluarga 1bu Hamil 1bu Hamil atau dokter
.h.«.“......... |Semua Bidan) xa..naﬂ konsultan
Se Bidan amian
e Pidend Fislalogls Patuiogia (B¥ian Penyelia)
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b.  Membagi Peran Individu Dalam Tim Kerja Untuk Mendukung Pencapaian Rencana Kinerja Dan Indikator Kinerja Tim Kerja

Matriks Pembagian Peran dan Hasil ini dibangun untuk tim kerja yang menghasilkan layanan antenatal care dan persalinan bagi ibu hamil.
Tim ini memiliki 7 anggota yaitu Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Dokter, Bidan Penyelia, Bidan Mahir, Bidan
Terampil, Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, Petugas Loket, dan Sopir Ambulans. Produk atau output akhir adalah layanan antenatal care dan
persalinan yang dilakukan dengan respon cepat dan akurat, ibu hamil dan ibu melahirkan terdata, serta semakin banyak tenaga Kesehatan
yang dapat memberikan layanan antenatal care dan persalinan, Tim Kerja membuat bagan alur kerja yang mengidentifikasi produk/layanan
yang dihasilkan pegawai dalam proses mencapai layanan antenatal care dan persalinan yang dilakukan dengan respon cepat dan akurat,
ibu hamil dan ibu melahirkan terdata, serta semakin banysk tenaga Keschatan yang dapat memberikan layanan antenatal care dan
persalinan,. Tim menggunakan produk/layanan tersebut untuk menyusun matriks dan menggunakannya untuk menyusun rencana
Kinerja.

Tabel 8
Contoh Matriks Pembagian Peran dan Hasil
Tim Kerja UKP Kefarmasian, dan Laboratorium

PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
PENANGGUNG SEMAKIN BANYAK
JAWAB UKP LAYANAN ANTENATAL | LAYANAN PERSALINAN |IBU HAMIL DAN [IBU | TENAGA KESEHATAN
KEFARMASIAN CARE (ANC) DILAKUKAN | DILAKUKAN  DENGAN | MELAHIRKAN TERDATA | YANG DAPAT
DAN I DENGAN RESPON | RESPON CEPAT DAN | SECARA LENGKAP, AKURAT | MEMBERIKAN  LAYANAN
LABORATORIUM CEPAT DAN AKURAT AKURAT DAN TERMUTAKHIRKAN ANTENATAL CARE (ANC)
DAN PERSALINAN
Dokter Thu hamil dengan | ¢ Rujukan untuk o Asistensi/ arahan
kehamilan fisiologis dan persalinan ke petunjuk kerja untuk
patologis mendapat fasyankes yang lebih penanganan persalinan
pemeriksaan tinggi dilakukan kepada bidan penyelia
kehamilan/antenatal dengan respon yang dan bidan mabhir
care sesuai perannya cepat dan sesuai hasil
dalam SOP/flow chart diagnosa bagi ibu
layanan ANC hamil dengan
e Rekam  medis ibu kehamilan patologis
hamil dengan
kehamilan patologis
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PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
PENANGGUNG . mmZZ.cz SIS AR
JAWAB UKP LAYANAN ANTENATAL | LAYANAN PERSALINAN | IBU HAMIL DAN [BU | TENAGA KESEHATAN
KEFARMASIAN CARE (ANC) DILAKUKAN | DILAKUKAN  DENGAN | MELAHIRKAN TERDATA | YANG DAPAT
DAN : DENGAN RESPON | RESPON CEPAT DAN | SECARA LENGKAP, AKURAT | MEMBERIKAN  LAYANAN
LABORATORIUM CEPAT DAN AKURAT AKURAT DAN TERMUTAKHIRKAN ANTENATAL CARE (ANC)
DAN PERSALINAN
dan register cohotnya
tercatat secara
lengkap, diarsipkan
dengan baik, dan
dilaporkan tepat waktu
Bidan Penyelia Ibu hamil dengan |« [bu  hamil dengan Ilbu hamil dan ibu | « Asistensi/ arahan
kehamilan fisiologis dan kehamilan fisiologis melahirkan terdata dalam petunjuk kerja untuk
patologis mendapat dan patologis aplikasi SICANTIK sesuai pemeriksaan kehamilan
pemeriksaan mendapat pembagan kepada bidan mahir
kehamilan/antenatal penanganan tanggungjawab
care sesuai  perannya persalinan sesuai pendataan
dalam SOP/flow chart perannya dalam
layanan ANC SOP/ flow chart
e Rekam medis ibu layanan persalinan
hamil dengan
kehamilan fisiologis
dan patologis secrta
register cohotnya
tercatat secara
lengkap, diarsipkan
dengan baik, dan
dilaporkan tepat waktu
Bidan Mahir Ibu hamil dengan | e [bu hamil dengan Ibu hamil dan ibu
kehamilan fisiologis kehamilan fisiologis melahirkan terdata dalam
mendapat  pemeriksaan mendapat aplikasi SICANTIK sesuai
kehamilan/antenatal penanganan pembagan
care sesuai  perannya persalinan sesuai tangeungjawab
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PEGAWAIL INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
PENANGGUNG . mmZZ.cz SANAK
JAWAB UKP LAYANAN  ANTENATAL | LAYANAN PERSALINAN | IBU HAMIL DAN [BU | TENAGA KESEHATAN
KEFARMASIAN CARE (ANC) DILAKUKAN | DILAKUKAN DENGAN | MELAHIRKAN TERDATA | YANG DAPAT
DAN 2 DENGAN RESPON | RESPON CEPAT DAN | SECARA LENGKAP, AKURAT | MEMBERIKAN  LAYANAN
LABORATORIUM CEPAT DAN AKURAT AKURAT DAN TERMUTAKHIRKAN ANTENATAL CARE (ANC)
DAN PERSALINAN
dalam SOP/flow chart perannya dalam pendataan
layanan ANC SOP/ flow chart

o Rekam medis ibu

hamil dengan
kehamilan fisiologis
dan register cohotnya
tercatat secara
lengkap, diarsipkan
dengan baik, dan
dilaporkan tepat waktu

layanan persalinan

Bidan Terampil

Ibu hamil dengan
kehamilan fisiologis
mendapat pemeriksaan
kehamilan/antenatal

care sesual perannya
dalam SOP/flow chart

layanan ANC

Rekam  medis ibu
hamil dengan
kehamilan fisiologis
dan register cohotnya
tercatat secara
lengkap, diarsipkan
dengan baik, dan

dilaporkan tepat waktu

[bu hamil dengan
kehamilan fisiologis

mendapat
penanganan
persalinan sesuai
perannya dalam
SOP/ flow chart

layanan persalinan

e [bu hamil dan ibu
bersalin terdata dalam
aplikasi SICANTIK sesuai
pembagian
tanggungjawab
pendataan
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PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
PENANGGUNG . mmZZ.cz SIS AR
JAWAB UKP LAYANAN ANTENATAL | LAYANAN PERSALINAN | IBU HAMIL DAN [BU | TENAGA KESEHATAN
KEFARMASIAN CARE (ANC) DILAKUKAN | DILAKUKAN  DENGAN | MELAHIRKAN TERDATA | YANG DAPAT
DAN 2 DENGAN RESPON | RESPON CEPAT DAN | SECARA LENGKAP, AKURAT | MEMBERIKAN  LAYANAN
LABORATORIUM CEPAT DAN AKURAT AKURAT DAN TERMUTAKHIRKAN ANTENATAL CARE (ANC)
DAN PERSALINAN

Nutrisionis e |[bu hamil dengan | ¢ Ibu hamil dengan
Pelaksana kehamilan fisiologis kehamilan fisiologis
Lanjutan dan patologis dan patologis

mendapat pemeriksaan mendapat

kehamilan /antenatal penanganan

care sesuai perannya persalinan sesuai

dalam SOP/flow chart perannya dalam

layanan ANC SOP/flow chart

Register gizi telah diisi layanan persalinan

secara  lengkap dan

akurat dan dilaporkan

kepada penanggung

jawab tepat waktu
Petugas Loket Pertanyaan pasien | o Pertanyaan pasien

melalui  telepon atau melalui telepon atau

media komunikasi media komunikasi

lainnya dengan lainnya dengan

direspon dengan cepat direspon dengan

dan menggunakan cepat dan

bahasa yang ramah. menggunakan bahasa

vang ramabh.

Sopir Ambulans

e [bu hamil dengan

kehamilan patologis
yang persalinannya
dirujuk ke fasyankes

www.peraturan.go.id



-228-

2021, No. 207

PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
PENANGGUNG X SEMAKIN BANYAK
JAWAB Ukp | LAYANAN  ANTENATAL | LAYANAN PERSALINAN | IBU  HAMIL  DAN  IBU | TENAGA KESEHATAN
KEFARMASIAN. | CARE (ANC) DILAKUKAN | DILAKUKAN  DENGAN | MELAHIRKAN  TERDATA | YANG DAPAT
VR ' | DENGAN RESPON | RESPON CEPAT DAN | SECARA LENGKAP, AKURAT | MEMBERIKAN  LAYANAN
LABORATORIUM | CEPAT DAN AKURAT AKURAT DAN TERMUTAKHIRKAN ANTENATAL CARE (ANC)

DAN PERSALINAN

yang lebih  tinggi
diantarkan ketempat
rujukan sesuai
prosedur
pendampingan
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3. TAHAPKETIGA: MENENTUKAN RENCANA KINERJA PADA FORMAT RENCANA SKP

Tabel 9
Contoh Menentukan Rencana Kinerja
Jabatan Fungsional Bidan Penyelia

PEGAWAI YANG DINILAI

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG _ RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Bidan Penyelia JABATAN
UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas
NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG /UNIT RENCANA KINERJA
KERJA JORGANISASI
(1) (2} (3)

A, KINERJA UTAMA

1 Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan dilakukan
dengan respon yang cepat dan akurat,

Ibu hamil dengan Kkehamilan fisiologis dan patologis mendapat
pemeriksaan kehamilan/antenatal care sesuai perannya dalam
SOP/flow chart layanan ANC

2 Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan dilakukan
dengan respon yang cepat dan akurat,

ibu hamil dengan kehamilan fisiologis dan patologis mendapat
penanganan persalinan sesuai perannya dalam SOP/flow chart layanan
persalinan

3 Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan dilakukan
dengan respon yang cepat dan akurat.

Rekam medis ibu hamil dengan kehamilan fisiologis dan patologis serta
register cohotnya tercatat secara lengkap, diarsipkan dengan baik, dan
dilaporkan tepat waktu

9 Semakin banvak tenaga kesehatan yang dapat memberikan
layanan antenatal care (ANC) dan persalinan.

Asistensi/ arahan petunjuk kerja untuk pemeriksaan kehamilan dan
persalinan kepada bidan mahir

B. KINERJA TAMBAHAN

1

Ibu hamil dan ibu melahirkan terdata dalam aplikasi SICANTIK sesuai

vmacsm.:..: ZSEQEH.U pendataan
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4. T: MENENTUKAN ASPEK INDIKATOR DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA FORMAT RENCANA SKP
Tabel 10
Contoh Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu (IKI)
Jabatan Fungsional Bidan Penyelia
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Bidan Penyelia JABATAN
UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas
NO | RENCANA KINERJA ATASAN RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
LANGSUNG/UNIT
KERJA /JORGANISASI
(1) (2) 3 (4) (5}
A. KINERJA UTAMA
1 Layanan antenatal care (ANC) | Ibu hamil dengan kehamilan |Kualitas Frekuensi kesalahan pemeriksaan kehamilan (ANC) sesuai
dan persalinan dilakukan | fisiologis dan patologis perannya dalam SOP/flow chart layanan ANC
dengan respon yang cepat | mendapat pemeriksaan
dan akurat. kehamilan/antenatal care |Kualitas Frekuensi komplain dari ibu  hamil atas layanan
sesuai  perannya  dalam pemeriksaan kehamilan/antenatal care (ANC) oleh yang
SOP/flow chart layanan ANC bersangkutan
Kuantitas |Persentase ibu hamil yang datang dan terdayani
pemeriksaan kehamilannya
2 Layanan antenatal care (ANC) | Ibu hamil dengan kehamilan |Kualitas Frekuensi kesalahan tindakan penanganan persalinan baik
dan persalinan dilakukan | fisiologis dan patologis yvang di puskesmas maupun yang akan dinijuk sesuai
dengan respon yang cepat | mendapat penanganan perannya dalam SOP/flow chart layanan persalinan
dan akurat. persalinan  sesuai  perannya
dalam SOP/flow chart |Kualitas Frekuensi komplain dari ibu hamil atas layanan persalinan
layanan persalinan oleh yang bersangkutan
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NO | RENCANA KINERJA ATASAN RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
LANGSUNG /UNIT
KERJA /ORGANISASI
(1) (2) 13} (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Kuantitas |Persentase ibu hamil yang datang dan terlayani
persalinannya
3 Layanan antenatal care (ANC) | Rekam medis ibu  hamil |Kuantitas |[Persentase rekam medis ibu hamil yang diisi dengan
dan persalinan dilakukan | dengan kehamilan fisiologis lengkap dan diarsipkan dengan baik
dengan respon yang cepat dan patologis serta register
dan akurat. cohotnya  tercatat  secara |Kualitas Frekuensi kesalahan penulisan rekam medis
lengkap, diarsipkan dengan
baik, dan dilaporkan tepat |wakeu Presentase hasil evaluasi rekam medis dan register cohot
waktu yang disampaikan kepada penanggung jawab UKP/ UKM
tepat waktu
4 Semakin  banyak tenaga Asistensi/ amhan petunjuk Kualitas Tingkat kepuasan tenaga  keschatan lain  atas
kesehatan yang dapat kerja untuk pemeriksaan bimbingan/asistensi teknis
memberikan layanan kehamilan dan persalinan
pemeriksaan kehamilan/ kepada bidan mahir Kuantitas |Persentase pemenuhan asistensi sesuai jadwal yang
antenatal care (ANC) dan ditetapkan
persalinan,
B. KINERJA TAMBAHAN
1 - Ibu hamil dan ibu melshirkan |Kuantitas |Presentase ibu hamil yang menjadi tanggung jawabnya
terdata dalam aplikasi yang terdata dalam aplikasi SICANTIK
SICANTIK sesuai pembagian [y liras Presentase ibu hamil yang datanya lengkap dan terbaharui

tanggungjawab pendataan

pada aplikasi SICANTIK
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3. : MENETAPKAN TARGET PADA FORMAT RENCANA SKP
Tabel 11
Format A.1.3
Rencana SKP Jabatan Fungsional Bidan Penyelia
Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Bidan Penyelia JABATAN
UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas
RENCANA KINERJA ATASAN
NO LANGSUNG/UNIT RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET*
KERJA/ORGANISASI
(1) 2) 13 (5] (6] (7
A. KINERJA UTAMA
1 Layanan antenatal care (ANC) | Ibu hamil dengan | Kualitas Frekuensi kesalahan pemeriksaan kehamilan | Tidak ada kesalahan

dan  persalinan  dilakukan | kehamilan [fisiologis dan

dengan respon vang cepat dan | patologis mendapat

akurat, pemeriksaan

Layanan kehamilan/antenatal  care
sesuai perannya  dalam
SOP/flow chart layanan
ANC

2 Layanan antenatal care (ANC) | Ibu hamil dengan

dan  persalinan  dilakukan | kehamilan fislologis dan

dengan respon yang cepat dan | patologis mendapat

akurat, penanganan persalinan
sesuai  perannya  dalam
SOP/flow chart layanan
persalinan

Kualitas

Kuantitas

Kualitas

Kualitas

[ANC) sesual perannya dalam SOP/flow chart
layanan ANC

Jumlah komplain dari ibu hamil atas layanan
pemeriksaan kehamilan/antenatal care (ANC) oleh
yang bersangkutan yang ditolerir

Persentase ibu hamil yang datang dan terlayani
pemeriksaan kehamilannya sesual jam operasional
puskesmas

Frekuensi  kesalahan  tindakan  penanganan
persalinan baik yang di puskesmas maupun yang
akan dimjuk sesuai perannya dalam SOP /flow
chart layanan persalinan

Jumlah komplain dari ibu hamil atas layanan
persalinan oleh yang bersangkutan

tindakan

Tidak lebih dari 3 ibu
bamil menyntakan
komplain

Seluruh  ibu  hamil
yang datang terlayani

Tidak ada kesalahan
tindakan

Tidak lebih dari 3 ibu
hamil menyatakan
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terbahartd pada aplikasi SICANTIK

RENCANA KINERJA ATASAN
NO LANGSUNG /UNIT RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET*
KERJA/ORGANISASI
(1) (2) (3) 15) (6] (7
A, KINERJA UTAMA
kamplain
Kuantitas | Persentase ibu hamil yang datang dan terlayani| Seluruh  |bu  hamil
persalinannya yang datang terlayani
3 Layanan antenatal care (ANC] | Rekam medis Ibu  hamil | Kuantitas | Persentase rekam medis {bu hamil serta register | 90 - 95%
dan  persalinan  dilakukan |dengan kehamilan fisiologis cohotnya tercatat secara lengkap terarsip dengan
dengan respon yang cepat dan | dan patologis serta register baik
akurat, cohotnya fercatat  secara | Kualitas Frekuensi kesalahan penulisan rekam medis Tidak lebih dari 3
lengkap, diarsipkan dengan kesalahan  penulisan
baik, dan dilaporkan tepat berupa typa/error
waktu Waktu Presentase hasil evaluasi rekam medis dan register | Hasil evaluasi
cohot yang disampaikan kepada penanggung jawab | disampaikan 3 bulan
UKP/ UKM tepat waktu setelah pemeriksaan
4 Semakin banyak tennga |Asistensi/ arahan petunjuk| Kuantitas | Persentase pemenuban  asistensi sesual jadwal [ 50 - 59% asistensi
kesehatan yang dapat |kerja untuk pemeriksaan vang ditetapkan terlaksana
memberikan layanan antenatal [kehamilan dan  persalinan| Kualitas Tingkat kepuasan tenaga kesehatan lain atas | 90-95% tenaga
care [ANC| dan persalinan. kepada bidan mahir bimbingan /asistensi teknis kesehatan lain puas
B. KINERJA TAMBAHAN
1 Ibu hamil dan ibu |Kuantitas | Presentase ibu hamil yvang menjadi tanggung | 90-99% ibu  hamil
melahirkan terdata dalam jawabnya yang terdata dalam aplikasi SICANTIK yang menjadi
aplikast SICANTIK sesuai tanggungjawabnya
pembagian tanggungjawab terdata dalam aplikasi
pendataan SICANTIK
Kualitas Presentase ibu bhamil yang datanya lengkap dan|80-85% ibu  hamil

yang datanya lengkap
dan terbaharui

Ketemngan:
*Target yang disagkan dalam contoh mi adalah dustrast. Untuk target yang ril disesuaikan dengan kondist sebenamya atau ekspektasi kedepan yang reakstis,
*Format Rencana SKP ditandatangani dan ditetapkan sebagai Sasaran Kinerxa Pegawai (SKP) seteloh direviu oleh Pengelola Kinerja,

Pegawai yang dinilai**,

(Nama)
(NIP)

(tempat), (tanggal, bulan, tahunj**
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)

(NIP)
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loyvanan persalinan aleh vang
bersan gkutan

Bamil menvatakan

kamplain

barvak 7 ibu  hamil
menvatakan komplain

6. M: MENGEMBANGKAN KATEGORI PENILAIAN KINERJA PADA FORMAT RENCANA SKP
Tabel 12
Contoh Mengembangkan Kategor Penilajan Kinerja
Jabatan Fungsional Bidan Penyelia
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERIA
NAMA NAMA
NP NP
PANGEAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungskmal Bidan Penvelia JABATAN
UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas
FATEGORI PENILAIAN / STANDAR
RENCANA KINERJA . (DIBACA DAR] ATAS KEBAWAK)
NO  |ATASAN IANGSUNG/UNIT RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET*
KERJA/ORGANISAS] KURANG / JAUH DIBAWAH CUKUP/SEDIKIT
TARGET DIBAWAH TARGET
i 14 {3 )] 151 16) m #i
A KINERJA UTAMA
1 Lavanan antenatal care] Ibu hamil dengan | Kualitas Frekuensi  kesalaban pemeriksaan | Tidak ada  kesalban | Lebih dari 2 dan paling | Tdak  lebih  dan 2
(ANC)  dan  persalinan] kebamilan fisolbgis dan kehamilan  ANC)  sesual  peranmya | tindakan banvak 4  pemeriksaan | pemeriksaan  kehamilan
dilakukan dengan respon] patokogis mendapat dalam SOP/low chart layanan ANC kebamilan vang terdapat | vang terdapat kesalaban
vang cepat dan akumt pemeriksaan kesalahan tindakan tindakan
kebamilan/antenatal care | Kuoolitas Jumlah komplain dat ibu bamd] ates | Tidak lebil dad 3 ibu | Lebih dari 5 dan paling | Lebih dari 3 dan paling
sesual  perannva  dalam layanan pemeriksaan | bamil menyatakan | banyak 7 ibu  hamil | bampak 5 ibu  hamil
SOP/flow chart layanan kehamilan/antenatal care JANC) aleh | komplain menyatakan komplain menyatakon Kamplain
ANC yang bersangkutan yang ditalerir
Kuantitas | Persentase ibu hamil vang datang dan | Selurub ibu hamil yang | 60-79% 1bu  hamil yang | 40-99% ibu hamil yang
terlayvani pemeriksaan kebamilannya | datang tedayani datang reriayani darang 1o rlayani
sesual jamn operasymal puskesmas
2 Layanan antenatal care] Ibu hamiil dengan | Kualitas Frekue nsi ke salahan tindakan | Tdak ada  kesalaban | Lebih dari 2 dan  paling | Tidak lebih  danr 2
|ANC)  dan  persalipan] kebamilan fisobgis dan ponanganan persalinan baik vang di | tindakan banvak 4 penanzanan | penanganan persalinan
dilnkukan dengan respan| patologis mendapat puske smas maupun yang akan dirgjuk persalinan yang lerdapat | vang terdapal kesalahan
vang cepat dan akumt pesanganan  persalinan sesuai perannya dalam SOP/flow chart kesulahan tindakan tindakan
sesual perannyva  dalam layanan persalinan
SOP/Mow chart  lavanan
persslinan
Kualitas Jumbah komplain dan bu hamil ates | Telak Jebib dan 3 (bu | Lebih dant 5 dan paling | Lebih darl 3 dan paling

banvak 5 ibu  bamil
menyatakan komplain
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Layanan antenatal care
(ANC) dan persalinan
dilakukan dengan respon
yang cepat dan akumt

Rekam medis ibu hamil
dengan kehamilan
fisiologis dan patalogis
serta register  cahotnya
tercatat secara  lengkap,
diarsipkan dengan baik,
dan  dilaporkan tepat
waktu

Kuantitas

terlayani persalinannya

Persentase rekam medis ibu  hamil
serta register cohotnya tercatat secam
lengkap terarsip dengan baik

datang terlayani

90 ~ 95% rekam medis
ibu bamil dengan
kehamilan patologis dan
fisiologls serta register
cobot nya lercatlal secars
lengkap dan  temrsip
dengan balk

datang terlayani

80 - 84% rekam medis ibu
hamil dengan  kehamilan
patologis dan fisiclogis serta
register cohotnya tercatat
secam kenglap dan terarsip
dengan baik

KATEGORI PENILAIAN [ STANDAR

RENCANA KINERJA {DIHACA DARI ATAS KEBAWAH)
NO  |ATASAN LANGSUNG/UNIT RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDL TARGE'T

KERJA/ORGANISAS] KURANG / JAUH DIBAWAH CUKUP/SEDIKIT

TARGET DIBAWAH TARGET
1 () [y ¢ | {3 Il 15) {6 m L]
A KINERJA UTAMA
Kuantitas | Persentase ibu hamil vang datang dan | Selurub fbu hamil vang | 60-79%  |tbu  hamil vang | 80.99% ibu hamil vang

datang te lavani

85 ~ 89% rekam medis ibu
hamil dengan kehamilan
patalogis dan  fisiclogis
serth  register  cahotmya
teroatal secara  lengkap
dan terarsip dengan baik

Semakin bamwk tenaga
keschatan  yang dapat
merm beriKan layunan)
antenatal care (ANC) dan
pemalinan

P. KINERJA TAMBAHAN

| Asis temsd / amhan

petunjuk  kena  untuk
pemeriksaan  kebamilan
dan persalinan  kepada
bidan mahi

Ibu hamil dan ibu
melahirkan terdata dalam
aplikasi SICANTIK sesuni
pembagian
nggungiwa b
pendataan

Kuulitas Frekvensd kesalaban penulisan rokam | Tidak  lebih  dari 3 | Lebibh dad 5 kesulahun | Tdak lkebih darl 4 dan
media kesalahan penulisan | penalsan berupa | paling banyak 5
berupa typa/ermor typo/ermor kesalahan pemulisan
Derupa ty po/error
Waktu Presentase hasll evaluas| rekam medis | Haxi| evaluas! | Hasll evaluasl disampaikan | Hasil evaluas
dun register cobot yang disumpalkan | disampadkan 3 bulan | melebibi 4 bulan pamun | disampalkan  melebihl 3
kepada penanggung jawab UKP/ UKM | setelah pemeriksaan tidak melbihi 5 bulan | bulan mamn tdak
tepat waktu soteluh pemenkssan mekebiki 4 bulan setelah
pemeriksaan
Kuantitas | Persentase pemenu han asistenai | 50 -~ 59% asistensi | 30 - 9% asistensi [ 40 - 49%  asistens
sesual jadwal yang ditetapkan teriaksana terlaksana terlaksana
Kualitas Tingkat kepussan tenaga keschatan | 90-95% tenaga | 80 - 8% tenaga keschatan | 85-89% tenaga keschatan
lain atas bimbingan/asistens | teknis Kesehatan lain puss lain puas lain puas
Kuantitas | Presentase ibu hamil vang menjadi | 9099% ibu hamil vang | 70-79%  ibu hamil vang | 80.89% ibu hamil vang
tanggung Jawabnva yvang terdata dalam | menjacti menjadi  tanggungjawabnya | menjad|
aplikasi SICANTIK 1o rues Ut jawa b va terdata  dalam  apliasi | targgungjawabnye  tdak
terdata dalam  aplikasi | SICANTIK terdata dalam aplikasi
SICANTIK SICANTIK
Kunlitas Presentase ibu bamil vang datanya | 80-85% (bu bamil vang | 50-69% ibu  bamil vang | 70-79% ibu bamil vang

kengkap dan terbabarui pada aplikasi
SICANTIK

datanva lengkap dan
terbaharul

datanva lengkap dan
terbahani|

datanva  lengkap dan
ter baharul

www.peraturan.go.id



-236-

2021, No. 207

Keterangan,

¢ Dinus Kesehatan memggunaken 5 kategon penilmian wntdk meniai setiop rencana Xinerje pegawa di unit kerjanya. Yaitu “Sangat Kurang, Kurang, Cukup, Balk dan Sangat Baik*
*  Ninene Sanger baik' qpabile mele ik target

o Kinene dicnggap Sungart kurang/ tid ak dapat diten mae/gagal’apabie odak memenul minimal kategon pe ndaion/ standar Kineogo “Kurang” pang tefah o sesun.
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7

Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember

TAHAP KETUJUH: MENENTUKAN CARA MEMANTAU KINERJA PADA FORMAT RENCANA SKP

Tabel 13

Format A.2.3
Rencana SKP Jabatan Fungsional Bidan Penyelia

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT /GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Bidan Penyelia JABATAN
UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas
RENCANA KINERJA KATEGORI PENLAIAN STANDAR' | o 1y paa
Ivo Athsan REMGANA - ||| aspiyc | TSTHEATOR KINERIA TARGET | KURANG/ JAUH |CUKUP/ SEDIKIT |pens s omn
LANGSUNG /UNIT KINERJA INDIVIDU / / PEMANTAUAN DAN
KERJA/ORGANISAS! PIBAWAKR DIBAWAH PENGUKURAN®
TARGET TARGET
(1) 12 (3 (5} 16) (7 ]] 191 10}
A. KINERJA UTAMA
1 | Layanan antenatal | [bu hamil | Kualitas Frekuensi kesalahan | Tidak ada | Lebih dari 2 dan | Tidak lebih dari | Penilaian Atasan
care [ANC) dan |dengan pemeriksaan  kehamilan | kesalahan paling banyak 4| 2 pemeriksaan
persalinan kehamilan [ANC) sesual perannya | tindakan pemeriksaan kehamilan
dilakukan dengan | fisiologis dan dalam SOP/flow chart kehamilan vang| vang terdapat
respan yang cepat | patalogis layanan ANC terdapat kesalahan
dan akurat, mendapat kesalahan tindakan
pemeriks aan tindakan
kehamilan/ant Jumlah komplain dari ibu| Tidak lebih | Lebib dari 5 dan| Lebih  dari 3 | Data  komplain
enatal care hamil atas layanan | dari 3 {bu | paling banyak 7| dan paling | vang masuk ke
sesuai pemeriksaan hamil ibu hamil| banyak 5 ibu | Puskesmas
perannya kehamilan /antenatal care | menyatakan menyatakan hamil
dalam [ANC) oleh vang | komplain komplain menyatakan
SOP /flow chart bersangkutan vang komplain
layanan ANC ditolerir
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KATEGORI PENILAIAN / STANDAR*

RENCANA KINERJA SUMBER DATA
| (DIBACA DARI ATAS KEBAWAH)
Ivo AT RENCAMA 1 Aapime (|| - INDIEAROR-SKINERIA TARGET xcam”w w»ﬂ;m&ﬂuwwwﬁoiq VIVILR
‘| LANGSUNG/UNIT KINERJA INDIVIDU DIBAWAH DIBAWAH PEMANTAUAN DAN
KERJA /ORGANISASI TARGET TARGET PENGUKURAN*
(1) (2) (3) 15) (6] 7 (8) 9) (10)
. KINERJA UTAMA
Kuantitas | Persentase ibu hamil yang| Seluruh ibu [ 60-79% ibu| B0-99% ibu | Data dalam arsip
datang dan  terlayani | hamil yang | hamil yang | hamil yang | aktif
pemeriksaan datang datang terlayani | datang
kehamilannya sesual jam | terlayani terlayani
operasional puskesmas
2 | Layanan antenatal | Ibu hamil | Kualitas Frekuensi kesalahan | Tidak ada | Lebih dari 2 dan | Tidak lebih dari | Penilaian Atasan
care  [ANC) dan | dengan tindakan penanganan | kesalahan paling banyak 4| 2 penanganan
persalinan kehamilan persalinan baik yang di]tindakan penanganan persalinan
dilakukan dengan |fisiologis dan puskesmas maupun yang persalinan yang | yang terdapat
respon yang cepat | patologis akan dirajuk sesuai terdapat kesalabhan
dan akurat. mendapat perannya dalam SOP /flow kesalahan tindakan
penanganan chart layanan persalinan tindakan
persalinan
sesuai Jumlah komplain dari ibu| Tidak lebih | Lebib dari 5 dan| Lebih dari 3 | Data komplain
perannya hamil atas layanan|dari 3  ibu | paling banyak 7| dan paling | yang masuk ke
dalam persalinan  oleh  yang|bamil ibu bamil| banyak 5 ibu | Puskesmas
SOP /flow chart bersangkutan menvatakan menvyatakan hamil
layanan kamplain kom plain menyatakan
persalinan komplain
Kuantitas | Persentase ibu hamil yang| Seluruh ibu | 60-79% ibu| 80-99% ibu | Data dalam arsip
datang dan  terlayani | hamil yvang | hamil yang | bamil yang | aktif
persalinannya datang datang terlayani | datang
terlayani terlayani
3 | Layanan antenatal | Rekam  medis | Kuantitas | Persentase rekam medis |90 -~ 95% | 80 - 84% rekam | 85 - 89% | Penilaian Atasan
care (ANC) dan [ibu hamil ibu hamil serta register|rekam  medis [ medis ibu hamil| rekam  medis | berdasarkan
persalinan dengan cohotnya tercatat secara]ibu hamil | dengan ibu hamil | hasil
dilakukan dengan | kehamilan lengkap terarsip dengan|dengan kehamilan dengan penelusuran
respan yang cepat | fisiologis dan baile kehamilan patologis dan | kehamilan arsip rekam
dan akurat. patologls serta patologis  dan | fisiologis  serta| patologis dan | medis dan
register fisiologis serta | register fislologis serta | pengamatan
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KATEGORI PENILAIAN / STANDAR*

mahi

RENCANA KINERJA SUMBER DATA
|_(DIBACA DARI ATAS KEBAWAH]
Ivo ISTASATS RENCAMA - I Aspme) ||| -DEPIEAROR KINERIA TARGET xc.ﬁm@ ey M&ﬂuwwmfmoia VIVILR
| LANGSUNG/UNIT KINERJA INDIVIDU DIBAWAH DIBAWAH PEMANTAUAN DAN
KERJA JORGANISASI TARGET TARGET PENGUKURAN*
(1) (2) (3) 15) (6] 7 (8) 9) (10)
. KINERJA UTAMA
cohotnya register cohotnya register secara acak
tercatat secara cohatnya tercatat  secara | cohotnya
lengkap, tercatat secara | lengkap dan | tercatat secara
diarsipkan lengkap  dan | terarsip dengan | lengkap dan
dengan  baik, terarsip baik terarsip dengan
dan dilaporkan dengan baik baik
tepat wak i
Kualitas Frekuens| kesalahan | Tidak lebih | Lebih  darl 5| Tidak lebih dari | Penilalan Atasan
penulisan rekam medis dari 3 | kesalahan 4 dan paling
kesalahan penulisan banyak 5
penulisan berupa kesalahan
berupa typo /errar penulisan
typo/error berupa
typo ferrar
Waktu Presentase hasil evaluasi | Hasil evaluasi | Hasil  evaluasi| Hasil evaluasi | Penilaian Atasan
relkkam medis dan register | disampaikan 3 | disampaikan disampaikan
cohot yang disampaikan |bulan  setelah | melebihi 4 bulan | melebihi 3
kepada penanggung jawab | pemeriksaan namun tidak | bulan namun
UKP/ UKM tepat waktu melebihi 5 bulan | tidak melebihi
setelah 4 bulan setelah
pemeriksaan pemeriksaan
4 | Semakin  banyak | Asistensi|/ Kuantitas | Persentase pemenuhan]50 - 59% |30 - 39% | 40 - 49% | Penilalan atasan
lenaga  keschatan |arahan asistensi  sesuai  jadwal | asistensi asistensi asistensi
yang dapat |petunjuk kerja yang ditetapkan terlaksana terlaksana terlaksana
mem berikan untuk Kualitas Tingkat Kepuasan tenaga |90-95% tenaga | 80 - 84% tenaga| 85-89% tenaga | Survey Persepsi
layanan antenatal | pemeriksaan kesehatan  lain  atas|Kkesehatan lain | kesehatan  lain [ kesehatan lain
care [ANC] dan |kehamilan dan bimbingan /asistens| puas puas puas
persalinan, persalinan teknis
kepada  bidan
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KATEGORI PENILAIAN / STANDAR*

RENCANA KINERJA SUMBER DATA
|_(DIBACA DARI ATAS KEBAWAH]
Ivo AT RENCAMA - I Aspme) ||| -DEPIEAROR KINERIA TARGET xcxm.,zw w.nu“:__..m&mxmww.wfmoiq VIVILR
| LANGSUNG/UNIT KINERJA INDIVIDU DIBAWAH DIBAWAH PEMANTAUAN DAN
KERJA JORGANISASI TARGET TARGET PENGUKURAN*
(1) (2) (3) 15) | (6] 7 (8) 9) (10}
I KINERJA UTAMA
| B. KINERJA TAMBAHAN
1 - Ibu hamil dan | Kuantit |Presentase ibu hamil yang|90-99% ibu | 70-79% ibu| 80-89% ibu | Data Tbu Hamil
ibu menjadi tanggung jawabnya | hamil yang | hamil vang | hamil yang | dalam  Aplikasi
melahirkan yang terdata dalam aplikasi | menjadi menjadi menjadi SICANTIK
terdata dalam SICANTIK tanggungjawab | tanggungjawabn | tanggungjawab
aplikasi nya terdata | ya terdata dalam | nya tidalk
SICANTIK dalam aplikasi | aplikasi terdata  dalam
sesual SICANTIK SICANTIK aplikasi
pembagian SICANTIK
tanggungjawa | Kualitas | Presentase ibu hamil yang|80-85% ibu | 50-64% ibu| 70-79% ibu | Data ITbu Hamil
b pendataan datanya lengkap dan | hamil yang | hamil yang | hamil yang | dalam  Aplikasi
terbaharui  pada aplikasi | datanya datanya lengkap | datanya SICANTIK  dan
SICANTIK lengkap  dan | dan terbabarui lengkap dan | Penilalan Atasan
terbaharul terbaharnil
(tempat), (tanggal, bulan, talmn)**
Pegawai yang dinilai**, Pejabat Penilai Kinerja,
(Namal) (Nama)
(NIP) (NTP)
Keterangan:

* kolom kategori penilcian dan sumber data untuk pemantavan dan pengukuran hanya digunakan urtuk SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional model pengembangan

“*Format Rencana SKP ditandatangani dan dietapkan sebagai Sasaran Kinerja Pegawai (SKF) setelah direvii oleh Pengelola Kinerja.
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8.

Tabel 14
Format A4

Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember

Jabatan Fungsional Bidan Penyelia

: MENYUSUN FORMAT KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT UNTUK LAMPIRAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT /GOL PANGKAT/GOL

RUANG RUANG

JABATAN Jabatan Fungsional Bidan Penyelia JABATAN

UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas

TANGGAL

PENGAJUAN

NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN OUTPUT ANCIA

KREDIT
(1) (2) (3) (4) (5]

KINERJA UTAMA

1 Ibu hamil dengan kehamilan Melakukan pengkajlan ibu hamil patologis Laporan hasil kajian asuhan 0,005
fisiologis dan patologis mendapat kebidanan ibu hamil patologis
pemeriksaan kehamilan fantenatal | Memflasilitasi  informed  choice  dan/atau | Formulir persetujuan tindakan asuhan 0,002
care sesuai perannya dalam informed  consent pada kasus dengan | kebidanan
SOP/flow chart layanan ANC penyulit/ patologis /penyakit penyerta

2 [bu hamil dengan kehamilan Melakukan pengkajian pada ibu bersalin | Laporan  hasil  kajlan  asuhan 0,007
fisiologls dan patologis mendapat patologis kebidanan pada ibu bersalin patologis
penanganan persalinan sesuai Melakukan asuban Kala | persalinan dengan | Dokumen asuhan Kala T persalinan 0,04

perannya dalam SOP /flow ohart

penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara

dengan penyulit/ patologis/ penyakit
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NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN OuTPUT MMM—_UA_“.
(1) (2] (3] (4) (5)
layanan persalinan kalaborasi penyerta
Melakukan asuban Kala [I Persalinan dengan | Dokumen asuhan kala [l persalinan 0,011
penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara | dengan
kolaborast penyulit/ patologis/ penyakit penyerta
Melakukan asuhan Kala [T Persalinan dengan | Dokumen asuban kala [l persalinan 0,01
penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara | dengan
kolaborasi penyulit/ patologis/ penyakit penyerta
Melakukan asuhan Kala IV Persalinan dengan | Dokumen asuhan kala [V persalinan 0,04
penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara | dengan
kolaborasi penyulit/ patologis/ penyakit penyerta
Melakukan asuban masa nifas dengan | Laporan asuhan masa nifas dengan 0,01
penyulit/patologis/penyakit  penyerta  secara | penyulit/
kalaborasi patologis / penyakit penyerta secara
kalaborasi
Melakukan tindakan bantuan hidup dasar | Laporan tindakan bantuan hidup 0,01
pada kasus ke gawatdaruratan nifas dasar pada kasus
kegawatdaruratan nifas
Melakukan asuhan kebidanan post operation | Catatan kebidanan/ laporan asuhan 0,006
obstetri ginekologi dengan secara kolaborasi kebidanan post operation obstetric
ginckologi secara kolabarasi
Melakukan penanganan kasus | Laparan penanganan kasus 0,01
kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi | kegawatdaruratan
maternal dengan kolaborasi
Melakukan tindakan penanganan awal dan | Laporan tindakan penanganan awal 0,01
stabllisasi pra rujukan terhadap kasus dengan | dan stabilisasi
penyulit/ komplikasi/penyakit secara | pra rujukan terhadap kasus dengan
kalaborasi penyulit/
patologis / penyakit penyerta
3 Rekam medis ibu hamil dengan Melakukan  pendokumentasian  pelayanan | Rekam Medik 0,004
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ANGEKA
NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN OUTPUT KREDIT
(1) (2] (3] (4) (5)

kehamilan fisiologis dan patologis kebidanan
serta register cohotnya tercatat
secara lengkap, diarsipkan dengan
baik, dan dilaporkan tepat waktu

www.peraturan.go.id

- Asistensi/ arahan petunjuk kerja Melakukan pembinaan dan  pengawasan | Laporan pembinaan dan pengawasan 0,041
untuk pemeriksaan kehamilan pelayanan  kebidanan kepada bidan satu | pelayanan kebidanan
kepada bidan mahir jenjang di bawahnya

(tempat), tanggal, bulan, tahun)*
Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
Keterangan: INIF)
* Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan sebagai Lampiran SKP Pejabat Fungsional setelah mendapatkan reviu
oleh Tim Penilat Angka Angka Kredit
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ANAK LAMPIRAN 4

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM

PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH PENILAIAN KINERJA PADA INSTANSI PUSAT

1. PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI
a. Penilaian Kinerja Direktur Jenderal 11l
1) Penilaian SKP

Tabel 1
Format D.2.1

Penilatan SKP Direktur Jenderal 111

MANAJEMEN

KINERJA

[ NAMA INSTANSI | PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Direktur Jenderal [11 JABATAN Menteri
UNIT KERJA Direktorat Jenderal [ INSTANSI Instansi Pusat
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAL
K1l CAPAIAN CAPAIAN TERTIM
IKI IKI BANG
(1) (2) 13 (4) (5) 6] 71 (8) 9) (10)
A. KINERJA UTAMA
Penerima 1 Meningkatrnya pelayanan | Persentase peningkatan 61,95% 62,95% 102% Sangat Balk 111 102,8**
Layanan/ infrastruktur  perumahan dan | pelayanan infrastruktur
Stakeholder permukiman yang layak dan aman permukiman  yang laynk dan
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PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAI
IKI CAPAIAN CAPAIAN TERTIM
IKI K1 BANG
(1) 12) 13} 4] (5) 16] (7 18] 49) (10)
aman melalui pendekatan smart
King
Penerima 2 | Meningkatkan  kualitas  layanan | Indeks kualitas layanan yang 3,5 35 100,006 Baik 109
Layanan/ Direktorat Jenderal 111 dihasilkan oleh  unit  lerja
Stakeholder linglup Direktorat Jenderal 111
Proses Bisnls 3 | Tersusunnya revisi Undang-Undang | Presentase  penyelesaian  revisi 100% 807% 80,07 Cukup 70
Republik Indonesia No, 28 Tahun | Undang-Undang Republik
2002 tentang Bangunan Gedung Indonesia No, 28 Tahun 2002
tentang  Bangunan  Gedung
sampal tahap harmonisasi di
Kemenlkumham
4 | Tersusunnyn RPP tentang Peraturan | Presentase  penyelesaion  RPP 10056 95% 95,0% Cukup 85
Pelaksanaan UU Nao, 6 Talhun 2017 | tentang Peraturan Pelaksanaan
tentang Arsitek UU No. 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek sampai tahap
harmonisasi di Kemenkumham
5 ﬂn:m_»wm:w:w.m rencans aksi/ | Persentase penyelesaian 80% 80% 100,0% Baik 109
inisiatif  strategis dalam rangka | rencana aksi/ inigatif strategis
pencapaian sasaran dan indikator | ndividu  yang  berkontribusi
Kinerja utama organisasi dalam | langsung terbadap pencapaian
perjanjian Kinerja indilatar  Perjanjlan  Kinerja
Direktarat Jenderal [l sesual
target waktu yang ditetapkan
6o ﬂﬂé.ra&.::.«.u direktifl pimpinan | Persentase - penyelesaian 8(p6 BOAG 100,0% Baik 109
sesual target waktu yang ditetapkan | penugasan /direktif  pimpinan
seaual  target waktu  yang
ditetapkan
Penguatan 7 ﬂn«ﬁd._cn:u.m Dircktorat Jenderal [II | Nilal pelaksanaan  Reformasi 85 85 1000 Baik 109
Internal yang reform dan aluntabel Birokrasi Direktorat Jenderal [II
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PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAI
IKI CAPAIAN CAPAIAN | TERTIM
IKI K1 BANG
(1) 12) 13} 14 (5) 16] (7 18) 9 119)
Nilai  Akuntabilitas  Kinerja 85 85 100% Baik 109
Direktorat Jerderal 11
Anggaran 8 | Pengelolaan  anggaran  Program | Nilai Indikator Kinerja 95 93 98% Cukup 88
Pembinaan dan  Pengembangan | Pelaksanaan Anggaran
Infrastruktur  Permukiman  yang | Direktarat Jenderal [
optimal
B, KINERJA TAMBAHAN
- = i[> B E_= ] = ] = o = | = & =
NILAI AKHIR = Nilal tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama®** + Nilal tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambahan 12,8
SKP «(59,2+43,6)+0
- 102, 8
KETERANGAN Terdapat 3 (tign) indikator Kinerja individu (1K) yang berada pada level 3 [cukup) yaitu:
(Opsional) 1.  Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampal tahap harmonisasi di

Kemenkumham adalah 80% dimana surat permobonan harmonisasi belum diajukan

2. Presentase penyelesalan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampal adalah 95% dimana kebljakan masih dalam tahap
finalisasi harmonisasi di Kemenkumhban

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan >=m|w!.=: Direktorat Jenderal [ memiliki capsian sedikit dibawah target yakni 93

(tempat), tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
[NIP}

Keterangan!

* Kolom perspektlf harya terdapat pada penilaian untuk SKP Pgjabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kegja Mandiri Model Pengembangan

** Bobot yang ditetapkan untuk nila [KI Kinerja utama berdas arkan Ferjangan Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Direktif adalah 60 poin dan
Kinerja utama rencana akst atau inistatyf strategis adalah 40 poin.

** Ndal tertimbang Capaian Rencana Kinerx: Utama diperoleh dengan formule:

oo~ 40
.H Rata - Rata Nilad Caguian TKT Kine tia Utarms {Perjun flan Kiner s, Rencana Stontegls, dan Direktif) :.Mv H + A Rata - Rata Nilal Capusan IKI Kitser iy Ut (Retcunn Aks) » oo
FRL % 100 » 70« 85 « 100 « 100 « 1(NSS o) & h o k
( : i) +(109x53) = (587 x T) + (109.x 7) = 1028
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2) Penilaian Perilaku Kerja
Tabel 2
Format D.3
Penilaian Perilaku Kerja*
Direktur Jenderal 111

[NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ..
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Direktur Jenderal Il JABATAN Menteri
UNIT KERJA Direktorat Jenderal I11 INSTANSI Instansi Pusat
NO ASPEK PERILAKU NILAI
1 Orientasi Pelayanan 90
2 Insitiatif Kerja 94 .8
3 Komitmen 92
4 Kerjasama a8
5 Kepemimpinan 102
Nilai Akhir 95,36

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)
Keterangan:

‘contoh yang ditampilkan adalah contoh pendann perdaku kena pegawat oleh atasan langsung tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerya dan
bawahan
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3) Penilaian Kinerja

Tabel 3

Contoh Hasil Penllalan Kinerja
Direktur Jenderal 11

[NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Direktur Jenderal Ll JABATAN Menteri
UNIT KERJA Direktorat Jenderal [l INSTANSI Instansi Pusat
NILAI SKP* 1028
NILAI PERILAKU KERJA*™ 95,36
NILAI SKP + PERILAKU 100,57
KERJA***
NILAI IDE BARU 2
NILAI KINERJA 102,57
PREDIKAT KINERJA BAIK

Pegawal yang dinilai,

(Nama)

Keterangan! INIP)

* Lihat Tabel 1

** Lihat Tabel 2

** Pentlaian Perlaku dilakukan oleh Pejabat Pentlai Kinerja tanpa
perbandingan bobot SKP dan bobot Perilaku Kerja adalah 70:30

(tempat|, (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

[Narma)
[NIP)

mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan, sehingga
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b. Penilaian Kinerja Direktur Il

( NAMA INSTANSI |

1} Penilaian SKP

PEGAWAI YANG DINILAI

Tabel 4
Format D.2.1
Penilaian SKP Direkturll

PERIODE PENILAIAN: ..

- JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ...

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA

NAMA

NIP

NIP {*opsional

PANGKAT/GOL RUANG

PANGKAT/ GOL RUANG

JABATAN Direkturll JAHBATAN Direktur Jenderal 11
UNIT KERJA Direktorat Jenderal 11 INSTANSI Direktorat Jenderal 111
PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI | CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAI
1Kl CAPAIAN CAPAIAN TERTIM
1K1 1KI HANG
1) 12} 5] M 15] 16 N 15) 19) 110)
A. KINERJA UTAMA
Penerima I Meningkatnya kualitas banginan | Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang i 35% 117% Sangat Balk 120 107 2"
Layanan/ gdung tang menjamin Keselamatan, | Nilai Indeks Penyelenggaraan Bangunan
Stakeholder keschalan, kenyamanan Gedung minimal Baik
lermmudahan bagl penggunanya
Penerima 2 Percepatan  pembangunan  Pos Jumlah Pos Lintas Batay Negara Terpadu 3 unit 3 unit 100,0% Balk 109
Layanan/ Batas Negara terpadu  dan dan sarana prasarana penunjang kawasan
Stakeholder prasarana penunjang lawasan | perbatasan yang terbangun, lalk fungs),
perbatasan dan telah diserahterimakan.
Tingkat kepuasan pengguna dan operator 3,5 dari 3,5 80,0%, Baik 109
Pos Lintas Batas Negara terhadap fasilitas skala 5
Pos Lintas Batas
Penerima 3 Meningkatnya kualitas lavanan | Indeks kualitas layanan internal Direktomnt 4 4 95,0% Baik 109
Layanan/ Direktorat I1 I
Stakeholder
Proses Bisnis 4 Tersusunnys RUU  Revisi Undang- | Presentase penyelesaian revisi Undang- 10074 0% 100% Cukup B8O
Undang Republik Indonesia  No, Undang Republik Indonesia No, 28 Tahun
Tahun 2002 tentang  Bangunan | 2002 tentang Bangunan Gedung sampal

www.peraturan.go.id



-250-

2021, No. 207

PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISAS] | CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAI
1Kl CAPAIAN CAPAIAN TERTIM
1K1 1K1 BANG
(1) 12) 13) ) {5) ] 17 181 (9] | 1)
Gedung dengan tahap pembahasan di Panitia Antar
Kementerian
Proses Bisnis 5 Tersusunnya RPP tentang Peraturan | Presentase penyelesaian  RPP tentang 100 90N 9o Culcup B0
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 | Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun
tentang Arsitek 2017 tentang Arsitek sampai dengan tahap
pembahasan di Panitla Antar Kementerian
Proses Bisnis 6 Terlaksananya rencana aksi/inisiatif | Persentase  penyelesaian  rencana  aksi/ B S0% 100,00 Baik 109
strategis dalam  rangka pencapalan | inisiatif  strategis  vang  berkontribusi
sasaran dan Indikator Kinerja utama | langsung terhadap pencapaian indikator
orginisasi dalam perjanjian Kinerja Perjanfian  Kinerja Direktorat 11 sesual
target waktu yang ditetaplan
Proses Bisnis 7 Terlaksananya direltil pimpinan sesuai | Persentase penyelessian 8y 850% 100,0% Baik 109
target waktu yang ditetapkan penugasan /direktifl pimpinan sesuai target
waktu yang ditetapkan
Penguatan ] Terwujudnys Direktorat 1] vang | Nilal Akuntabilitas Kinerjs Direktorat 1 85 85 100%, Baik 109
Internal aluntabel
Penguatan 9 Meningkatnya  kualitas  pengelolaan | Tingkat kualitas pengelolaan BMN lingkup o a5 106% Sangat Baik 115
Internal BMN Direktorat 11
Anggaran 10 Pengelolaan anggaran Program | Presentase pengelolaan keuangan 100%, 1007% 100% Sangat Balk 120
Pembinaan dan Pengembangan | janggaran) vang bebas dari  temuan
Infrastrukmr Permukiman yang optimal | material
B. KINERJA TAMBAHAN
NILAI AKHIR SKP _ = Nilal tertimbang Capaian Rencana Kinerja _.w::g... + Nilai tertimbang Capaian zn:nm:_n Kinerja Tambahan 107,2

= (636 +436)+0
= 107,2
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PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET | REALISASI | CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAI
1Kl CAPAIAN CAPAIAN TERTIM
1K1 1K1 BANG
(1) _12) {3) ) {5] (6] 17 181 (9] | 10)
KETERANGAN Terdapat 2 [tign) Indikator Kinerja individu IKI) yang berada pada kategori cukup yaitu:
(Opsional) 1. Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia No, 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampal dengan tuhap pembahasan di Panitia Antar
Kementerian adalah 80% dimana kebijakan masih dalam tahap pembahasan dengan PAK
2. Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksansan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampal dengan tashap permbshasan di Panitia Antar Kementerian
adalah 80% kebijakan masih dalam tahap pembahasan awal dengan PAK
{tempat], [tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilal Kinerja,
[Nesrma)
(NIP)
Keterangan

“kolom perspektif hanya terdapat pada penidalan untuk SKP Pejabat Aimpinan Tinggl dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri Mode! Pengembangan

“bobot yang ditetapkan untuk nial 1K Kinerja utama berdasarkan Peganfan Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan INeektif adalah 60 poin dan Kinerja
utama rencana aksi atau inisiatf stmteges adalnh 40 poin

“Nilai tertimbang Capalan Renoana Kinerja Urama diperoleh dengan formuda;

00 a0
-A Ratn - Raws Nilai Capasan IKI Kinenja Utama (Petjanjian Kinega, Rencana Strategis, dan Direkuf) » .I_Mﬂ- A Rata - Rata Nilai Capasn 1K Kinerja Utama (Rencans Aksi) » .ﬂ&l
120« )OO = TR 410 A N4 M 4 SIS 41D o) 40
0 » <) +{109 % 53)
1000 o0 40
-ﬁ o _.ﬂ..ov .H 109 x ﬂ&v

.Toa.mv AS@.WM
- 63,6+ 43,6

- 107,2
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2) Penilaian Perilaku Kerja

INAMA INSTANSI)

Tabel 5
Format D.3

Penilaian Perilaku Kerja*

Direktur 1l

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ..,

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
, JABATAN Direktur II JABATAN Direktur Jenderal III
_.nM UNIT KERJA Direktorat Jenderal [II INSTANSI Direktorat Jenderal 111
N NO ASPEK PERILAKU NILAI
1 Orientasi Pelayanan a3
2 Insitiatif Kerja 91
3 Komitmen cm.m
A4 Kerjasama 103,2
5 Kepemimpinan 102
Nilai Akhir 97,58

bauahan

2021, No. 207

Keterangan
*contoh yang ditampitkan adalah contoh penilaian penlaku kega pegawai oleh atasan langsung tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja dan

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)
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3) Penilaian Kinerja

Tabel 6
Contoh Hasil Penilaian Kinerja
Direktur Il
[NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT /GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Direktur I JABATAN Direktur Jenderal I11
UNIT KERJA Direktorat Jenderal 111 INSTANSI Direktorat Jenderal [1I
NILAI SKP 107,2
NILAI PERILAKU KERJA** 97.58
NILAI SKP + PERILAKU 1043
KERJA**
NILAI IDE BARU 2
NILAI KINERJA PEGAWAI 106,3
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK
PERMASALAHAN
REKOMENDASI
(tempat), [tanggal, bulan, tabun)
Pegawai yang dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
[Nama) |Nama|
(NIF) INIP)
Keterangan:

* Lihat Tabel 4

** Lthat Tabel 5

*** Penilaan Perlaku dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja tanpa mempertimbangkan pendapat rekan Kerja setingkat dan bawahan, sehingga
perbandingan bobot SKP dan bobot Periaku Kerja adalah 70:30
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2.  PENILAIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRASI

a. Penilaian SKP Kepala Subdirektorat [l

1} Model Dasar/ Inisiasi

| NAMA INSTANSI |

Tabel 7
Format D. 1 2

Penilaian SKP Kepals Subdirektorar [1
PERIODE PENILAIAN: .

.JANUARI SD ... DESEMBER .., TAHUN ...

NAMA

NIP

PANOKAT/GOL RUANG
JABATAN

PEGAWAT YANG DINILAI

NAMA

Kepala Subdirektorat 11

JABATAN

NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG

PEJABAT PENILAI KINERJA

Direktur il

UNIT KERJA Direktorat |1 UNIT KERJA Direktorat Jenderal IT1
RENCANA CAPAIAN KATEGORI SATAAN SRR 5”_-””.”>
NO | KINERJA ATASAN | RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISAS] CAPAIAN .
LANG SUNG K1 1K1 KATEGORI! | NILAI | TERTIMBANG
] 12 13 4] 15} 16) |7 18] 19) |10) (11} 112)
A. KINERJA UTAMA
| Meningkatnya Aplikasi SIMBG | Kualitas Tingkat  kesesuaian  fitur  aplikasi] 70 - 80%, 75 100 Baik Baik 100 ()
kualitas bangunan | menjalankan bisnis dengan NSPK
gedung yang proses dan SLA | Kuantitas | Persentase penyelesalan fitur aplikasi ] 80 - 90 fitur 8% 100 Ba lk
me njamin |service tevel SIMBG yang slap digunakan aplikas| slap
keselamatan, agreement) sesund Ketepatan waktu  penyelesaian  (itur | digunakan
lkesehatan, NSPK vang reflable | Wakiu aplikasi sesuni dengan jadwal vang | 7-8 bulan 7 bulan 100 Baik
kenyamanan, dan | dan userfmondly ditetaplan selelah NSPK
lkemudahan bag terhit
pengEunanysa,
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RS
()
i
C
©
—
=]
-—
©
Qr.v
CAPAIAN RENCANA KINERJA
RENCANA capatan] KATEGORI NILAT <
NO | KINERJA ATASAN | RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN W
1K1 KATEGORI | NILAI | TERTIMBANG
LANG SUNG IKI < <
11 i2) 13) 4] 15] 16} 17 15 19) (10) 111 112)
A, KINERJA UTAMA
2 Meninghkatnys Respons  yang cepat | Kuantitas | Persentase penyelessian pengaduan 80 - 0% darl Q5% 106" [Sangat Baik Baik 100 104
lkualitas bangunan | dan akurat atay masyarakat dan pengelola SIMBO atas | jumiah
lgedung vang pengaduan layanan PRG/IMB dan SLF pengacuan
me njamin masyaralkat dan vang diajukan
keselamatan, pengelola SIMHEG | Waktu Rata-rata waktu yang dibutuhkan 1 -2 hari 2 hari 100 Ba ik
lesehatan, terkait layanan untuk memproses layanan pengaduan | setelah
kenyamanan, dan | penerbitan PEG/IMB ma syarakat dan pengelola SIMBO permohonan
ety el han bagi dan SLF melalui / pengaduan
penggunanya aplikasi SIMBG disampaikan
3 [Meningkatnya Semakin banyald Kualitas Persentase kesalahan dokumen | 90 - 95% 90 100 Bafic Balk 100 104
kualitas bangunan pegawai dinay PU dar PRG/IMB dan SLF yang diterbithkan |dokumen
lgedung yang TSP pemdda  kab /koty melalui aplikas| SIMBG diproses
e jarmin bang  hisa  melayan tanpa
keselumatan, penerbitan PRG/ IMH kesalahan
lesehatan, Hun SLF melalul SIMBOY Kuantitas | Persentase Pemerintah Dacrah | 80 - 90% 85% 100%% Ba
lenyamanan, dan  ecara cepat dan akurat Kabupaten/ Kota yang memiliki|Pemda
lee muda han bagl pegawal dalam jumlah yang keal yang
penggunanys bisa mengoperasikan aplikasi SIMBO
B. KINERJA TAMBAHAN
NILAI AKHIR SKP = Nilai tertimbang capaian Kinerja Utama + Nilai tertimbang Capaian Kinerja Tambahan 104
Total Nilal Tertimbang Kinerja Utama .
- - + Total Nilai Tertimbang Kinerja Tambahan
Jumlah Kinerja Utama
% + 19 + 1%
= —
3
312
w o v ] (04
KETE RANGAN (Opsional) _

inl
Pejabat Penilal Kinerjs,

[Nama)
INIP)
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Keterangan:

*Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama Kepala Subdireictomt § yang teridin dar ;

1. Aplikas( SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesual NSPK yang reliable dan user friendly) mengintervenst Kinerja utama Dicektur I nomor I yakni
*Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjmin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunango®

2. Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola SMBG terkait laganan penerixtan PBG/IMB dan SLF meinlui apiikasi SIMBG mengintervensi Kinerja utama
Direktur ¥ nomor I yakni *Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanga®

d  Semakin banyak pegawa dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang Ksa melayan! penerbitan PBG/IMB dan SLF molalui SMBG secara cepat dan akurat mengintervensi Kinerja utama
DNrektur ¥ nomor I yakni *"Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kengamanan, dan kemudahan bagl penggunanya®

Dihitung dengan formuda:

DODAL Nl CAPAIAn KINET A atasan Yang dun iervens
o0

DADOL Nl capamn Kineria Ulama pegaw a
100

—f_a tertimbang = A * nilal kinerja atasan yvang .._E:n:.natw . H * nilal kinena utama pegawal ‘

Berikut dustrusi perhtungan niai TERTIMBANG kepala subdirektorat 1.

KINERJA UTAMA NILAI KINERJA METODE KINERJA UTAMA KEPALA NILAl KINERJA UTAMA NILAI TERTIMBANG
ATASAN LANGSUNG UTAMA ATASAN CASCADING SUBDIREKTORAT Il KEPALA SUBDIREKTORAT II
YANG DIINTERVENSI LANGSUNG
1 120 non - direet 1 100 (80100 x 100) + (20/100 x 120) = 104
1 120 non - direct 2 100 (80/100 x 100) + (207100 x 120) = 104
I 120 non - direct 3 100 (B8O/100 % 100) 4+ (20/100 x 120) = 104
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2) Model Pengembangan

[ NAMA INSTANSI |

PEGAWAIT YANG DINILAI

Tabel 8

Format 1,22
Penilaian SKP Kepala Subdirektorat 11

PEJABAT PENILAI KINERJA

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ...

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Kepala Subdircktorat 11 JABATAN Direktur I
UNIT KERJA Direktorat 1 UNIT KERJA Direktorat Jenderal Il
NO RENCANA RENCANA ASPEK INDIKATOR KINERIA TARGET KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA® REALISASI | CAPAIANIKI | CAPAIAN RENCANA KINERJA
KINERJA ATASAN KINERJA INDIVIDU SANGAT KURANG CUKLUP SANGAT NILAL
LANGSUNG KURANG HAIK KATEGORI] NILAI TERTIM
BANG**
1A ] 3 H) {5) 16) M 4 ] (19 {1 (12) (13) 114 {15)
A, KINERJA UTAMA
| PMeningkatnya Aplhikasi SIMBG | Kualitas Tingkat kesesuadan fitur | 80 - 90%, < 60'% 60 - 69% | TO- TN >0, a5y, Balk Balk 100 104
kualitas bangusand men jalankan Kuantitas | aplikasi dengan NSPK
podung varngd bisnis proses dan Persentase penyelesaian | 80 - 90% <N o0 -09% | TO- TN *9O A5% Baik
nenjamm SLA  wrnace (el aplikasi SIMBG yvang siap| sistem
keselamatan, agreement)  sewual digunakan aplikaxi siap
foes ehatan, NSPK vang refiable digunakan
kenyamanan, dard dan userfriendiy Waktu Ketepatan waktu] 7- 8 bulan
hemudaban bags peny che saian aplikasi »12 I1-12 9-10 <7 7 bulan Baik
pen gmuinanya, sesund dengan jadwad vang
dite tapkan
2  |Moningkatnva Respans vang | Kuantitas | Persentase ponyelesaian 80 - 90N, dari <G o0 - 9% 70 - 794, =90 95% Sangat Baik Baik 100 104
kualitas  bangunanf cepat dan  akumt pengaduan masyarakat Jumlah
gedung yang] atas pengaduan dan pengelola SIMBG atas | pengaduan
menjam in masyarakat dan layanan PBG /IMB dan vang
ke b pengelola SIMBO | Wakto SLF diajukan
Kese hatan, terkait ayanan Rata-rata waktu yang 2 - 3 bari »7 6-T 4-5 <2 2 ban Baik
kenyvamanan, danf penerbitan dibutuhkan untuk actelah
emudaban bagd PBG/IMB dan SLF memproses layanan pennahonan
T8 gL TN Y melalul aplikasi pergaduan masyarakat | pengaduan
SIMBG dan pengelala SIMBG disampalkan
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menjamin

ese lumatan

Kese batan,
kenvamanan, dan
kemudahan  bag
penggunanya

3 [Meningkatnva emiakin Doy ak
lualitas  bangunangpegawal  dinas  PL
dung vargglan  PTSP pemds

fkab/kota yang biss
melayani  penerbdtan
FBG/IMB  dan  SLF|
melakal SIMBCG
pecara cepat  dan
hkurat

Kualitas

Kuantitas

Petsentase kesalaban
dokumen PBG/IMB dan
SLF  yang terb than

melahal aplikasi SIMBG

Persentase Peme rintah
Daerah Kabupaten/ Kota
vang wmwemilki  pegawal
dalam jumlah vang ideal
yvang bisa mengaoperasikan
aplikasi SIMBG

90 - 99N
dokumen
diproses
lanpa
kesalahan
80 ~ 90%
Pemda

<THW

<N

78 - 8%

60 - 69%

54 - 59N

TO - TN

»Q5N

»90N

85%,

Baik Baik 100 104

Baik

H. KINERJA TAM BAHAN

NILAI AKHIR SKP = Nilal tertimbang Capalan Kinena
Total Nilai Tertimbang Kinerja Utama

Utama + Nilal tertimbang

p )

-

3

Jumlah Kinerja Utama

D4 N

: + 0

312
- — 104

“apalan Kinerja Tambahan

+ Total Nilai Tertimbang Kinerja Tambahan

)

KETERANGAN (Opsional)

Keterangan,

{termpat), [tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilal Kinerja,

|Nama)
INIP)

* Kinerja Utama dinflai dengan menggunakan 5 (lima) kategori peniiaion/ standar Kinerja. Kategorl penilaian telah ditetapkan pad a iperencanaan Kinera individu. 5 kategon tersebut adalah
n. Sangat Baik, dimana realisasi K lebih besar dari target dan tercantum pada kolom Sangat Bailk

nRDE

Baik, dimana realisasi IK] sesuail dengan target yang tercantum pada kolom Target
Cubkup, dimana realisast I sesual dengan yang tercantum pada kolomn cukup
Kurang, dimana realisasi /K] berada dibawah kurang dan tercantum pada kolom kurang

Sangat Kurang, dimana realisast IK] berada dibawah kurang dan tercantum pada kolom sangat kurang
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** Nitai tertimbang Capainn Rencana Kinega Utama Kepaln Subdirekt orat [ gang teridiet dart ;

1. Aplikas( SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesual NSPK yang reliale dan user friendly) mengintervensi Kinerja utama Direktur Il nomor | yakni
“‘Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang mernjamin keselamatan, kesehatan, kengamanan, dan kemudahan bagl penggunanga*

2. Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola SMBG terkait layanan peneridtan PBG/IMB dan SLF melalil aplikas( SIMBG mengmtervens Kinerja utama
Xrektur ¥ nomor I gaknt *"Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kengamanan, dan kemudahan bagi penggunanga®

3. Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang bisa melayan penerbitan PBG/IMB dan SLF mealui SIMBG secara cepat dan akurat menginterven si Kinega utama
DXrektur ¥ nomor 1 yakni “Meningkatnya kualtas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya®

Dihitung dengan formula.

DT TV W] G0 PRI KINCT @ A URsA T VO NG U T Ve s TDODOL NI Capaian KIne Da Tia s pegiwa

ilal tertimbang = H

* nflal kinerja atasan yang a..::.?q:._u ‘. * nilal kinerja wtama pegawai ‘

100 L) 100
Berikut dustrasi perhitungan ndai TERTIMBANG kepala subdirektorat 1l:
KINERJA UTAMA NILA! KINERJA METODE KINERJA UTAMA KEPALA NILAI KINERJA UTAMA NILAI TERTIMBANG

ATASAN LANGSUNG UTAMA ATASAN CASCADING SUBDIREKTORAT Il KEPALA SUBDIREKTORAT ¥

YANG DINTERVENS LANGSUNG
1 120 non - direct 1 100 (BO/100 X 100) + (20/100 x 120) = 1M
1 120 non - direct 2 100 (807100 x 100) + (20/100 x 120) = 104
I 120 non - direct 3 100 (80/100 x 120) + (20/100 x 100) = 104
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b. Penilaian Perilaku Kerja Kepala Subdirektorat [l

Tabel 9
Format D.3
Penilaian Perilaku Kerja* Kepala Subdirektorat II

(NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA 5
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Subdirektorat I1 JABATAN Direktur II
1 UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat [l
m NO ASPEK PERILAKU NILAI
qQ 1 | Orientasi Pelayanan 90,9
2 Insitiatif Kerja 94 8
3 Komitmen 98,2
R Kerjasama 92,2
5 | Kepemimpinan 98,4
NILAI PERILAKU KERJA 95

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)

(NIPy

Ketemngan
* Contoh yang ditampikan adaah contoh penflaion perlaku Kerja pegawat oleh atasan langsung tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja dan
bauxahan

2021, No. 207
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¢. Penilaian Kinerja Kepala Subdirektorat Il

Tabel 10

Contoh Hasil Penilalan Kinerja
Kepala Subdirektorat I1

[NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ..
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT /GOL RUANG
JABATAN Kepala Subdirektorat II JABATAN Direktur [1
UNIT KERJA Direktorat [1 UNIT KERJA Direktorat II
NILAI SKP* 104
NILAI PERILAKU KERJA** a5
NILAI SKP + PERILAKU KERJA 101,3
NILAI [DE BARU 2
NILAI KINERJA PEGAWAI 103,3
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK
PERMASALAHAN
REKOMENDASI
[tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) (Nama)
(NIP) (NIP)
Ketermangan:

* Lihat Tabel 8
** Lihat Tabel 9
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*** Fendann Periaku diakukan oleh Pgabat Penilai Kinetja tanpa mempertimbangkan pendapat mwkan kerja setingkat dan bawwhan, sehingga
perbandingan bobot SKP dan bobot Perilaku Kera adalah 70:30
3. PENILAIAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL
a. Penilaian SKP Pejabat Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

1} Model Dasar/Inisiasi

[ NAMA INSTANSI |

PEGAWAIL YANG DINILAI

Tabel 11
Format D.1.3
Penilaian SKP Pejabat Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ..,
PEJABAT PENILAI KINERJA

diserahkan ke tim IT

NAMA NAMA
NIP NIP (fopsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Teknis Tata Banginan dan Perumashan Muda JABATAN Kepala Subdirektarat [l
UNIT KERJA Direktorat 11 UNIT KERJA Direktorat 11
NO RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] | CAPAIAN | KATEGORI | CAPAIAN RENCANA KINERJA
ATASAN INDIVIDU 1K1 CAPAIAN [KI
LANGSUNG/UNIT KATEGORI| NILAI NILAI
KERJA/ORGANISASI TERTIM
BANG*
14 2] 13 {d] 15 16 i 18] 19 110) 1 2
A. KINERJA UTAMA
1 Aplikasi SIMBO Proses bisnis aplikasi| Kualitas Tingkat  kesesuaian  proses| B0 - 90% 75% 100% Baik Cukup 80 84
e njalankan bisniy SIMBG  dalam bentuk bisnly aplikasi SIMBG dengan | sesual
proses dan SLA [semice |arsitektur aplikasi yang NSPK
level agreement) sesual | kengkap  dan  sesual | Kuantitas | Persentase penyelesaian | 90 - 95%, 8T% 97T Cukup
INSPK yang relfabie dan | NSPK dolumen arsitektur  aplikasl | arsitelktur
user-friendly Waktu SIMBG sesual NSPK terselesalkan
Tingkat ketepatan waktu | 6 -8 bulan 10 bulan 5% Kurang
penyelesaian dokumen | setelah NSPK
arsitektur apliks sl unmuk | terbit

www.peraturan.go.id



2021, No. 207

-263-

NO RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS| | CAPAIAN | KATEGORI | CAPAIAN RENCANA KINERJA
ATASAN INDIVIDU 1K1 CAPAIAN IKI
LANG SUNG/UNIT KATEGORI| NILAI NILAI
KERJA/ORGANISASI TERTIM
BANG*
14 12) 13) H 15 16 N 18] 19 (10) 11 112
A, KINERJA UTAMA
2  |Respons yangcepat dan | Pengguna dan | Kuantitas | Persentase  pengaduan  yang [ 90 - 95% Q5% 1067% Sangat Baik Baik 100 100
lakurat atas pengaduan | pengelola layanan progress  tindak  lanjutnya | pengaduan
masyarakat dan aplikasi dapat | Waktu terbaharui di aplikssi SIMBO vang diproses
pengelols simbg terkait | mengetahul Tingkat kelepatan waktu | 1 -2 hari 2 hari 100%: Baik
layanan penerbitan progress/ tindak lanjut updating progress/ tindak | setelah
PEG/IMB dan SLF pengaduannya  secara lanjut penguduan pada aplilasi | progress /tinda
melalii aplikasi SIMBG | up-todate melahui SIMBG k lamjut
aplkas SIMBG dilaksanakan
3 |Respons yangcepat dan [Felaahan jawaban atas| Kuantitas | Presentase telashan yang dapat | 80 - 90%, oo 1000 Balk Baik 100 100
jakurat atas pengaduan  pengaduan pengguna) menjawab pengaduan | telashan
masyarakat dan Hun  pengelola  wplileasi| Waktu masyarakat
[pengelola SIMBG terkalt fersusun  secara  cepal Rata - rata waktu yang|1-2 minggu 1 minggu 100%: Balk
layanan penerbitan ian akurat [berdasurkuan dibutuhkan untuk [ setelah
PG/ IMB dan SLF bbjek atau jenis masalah) menyelesaikan telaahan | pengaduan
e lalu i aplikasi SIMBG  ptau berdssurkan Juwaban atss pengadusn masu k
Wilayah)
4 [Semakin banyak pegawaipModul materi Kualitas Tingkat  kesesuaian  modul [90 - 95% T T8 Kurang Kurang 60 68
kinas PU dan PTSP eningkatan kapasitas maleri peningkatan kapasitas
pemda kab /kota yang engelola layanan dengan NSPK
bisa melayani penerbitanpenerbitan PBG/ IMB Kuantitas | Persentase penyelesalan modul |3 - 4 modul 2 1007% Kurang
PEG/IMB dan SLF an SLF melalii SIMBG | Waktu mater! peningkatan kapasitas selesal
melalul SIMBO secara ersusun secara lenghap Tingkat ketepatan waktu [1 - 2 bulan 23 85% Cukup
e pat dan akurat an sesuai standar penyelesainn  semua  modul |setelah aplikasi
enyusinan modul materi peningkatan kapasitas selesai dibuat
5 makin banyak pegawailPeserta peningkatan Kuantitas | Persentase peserta peningkatan | 70 - 80% 85% 106% Sangal Baik | Sangat 120 116
inas PU dan PTSP apasitas memahami kapasitas yang dapat | peserta Baik
pemda kab /kota yang an clapat memaham| dan mempraktelan
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Total Nilal Tertimbang Kinerja Utama

84 + 100 +

Jumlah Kinerja Utama

100 + 68 + 116 + 100 +

- 046
&

6

0

+ Total Nilal Tertimbang Kinerja Tambahan

NO RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] | CAPAIAN | KATEGORI | CAPAIAN RENCANA KINERJA
ATASAN INDIVIDU 1K1 CAPAIAN IKI
LANGSUNG/UNIT KATEGORI) NILAI NILAI
KERJA/ORGANISASI TERTIM
BANG*
11 2] 13) M 15 16 17 18] 19 (10) 111) 112
A, KINERJA UTAMA
bisa melayani penerbitan pnem praktekan o terl mater] yang disam pafkan
PEG/ IMB dan SLF vang disampaikan
e lalu i SIMBG secars
cepat dan akurat
6 [Semakin banyak pegawaiPeseria peningkatan Kualitas Persentase peserta vang puas 70 - 8P B5W 100°% Baik Baik 100 100
kinas PU dan PTSP apasitas mendapatkan atas pelayanan yang selama | peserta puas
pemda kab /kota yang elayanan yang memada | proses pelaksanaan
bisa melayani penerbitanpelama proses peningkatan kapasitas
PEG/IMB dan SLF claksanaan Kuantitas | Persentase pemenuhan cheklist T5% - 99% 100% 1200 Sangat Balk
melalui SIMBO secara eninghatan kapasitas pelalsanaan peninghatan checidest
wepat dun akurat kapasitas terpenuhi
B. KINERJA TAMHEA HAN
[ [ B : : : :
NILAI AKHIR SKFP = Nilai tertimbang capaian Kinerja Utama + Nilai tertimbang Capaian Kinerjs Tambahan 94.0

p———
(ETERANGAN (Opsionai)

* Nidai tertimbang Kinerp Utama Kepala Subdirektorat § yang terdiri dart:
I Proses bisnis aplivas( SIMBG dalam bentuk arsitektur apitkasi yang lengkap dan sesual NSPK mengintervensi Kinerja Utama Kepala Subdirektorat Il nomor |

meryalankan benis proses dan SLA jservice level agreement) sesuni NSPK yang relianbie dan user friendiy)”

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilal Kinerja,

[Nama)

N1P)

yakni “Aplikasi SIMBG
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5,

6,

Pergguna dan pengeipla layanan aplikast dapat mengetahui progress/tindak lanput pengadunnnua secwra up-to-date melaiui apitcasi SIMBG mengntervensi Kmerja Utama  Kepaia
Subndirektorat Il nomor 2 yakni "Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyambkat dan pengelola simbg terkait layanan penerbitan PEG/IMB dan SLF melalul aplikast SIMBG”
Telaohan jawaban atas pengaduan pengguna dan pengeiola aplikasi tersusun secam cepat dan akumt herdasarkan objek atau jenis masalah atau berdasarkan wiayoh mengintervensi
Kinerfa Utama Kepala Subdirektorat Il nomor 2 yakni “Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG terkult layanan penereidtan PEG/ IME dan SLF melalul
apiikast SIMBG™

Modul materi pening katan kapasitas pengeloln layanan penerbitan PRG/IMB dan SLF melalul SIMBO tersusun secara lengiap dan sesual standar penyusunan modul ) mengintervenst Kinerja
Utama Kepala Subdirektormt I nomor 3 yakni *Semakin banyak pegauail dinas PUdan PTSP pemda kab/kota yang bisa melayani penerbitan PEG/IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat
dan akumt”

Peserta peningkatan kapasitas memahami dan dapat mempraktekan materi gang dsampaikan mengintervensi Kinerja Dtama Kepala Subdirektorat I nomor 3 yakni  “Semakin banyak
pegawai dinas PU dan PTSP pemda kah/ kota yang dsa maayani penerdtan PBG/ MB dan SLF metalui SIMBG secara cepat dan akurat”™

Peserta peningkatan kapasitas mendapatkan pelaganan gang memadal selama proses pelaksanann peningkatan Kapasitas mengintervensi Kinerja Utama Kepala Subdirektorat I nomor 3
gakni *Semakin banyok pegavai dinas PU dan PTSP pemda kiab/ kota yang bisa maayani penerist an PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG secam cepat dan akumt”™

Dihitung dengan formuia,

T I CRMEAT] TCTCRILA KINeTis Alasan yang dumervenai TLERR) CAJMSAN TCDOMIA K3NE T3 VTAIND e awent

vy - m

* nd rencans Kinesis alaan w!ﬂ..u.::.:l_v . h

o) Tl * nilu rencans ke dtao pegawal U‘
Berkut dustrasi perhitungan nial Tertimbang kepala subdirektorat 1
KINERJA UTAMA NILAI RENCANA METODE KINERIA UTAMA JF NILAI RENCANA KINERJA NILAI TERTIMBANG
ATASAN LANGSUNG KINERJA UTAMA CASCADING UTAMA JF
YANG DIINTERVENSI ATASAN
LANGSUNG

1 100 non - direct 1 S0 (80100 x 80) + [ 20/100 x 100) = 84
2 100 non - direct 2 120 (80100 x 100) + (20/100 x 100) = 100
2 100 non - direct 3 100 (80/100 x 1007 + (20/100 x 1) = 100
3 100 non - direct + &0 (80/100 x 60) + (20/100 x 1)) = 68
3 100 non - direct 5 120 (B0/100 x 120) 4 (20/100 x 120) = 116
3 100 rion - direct 6 [ 20 (B0/100 x 120) + (20/100 x 1{0) = 1N
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2) Model Pengembangan

| NAMA INSTANSI |

PEGAWAI YANG DINILAI

Tabel 12

Format D23
Penilajan SKP Pejabat Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER .

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA NA MA
NIP NIP (*op=onal) NIP (*opsional)
PANGEKAT /GOL PANGEKAT; GOL
RUANG RUANG
JABATAN Jabatan Pungsional Teknis Tala Banginan dan Peru mahan Muda JABATAN Kepala Subdirektorat 11
UNIT KERJA Direktorat I UNIT KERJA Direkiorat 11
Aaipiybarsiosmis) INDIKATOR KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA® KATROGRI] AN EENCARAN ZHH_E
NO “ - .| RENCANA KINERJA ASFEK KINERJA TARGET - —d REALISASI] CAPAIAN | Y
UNIT KERJA/ IKDIVIDU Sangat Kurang Cukup —Wu?ﬂ: Bail 1K1 KATEGORI | NILAI | TERTIM
ORGANISAS] Kurang BANG*
{1 12 (3 ) 15) 1) 7 ) 19 {10 i (12) {13 {14) {15)
A. KINERJA UTAMA
1 Aplikaai SIMBG Proses s | Kunditas gkat Kesos usian | 80 - 90N <« TON &0 - 6% | 70 - TN K 755 Baik Cukup O H4
menjak n bisnis | aplikasi SIMBG b s | sesuai
prames dan SLA dalam bentuk aph kol SIMBG
|senvice [evel arsd tektur aplikasi dengan NSPK
agreement sesual kengkap dan Persen tase
NSPK yvarg refiaide ses vl NSPK peny ele sajan 90 - 95 <TU% 60 - 9% 70 - TN St 87% Cukup
dan user-frendly dokumen arsitektur
armilektur aplikasi | terselesaikan
SIMBG sesual
NSPK
Thr ketepatan
Waktu wak i - ) > 9 K-9 6-7 <4 4.5 bulan Kumng
peny ele saan seielah NSPK
dakumen terbit
ektur  aplikasi
ik diserahkan
v
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RENCANA RINERJA

CAPAIAN RENCANAN KINERJA

e, INDIKATOR FATEGOR! PERILAIAN/STANDAR KINERIA® KATEGORI
No  |ATASAN LANGSUNG/ | o opeana laniras | aspex KINERJA TARGET reALisas| capalan | NILAY
UNIT KERJA/ INDIVIDD St Rurang | Cukup  Joare! Baik 1Ki KATEGORI| NiLA! | TERTIM
ORGANISAS] Kumng BANG*
) 12) &) ) %) ) 17 # [ a) {19 {11 112 {13 {14 (1%
A. KINERJA UTAMA
2 Respans yang cepat | Pengguna dan | Kuantitas Persentise 90 - 95'% < 50% 50 - T4% | 75 -89% > Q5% 95% —mr:cv..: Baik] Baik 100 100
dan akurat atas | pengelola layanan pengaduan pengaduan
pengaduan aplikasi dapat progres vang diproses
masyamkat dan | mengetalal  tindak hnutnya
pengelala SIMBG | lanjut pengaduannya terbaharul di
terkait layanan | secara up-wdate aplikaxi SIMBG
penerbitan melalul aplikasi | Waktu Tingkat ketepatan | | -2 hari >6 5-6 -4 <1 2 hari Baik
PBG/IMB dan SLF | SIMBG waktu upd ating | setelah tindak
melalul aplikasl progres/ tindlak lanjut
SIMBG lanut  pergaduan | dilaksanakan
pada aplikasi
SIMBG
3 Res pors yang copal l'elaahan jowaban atas) Kualitas Presentase 80 - 90N <60 60 - 0% | TO -7 » TN 5% Sangal Bail Bak 100 100
dan  akursl  alas pengadian  petgluns) telnaban vare | tedaaban
pengaduan fan pengelola aplikas digunakan  untuk
masyamkat dan pemsusun secara cepal men jawab
pengelala SIMBG Han akurmf pengaduan
terkait layanan Jberdasarkan abjek masyvarakal
pener bitan hlau  jenis masala b Kuantitas Persentase 80 - 9N <00 o0 - 6PN 70 - 79% » TN, BON Haik
PBG/IMH dan SLF ptau be rdasarkan penye lesalan telaahan
melalui aplikasi jwilayah) telaaban  jawaban | jawaban selesai
SIMBG atas pengaduan
Rata - mta wakta | 1- 2 minggu
Waktu vang  dibutubkan | setelab <] 5-0 3 -4 <3 2 Baik
untuk pengaduan
men yelesatkan masuk
telnahan  jawaban
atas pergaduan
4 Semukin banyvak Madul mater) Kualitas Tingkat akurast [90 - 95% s) < T9% 75-79% BO - §9% >95%, 8% Kumng Kurang 00 o8
pegawal dinas PU pemingka tan moadul materi | modul disusun
dan PTSP pemda kapasitas pengelola peningkatan sesual  dengan
kab/kota yang bisy layanan penerbitan Kapasitas stanclar dan
melay ani PBG/IMB dan SLF NSPK
penerbitan melahy SIMBG 3 4 modul
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RENCANA KINERJA

CAPAIAN RENCANAN KINERJA

4 s INDIKATOR FATEGOR! PERILAIAN /STANDAR KINERIA® KATEGORI
no | ATASAN LANGSUNG/ povcana ianeras | Aspex KINERJA TARGET reaLisast| capaian | NLA
UNITKERJA/ INDIVIDU Sung! Kurang Cukup ottt Bai 1K1 KATEGORI] NILAI | TERTIM
ORGANISAS] Kumng BARG*™
i 12) {4 ) 1% 10) 17 #) {9 {10 {11 {12) (13 {14) (15
A KINERJA UTAMA
PRG/IMB dan SLF 1ETSUSUIT Secam selesn |
melalui SIMBG kengkap dan sesuai | Kuantitas Jumish madul 0 1 2 Rl 1 Kumng
secam  cepat dan standar mater| peningkatan
penyvusunan modul Kapositas vang
selesal 1 2 bulan
Tingkat ketepatan | setelah aplikas|
Waktu walktu selesai dibuat >6 5 -4 <2 A Cukup
penyelesaian
SO LA m
mater| peningkatan
kapasitas
5 Semakin bamyak Peserta Kuantitas Persentase peserta | 70 - 80% < 60N 60 ~ 6% | 65-69% > BOY &5% Sangat BalkiSangat Baik| 120 120
pegawal dinas Pl penngka tan pend ngkatan peseria
n PTSP  pemda Kapasitas Kapasitas vang
kab/kata vang bisa e mabami dan dapat  memahami
melayani dapat dan mem praktekan
penerbitan memprakiekan mnteri yang
PBG/IMB dan SLF mater] vang sy v ey
melalui SIMBG chisam pai kan
secam  cepat dan
akurat
[ Semakin banyak Peserta Kuwdi tas Persentase peserta | 70 - 80% < 6N 0 - 6% | 05 -69% » BON Q0% |Sargat Baik] Baik 100 100
pogawai dinss PL penin gkaatan yang puss  alas | peserta puss
dan PTSP  pemda kapasitas pelayanan vang
kab/kota yang bisa mendapa tkan selama proses
pelayanan vang pelaksanaan
memadal s lama pend ngkatan
PBG/IMB dan SLF proses pels ks naan Kapasitas
melalul SIMBG | peningkatan Persentase
secamn cepal dan | kapasitas Kuantitas pemenuban B0 « XYKa < 6% 60 ~ 69% | TO -T9% >90N 90N Baik
akurat cheklist checklist

pelaksa
peningkatan
kapasitas

ter pemabl
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RENCANA KINERJA

Tatal Nilai Tertimhang Capaian Kinerja Utama
Jumlah Kinerja Utama

B4 4 00 F 068 16 4 100
= + 0
“
568
= e—= N
[

+ Tatal Nilai tertimbang Capaan Kinerja Tam baban

5 z CAPAIAN RENCANAN KINERJA
ATASAN LANGSUNG/ INDIKATOR FATEGOR! PENILAIAN/STANDAR KINERIA® KATEGORI NILAI
KO . RENCANA KINERJA ASPEK KINERJA TARGET REALISASI| CAPAIJAN y
UNIT KERJA/ INGIVIDD St Rurang ]| Cukup  Jouret Daiky 1Ki KATEGORI| NILA! | TERTIM
ORGANISAS] Kumng BANG*™
1) 121 [} ) 1% o) ] #) 9 (AL] 1 112 iy {4 (%
A. KINERJA UTAMA
CAPAIAN RENCANAN KINERJA
Prosmiampr oy INDIKATOR KATEGORT PENILAIAN / STANDAR KINERIA® KATEGORI e
e UNIT KERJA/ SRDESNS NI ABPIX __”_M__w_am_u” gyl Sangat Kurang Tukup  Joanat Haik RAUISAN n>ﬂ.h__>z KATEGOR | NILAl | TERTIM
ORGANISASI Kumng BANG*™
i 12 &) ] 15 10 7 ) %) 1o in 12 113 (14 115
H. KINERJA TAMBAHAN
| | | | | | | | ] | | | |
NILAI AKHIR SKP = Nilai tertimbang Capaian Rencans Kinega Utama + Nilai tertimbang Capaian Rencana Kine fja Tam baban 930

KETERANGAN Opsional) —

Keterangan.!

tempat), tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

|Nama)
|NIP)

* Kinerga Utama dindai dengan menggunakan 8 (lima) kategori pentiaian/standar Kinerja, Kategori penilaian telah ditetapkan pada perencanaan Kinerja individu. S kategori tersebut adalah

I, Sangat Baik, dimana realisasi IK] lebth besar dart target dan tercantum pada kolom Sangat Baik

2. Baik, dimana realis ast IK! sesuai dengan tamget dan tercantum pada kolom Target

3. Cukup, dimana realisasi berada dibawoah target dan tervantum pada koiom Cukup

4, Kurang, dimana realisasi berada dibawah cukup dan tercantum pada kolom Kurang

5. Sangat Kurang, dimana realisasi berada dibawah cukup dan tercantum pada kolom Sangat Kurang

-

** Nilni tertimbang Capatan Rencana Kinerja Utama Kepala Subdirektorat I yang terdin dan;
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Proses bisnis aplicasi SIMBG dalam bentuk arstektur aplcasi yang engkap dan sesuai NSPK mengintervensi Kinerja Utama Kepala Subdirektorat I nomor | yakni *Aplicast SMBG
menlankan bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesuai NSPK yang meliable dan user friendiy)”

Pengguna dan pengeivla layanan aplikasi dapat mengetahul progress/tindak lanjut pengaduannya secarn up-to-date melalui aplicasi SIMBG mengintervensi Kinerja tama Kepaia
Subdirektorat Il nomor 2 yaknl *Respons yung cepat dan akurat atas pengaduan masyarmiat dan pengelola simbg terkalt layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalul aplicasi SIMBG*
Telaghan jmoaban atas pengaduan pengguna dan pengelola aplikasi tersusun secara cepat dan akurar (berdasarkan olyek atau fenis masalah atau berdasarkan wiayah mengintervensi
Kinerj Utama Kepala Subdirektorat I nomor 2 gakni “Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG terkait layanan penerixton PBG/ IMB dan SLF melalul
aplikasi SIMBG®

Modul materi pening katan kapasitas pengelola layanan penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui SIMBG tersusun secara lengkap dan sesual standar penyusunan modul ) mengintervensi Kinerja
Ltama Kepaln Subdirektorat I nomor 3 gakni “Semakin banyak pegauail dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang dsa melayani peneridtan PRG/IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat
dan akumt”

Peserta peningkatan kapasttas memahami dan dapat mempraktekan mater! yang disampaikan mengintervenst Kinerja Qtama Kepala Subdirektorat I nomor 3 yaknl  “Semakin banyak
pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/ kota yang bisa mdayani penerbitan PEG/ IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat dan akumt”™

Peserta peningkatan kapasitas mendapatkan pelaganan gang memadai selama proses pelaksanaan peningkatan kapasitas mengintervensi Kinerja Utama Kepala Subdirektorat Il nomor 3
yakni “Semakin baryak pegmoai dinas PU dan PTSP pemda kab/ kota yang bisa melagani peneriitan PEG/ IMB dan SLE melalul SIMBG secar cepat dan akurat”

Dihitung dengan formula.

Do bOL rilal capaian Kiner i ulama pegaw a

babot nilal un Kiner 1 W N lerv ens \
—EE tortimbang « ! ol oo ¥ b [P nilad kinerja wasan vang E.B_na_niiw + A * midad kine tfja utama pe gawal _

100 150
RBerkut dustrast perhitungan nial TERTIMBANG kepala subdirektorat 1
KINERJA UTAMA NILAI KINERJA METODE RENCANA KINERJA NILAI RENCANA KINERJA NILAI TERTIMBANG
ATASAN LANGSUNG UTAMA ATASAN CASCADING UTAMA JF UTAMA JF
YANG DIINTERVENSI LANG SUNG
I 100 non - direct I 50 (BO/100 x 80) + ( 20/100 x 100) = 84
2 100 non - direct 2 o0 (80/100 x 100) + (207100 x 1(0) = 100
2 100 non - direct 3 100 (B0/100 x 100) 4 (20/100 x 100) = 100
3 100 non - direct K o0 (BO/100 x 600 4 (20/100 x 1IN = 68
3 100 non - direct 5 120 (807100 x 1200 4+ (20/100 x 100) = 116
3 100 non - direct 3 100 (BO/100 x 100) 4 (20/100 x 100) = 100
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b. Penilaian Perilaku Kerja Pejabat Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan

Tabel 13
Format D.3
Penilaian Perilaku Kerja* Pejabat Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan

INAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA :
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG _ _ RUANG
JABATAN Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan JABATAN Kepala Subdirektorat I
dan Perumahan Muda

UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat I
NO ASPEK PERILAKU NILAI

1 Orientasi Pelayanan 90

2 Insitiatif Kerja 94.8

3 Komitmen 98,2

R Kerjasama 92,2

5 Kepemimpinan 98 4

NILAT PERILAKU KERJA 94 8
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)
Ketemngan:

*contoh yang ditampitkan adaloh contoh penilaian perilaku kerja pegawat oleh atasan langsung tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kena dan bawahan
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c. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan

Tabel 14
Caontoh Hasll Penilaian Kinerja
Pejabat Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN...

INAMA INSTANSI)
PEGAWAI YANG DINILAI

NAMA

NAMA

PEJABAT PENILAI KINERJA

NIP

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

PANGKAT /GOL RUANG

Jabatan  Fungsional Teknis

JABATAN Bangunan dan Perumshan Muda

Tata

UNIT KERJA Direktorat II

JABATAN
UNIT KERJA

Kepala Subdirektorat 11

Direktorat [1

NILAI SKP*

94,6

NILAI PERILAKU KERJA™

94.8

NILAI SKP + PERILAKU KERJA**

94,6

NILAI IDE BARU

2

NILAI KINERJA PEGAWAI

96,6

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

BAIK

TOTAL ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH
PERMASALAHAN

REKOMENDASI

Pegawai yang dinilai,

Ketemngan: [Nama)
* Lihat Tabel 12 |NIP)
** Lihat Tabel 13

[tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilal Kinerja,

[(Nama|
(NIP)

*** Penilcian Perilaku dilakukan oleh Pepabat Penilai Kmenga tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan, sehingga perbandmngan

bobot SKP dan bobot Perdaku Kerja adalah 70:30
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ANAK LAMPIRAN 5

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
CONTOH PENILAIAN KINERJA PADA INSTANSI DAERAH
1. PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
a. Penilaian Kinerja Kepala Dinas Keschatan
1) Penilaian SKP
Tabel |
Format D.2.1
Penilaian SKP Kepala Dinas Keschatan
| NAMA INSTANSI ) PERIODE PENILAIAN: .., JANUARI SD .., DESEMBER ... TAHUN ..,
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJIA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Kepals Dinas Kesehatan
INSTANSI Dinas Keschatan SREATAN KRS Dasra
PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET | REALISASI CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAI
1K1 CAPAIAN IKI CAPAIAN | TERTIM
1K1 BANG
1 2] 131 4 15) ] 71 18} 9] 110)
A KINERJA UTAMA
Penerima | Meningkatnya pelayanan Kesechatan dan | Presentase keluargs sehat 18% 19% 106% Sangat Baik 115 1094
Layanan/ kemandirian masyarakat untuk hidup | Rata - rata nilai Survei Kepuasan 80 82 103% Sangat Baik 12
Stakeholders sehat Masyarakat {SKM) Puskesmas
Indeks kualitas layanan yang | 3,5 dari 3,75 107% Sangat Balk 117
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PERSPEKTIF* | NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET | REALISASI CAPAIAN KATEGORI NILAI NILAL
1K1 CAPAIAN IKI CAPAIAN TERTIM
1K1 BANG
11 12) 13) 14 15) 16) 7] 18] ) 110
A.KINERJA UTAMA
dihasilikan olkeh Dinas Kesehatan akala 5
Proses Bisnis 2 Meningkatnya  ekktivitas  pelaksanaan | Persentase penyelesaian Inisiatlf 8% B 100 BHa ik 109
inislatif strategis individu dalam ranghka | strategis dan  atau  renalesl  yang
pencapaian sasaran dan indikator dalam | berkontribusi langsuny terhadap
Perjanjian Kinerja Dinas Keschatan pencapaian indilator Perjanjian
Kinerja Dinas Kesehatan sesuai target
walktu yang diteta plcan
Proses Bisnis 3 Terlaksananys direktif pimpinan sesuai | Persentase penyelesaian 80 B0 100% Baik 109
target waktu yang ditetaplasn penugasan/direltlf pimpinan  sesuai
target waktu yang ditetapkan
Penguastan 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Persentase Temuan hasil pemeriksaan 100% 1000 1000 Sangat Bulk 120
Internal Dinas Kesehatan yvang ditindaklanjuti
Predikat LAKIP Dinas Kesehatan A A 1000 Baik 109
Angaran 5 Pengelbolaan anggaran Dinas Keschatan | Presentase  pengelolaan  keuangan 100% 100% 100% Sangat Balk 120
yang optimal fanggaran) yang bebas darl temuan
material
Persentase peny rapan anggaran 95% A 95% Culaup 85
B. KINERJA TAMBAHAN
| | | : L=l : ] : ] .
NILAI  AKHIR = Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama™* + Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambahan 110,1
SKP = (665 + 436)+0
= 111
KETERANGAN (Opsional) _ -

{tempat), [tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilal Kinerja,

[Nama)

INIPy
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Keterangan;
*kolom Perspektif hanya terdopat pada pendaian untuk SKP Model Pengembang an
“bobot yang ditetapkan untuk niiai 1K Kinerja utama berdasarkan Perjanflan Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategls, Rencana Kerja Tahunan dan Direktif adalah 60 poin
dan Kinerja utama rencana aksi atau insiatif strategis adaloh 40 poin.,
*** Nilal tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama diperoleh dengan formudn:
=( Rata - Rata Nilai IK] Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, dan Direktif) » ——) + ( Rata - Rata Nilai [K] Kinera Utama |Rencana Aksi) » ——

KO luv
:mv.:vu-a#—SOEOO—iQ:O#Om .u s
HA x Iv + A 109 x Iv

=(Fx2) +(100x )
=(1108 x =) + (109 x =

[CY
= 665 + 436
= 1101
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2} Penilaian Perilaku Kerja

INAMA INSTANSI)

Tabel 2
Format D.3

Penilaian Perilaku Kerja* Kepala Dinas Kesehatan

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN...

PEGAWAI YANG DINILAI

NAMA

NIP

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA
NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

Kepala Dinas Kesehatan

PANGKAT,/ GOL RUANG
JABATAN

Kepala Daerah

UNIT KERJA Dinas Kesehatan
NO ASPEK PERILAKU NILAI
| Orientasi Pelayanan 102
2 Insitiatif Kerja 95,5
3 Komitmen 98,2
4 Kerjasama 99
5 Kepemimpinan 97,1
NILAI PERILAKU KERJA 98,4
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIPy
Keterangan:

‘contoh yang ditampikan adalah contoh pendann pernlaku Kena pegawat oleh atasan langsung tanpa mempertimbangkan pendapat rekan Kera dan

bawahan
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3) Penilaian Kinerja
Tabel 3
Contoh Hasil Penilaian Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan

INAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN...
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA E
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Kepala Dinas Kesehatan
- JABATAN Kepala Daerah
UNIT KERJA Dinas Kesehatan
NILAI SKP* 110,1
NILAI PERILAKU KERJA** 98,4
NILAI SKP + PERILAKU KERJA*** 106,5
NILAI IDE BARU 3
NILAI KINERJA PEGAWAI 109,5
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) (Nama)
Ketermngan: (NIP) (NIP)

* Lihat Tabel 1

** Lthat Tabel 2

*** Penilnian Periaku dilakukan oleh Pejabat Fenidat Kmega tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan, sehingga perbandingan
bobot SKP dan bobot Perdaku Kerja adalah 70:30
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b. Penilaian Kinerja Kepala Puskesmas
1} Penilaian SKP

| NAMA INSTANSI )

Tabel 4
Format D.2.1

Penllalan SKP Kepala Puskesmas

PERIODE PENILAIAN: ..

JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ...

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGEKAT/GOL RUANG
JABATAN Kepila Puskesmas JABATAN Kepuls Dinas Kesehatan
INSTANSI Puskesamas INSTANSI Dinas Kesehatan
REALISASI KATEGORI et
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET CAPAIAN 1K1 NILAL IKI TERTIM
1K1 CAPAIAN K1
BANG
1) 12) 13 (5] 15) 160) 17 18 ] [10)
A KINERJA UTAMA
Penerima  Layanan/ 1 Meningkatnya kualitas | Persentase  ibu  hamil mendapatkan 100 100% 100% Sangat Baik 120 111,3%
Stakehoders pelavanan puskesmas pelavanan antenatal sesuai standar
Persentase ibu bersalin mendapatkan 100 1000 100% Sangat Baik 120
pelayanan persalinan sesual standar
..I::Eo: kepuasan penerima  layanan 3,5 dari 4 114% Sangat Balk 120
Puskesmas skals 5
Proses Bisnis 2 | Terkebla operasional rutin | Tingkat kepuasan pegawal atas layanan 3,5 dari 5.5 100% Balk 109
UPT Puskesmas Internal Puske smas skala 5
Tersedianya obat dan bahan | Persentase penyediaan obat-obatan dan 100% 100r4 100% Sangat Baik 120
medis habls pakal (EMHP bahan medis habls pakal (BEMHP)
Tersedianya alat Kesehatan | Persentase pengadaan alal keschatan 1000 a5 a5% Cukup 85
yang layak fungsi yang layak fungsi
Terlaksananya rencanys | Persentase penyelesalan rencana aksi/ B8O s 100% Baik 109
aksi/inisiatil strategs dalam | inisiatif strategis sesuai target wakiu
rangka pencapaian  target | yang ditetaplkan
Perjanjian Kinerja
Puskesmas
Terlaksananya direktil | Persentase penyelesaian B0 8% 100%, Baik 109
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= (677 +436) + 0
= 1113

NILAL
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET e CAPAIAN IKI BARR NILAI [KI TERTIM
1K1 CAPAIAN IKI
BANG
(1] 12) |3) 4] |5] 16) {71 18] ) {10]
pimpinan sesual tugas | penugasan/direktil  pimpinan sesunl
jabatan dan target wakiu | tugas jabatan dan target waktu yang
yang diteta pkan ditetapkan
Penguatan Intemal 3 Terpenuhinya jasa pelavanan | Persentase tenaga kesehatan  vang 8P4 L 106%: Sangat Baik 116
tenaga keschatan terpenuhi jasa pelayanannya
4 Meningkatnys Akuntabilitas | Persentase temuan hasil pemeriksaan 100% 100% 100% Sangat Bailk 120
Kinerja Puskesmas vang ditindaklanjuti
Anggaran 5 Pengelolasn anggaran | Persentase penyerapan anggaran 95 a5 100% Baik 109
Puskesmas yang optimal
B. KINERJA TAMBAHAN
1 [ [ [ I 0
NILAI AKHIR SKP = Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utarma®** + Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambaban 1113

KETERANGAN opsionail)

Ketorangan:

‘Kolom Perspektif hanua terdapat pada pendaian antuk SKP Model Pengembangan
“bobot yang ditetapkan untuk nilal (K] Kinega utama berdasorkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatilan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Direktif adalah 60 poin dan Knega

utama rencana aksi atau inisiatif strategis adalah 40 poin,
*** Mial tertimbang Capalan Rencana Kinerfa Urama diperoleh dengan formula.

o

"

«( Rata - Rata Nilai IKI Kinerjs Utarna (Perjanjian Kinerja, Rencana Stratogis, dan Direktif) » Inu +( Rata - Rata Nilai 1K1 Kinerjs Utama |Rencana Aksi) * Iv +0

H 130 #1304 130 + 109+ 130+ 85 + 109+ 116+ 130 + 10 o
-

1128 ()

=== x =) +(109 x

10 100

.O v
I
100

*

uH:;xEvl:szv-:_.u

o,

100,

2) Penilaian Perilaku Kerja

- x Hv + A 1049 x Iv

YO
0

o

tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Pejabat Penilai Kinerja,

[Nama)
INIP)
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NAMA INSTANSI)

Tabel 5
Format D.3

Penilaian Perilaku Kerja* Kepala Puskesmas

PERIODE PENILAIAN: .., JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN...

PEGAWAI YANG DINILAI

NAMA

NAMA

NIP

NIP

PEJABAT PENILAI KINERJA

PANGKAT/GOL RUANG

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN Kepala Puskesmas JABATAN Kepala Dinas Kesehatan
UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Dinas Kesehatan
NO ASPEK PERILAKU NILAI
1 Orientasi Pelayanan 99
2 Insitiatif Kerja 92,1
3 Komitmen Q3,7
B Kerjasama 96,7
5 Kepemimpinan 89,6
NILAI PERILAKU KERJA 94,22
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)
Keterangan:

‘contoh yang ditampilkan adalah contoh pendaian perilaku kerpa pegawat oleh atasan langsung tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja

dan bauwahan
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3) Penilaian Kinerja

INAMA INSTANSI)

Tabel 6
Contoh Hasil Penilaian Kinerja
Kepala Puskesmas

PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER ... TAHUN ..

www.peraturan.go.id

PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Kepala Puskesmas JABATAN Kepala Dinas Kesehatan
UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Dinas Kesehatan
NILAI SKP* 111,3
NILAI PERILAKU KERJA** 94,2
NILAI SKP + PERILAKU KERJA*** 106,2
NILAI IDE BARU 2
NILAI KINERJA PEGAWAI 108,2
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)
Ketemngan:

* Lihat Tabel 1
** Lthat Tabel 2

*** Penilaian Perilaku dilakukan oleh Pejabat Feniat Kmega tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan, sehingga perbandingan

bobot SKP dan bobot Perdaku Kerja adalah 70:30
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2. PENILAIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
a. Penilaian SKP Pejabat Fungsional Bidan Penyelia
1} Model Dasar

{ KAMA INSTANSI )

PEGAWAI YANG DINILAI

Tabel 7

Format D.1.3

Penilaian SKP Pejabat Fungsional Bidan Penyelis

PERIODE PENILAIAN: |

JANUARISD ... DESEMBER

TAHUN .

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGEAT/GOL RUANG
JABATAN Bidan Penyelia JABATAN
UNIT KERJA Puskesmas UNITKERJA Puskesmas
NO |RENCANA KINERJA] RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVID LU TARGET REALISASI CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN
ATASAN 1Kl CAPAIAN IKI RENCANA KINERJA
LANGSUNG/ UNIT
KERJA/ KATEGORI | NILAI | NILAI
ORGANISASI TERTIM
BANG*
1) 12) 13) t 15) 16] 7] 18] 19 119 11
A. KINERJA UTAMA
1 Jlayanan antenatal by hamil  dengan | Kualitas Frekuensi kesalahan pemetiksasn | Tidak ada Tidak ada 100 Sangt Sangat Baik] 120 116
fare  (ANC)  dard kehamilan  fslologis kehamilan [ANC) sesuai perannya | kesalahan kesalahan Baik
peryalinan dan patologis dalam SOP/flow chart layanan | tindakan Hnda kan
Jdilakukan  dengan qq”“.a:_ﬂw._ﬁ.E: ANC
respon yang cepaf o amilan/antenatal Kualitas Jumlah komplain dari bu hamil | Tidak kebfh dart |t fbu hami 100 Baik
jdan akurat, care sesual perannya atas layanan pemeriksaan | 3 ibu hamil e nyatakan
dalam SOP/Nlow kehamilan/ antenatal care |ANC) | menyatakan omplain
chart layanan ANC oleh yang bersangkutan yang | komplain
ditolerir
Kuantitas Persentase |bu hamil yang datang | Seluruh fbu Seluruh Iy 100% Sangat Balk
dan terlayani pemeriksaan | hamil yang hamil yang
kehamilannya sesual jam | datang terlayanl jdatang terlavani
operasional puskesmas
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vang disampalikan kepada
penanggung jawab UKP/ UKM

tepat waktu

NO |RENCANA KINERIA] RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISAS] CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN
ATASAN IKI CAPAIAN IKI RENCANA KINERJA
LANGSUNG/ UNIT
KERJA/ KATEGORI | NILAI | NILAI
ORGANISAS| TERTIM
BANG*
It 2] 3 (8] {51 16) [7) 18) 19 10 111)
A. KINERJA UTAMA
2 |Layanan antenatal |Ibu  hamil dengan | Kualitas Frekuensi kesalahan tindakan | Tidak ada [Tidak ada 100%: Sangat Baik 100 100
care |ANC) dian kehamilan  fisiologis penanganan persalinan baik yang | kesaluhan ke salahan Baik
persalinan dan patologis di puskesmas maupun yang akan | tindakan tindakan
)il kukan dengan mendapat dirujuk  sesual perannya  dalam
penanganan
respon yang cepat persalinan | SOP /flow chart layanan
jdan abourat, perannys dalam persalinan
SOP/ flow chart | Kualitas Jumlah komplain dari bu hamil | Tidak lebih dari |3 ibu hami| 100% Baik
layanan persalinan atas layanan persalinan okh yang | 3 ibu hamil imenyatakan
bersanghutan menyatakan joormn plain
komplain
Kuantitas Persentase {bu hamil yang datang | Seluruh ibu Seluruh ibu]  100P% Baik*
dan terlayvani persalinannya hamil yang harnil yang|
dalang terlayvani jdatang terlavani
sesual jam
operasional
3 |Layanan antenatal |Rekam  medis  ibul Kuantitas Persentase rekam medis ibu hamil | 90 - 95% rekam 90% 100%: Baik Baik 100 100
eare (ANC) dan hamil dengan vang diisl dengan lengkap dan | medis
persalinan kehamilun fisiologs dinrsipkan dengan haik
Jdila kukan dengan “uh.m_c_c_awﬁo_cw_hu:cﬂ“w. Kualitas Freluensi  kesalahan  penulisan | Tidak lebih dari 2 100% Baik
respon yang cepat [ oo SecaT rekam medis 3 kesalahan
fdan akurat. lengkap,  diarsipkan penulisan
dengan  baik, dan beru pa
filuporkan tepat waktu typo/error
Wakiu Rata - rata waktu hasil evaluasi | 3 bulan setelah 3 bulan 100°% Baik
rekam medis dan register cohot | pemeriksaan
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NO IRENCANA KINERIA] RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISAS] CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN
ATASAN IKI CAPAIAN IKI RENCANA KINERJA
LANGSUNG/ UNIT
KERJA/ KATEGORI | NILAI
ORGANISASI TERTIM
BANG*
{1 2] 3 (8] {51 16) [7) 18) 19 10 t1)
A. KINERJA UTAMA
4 [Semakin banyuld Asistensi/ arahan Kualitas Tingkat lee puasan tenaga | 90-95% tenaga B5% 99% Cukup Baik 100
lenaga  kesehatan| petunjuk kerja untuk keschatan lain atas | kesehatan lain
vl g dapa | pemeriksaan bimbingan /asistensi teknis puas
memberikan :Mw“_._u_:r”_” n_“.:.sﬁ: Kuantitas Persentase pemenuhan  asistensd | 50 - 59%, 65% 11y PBangat Balk
layanan  antenata nxk: o hir P sesual jadwal yang ditetapkan asistensi
jenre |ANC) dan terlnksunas
persalinan
RB. KINERJA TAMBAHAN
i Ibu hamil dan ibu [ Koantitas Presentase ibu hamil yang menjadi | 90 - 95% ibu 95% 100%: Ba ik Haik 100
melahirkan  terdata tanggung jawabnya vang terdata | hamil
dalam  aplikasi dalam aplikasi SICANTIK
mu.ﬂmbudh: gesus) Kualitas Presentase ibu hamil yang datanya | 80-85% data ibu 85% 85 Baik
F:Eu.—ﬂ&:i:: lenghkap dan _.el.::::._: poda | hamil
pendat aan aplikasi SICANTIK
NILAI AKHIR SKP = Nilai tertimbang capaian rencana kinerja utama + N llai tertimbang capaian rencana Kinerja tambahan
Totad N Terumbunsg Copoan Rencana Kinera Lt + - ’ .
- .y.:_ibxw_»xu.:..._l.:i. — ¢ Total Nilal tertimbang Capalan Rencana Kinerfa Tambahan
116 + 100 4 100 + 100
- + 08
4
416
1'.-' + 08 = 104 4+ 08 = 1048
KETERANGAN -
(Opsional)

2021, No. 207

flempat), {tangeal, bulan, tabun)
Pejabat Penilai Kinerja,

{Nama)
INIP)
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Keterangan:

‘capaian K] Sangat Baik untuk indicator “Persentase ibu hami yang datang dan terdagani persafinannya” adalah apabia terdapat ibu hami yang persalinannga di luar jom operasional puskesmas
namun tetap mendapatkan layanan persalinan oleh bidan penyelia,

“Nilal tertimbang Kinerja Ltama Bidan yang terdiri dart

I. Ibu hamil dengan kehamion fistologis dan patologis mendapat pemeriksaan kehamiian/ antenatal care sesuni perannya dalam SOP/flow chart fnyanan ANC meng intervensi Kinerja Utama
Penanggung Jawab UKP Kefarmasian nomor | yakni *Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan diakukan dengan respon yyang cepat dan akourat” dengan nial capaian 100,

2. Ibu hamid dengan kehamilan fisivlogis dan patologis mendapat penanganan persalinan sesuai pemnnya dalam SOP/ flow chart layanan persalinan mengintervensi Kinerja Wtama Penanggung
Jawab UKP Kefarmasian nomor 1 yakni *Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan didakukan dengan respon yang cepat dan akurat® dengan nilad capaian 100,

3. Rekam medis ibu hami dengan kehamilan fisiologis dan patologis serta register cohotnya tercatat secam lengkap, diarsipkan dengan baik, dan diaporkan tepat waktu mengintervenst Kinerj
Utama Penanggung Jawab UKP Kefarmasian nomor 1 gakni “Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan dilakukan dengan respon yang cepat dan akurat” dengan ndlal capaian 100,

4. Asistensy/ arohan petunjuk kera untuk pemeriksaan lochamian dan persalinan kepada bidan mahir mengintervensi Kinerja Utama Penanggung Jawak UKP Kefarmasian nomor 2 yakmi
“Bemakin banyak tenaga kesehatan vang dapat memberikan layanan antenatal care |ANC| dan persalinan® dengan nilai capatan 100,

Dihitung dengan formuia;

Nilal tertimbang = |

(OO T Bl CRpaian e na KInes i alasan vang dinervensi (DO tilal Capaian rencans Kinenin ulame pegansl

* nila] rencana Knerja atasan yang é_:n.lﬂ:iw +|

* nilal renoana Janerja utama g‘;

100 100
Berikut ilustrasi perhitungan niiai TERTIMBANG kepala subdirektorat II:
KINERJA UTAMA NILAI RENCANA METODE KINERJA UTAMA JF NILAl RENCANA KINERJA NILAI TERTIMBANG
ATASAN LANGSUNG / | KINERJA UTAMA CASCADING UTAMA JF
UNIT KERJA/ ATASAN
ORGANISASI YANG LANG SUNG
DIINTERVENSI]
100 non - direct I 120 (B0/100 x 120) + ( 20/100 x 100) = 116
100 non - direct 2 100 (80/100 x 1001 + ( 20/100 x 100) = 100
I 100 non - direct 3 100 (B0/100 x 100) + (20/100 x 100) = 10{
2 100 non - direct 4 100 (HO/100 x 100) + ( 20/100 x 1{0) = 100

= Nilai tertimbang Kinerja Tambahan dihitung dengan formula

Nilal tertimbang = A

bobot nilal capaian rencana kinerja tambahan lingkup penugasan
100

* nllal capalan rencana kinerja .E.:.B_Z:V

a H$% _ccv
“08
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2) Model Pengembangan

| NAMA INSTANSI |

Tabel 8
Format D.2.3
Penilaian SKP Pejabat Fungsional Bidan Penyelia

PERIODE PENILAIAN

o JANUARI SD

.. DESEMBER ..

TAHUN ,,

PEGAWAI YANG DINILAI

PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NP

PANGEKAT/ GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN Bidan Penyelis JABATAN

UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas

RENCANA KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA® CAPAIAN KINERJA
. s

i P B R < T T it IR =0 i
LANGSUNG/ KINERJA INDIVIDU 1K1 KATEGORI | NILAl | BANG*
UNIT KERJA/
ORO ANISASI

11 12) 13) 4 15] 16 7l 18 19 10) [ ¥2) 113) LR}

A KINERJA UTAMA

I Layanan b hamil | Kualitas Frekuens| Tidak ads >4 -4 1-2 Tidak ada | Tklak ada | Sangat |Sangat Balk] 120 116
antenatal dengan kesalahan kesalahan kesalahan | kesalahan Baik
are |IANC)| kehamilan pemeriksaan tindakan tindakan tindakan
Han fisiologis dan kehamilan  |ANC)
persalinan patologis sesual  perannya
Hilakukan me nda pat dalam  SOP/flow
Hengan pemeriksaan chart layanan ANC
cspon  yang] kehamlilan/anten | Kualitas Jumlah komplain | Tidak >7 6-7 -5 Tidak ada 2 Balk
oo pat danf stul care sesuai darl  ibu  hamil | kebih darl complain
ik urat, perannya  dalam atas layanan | 3 ibu
SOP/flbw  chart pemerikssan hanidl
lavanan ANC kehamilan/ menyatik
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RENCANA KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA® CAPAIAN KINERJA
_M_.”_M.m_w__h, S INDIKATOR Sangat Kurang Cukup [ Sangat Balk A z.:..>_
NO 5 . ASPEK KINERJA TARGET | [Kurang REALISASI TERTIM
LANGSUNG/ KINERJA [NDIVIDU 1K1 KATEGORI | NILAL | BANG*
UNIT KERJA/
ORGANISASI
(1) 12 131 4] 15) 16) 7 18) 19 110) (LR)] 112) L] ILR]
A KINERJA UTAMA
antenatal care | an
|ANC] oleh  yang | komplain
bersangkutan
vang ditokrir
Kuantitas | Persentase {bu | Seluruh <% 60-79% 80994 1000 Tbu 1000 1bu | Sangat
hamil yang datang | tbu hamil hamlil baik di | hamil balk Balk
dan terlayani | yang Jjam di jam
pemeriksaan datang operasional Joperasional
kehamilannya terlayani atau tidak atau tidak
sesua | mm
operasional
puskesmas
2 |Layanan Ibu hamil | Kualitas Freluens| Tidak ada >4 -4 1-2 Tidak ada | Tidak ada | Sangat Baik 100 100
antenatal care| dengan kesalahan kesalahan kesalahan | kesalahan Balk
|ANC) dan leeham flan tindakan tindalan tindakan tindakan
persalinan fisiologis dan penanganan
[dilakulan patologia persalinan baik
me ndda pat
denyan penanganan yang di
respon yang persalinan _:_w—aﬂm:ﬁ.m
cepat dan sesual perannya A L yang
akurat, dalam  SOP/flow akan dirujuk
chart layanan sesual  perannya
persalinan dalam  SOP/flow
chart layanan
persalinan
Kualitas Jumlah komplain | Tidak > 7 6-7 4-5 Tidak ada 2 harl Balk
darl Ibu hamil atas | lebih dari complain
layanan 3 ibu
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RENCANA KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA® CAPAIAN KINERJA
_M-."._M..wm»_z) RS, INDIKATOR Sangat Kurang Cukup [ Sangat Balk s NILAI
NO ASPEK KINERJA TARGET | [urang REALISASI TERTIM
LANGSUNG/ KINERJA INDIVIDU 1K1 KATEGORI | NILAL | BANG*
UNIT KERJA/
ORG ANISASI
1 12 131 |41 15 (6] 7 15 19 0] (LR 12 13 (LR]
A KINERJA UTAMA
persalinan oleh | hamil
yang menyataka
bersangkutan n
komplain
Kuantitas | Persentase ibu Seluruh <60% 60-79% 50-99% 100% baik di [100% di jam| Bailk
hamil yang datang | ibu hamil jam operasional
dan terlayani vang operasional
persalinannya datang atau tidak
terlayan|
3 |Layanan Rekam  medis | Kuantitas | Persentase rekam |90 - 95% <B0% 80 - 84% 85 - BI% > 95% 9 Baik Baik 100 100
antenatal 1bu hamll medis ibu hamil
care |ANC) dengan serta register
dan ketuamilan cohotnya tercatat
fisiologis dan -
persalinan patologis  serta secara lenghkap
il boudcan reglster dan terarsip
dengan cohotnya dengan baik
respon yang | tercatat secara | Kualitas Frekuensi Tidak Kesalahan |> 5 kesalahan 4-3 < 2 lesalahan 2-3 Baik
cepat dan lenglcap, kesalahan lebih dari | bersifat fatal | typo/error | kesalahan | penulisan | kesalahan
akairat, diarsipkan penulisan  rekam |3 danatau | penulisan berupa penulisan
dengan baik,
dan dilaporkan medis kesalahan kesalahan berupa typo/error berupa
tepat waktu penulisan subtansial | typo /error typo/error
berupa
typo/error
Waktu Presentase hasil | 3 bulan <5 >4 -5 >3-4 <3 3 bulan Baik
evahua si rekam | setelah
medis dan reglster | pemeriksaa
cohot yang | an
disampaikan
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RENCANA KATEGORI PENILAIAN/ STANDAR KINERJA® CAPAIAN KINERJA
.M_.”M“.'ﬂ, RS, INDIKATOR Sangat Kurang Cukup [ Sangat Balk A NILAI
NO ASPEK KINERJA TARGET | [Kurang REALISASI TERTIM
LANGSUNG/ KINERJA INDIVIDU 1K1 KATEGORI | NILAL | BANG*
UNIT KERJA/
ORGANISASI
] 12 131 4] 15) 16) 7 18) 19 110) (LR)] 112) L] ILR]
A KINERJA UTAMA
kepada
penanggunyg jawab
UKP/ UKM tepat
waktu
4 [Sermakin Asistensi/ arahan| Kualitas Tingkat kepuasan | 90-95% < BO% 80 - 54% 85 - 89% > 95% Qo Baik Baik 100 100
hanyak petunjuk kerja tenagn  kesehatan | tenagn
te naga untuk lain atan | kesehatan
kesehatan pemerikuaag bimbingan fasisten | lain puas
kehamilan dan
vang dapa persalinan 4iteknis
mem berikan kepada bidan Kuantitas | Persentase 50 - 59% < 30% 30 - 39% 40 - 49% > 59% 55% Baik
layanan mahir pemenuhan asistensi
antenatal card asistensi sesual | terlaksana
IANC) dan| jadwal yang
persalinan, ditetapkan
B. KINERJA TAMBAHAN
1 Ibu hamil dan | Kuantitas | Presentase tbu [90-95% < B 80 - 84% 85 - 89% > 95 9% Baik Balk 100 08
ibu melahirkan hamil vang
terdata  dalam menjadi tangging
a plikas| jawabnya vang
HCARTIR ‘.nﬁan_n. dalam
sesual
pembagian aplikas) SICANTIK
tanggungjawab Kualitas Presentase ibu | 80-85% < T 70 - 7T4% 75 = T9% > 85% 8 Balk
pendataan hamil yany
datanya  lengkap
dan terba harui
pada aplikasi
SICANTIK
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NILAI AKHIR SKP = Nilaite rtimbang capaian rencana kinerja utama + Nilal tertimbang capaian rencana kinerja tambahan 1048

Tednd Nbal Tertimbung Cappsan Wetcaoa Kinega ama .

T o S8 Uharis + Total Nilal tertimbang Capalan Rencana Kinerja Tambahan
116 + 100 + 100 4+ 100

- + 08

6
416
. + 08 = 14 + 08= 1048

KETERANGAN (Opsional]

Keterangan.

{rempat), tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilal Kinerja,

{Narma)
NIy

* Kmerja Utama dinidai dengan menggunakan 5 (¥ma) kategori pendain/ standar Kinega. Kategon peniaian telah ditetapkan pada perencanaan Kmega individu. 5 kategori tersebut adalah

-290-
Nt UN~

Sangat Baik, dimana realisasi IKl lebih besar dan target dan tercantum pada kolom Sangat Badk
. Baik, dimana realisas( 1Kl sesuni dengan target dan tercantum pada kolom Target
Cukup, dimana realisasi bemda dibawah target dan tercantum pada kolom Cukup
. Kurang, dimana realisasi berada dibawah cukup dan tercantum pada kolom Kuming
. Sangat Kurang, dimana realisasi berada dibawah kurang dan tercantum pada kolom Sangat Kurmng

" Niai tertimbang Kinerja Utama Bidan yang terdiri dart |

I,

2

3.

q

Jbu hamil dengan kehamian fisiologis dan patologis mendapat pemenksaan kehamilan/ antenatal care sesuail perannya dalam SOP/ flow chart layanan ANC mengintervensi Kinega Utama
Penanggung Jawab UKP Kefarmasian nomor | yakni *Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan diakukan dengan respon yang cepat dan akurat” dengan nilal capatan 100,

. b hamil dengan kehamilan fisiologis dan patologes mendapat penanganan persalinan sesual perannya dalam SOP/ flow chart layanan persalinan mengintervensi Kinerja Utama Penanggung
Jawak UKP Kefarmasian nomor [ yakni “Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan diakukan dengan respon yang cepat dan akurat” dengan nilal capaian 100,

Rekam medis ibu hami dengan kehamilan fisiologis dan patoiogis serta register cohotnya tercatat secara lengkap, diarsipkan dengan baik, dan dilaporkan tepat waktu mengintervenst Kinerj
Utama Penanggung Jawad UKP Kefarmasian nomor I yakni “Layanan antenatal care (ANC) dan persalinan ditakukan dengan respon yang cepat dan akurat” dengan nllal capaian 100,
Asistens/ arohan petunjuk kerga untuk pemericsaan kehamian dan persalinan kepada bidan mahir mengintervensi Kinerja Ltama Penanggung Jawal UKP Kefarmasian nomor 2 yakni
“Semukin banyak tenaga keschatan yang dapat memberikan layanan antenatal care |ANC| dan persalinan® dengan nilad capalan 100.

Dihitung dengan formula .

2021, No. 207

* nilal rencamn kinenn utama pogmaia u_

Berikut thustrasi perhitungan niai Tertimbang kepala subdirektorat I
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KINERJA UTAMA ATASAN NILAI RENCANA METODE KINERJA UTAMA JF NILAI RENCANA KINERJA NILA!I TERTIMBANG
LANGSUNG/ UNIT KINERJA UTAMA CASCADING UTAMA JF

KERJIA/ ORGANISASI ATASAN

YANG DIINTERVENSI LANGSLING
1 100 non — direct 1 120 (807100 x 120) + (20/100 % 100) =116
1 100 non - direct 2 100 BO7100 x 100) + ( 20/100 x 100) = 100
1 100 nor - direct 3 100 (B0/100 x 1001+ ( 20/100 x _100) = 100
2 100 non - direct I 100 (307100 % 100) 4+ ( 20/100 = 100) = 100

= Nilai tertimbang Rencana Kinerja Tambahan dihitung dengan formula;

Nilai tertimbang = A

bobot nilai capaian rencana kKinerja tambahan lingkup penugasan

850 1 100
H 100 100

-08

100

)

* nilal capalan rencana kinerja ne:,g:.,.:v
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b. Penilaian Perilaku Kerja Pejabat Fungsional Bidan Penyelia

Tabel 9

Format D.3

Penilaian Perilaku Kerja* Pejabat Fungsional Bidan Penyelia

INAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: .., JANUARI SD .., DESEMBER ... TAHUN ..,
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL RUANG

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

Bidan Penyelia

JABATAN

UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas
NO ASPEK PERILAKU NILAI
1 Orientasi Pelayanan 112
2 Insitiatif Kerja 95
3 | Komitmen 98,2
Rl Kerjasama 96
5 Kepemimpinan 90
NILAI PERILAKU KERJA 98,2

Ketemngan:!

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)

*contoh yang ditamplkan adalah contoh penilaian perlaku kerxa pegawat oleh aasan langsung tanpa mempertimbangkan perdapat rekan kenja dan bawahan
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¢. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Bidan Penyelia
Tabel 10
Contoh Hasil Penilaian Kinerja
Pejabat Fungsional Bidan Penyelia
INAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI SD ... DESEMBER
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA

... TAHUN

NAMA NAMA

NIP NIP

PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN Bidan Penyelia JABATAN

UNIT KERJA Puskesmas UNIT KERJA Puskesmas

NILAI SKP* 1048

NILAI PERILAKU KERJA** 98,2

NILAI SKP + PERILAKU KERJA*** 101,8

NILAI IDE BARU

NILAI KINERJA PEGAWAL 101,6

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK

TOTAL ANGKA KREDIT YANG
DIPEROLEH
REKOMENDASI

PERMASALAHAN

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Pegawali yang dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
[Nama) |Nama|
Ketemngan, INIF) [NIP)

* Lihat Tabel 8
** Lihat Tabel 9

*** Pendaian Fenlaku didakukan oleh Rejabat Pendai Kinena tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan, sehingga perbandingan

bobot SKP dan bobot Perdaku Kerja adalah 70:30
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ANAK LAMPIRAN 6 LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM  MANAJEMEN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

ILUSTRASI PERHITUNGAN NILAI SKP
MENGGUNAKAN METODE PENYELARASAN
DIRECT CASCADING DAN NON-DIRECT CASCADING

Contoh I

Scorang Pejabat Pengawas memiliki 2 (dua) Kinerja utama yang disclaraskan
menggunakan metode non-direct cascading dan mengintervensi 1 (satu) Kinerja atasannya
scbagaimana tabel berikut:

RENCANA METODE RENCANA JENIS RENCANA NILAI CAPAIAN
KINERJA PENYELARASAN | KINERJA KINERJA RENCANA
ATASAN PEGAWAI KINERJA

LANGSUNG
YANG
DIINTERVENSI

A Non- Direct 1 Kinerja Utama 120

A Non - Direct 2 Kinerja Utama 100

- - 3 Kinerja Tambahan 80
dengan Lingkup
Penugasan Satu Unit
Kerja

Berdasarkan hasil penilaian SKP atasan langsung, nilai capaian rencana Kinerja atasan
{A) yang diintervensi adalah 120, maka Nilai Akhir SKP peyang bersangkutan adalah:

PNilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT]

Langkah I adalah mencari nilai tertimbang untuk masing - masing kinerja:

KINERJA NILAI METODE KINERJA NILAI NILAI TERTIMBANG
UTAMA CAPAIAN | PENYELAR | PEGAWAI CAPAIAN
ATASAN | KINERJA ASAN KINERJA
LANGSUN | UTAMA UTAMA
G/ YANG | ATASAN PEGAWAL
DIINTERV | LANGSU
ENSI NG
A 120 non — direct | Kinerja 120 (80/100 x 120+ ( 20/100 x 120)
Utama 1 = 120
A 120 non - direct | Kinerja 100 (807100 x 100)+ (207100 x 120)
Utama 2 = 104
- - Kinerja 80 (607100 x 1/100) x 80 = 0,48
Tambahan

Total Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Utama
Jumlah Kinerja Utama

Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU =

Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT = Total Nilai tertimbang Capaian Kinerja Tambahan
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BB ceersacnsoraassnssrsronnataasesnsasnrsnsessssssnasescasesnss (2)

Langkah II adalah mencari Nilai SKP yang diperoleh dari penjumlahan (1) dan (2)

Nilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT|
=-112+048=- 112, 48

Contoh II

Seorang Pejabat Pengawas memiliki 2 (dua) Kinerja utama yang diseraskan menggunakan
metode direct cascading dan mengintervensi 2 (dua) Kinerja atasannya scbagaimana tabel
berikut:

RENCANA METODE RENCANA JENIS RENCANA NILAI CAPAIAN
KINERJA PENYELARASAN | KINERJA KINERJA RENCANA
ATASAN KINERJA
LANGSUNG
YANG
DIINTERVENSI
A Direct 1 Kinerja Utama 120
B Direct 2 Kinerja Utama 100

Berdasarkan hasil penilaian SKP atasan langsung, nilai capaian Kinerja atasan (A dan
B) yang diintervensi berturut — turut adalah 120 dan 109, maka Nilai Akhir SKP yvang

2021, No. 207

bersangkutan adalah:

Eilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT|

Langkah 1 adalah mencari nilai tertimbang untuk masing — masing kinerja:

RENCANA NILAI METODE RENCANA NILAL NILAI TERTIMBANG
KINERJA CAPAIAN PENYELA KINERJA CAPAIAN
ATASAN RENCANA RASAN RENCANA
LANGSUNG/ KINERJA KINERJA
YANG ATASAN
DIINTERVEN | LANGSUNG
A 120 direct Kinerja Utama 120 (1007100 x 120) + ( 07100 x 120)
1 =120
B 109 direct Kinerja Utama 100 (100/100 x 100) +(0/100 x 109)
2 = 100

Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU =

2

_ 1204100

Total Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Utama

Jumlah Kinerja Utama

e TR i s AR SN AR A (1)

Langkah II adalah mencari Nilai SKP yang diperoleh dari penjumlahan (1) dan (2)

PNilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT |

=110+0=110
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Contoh 111

-296-

Scorang pejabat administrator memiliki 6 (enam) Kinerja dengan rincian 4 (empat)

Kinerja utama dan 2 (dua) Kinerja tambahan. Kinerja utama pegawai

tersebut

diselaraskan dengan dua metode yakni direct cascading dan non-direct cascading dan

mengintervensi 3 Kinerja atasannya scbagaimana tabel berikut:

KINERJA METODE KINERJA JENIS KINERJA NILAT CAPAIAN
ATASAN YANG | PENYELARASAN | PEGAWALI KINERJA UTAMA
DIINTERVENSI PEGAWAI

A Non - Direct 1 Kinerja Utama 100
B Non - Direct 2 Kinerja Utama 100
B Non - Direct 3 Kinerja Utama 80
C Direct - Kinerja Utama 100
- - 3 Kinerja Tambahan dengan 80
lingkup lintas unit keria
- - 6 Kinerja Tambahan dengan 100
lingkup penugasan satu
unit kerja

Berdasarkan hasil penilaian SKP atasan langsung, nilai capaian Kinerja atasan A
adalah 110, nilai capaian Kinerja B adalah 109 dan nilai capaian Kinerja C adalah
109, maka Nilai Akhir SKP pegawai yang bersangkutan adalah:

ilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT

Langkah I adalah mencari nilai tertimbang untuk masing — masing kinerja:

RENCANA NILAI METODE RENCANA NILAL NILAI TERTIMBANG
KINERJA CAPAIAN PENYELARA | KINERJA CAPAIAN
UTAMA RENCANA SAN RENCANA
ATASAN KINERJA KINERJA
LANGSUNG/ ATASAN
YANG LANGSUNG
DIINTERVENS!
A 110 non — direct Kinerja 120 (B0/100 x 120) + (207100 x 110)
Utama 1 = 102
B 109 non - direct | Kinerja 100 (B0/100 x 100) + ( 20/100 x 109)
Utama 2 = 1018
B 109 non — direct Kinegja 80 (80/100 x 80) + 20/100 x 109)
Utama 3 = B58
C 109 direct Kinera 100 (1007100 = 100) + (07100 x 109)
Utama 4 = 100
Kinerja 80 (60/100 x 2/100) x B0 = 096
Tambaha
nl
Kinerja 100 (B0/100 x 1/100) x 100 = 08
Tambaha
n2

Total Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Utama
Jumlah Kinerja Utama

Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU =
- 1021018+ B858+100

Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT = Total Nilai tertimbang Capaian Kinerja Tambahan
- 096 +0,8
o B e N e e e R A B e NS TR a0 {2)
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Langkah II adalah mencari Nilai SKP vang diperoleh dari penjumlahan (1) dan (2)

Nilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT
=974+ 1,76 -99,16

Contoh IV

Scorang pcjabat fungsional ahli madya memiliki 4 (empat) Kinerja utama yang
disclarasakan dengan dua metode yakni direct cascading dan non-direct cascading dan
mengintervensi 4 Kinerja atasannya scbagaimana tabel berikut:

RENCANA METODE RENCANA JENIS RENCANA NILAI CAPAIAN
KINERJA PENYELARASAN KINERJA KINERJA RENCANA
ATASAN KINERJA

LANGSUNG
YANG
DIINTERVENSI
A Direct 1 Kinerja Utama 100
B Non - Direct 2 Kinerja Utama 100
C Non - Direct 3 Kinerja Utama 100
D Direct B Kinerja Utama 120

Berdasarkan hasil penilaian SKP atasan langsung, nilai capaian Kinerja atasan yang
diintervensi (A, B, C dan D) berturut — turut adalah 110, 109, 109 dan 115 maka Nilai
Akhir SKP pegawai yang bersangkutan adalah:

INilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT |

Langkah I adalah mencari nilai tertimbang untuk masing — masing kinerja:

RENCANA NILAI METODE | RENCANA NILAI NILAI TERTIMBANG
KINERJA CAPAIAN PENYELA | KINERJA | CAPAIAN
ATASAN RENCANA RASAN RENCANA
LANGSUNG/ KINERJA KINERJA
YANG ATASAN
DUNTERVEN | LANGSUNG
S1
A 110 direct Kinerja 100 (100/100 x 100) + (0/100 % 110)
Utama | = 100
B 109 non - Kinerju 100 (80/100 x 100) + ( 20/100 x 109)
direct Utama 2 = 1018
C 109 non - Kinerja 100 (B0/104 x 100) + { 20/100 x 109)
direct Utama 3 = 1018
D 115 direct Kinerja 120 (100/100 = 120) +{0/100 x 115)
Utama 4 = 120

Total Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Utama
Jumlah Kinerja Utama

Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU =

100 + 1018+ 1018 + 120

Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT = Total Nilai tertimbang Capaian Kinerja Tambahan
o | BTN S S TR Pt SO C IR LR SRy SURE Y OISy WPt Pt ) PENE G CO PR TSR e (2)

Langkah II adalah mencari Nilai SKP yang dipecroleh dari penjumlahan (1) dan (2)

Nilai SKP = Nilai Tertimbang Capaian Rencana KU +Nilai Tertimbang Capaian Rencana KT|
- 1059 + 0 = 1059
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